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ABSTRAK

Astuti, Nanin Koeswidi. “Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional (Studi Putusan 
Mahkamah Agung Republik Indonesia).” Tesis, Magister, Fakultas Hukum 
Universitas Indonesia, 2010.

Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan 
data sekunder sebagai sumber datanya. Yang menjadi permasalahan adalah 
apakah hakim dapat memeriksa suatu kontrak yang di dalamnya terdapat klausula 
arbitrase terkait dengan asas kebebasan berkontrak apabila terdapat sengketa 
diantara mereka, apakah upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mengajukan 
pembatalan putusan arbitrase yang telah diputus oleh BANI, dan bagaimanakah 
pelaksanaan pembatalan putusan arbitrase yang telah diputus BANI oleh MA? 
Berdasarkan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata ayal (1) yang memuat asas 
kebebasan berkontrak atau asas paeta sunt servanda ini, maka hakim Pengadilan 
Negeri dapat menyatakan dirinya tidak berwenang karena jabatannya (ex officio) 
untuk mengadili sengketa yang di dalamnya terdapat klausula arbitrase. Tidak 
tergantung pada ada atau tidaknya eksepsi dari tergugat tentang 
ketidakwenangannya itu, mengenai upaya pembatalan putusan arbitrase yang telah 
diputus oleh BANI, adalah seperti yang diatur secara limitatif dalam Pasal 70 UU 
No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, 
dimana harus memenuhi unsur dalam Pasal 70 tersebut. Dari beberapa kasus 
pembatalan putusan arbitrase yang telah diputus BANI oleh Mahkamah Agung 
dapat diketahui bahwa dasarnya yang dianut Mahkamah Agung adalah prinsip 
paeta sunt servanda yang terlihat pada saat memeriksa dan memutus permohonan 
kasasi dari sengketa kontrak yang mencantumkan klausula arbitrase, oleh karena 
itu pengadilan tidak secara otomatis dapat mengadili suatu sengketa, apabila telah 
diperjanjikan dalam kontrak bisnis mereka sebelumnya berupa klausul arbitrase 
bahwa para pihak akan menyelesaikan sengketa mereka melalui forum arbitrase, 
kecuali terjadi kesalahpahaman mengenai klausula arbitrase, salah pengertian dan 
salah penafsiran, para pihak telah mencabut atau membatalkan klausula arbitrase. 
(Nanin Koeswidi. A)

Kata kunci:

Arbitrase, klausula arbitrase, pembatalan putusan arbitrase
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ABSTRACT

Astuti, Nanin Koeswidi. "The Annulment of A National Arbitration Award 
(Decision Study The Indonesian Supreme Court)." Thesis, Master, Faculty of Law 
University of Indonesia, 2010.

The writing of this thesis research methods literature with secondary data as the 
data source. The problem is whether the judge can review a contract that contains 
the arbitration clause related to the principle of freedom of contract if there is a 
dispute between them, whether the remedy which can be done to apply the 
annulment of the award which had been cut 'by BANI, and how the 
implementation of the annulment of the award BANI which had been cut by the 
Supreme Court? Under article 1320 and Article 1338 Civil KUH point (1) which 
includes the principle of freedom of contract or pacta sunt servanda principle of 
this, the District Court judge may declare themselves not competent because of his 
position (ex officio) to adjudicate disputes in which the arbitration clause. Does 
not depend on the presence or absence of the defendant's demurrer on not 
authorized it, about the efforts that the annulment of the award has been settled by 
BANI, is regulated as limitatif in Article 70 of Law No. 30 of 1999 on Arbitration 
and Alternative Dispute Resolution, which must meet the elements of Article 70 
is. O f some cases of cancellation of the award that has been decided by the 
Supreme Court BANI can be seen that essentially the Supreme Court adopted the 
principle o f pacta sunt servanda is visible at the time of review and decide upon 
appeal from a contract dispute that included the arbitration clause, therefore the 
court does not automatically can judge a dispute, if it had been agreed in previous 
contracts o f their business arbitration clause that the parties will resolve their 
dispute through arbitration forum, except for misunderstanding about the 
arbitration clause, misunderstandings and wrong interpretations, the parties have 
been revoked or canceled the arbitration clause. (Nanin Koeswidi. A)

Keywords:
Arbitration, the arbitration clause, annulment of the award
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BABI 

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam suatu hubungan bisnis atau peijanjian, selalu ada kemungkinan 

timbulnya sengketa. Sengketa yang perlu diantisipasi adalah mengenai bagaimana 

cara melaksanakan klausul-klausul perjanjian, apa isi peijanjian ataupun 

disebabkan hal lainnya1. Untuk menyelesaikan sengketa ada beberapa cara yang 

bisa dipilih, yaitu melalui negosiasi, mediasi, pengadilan dan arbitrase.

Pada umumnya sengketa-sengketa dagang kerap didahului oleh 

penyelesaian dengan melalui negosiasi. Bila cara penyelesaian ini gagal atau 

tidak berhasil, barulah ditempuh cara-cara lainnya seperti penyelesaian 

melalui pengadilan atau arbitrase. Penyerahan sengketa baik kepada pengadilan 

maupun ke arbitrase biasanya didasarkan pada suatu peijanjian di antara 

para pihak. Apabila para pihak membuat klausula arbitrase, berarti para pihak 

telah sepakat secara tertulis bahwa apabila teijadi perkara mengenai peijanjian 

yang telah mereka peijanjikan akan memilih jalan penyelesaian sengketa melalui 

arbitrase dan tidak berperkara di hadapan peradilan umum.

Langkah yang biasa ditempuh adalah dengan membuat suatu 

peijanjian atau memasukkan suatu klausul penyelesaian sengketa ke dalam 

kontrak atau peijanjian yang mereka buat, baik ke pengadilan atau ke badan 

arbitrase2. Yang menjadi dasar hukum bagi forum atau badan penyelesaian 

sengketa yang akan menangani sengketa adalah kesepakatan para pihak.

1 Gatot Soemartono, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka 
Utama, 2006), hlm. 3.

2 Gerald Cooke, ‘Disputes Resolution in International Trading' ¡n: Jonathan 
Reuvid (ed)., The Strategic Guide to International Trade, (London: Kogarl Page, 1997), page.

1 Universitas Indonesia
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Kesepakatan inilah hukum . K esepakatan te rse b u t d i le ta k k a n  b a ik  p a d a  w a k tu  

kontrak ditandatangani atau setelah sengketa tim b u l.

Abdulkadir Muhammad memberikan pandangannya mengenai arbitrase 

dengan menggunakan logika sebagai berikut;

’’Makin maju bidang usaha perindustrian dan perdagangan maka makin luas pula 

hubungan hukum yang diadakan oleh para pengusaha, dan tentu saja tidak dapat 

dipungkiri kemungkinan teijadinya sengketa dalam pemenuhan kewajiban dan 

hak mereka”. Sudah menjadi ciri pengusaha bahwa setiap sengketa ingin 

diselesaikan dengan baik dalam waktu relatif singkat oleh badan yang terdiri dari 

para ahli yang menguasai betul bidang usaha yang disengketakan itu. Badan yang 

dimaksud adalah badan arbitrase.3

Arbitrase merupakan sistem alternatif penyelesaian sengketa yang 

memiliki sifat paling formal, dalam proses arbitrase para pihak yang bersengketa 

menyerahkan penyelesaian sengketanya kepada pihak ketiga yang netral dan 

berwenang untuk memberikan putusan yang mengikat para pihak.4

Arbitrase ditengarai sebagai metode alternatif yang banyak dipilih para 

pelaku niaga dalam penyelesaian sengketa komersial. Disebut alternatif 

karena bukan satu-satunya metode yang dapat dipilih. Masih ada beberapa 

metode penyelesaian sengketa lainnya yang juga dikenal dalam masyarakat. 

Arbitrase sebagai salah satu metode alternatif di antara sekian jenis metode 

penyelesaian sengketa kemudian menjadi lebih populer dibandingkan dengan 

jenis metode lainnya. Bahkan penggunaannya di luar bidang hukum publik 

terutama amat diminati sebagai salah satu metode dalam menyelesaikan 

sengketa komersial atau bidang hukum pemigaan dan perikatan. Akan tetapi 

kecenderungan orang untuk memilih arbitrase ini bukan berarti cara

3 Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Banduno- Citra Aditva 
Bakti,1999), hlm. 412. b' '

GhaHa 1 , ^ 5 “  da"  AsPek Hukum <jakarta:

Universitas Indonesia
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penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri sama sekali telah 
ditinggalkan, sehingga tidak lagi populer.

Sebaliknya, peran pengadilan negeri masih tetap tidak mudah untuk 

digantikan. Hal itu disebabkan setelah selesai suatu sengketa diputus oleh forum 

pilihan semacam arbitrase, peran pengadilan muncul lagi manakala para 

pihak tidak mau secara sukarela melaksanakan putusan arbitrase 

bersangkutan. Selain itu lembaga arbitrase masih memiliki ketergantungan pada 

pengadilan, misalnya dalam hal pelaksanaan putusan arbitrase. Ada keharusan 

untuk mendaftarkan putusan arbitrase di pengadilan negeri. Hal ini menunjukkan 

bahwa lembaga arbitrase tidak mempunyai upaya pemaksa terhadap para pihak 

untuk menaati putusannya.5

Ada beberapa keuntungan yang didapat dengan menyelesaikan suatu 

sengketa melalui arbitrase. Pertama, adalah proses yang relatif lebih cepat 

mengingat putusan arbitrase yang tidak dapat dibanding. Kedua7 dari segi 

publisitas lebih terjamin agar sengketa tersebut tidak dapat dihadiri oleh siapa saja 

ataupun dipublikasikan secara luas. Ketiga, mengingat para arbiter dapat dipilih 

oleh para pihak dan memiliki keahlian dibidangnya, maka tidak perlu diragukan 

putusan yang diambil benar-benar mencerminkan keadilan dan keahlian.6

Sebelum UU Arbitrase berlaku, ketentuan mengenai arbitrase diatur dalam 

pasal 615 s/d 651 Reglemen Acara Perdata (Rv). Selain itu, pada penjelasan pasal 

3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok 

Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa penyelesaian perkara di luar 

Pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitrase) tetap 

diperbolehkan. Ketentuan-ketentuan tersebut sekarang ini sudah tidak berlaku lagi 

dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

5 Eman Suparman, “Perkembangan Doktrin Penyelesaian Sengketa di Indonesia” 
(makalah disajikan pada Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Juni 2006), hml. 2.

6 Hikmahanto Juwana, Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional, 
(Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal. 18.

Universitas Indonesia
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Dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 (tentang Pokok Kekuasaan 

Kehakiman) yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 

(tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970) yang telah diubah 

dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 ( tentang Kekuasaan Kehakiman), 

keberadaan arbitrase dapat dilihat dalam penjelasan pasal 3 ayat (I) Undang- 

Undang No. 14 Tahun 1970 yang antara lain menyebutkan bahwa penyelesaian 

perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap 

diperbolehkan, akan tetapi putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan 

eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi dari 

Pengadilan.

Di dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 

Alternatif Penyelesaian Sengketa, berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku, penyelesaian sengketa perdata di samping dapat diajukan ke 

peradilan umum juga terbuka kemungkinan diajukan melalui arbitrase dan 

alternatif penyelesaian sengketa, bahwa peraturan perundang-undangan yang kini 

berlaku untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase sudah tidak sesuai lagi 

dengan perkembangan dunia usaha dan hukum pada umumnya.7

Dalam Hukum Indonesia persetujuan arbitrase (arbitration agreement) 

dan klausula arbitrase (arbitration clausef merupakan dua landasan hukum 

bagi lahirnya kompetensi forum arbitrase. Persetujuan arbitrase (arbitration 

agreement) adalah kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam 

sengketa, untuk meminta putusan atas sengketa tersebut kepada majelis 

arbitrator. Persetujuan tersebut dituangkan dalam suatu akta yang terpisah

7 Indonesia, Undang-undang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa, UU No. 30 
tahun 1999, LN. RI No.138 Tahun 1999, TLN No. 3872, konsideran menimbang.

8 R. Subekti, “Memahami Arti Arbitrase,” Varia Peradilan Tahun IV No. 4 (April 
1989), hlm. 114.
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dari kontrak induk (main contract). Arbitrase diakui oleh pengadilan sebagai 

“lembaga peradilan oleh hakim partikulir” (particulire rechtspraakf.

Arbitrase dalam bentuk formal baru berkembang di Indonesia di era 1970- 

an ketika BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) didirikan pada tahun 1977. 

BANI didirikan oleh KADIN (Kamar Dagang dan Industri Indonesia). BANI 

hanya berurusan dengan perselisihan antara pihak-pihak dalam negeri, kecuali bila 

para pihak yang terlibat membuat kesepakatan khusus.10 Walaupun BANI secara 

umum berurusan dengan perselisihan antara pihak swasta nasional, tetapi dalam 

situasi tertentu lembaga ini juga dapat menangani perselisihan komersial 

internasional, karena “tidak ada perbedaan dan tidak ada hukum yang berbeda 

untuk arbitrase komersial nasional dan internasional di Indonesia” . 11

Lembaga Peradilan diharuskan menghormati lembaga arbitrase 

sebagaimana yang termuat dalam Pasal 11 ayat (2) UU No.30 tahun 1999 yang 

menyatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang mengadili sengketa para 

pihak yang telah terikat dalam peijanjian arbitrase. Pengadilan Negeri wajib 

menolak dan tidak ikut campur tangan dalam suatu penyelesaian sengketa yang 

telah ditetapkan melalui arbitrase. Hal tersebut merupakan prinsip limited court 

involvement. 12

Secara teoritis mengenai kewenangan pengadilan, baik secara absolut

maupun relatif dapat disebut dengan yurisdiksi yang menyangkut pembagian
11kekuasaan antar badan-badan peradilan. Undang-Undang No. 4 Tahun 2004

9 Indonesia, Undang-Undang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, UU 
No. 14 Tahun 1970, LN No. 74 Tahun 1970, TLN No.1951, Penjelasan Ps. 3 ayat (1).

10 Maqdir Ismail, Pengantar Praktek Arbitrase di Indonesia, Malaysia dan Australia, 
(Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia ,2007), hlm. 40.

11 Sudargo Gautama, "Some Legal Aspects of International Commercial Arbitration in 
Indonesia/Vowrwtf/ o f  International Arbitration Vol 7 No. 4, (1990), hlm. 96.

12 Gatot Soemartono, op. c i t hlm. 70-71.

13 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, 
Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 179.
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tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur, bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan 

oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, dan sebuah Mahkamah 

Konstitusi. Sedangkan mengenai kewenangan mutlak kekuasaan Mahkamah 

Agung terbagi di masing-masing lingkungan peradilan dan pengaturannya 

tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur masing- 

masing lingkungan peradilan tersebut.

Pasal 10 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 

Kehakiman, mengatur konsep dasar pembagian kekuasaan kewenangan mutlak 

kekuasaan pengadilan, dimana kekuasaan pengadilan tersebut dibagi menjadi 

empat ruang lingkup, yaitu: Pengadilan Umum, Pengadilan Agama, Pengadilan 

Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Militer. Dengan adanya pembagian kekuasaan 

pengadilan tersebut, suatu pengadilan tidak dapat memeriksa gugatan/ 

permohonan yang diajukan kepadanya, apabila ternyata secara formil gugatan 

tersebut masuk ke dalam ruang lingkup kewenangan mutlak pengadilan lain.

Objek perjanjian arbitrase (sengketa yang akan diselesaikan di luar 

pengadilan melalui lembaga arbitrase dan atau lembaga alternatif penyelesaian 

sengketa lainnya) menurut Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 

(“UU Arbitrase”) hanyalah sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak 

yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya 

oleh pihak yang bersengketa. Adapun kegiatan dalam bidang perdagangan itu 

antara lain: perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri dan hak 

milik intelektual. Sementara itu Pasal 5 (2) UU Arbitrase memberikan perumusan 

negatif bahwa sengketa-sengketa yang dianggap tidak dapat diselesaikan melalui 

arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak 

dapat diadakan perdamaian sebagaimana diatur dalam KUH Perdata Buku III bab 

kedelapan belas Pasal 1851 s/d 1854.14

Dengan demikian arbitrase tidak dapat diterapkan untuk masalah-masalah 

dalam lingkup hukum keluarga. Arbitase hanya dapat diterapkan untuk masalah-

14 Maqdir Ismail, op. cit.* him. 14.
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masalah perniagaan. Bagi pengusaha, arbitrase merupakan pilihan yang paling 

menarik guna menyelesaikan sengketa sesuai dengan keinginan dan kebutuhan 

mereka15. Dalam banyak peijanjian perdata, klausula arbitrase banyak digunakan 

sebagai pilihan penyelesaian sengketa. Pendapat hukum yang diberikan lembaga 

arbitrase bersifat mengikat (binding) oleh karena pendapat yang diberikan tersebut 

akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian pokok (yang 

dimintakan pendapatnya pada lembaga arbitrase tersebut). Setiap pendapat yang 

berlawanan terhadap pendapat hukum yang diberikan tersebut berarti pelanggaran 

terhadap perjanjian (breach ofeontraet - wanprestasi). Oleh karena itu tidak dapat 

dilakukan perlawanan dalam bentuk upaya hukum apapun.16

Walaupun Pasal 3 Undang-Undang Arbitrase dinyatakan bahwa 

pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang telah terikat 

dengan perjanjian arbitrase, namun di dalam praktiknya masih ada saja Pengadilan 

Negeri yang tidak menolak untuk memeriksa perkara-perkara atau sengketa- 

sengketa yang timbul dari peijanjian yang terdapat klausula arbitrase di dalamnya. 

Pengajuan perkara-perkara kepada pengadilan umum terhadap perkara yang telah 

terikat dengan klausul arbitrase tersebut biasanya diajukan oleh pihak yang kalah 

di forum arbitrase.

Mahkamah Agung menyatakan sikapnya bahwa: pada* dasarnya yang 

dianut MA adalah prinsip paeta sunt servanda. Artinya, klausula arbitrase 

mengikat secara mutlak terhadap para pihak yang membuatnya. Oleh sebab itu, 

klausula arbitrase langsung melahirkan kompetensi absolut bagi forum 

arbitrase bersangkutan sebagaimana telah dipilih oleh para pihak. Sikap 

Mahkamah Agung semacam itu dinyatakan pada saat memeriksa dan memutus 

permohonan kasasi dari sengketa kontrak yang gugatannya diajukan melalui

15 Ibid.9 hlm. 4.

16 Budhy Budiman, “Mencari Model Ideal penyelesaian Sengketa, Kajian Terhadap 
praktik Peradilan Perdata Dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999” http://www.uika- 
bogor.ac.id/iur05.htm. diunduh 7 Agustus 2009.
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pengadilan negeri sedangkan kontrak bersangkutan mencantumkan klausula 

arbitrase*17

Meskipun pada akhirnya Mahkamah Agung menolak untuk memberikan 

putusan dan menghormati putusan lembaga arbitrase, namun hal ini malah 

menyebabkan penyelesaian sengketa menjadi berlarut-larut, karena Ketua 

Pengadilan Negeri yang seharusnya memberikan penetapan eksekusi atas putusan 

lembaga arbitrase nasional akan menunggu sampai adanya putusan pengadilan 

umum yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Bahwa tujuan arbitrase sebagai altemative penyelesaian sengketa akan sia-

sia jika pengadilan masih bersedia memeriksa sengketa yang sejak semula

disepakati untuk diselesaikan melalui arbitrase. Namun pengadilan berperan besar

dalam pengembangan arbitrase, manakala proses arbitrase perlu mendapat campur
• *18tangan pengadilan, demi memperlancar proses arbitrase itu sendiri.

Pembatalan putusan arbitrase sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 70 

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa adalah merupakan upaya hukum yang diberikan kepada 

para pihak yang bersengketa untuk meminta kepada pengadilan negeri 

membatalkan sebagian atau seluruh putusan arbitrase, dalam hal ini di Indonesia 

yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase) secara tegas mengatakan bahwa putusan 

Majelis Arbitrase bersifat final dan mengikat. Pengajuan permohonan pembatalan 

menurut Pasal 70 UU Arbitrase oleh pihak yang tidak puas atas putusan Majelis 

Arbitrase memiliki keterbatasan dalam alasan-alasan yang dapat dipergunakan, 

yaitu apabila putusan mengandung adanya dokumen diakui palsu atau dinyatakan

17 Yurisprudensi Indonesia 5, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1990), hlm. 103.

18 Erman Rajagukguk, Arbitrase dan Putusan Pengadilan, (Jakarta: Chandra Pratama, 
2000), hlm. 14.
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palsu, ditemukannya dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan 

atau diambil dari hasil tipu muslihat. Pembatalan putusan oleh pengadilan dapat 

dilakukan bilamana putusan arbitrase dilakukan dengan kewenangan yang 

berlebihan sehingga putusan dapat disampingkan atau bilamana sebagian 

yurisdiksi berlebihan.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, peneliti tertarik untuk 

mengkaji mengenai pembatalan putusan arbitrase nasional yang diajukan oleh 

para pihak yang bersengketa. Untuk itu penulis membuat penulisan hukum dalam 

bentuk tesis dengan judul: “Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional (Studi 

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini, yaitu:

1. Apakah hakim dapat memeriksa suatu kontrak yang di dalamnya terdapat 

klausula arbitrase terkait dengan asas kebebasan berkontrak apabila terdapat 

sengketa diantara para pihak?

2. Apakah upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mengajukan pembatalan 

putusan arbitrase yang telah diputus oleh Badan Arbitrase Nasional?

3. Bagaimana pelaksanaan beberapa kasus pembatalan putusan arbitrase yang 

telah diputus oleh Badan Arbitrase Nasional oleh Mahkamah Agung?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan sasaran yang ingin dicapai sebagai 

pemecahan atas masalah yang dihadapi dan sekaligus untuk memenuhi kebutuhan 

perorangan dan institusi. Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, 

tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui fungsi dan kewenangan hakim dalam menilai suatu kontrak 

yang di dalamnya terdapat klausula arbitrase terkait dengan asas kebebasan 

berkontrak apabila terjadi sengketa diantara para pihak.
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2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mengajukan 

pembatalan putusan arbitrase yang telah diputus oleh Badan Arbitrase 

Nasional.

3. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan beberapa kasus pembatalan 

putusan arbitrase yang telah diputus oleh Badan Arbitrase Nasional oleh 

Mahkamah Agung.

1.4 Metode dan Teknik Penelitian

Setiap kegiatan yang bersifat ilmiah haruslah berdasarkan metode 

penelitian ilmiah tertentu, karena hasil penelitian yang biasanya dituangkan dalam 

tulisan berupa karya ilmiah, dalam arti pikiran maupun materi pembahasan 

seharusnya dapat diuji kebenarannya secara logis, sistematis dan sesuai dengan 

data ataupun fakta yang ada.

Penelitian hukum pada dasarnya adalah kegiatan penyelesaian masalah. 

Adapun cara pemecahan masalah dilakukan oleh peneliti dengan jalan 

mengidentifikasi dan mengkualifikasikan fakta-fakta, dan mencari norma hukum 

yang berlaku, untuk kemudian mengambil kesimpulan berdasarkan fakta-fakta 

dan norma hukum tersebut.19

Sehubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini, metode yang akan 

digunakan untuk mendapatkan data yang akan diperlukan adalah metode 

penelitian normatif, kajian hukum normatif mengambil sikap kritis-normatif 

bertolak dari wawasan atas keberadaan manusia dalam masyarakat serta 

melancarkan kritik terhadap praktek hukum maupun dogmatik hukum.20

Adapun jenis penelitian tentang pembatalan putusan arbitrase nasional 

oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah penelitian hukum normatif,

19 Agus Brotosusilo, et al., Penulisan Hukum : Buku Pegangan Dosen, (Jakarta: 
Konsorsium Ilmu Hukum Departemen PDK, 1994), hlm. 8.

20 Gijssels, Jan Mark Van Hoecke, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta: Apakah Teori 
Hukum Itu?, (Bandung: Penerbitan Tidak Berkala N3, Laboratorium Hukum, Fakultas Hukum 
Universitas Katolik Parahyangan, 2000), hlm. 114-115.
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yaitu penelitian hukum yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat 

dalam peraturan pcrundang-undangan, maupun putusan pengadilan ataupun 

pendapat para ahli.21 Dengan demikian obyek yang dianalisis adalah norma 

hukum, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun yang sudah secara 

konkrit diputuskan oleh Badan Arbitrase Nasional dan Hakim Mahkamah Agung 

Republik Indonesia.

Analisis yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif. 

Penelitian secara kualitatif ditempuh guna memperoleh diskripsi mengenai obyek 

yang diteliti,22 yaitu Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional (Studi Putusan 

Mahkamah Agung Republik Indonesia).

Data yang diperoleh diolah dan dianalisa dengan menggunakan metode 

kualitatif. Penggunaan metode tersebut akan menghasilkan uraian hasil penelitian 

yang bersifat deskriptif-analistis.

1.5 Landasan Teori dan Konsep

Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum terdiri dari struktur, 

substansi dan budaya hukum. Struktur hukum (legal structure) mengacu pada 

bentuk dan kedudukan pranata hukum y^ng terdapat dalam sistem hukum, 

merupakan kerangka, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberikan 

semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan instansi-instansi penegak 

hukum. Di Indonesia yang merupakan struktur dari sistem hukum antara lain: 

institusi atau penegak hukum seperti advokat, polisi, jaksa dan hakim. Substansi 

hukum (legal substance) merupakan aturan-aturan, norma-norma hukum dan pola 

prilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu termasuk produk yang

21 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Rajawali 
Pers, 1990), hlm. 14.

22 Ib id , hal. 68-69

23 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1994), hlm. 250.
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dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, mencakup 

keputusan yang mereka keluarkan atau aturan baru yang mereka susun. Dikenal 

law in the books dalam suatu sistem hukum. Sedangkan budaya hukum (legal 

culture) merupakan suasana pikiran sistem dan kekuatan sosial yang menentukan 

bagaimana hukum itu digunakan, dihindari atau disalahgunakan oleh masyarakat, 

merupakan unsur yang mempengaruhi corak hukum yang hidup (living law/ law 

in actiori). Penelitian ini lebih memfokuskan pada substansi hukum.24

Penerapan asas kebebasan berkontrak sebagai asas utama hukum 

peijanjian Indonesia telah menimbulkan pro dan kontra, karena asas tersebut 

berasal dari dunia barat pada zaman merajalelanya liberalisme. Namun terhadap 

pendapat-pendapat tersebut, Subekti mengemukakan bahwa pencantuman asas 

kebebasan berkontrak adalah tetap diperlukan untuk meningkatkan kepastian 

hukum.25

Pendapat tersebut didukung oleh Mariam Darus Badrulzaman yang 

menyatakan bahwa asas kebebasan berkontrak tetap perlu dipertahankan sebagai 

asas utama dalam hukum peijanjian nasional, asas kebebasan berkontrak yang 

bertanggung jawab, yang mempu memelihara keseimbangan perlu tetap 

dipertahankan dalam hukum peijanjian nasional, yaitu “pengembangan 

kepribadian” untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup lahir dan batin 

yang serasi, selaras dan seimbang dengan kepentingan masyarakat.26

Salah satu syarat sahnya peijanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata 

adalah persetujuan dari pihak-pihak yang mengadakan peijanjian, oleh karena itu 

dlaam suatu peijanjian terdapat kebebasan berkontrak. Menurut pendapat 

Soeijono, kebebasan berkontrak ini tidak bersifat mutlak, hakim melalui tafsiran

24 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Grasindo, 2004), hlm. 91 mengutip 
Lawrence M. Friedman, American Law, (New York: W.W. Norton& Co, 1986). Page. 5 & 16.

25 R. Subekti, Kumpulan Karangan Hukum Perikatan, Arbitrase dan Peradilan, (Bandung: Alumni, 
1992), hlm. 5.

26 Mariam Darus Badrulzaman, Kompilasi Hukum Perikatan> (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), 
hlm. 85-87.
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hukum berwenang unluk meneliti dan kemudian menentukan apakah kedudukan 

para pihak berada dalam keadaan seimbang atau tidak, maka apabila ternyata 

ditemukan kedudukan para pihak ternyata dalam keadaan tidak seimbang, maka 

keadaan tidak seimbang sedemikian rupa sehingga salah satu pihak tidak bebas 

menentukan kehendaknya, hal tersebut adalah merupakan perjanjian sepihak.27 

Pendapat tersebut sejalan dengan Z. Asikin Kusumah Atmadja yang menyatakan 

bahwa hakim berwenang untuk memasuki/ meneliti isi suatu kontrak apabila 

diperlukan, karena isi dan pelaksanaan suatu kontrak bertentangan dengan nilai- 

nilai dalam masyarakat.28

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, menyatakan bahwa semua kontrak 

(perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka 

yang membuatnya. Kata “semua” dalam pasal tersebut mengindikasikan bahwa 

orang dapat membuat perjanjian apa saja, tidak terbatas pada jenis perjanjian yang 

diatur dalam KUH Perdata, dan perjanjian tersebut akan mengikat para pihak yang 

membuatnya. Pasal 1338 KUH Perdata itu sendiri juga menggunakan kalimat 

“yang dibuat secara sah”, hal ini berarti bahwa apa yang disepakati para pihak, 

berlaku sebagai undang-undang selama apa yang disepakati itu adalah sah. 

Artinya tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan 

kesusilaan, kontrak tersebut batal demi hukum.29

Sejak disahkannya Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang 

Arbitrase dan Alternatif penyelesaian Sengketa pada tanggal 12 Agustus tahun 

1999 oleh Presiden BJ. Habibie (Undang-undang Arbitarse). Dalam Pasal 3 UU 

tersebut dengan tegas menentukan bahwa apabila para pihak telah menentukan 

pilihan yurisdiksinya adalah arbitrase, maka “Pengadilan Negeri tidak berwenang

27 Soerjono, “Peranan Hakim dalam Pembatalan Perjanjian Riba,” Varia Peradilan Vol.8 
(Mei 1986), hlm. 164.

28 Z. Asikin Kusumah Atmadja, “Pembatasan Rentenir sebagai Perwujudan Pemerataan 
Keadilan,” Varia Peradilan (Februari 1987), hlm. 177.

29 Setiawan, “Menurunnya Supremasi Azas Kebebasan Berkontrak”, PPH Newsletter 
(Desember 2003), hlm. 1.
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untuk mengadili sengketa para pihak yang lelah terikat dalam perjanjian 

arbitrase”. Dalam Pasal 11 ayat (1) suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan 

hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang 

termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri. Penegasan selanjutnya 

terdapat dalam ayat (2) Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan ikut 

campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan 

melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang- 

undang ini.

Pencarian metode alternatif untuk mencegah dan menyelesaikan sengketa 

adalah sesuatu yang urgent dalam masyarakat. Berbagai model penyelesaian 

sengketa, baik formal maupun informal, dapat dijadikan acuan untuk menjawab 

sengketa yang mungkin timbul, salah satunya adalah yang melalui proses 

adjudikasi yang meliputi litigasi dan arbitrase.30

Pertama, litigasi (litigation) adalah proses gugatan atas suatu konflik yang 

diritualisasikan untuk menggantikan konflik sesungguhnya, dimana para pihak 

memberikan kepada seorang pengambil keputusan dua pilihan yang bertentangan. 

Litigasi memiliki karakteristik adanya pihak ketiga yang mempunyai kekuatan 

untuk memutuskan solusi diantara para pihak yang bersengketa. Dalam 

mengambil alih keputusan dari para pihak, dalam batas tertentu litigasi sekurang- 

kurangnya menjamin bahwa kekuasaam tidak dapat mempengaruhi hasil dan 

dapat menjamin ketentraman sosial. Sebagai suatu ketentuan umum dalam proses 

gugatan, litigasi sangat baik untuk menemukan kesalahan-kesalahan dan masalah- 

masalah posisi pihak lawan. Litigasi juga memberikan standar prosedur yang adil 

dan memberikan peluang yang luas kepada para pihak untuk didengar 

keterangannya sebelum diambil keputusan. Adjudikasi tidak hanya menyelesaikan

30 Suyud Margono, ADR: Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase Proses 
Pelembagaan dan Aspek Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), hlm. 23.
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sengketa, tetapi juga menjamin suatu bentuk ketertiban umum yang tertuang 

dalam undang-undang, baik secara eksplisit maupun implisit.31

Arbitrase berasal dari kata “arbitrare” (rcd: bahasa latin) yang berarti 

kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. Dihubungkannya 

arbitrase dengan kebijaksanaan itu, dapat menimbulkan salah pengertian tentang 

arbitrase, karena dapat menimbulkan kesan seolah-olah seorang arbiter atau 

majelis arbitrase dalam menyelesaikan suatu sengketa tidak mengindahkan 

norma-norma hukum lagi dan menyandarkan pemutusan sengketa tersebut hanya 

pada kebijaksanaan saja.32

Kesan tersebut keliru, karena arbiter atau majelis tersebut juga 

menerapkan hukum seperti apa yang dilakukan oleh Hakim atau Pengadilan. 

Arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau 

para hakim yang bertujuan bahwa mereka akan tunduk kepada atau mentaati 

keputusan yang telah diberikan oleh hakim atau para hakim yang mereka pilih 

atau tunjuk tersebut.33

Prof. Sanwani Nasution, SH, Sulaiman Hamid SH, dan Bachtiar Hamzah, 

SH, dimana telah mengutip pendapat JL. Bierly yang menyatakan, bahwa 

arbitrase adalah:

“Satu proses hukum yang telah ditetapkan dan merupakan satu diantara cara 
penyelesaian sengketa secara damai” .34

Sedangkan menurut pendapat Sudikno Mertokusumo, SH bahwa yang 

dimaksud dengan arbitrase adalah:

31 Ibid.,

32 Syafirudin Yudowibowo, “Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional Di Indonesia: 
Sebuah Prespektif atas UU No. 30 Tahun 1999,” Yustisia Edisi N o. 71 (Mei-Agustus 2007), hlm. 
50.

33 R. Subekti, Arbitrase Perdagangan, Cet.l, (Bandung: Angkasa Offset, 1981), hlm. 1.

34 Sanwani Nasution, et al., Arbitrase Dalam Hukum internasional, (Medan: Fakultas 
Hukum USU, 2002), hlm. 16.
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“Prosedur penyelesaian sengkela diluar pengadilan yang berdasarkan persetujuan 
pihak yang bersengketa, diserahkan kepada seorang wasit atau lebih”.3

Pengertian arbitrase menurut Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif

penyelesaian sengketa No. 30 Tahun 1999 termuat dalam pasal 1 angka 8:

“Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa 
untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut juga 
dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum 
tertentu dalam hal belum timbul sengketa.”

Di dalam Black’s Law Dictionary, arbitrase dinyatakan sebagai berikut:

ua process o f  dispute resolution in which in neutral third party (arbitrator) 
renders a decision after a hearing at which both parties have an opportunity to be 
heard. Where arbitration is voluntary, the disputing parties select the arbitrator 
who has the power to render a binding a decision f\ 36

Selain adjudikasi ada juga arbitrase, dimana dalam arbitrase para pihak 

menyetujui untuk menyelesaikan sengketanya kepada pihak netral yang mereka 

pilih untuk membuat keputusan. Arbitrase adalah suatu bentuk adjudikasi privat. 

Dalam beberapa hal arbitrase mirip dengan adjudikasi publik dan sama-sama 

memiliki beberapa keuntungan dan kelemahan.

Perbedaan arbitrase dengan litigasi melalui pengadilan adalah 

dilibatkannya litigasi sengketa pribadi dalam arbitrase. Sifat pribadi dari arbitrase 

memberikan keuntungan-keuntungan melebihi adjudikasi melalui pengadilan 

negeri. Arbitrase pada dasarnya menhindari pengadilan. Dalam kaitan ini 

dibandingkan dengan adjudikasi publik, arbitrase lebih memberikan kebebasan, 

pilihan otonomi dan kerahasiaan kepada para pihak yang bersengketa. Dalam 

arbitrase, para pihak dapat memilih hakim yang mereka inginkan, berbeda dengan 

sistem pengadilan yang telah menetapkan hakim yang akan berperan. Hal ini 

dapat menjamin kenetralan dan keahlian yang mereka anggap perlu dalam

35 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 1985), 
him. 224.

36 Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary 6th ed. (USA, St. Paul: West 
Publishing, 1991), page. 70.
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sengketa mereka. Para pihak juga dapat memilih hukum yang akan diterapkan 

pada sengketa tersebut.

Proses atau cara penyelesaian sengketa bisnis yang saat ini sedang populer 

adalah arbitrase. Proses atau tata cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini, 

dalam praktiknya sudah lama dikenal di Indonesia, bahkan sebelum kemerdekaan 

pun penyelesaian sengketa lewat arbitrase sudah ada dan dikenal. Dalam bidang 

perdagangan, setelah kemerdekaan ada beberapa badan arbitrase tetap yang 

didirikan oleh berbagai perkumpulan dan organisasi perdagangan di Indonesia 

yang sekarang tentu saja tidak aktif lagi.38

Berbagai macam alasan mengapa orang-orang memilih forum arbitrase 

sebagai cara penyelesaian sengketa secara privat diantaranya dapat diketahui 

sebagai berikut:j9

1) Kebebasan, Kepercayaan dan Keamanan;

Arbitrase pada umumnya menarik bagi para pengusaha, pedagang dan 

investor sebab arbitrase memberikan kebebasan dan otonomi yang sangat 

luas kepada mereka.

2) Keahlian (iexpertise);

Para pihak yang bersengketa memiliki kepercayaan yang lebih besar pada 

keahlian arbiter mengenai persoalan yang disengketakan dibandingkan 

dengan kepada pengadilan.

3) Cepat dan Hemat Biaya;

Sebagai suatu proses, arbitrase tidak terlalu formal sehingga 

mekanismenya lebih fleksibel dibandingkan dengan proses litigasi di

37 Mertokusumo, op. c//., hlm. 224.

38 Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, Mengenal Arbitrase, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 
2004), hlm. 27.

39 Gary Goodpaster, Felix O. Soebagjo dan Fatmah Jatim, MTinjauan Terhadap Arbitrase 
Dagang Secara Umum dan Arbitrase Dagang di In d o n e s ia dalam Felix O. Soebagjo & Erman 
Rajagukguk (eds), Arbitrase di Indonesia. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995), hlm. 19-42 [19-22].
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pengadilan. Dengan demikian pada arbitrase proses pengambilan 

keputusannya lebih cepat sehingga biaya penyelesaian sengketa relatif 

lebih murah daripada litigasi, sebab untuk putusan arbitrase tidak ada 

kemungkinan upaya hukum banding.

4) Bersifat Rahasia;

Oleh karena arbitrase lebih bersifat privat dan tertutup dibandingkan 

pengadilan, pemeriksaan sengketa dalam forum arbitrase bersifat rahasia. 

Sifat itu melindungi para pihak dari publisitas40yang merugikan serta 

segala akibatnya, seperti kehilangan reputasi bisnis. Sementara itu, 

publisitas dalam penyelesaian sengketa di pengadilan negeri sulit 

dihindarkan karena pengadilan negeri terikat oleh asas ‘sifat terbukanya 

persidangan’ yang memungkinkan setiap orang dapat hadir dan 

mendengarkan pemeriksaan perkara dipersidangan.

5) Pertimbangan Putusan Arbitrase Lebih Bersifat Privat;

Dalam mempertimbangkan penyelesaian dalam sengketa privat, 

pengadilan dan arbitrase sangat berbeda. Pengadilan adalah lembaga 

publik, sehingga ketika menyelesaikan sengketa privat pun seringkali 

memanfaatkan momentum penyelesaian sengketa privat untuk 

mengutamakan kepentingan umum, sementara kepentingan privat menjadi 

pertimbangan kedua. Sebaliknya, forum arbitrase merupakan lembaga 

privat, oleh sebab itu para arbiter dalam mempertimbangkan penyelesaian 

sengketa yang ditanganinya juga lebih bersifat privat dari pada bersifat 

publik/ umum.

6) Kecenderungan yang Modem;

Dalam dunia perdagangan internasional, kecenderungan yang terlihat 

adalah liberalisasi peraturan atau undang-undang arbitrase untuk lebih

40 Sudargo Gautama, Arbitrase Dagang Internasional, (Bandung: Alumni, 1986), him.
197
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mendorong penggunaan arbitrase daripada penyelesaian sengketa dagang 

melalui badan peradilan umum.41

7) Putusan Arbitrase Final dan Mengikat.

Sesuai dengan kehendak dan niat dari para pihak pelaku bisnis yang 

menghendaki putusan penyelesaian sengketa pada forum arbitrase yang 

bersifat final dan mengikat (fmal and binding) kedua belah pihak. 

Sedangkan putusan pengadilan masih terbuka berbagai upaya hukum, 

sehingga untuk memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, 

memerlukan waktu yang cukup lama.

Peijanjian arbitrase atau dapat juga disebut sebagai klausula arbitrase pada 

dasarnya adalah suatu klausula yang terdapat dalam suatu perjanjian, isinya 

memperjanjikan bahwa apabila teijadi sengketa para pihak sepakat untuk 

menyelesaikannya melalui arbitrase. Berikut ini beberapa definisi mengenai apa 

yang dimaksud dengan perjanjian arbitrase :

1. Berdasarkan Pasal 1 Angka 3 UU Arbitrase : “Peijanjian arbitrase adalah 

suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum di dalam suatu 

peijanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak sebelum timbul sengketa 

atau suatu peijanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah 

timbul sengketa”.

2. Menurut Setiawan: “Klausula arbitrase atau arbitration clause adalah alas 

hak, dasar hukum di atas mana para arbiter duduk dan punya 

kewenangan” .42

3. Menurut Yahya harahap: “Peijanjian arbitrase merupakan ikatan dan 

kesepakatan di antara para pihak, bahwa mereka akan menyelesaikan 

perselisihan yang timbul dari peijanjian oleh badan arbitrase. Para pihak

41 Gary Goodpaster, op. cit., hlm. 22.

42 R. Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perikatan, (Bandung: Putra A Bardin, 2001),
hlm.77.
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scpakal untuk tidak mengajukan persengketaan yang terjadi ke badan 

peradilan” .43

Di dalam praktek, sengketa yang sudah diputuskan oleh Badan Arbitrase, 

tidak begitu saja diterima para oleh para pihak, khususnya pihak yang dikalahkan 

akan merasa tidak puas dan merasa bahwa putusan Badan Arbitrase yang 

prinsipnya win-win solution dianggap tidak adil oleh salah satu pihak, apalagi jika 

ditemukan kejanggalan atau keanehan yang ada pada pihak yang menjadi 

lawannya yang menggunakan segala daya upaya guna mempengaruhi hasil 

putusan arbitrase. Hal inilah yang menyebabkan digunakannya jalur pengadilan 

sebagai upaya untuk membatalkan putusan dari Badan Arbitrase tersebut.

Pasal 643 RV, misalnya, mengatur secara lebih jelas dan lengkap hal-hal 

yang dapat membuat suatu putusan arbitrase dapat dibatalkan. Ada sepuluh alasan 

berdasarkan Pasal 643 Rv yang bisa dijadikan dasar pembatalan putusan arbitrase.

Pertama, putusan itu melampaui batas-batas peijanjian arbitrase. Kedua, putusan 
itu diberikan berdasarkan suatu peijanjian arbitrase yang ternyata tidak sah atau 
gugur demi hukum. Ketiga, putusan itu telah diberikan oleh arbiter yang tidak 
berwenang memutus tanpa kehadiran arbiter lainnya. Keempat- telah diputuskan 
hal-hal yang tidak dituntut atau putusan telah mengabulkan lebih daripada yang 
dituntut. Kelima, putusan itu mengandung hal-hal yang satu sama lain saling 
bertentangan. Selanjutnya alasan keenam, arbiter telah lalai memberikan putusan 
tentang satu atau beberapa hal yang menurut peijanjian arbitrase diajukan kepada 
mereka untuk diputus. Ketujuh, arbiter telah melanggar prosedur hukum acara 
arbitrase yang harus diikuti dengan ancaman kebatalan. Kedelapan, telah 
dijatuhkan putusan berdasarkan surat-surat yang setelah putusan itu dijatuhkan, 
diakui sebagai palsu atau telah dinyatakan sebagai palsu. Kesembilan, setelah 
putusan diberikan, surat-surat yang menemukan yang dulu disembunyikan oleh 
para pihak, ditemukan lagi. Kesepuluh, putusan didasarkan pada kecurangan atau 
itikad jahat, yang dilakukan selama jalannya pemeriksaan, yang kemudian 
diketahui.44

43 M. Yahya Harahap, Arbitrase, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlrn.61.

44 Huala Adolf, Dasar-Dasar Hukum Kontrak internasional- (Bandung: Reflka Aditama, 
2007), hlm.95.
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Ketentuan-ketentuan dalam Pasal 70 -  72 yang termuat di dalam Bab VII 

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 

Sengketa (“UU Arbitrase”) yang biasa dijadikan pedoman bagi pengadilan untuk 

memeriksa permohonan pembatalan putusan arbitrase di Indonesia, dalam praktek 

sering menimbulkan persoalan dan perdebatan.

Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan 

pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur unsur sebagai 

berikut:

a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan 
dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;

b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, 
yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau

c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu 
pihak dalam pemeriksaan sengketa.45

Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase 

yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan 

yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. 

Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak 

terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar 

pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan.46

Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas bahwa Pasal 70 UU Arbitrase hanya 

mengatur alasan-alasan yang dapat digunakan oleh para pihak yang bersengketa 

untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase. Alasan-alasan 

tersebut bersifat “optional” atau fakultatif (boleh digunakan, boleh tidak, 

tergantung pilihan atau keputusan pihak yang bersangkutan). Karena sifatnya

45 Indonesia, Undang-undang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa, UU No. 30 
tahun 1999, LN. RI No.138 Tahun 1999, TLN No. 3872, Ps. 70.

46 lbid.> Penjelasan Ps. 70.
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yang “optionaP tersebut. Pasal 70 UU Arbitrase, menurut penulis, dimaksudkan 

untuk memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terlibat dalam proses 

arbitrase, yang mempunyai “dugaan” bahwa putusan arbitrase yang dijatuhkan 

terhadapnya mengandung unsur pemalsuan, tipu-muslihat, atau penyembunyian 

fakta/ dokumen.47

Pada penelitian ini digunakan beberapa pengertian yang merupakan 

kerangka konsepsional yang berisikan definisi-definisi operasional dengan tujuan 

untuk memberikan batasan-batasan dalam penulisan tesis ini, yaitu:

1. Arbitrase

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan 

umum yang di dasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis 

oleh para pihak yang bersengketa.48

2. Perjanjian Arbitrase

Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase 

yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum 

timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para 

pihak setelah timbul sengketa.49

3. Mahkamah Agung

Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945.50

47 Tony Budidjaja, “Pembatalan Putusan Arbitrase di Indonesia” 
www.hukumonline.com/detail.asp. diunduh 7 Juni 2009.

48 Ibid., Indonesia, Undang-undang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa, Ps. 1
angka 1.

49 Ibid.y Ps. 1 angka 3.

50 Indonesia, Undang-undang Mahkamah Agung, UU No. 5 Tahun 2004, LN No. 9 Tahun 
2004, TLN No. 4359 , Ps. I.
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Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semua 

lingkungan peradilan yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari 

pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.51

4. Badan atau Lembaga Arbitrase

Badan atau Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak 

yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu; 

lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai
♦ O

suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.

5. Arbiter

Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang 

bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh lembaga 

arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang 

diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase.53

6. Putusan Arbitrase Nasional

Putusan arbitrase nasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu 

lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di dalam wilayah hukum Republik 

Indonesia. Baik berupa arbitrase ad hoc maupun arbitrase institusional.

7. Kebebasan Berkontrak

Kebebasan Berkontrak adalah semua persetujuan yang dibuat secara sah 

berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.54 Ada juga 

yang berpendaat bahwa Kebebasan berkontrak adalah kebebasan para pihak 

yang terlibat dalam suatu kontrak untuk mengadakan atau tidak mengadakan 

peijanjian, kebebasan untuk menentukan dengan siapa mengadakan peijanjian,

51 Indonesia, Perubahan Atas Undang-undang Mahkamah Agung, UU No. 14 Tahun
1985, LN No. 73 Tahun 1985 TLN No. 3316, Ps. 2.

52 Indonesia, op. cit.y Undang-undang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa,
Ps. 1 angka 8.

53 ¡bid.9 Ps. 1 angka 7.

54 Kitab Undang-undang Hukum Perdata [Burgerlijk. Wetboek], diterjemahkan oleh R.
Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992), Ps. 1338.
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kebebasan untuk menentukan isi perjanjian, dan kebebasan untuk menentukan 

bentuk perjanjian.55

1.6 Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian hukum ini, adalah data primer dan 

data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni 

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Data sekunder tersebut meliputi56:

a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan peraturan- 

peraturan lainnya yang berlaku dan terkait dengan penulisan proposal ini, 

diantaranya Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan 

Alternatif Penyelesaian Sengketa, Kitab Undang-undang Hukum Acara 

Perdata, ataupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan 

dengan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia, serta 

dokumen-dokumen lain yang dikeluarkan oleh badan-badan resmi.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, 

makalah ilmiah, majalah hukum dan hasil karangan ilmiah yang berkaitan 

dengan pokok permasalahan yang akan dibahas.

c. Bahan hukum tertier meliputi surat kabar, dan lain-lain yang memuat 

penulisan yang dapat dipergunakan sebagai informasi bagi penelitian ini.

55 Ridwan Khairandy, “Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak: Studi Mengenai 
Putusan-putusan Pengadilan di Indonesia,” (Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta, 
2003), hlm. 45.

56 Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif sualu Tinjauan 
Singkat, (Jakarta: Rajawali Pers, 1995), hlm. 33.
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1.7 Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi penulisan 

tesis ini, penulis akan membaginya dalam lima bab, sebagaimana tercantum pada 

sistematika dibawah ini:

BAB I : Pendahuluan. Dalam bab ini, penulis membahas tentang latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode dan teknik penelitian, 

landasan teori dan konsep, sumber data, dan sistematika penulisan tesis ini.

BAB II : Tinjauan umum tentang arbitrase. Dalam bab ini penulis membagi 

dalam dua sub bab, sub bab pertama menjelaskan arbitrase sebagai alternatif 

penyelesaian sengketa; di dalamnya berisikan uraian mengenai pengertian 

arbitrase, sumber hukum arbitrase, alasan memilih arbitrase, jenis arbitrase, 

prinsip-prinsip arbitrase, kelebihan-kelebihan arbitrase dan kelemahan-kelemahan 

arbitrase. Untuk sub bab kedua penulis akan menjelaskan tentang peijanjian 

arbitrase; meliputi asas-asas umum dalam hukum peijanjian, unsur-unsur dalam 

peijanjian, peijanjian arbitrase, prinsip pemisahan, sifat peijanjian arbitrase, 

bentuk peijanjian arbitrase, prosedur arbitrase, dan klasula arbitrase dalam 

hubungannya dengan kompetensi Pengadilan Negeri.

BAB III : Upaya hukum. Dalam bab ini penulis membagi dalam tiga sub bab, 

sub bab pertama menjelaskan pengertian upaya hukum, sub bab kedua penulis 

akan menjelaskan tentang upaya hukum dalam hukum acara perdata, meliputi 

macam-macam upaya hukum dalam hukum acara perdata, tata cara permohonan 

pembatalan putusan arbitrase menurut hukum acara perdata. Untuk sub bab ketiga 

penulis akan menjelaskan tentang upaya hukum dalam Undang-Undang Arbitrase 

No. 30 Tahun 1999, meliputi upaya hukum dalam Undang-Undang Arbitrase dan 

tata cara permohonan pembatalan putusan arbitrase menurut Undang-Undang 

Arbitrase No. 30 Tahun 1999.
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BAB IV : Bab ini berisi tentang pembatalan putusan arbitrase nasional dan 

analisis beberapa kasus pembatalan putusan arbitrase nasional: Studi putusan 

Mahkamah Agung Republik Indonesia.

BAB V : Penutup. Berisikan kesimpulan dan saran. Bab ini berisi kesimpulan dan 

disertai saran dari penulis yang berkenaan dengan judul dan pembahasan tesis ini.
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TINJAUAN UMUM TENTANG ARBITRASE

BAB II

Di dalam dunia bisnis yang sangat dinamis, para pengusaha selalu 

mengupayakan segala sesuatu yang berkaitan dengan usahanya berjalan dengan 

baik sesuai dengan aturan-aturan yang biasanya digunakan di dalam dunia usaha. 

Namun kadangkala di dalam hubungan bisnis tersebut seringkah dijumpai 

permasalahan yang terjadi diantara para pengusaha. Kondisi tersebut 

sesungguhnya sudah disadari oleh para pengusaha, sebelum mereka melakukan 

hubungan bisnis. Oleh karena itu biasanya sebelum melakukan kontrak bisnis 

sudah disiapkan cara-cara untuk memecahkan permasalahan atau sengketa, 

apabila kondisi tersebut pada prakteknya benar-benar terjadi dan tidak dapat 

dihindari.

Mengingat kegiatan bisnis yang jumlah transaksinya cukup banyak 

mungkin mencapai ratusan setiap hari, tidak mungkin dapat dihindarkan 

terjadinya sengketa (disputé) antar pihak yang terlibat. Setiap jenis sengketa yang 

teijadi selalu menuntut pemecahan dan penyelesaian yang cepat. Makin banyak 

dan luas kegiatan bisnis, frekuensi terjadinya sengketa makin tinggi, maka makin 

banyak sengketa yang harus diselesaikan. Apabila selalu membiarkan sengketa 

bisnis terlambat diselesaikan, akan mengakibatkan perkembangan pembangunan 

ekonomi tidak efisien, produktifitas menurun, dan dunia bisnis mengalami 

kemunduran.57

Penyelesaian sengketa bisnis melalui peradilan umum atau proses litigasi 

seringkali tidak memenuhi harapan para pencari keadilan, oleh karena prosesnya 

yang memakan banyak waktu, tenaga dan juga biaya yang mahal. Dimana 

pengadilan memberikan alternatif kepada para pihak yang bersengketa dapat

57 A. Ahmad Rosyadi dan Ngatino, Arbitrase Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif 
(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 8.
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melakukan upaya hukum, misalnya banding, kasasi dan peninjauan kembali. 

Pengadilan di Indonesia dan juga dinegara-negara lainnya pun, pada um um nya 

tidak efektif dan efisien dalam menyelesaikan sengketa, bahkan seringkali 

pengadilan tidak memecahkan masalah, melainkan menambah persoalan baru 

yang lebih rumit, karena prinsip yang dipakai pengadilan bukan win-win solution 

(putusan yang saling menguntungkan), tetapi win-lose solution (keputusan ada 

yang kalah dan menang) hal ini tentunya menimbulkan ketidakpuasan pada salah 

satu pihak yang berperkara.

Proses atau cara penyelesaian sengketa bisnis yang saat ini sedang populer 

adalah arbitrase. Istilah arbitrase berasal dari kata arbitrate (bahasa latin) yang 

berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. Proses 

atau tata cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini, dalam praktiknya sudah 

lama dikenal di Indonesia, bahkan sebelum kemerdekaan pun penyelesaian 

sengketa lewat arbitrase sudah ada dan dikenal. Dalam bidang perdagangan, 

setelah kemerdekaan ada beberapa badan arbitrase tetap yang didirikan oleh 

berbagai perkumpulan dan organisasi perdagangan di Indonesia yang sekarang 

tentu saja tidak aktif lagi, seperti Organisasi Eksportir Hasil Bumi Indonesia, 

Organisasi Asuransi Kebakaran Indonesia, dan Organisasi Kecelakaan Indonesia 

di Jakarta.5*

Ketidakpuasan terhadap proses litigasi di pengadilan dalam menyelesaikan 

perkara, telah mendorong para pengusaha mencari alternatif penyelesaian 

sengketa yang lebih adil, jujur, tidak memakan waktu lama, dan juga biaya yang 

besar. Hal inilah yang menjadi salah satu sebab dibentuknya lembaga arbitrase 

serta lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang lain, seperti: negosiasi59,

58 H. Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, MengenaI Arbitrase: Salah Satu Alternatif 
Penyelesaian Sengketa Bisnis, ed. 1, cet. 1, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 27.

59 Negosiasi adalah: cara untuk mencari penyelesaian masalah melalui diskusi 
(musyawarah) secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa yang hasilnya diterima oleh 
para pihak tersebut (Gatot Soemartono, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia, (Jakarta: PT
Gramedta Pustaka Utama, 2006), hlm. I).
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konsiliasi611 dan m ediasi61. A rbitrase d iP 'lif) p a ra  y a f1 6  b eU c Qa

serba cepat atau yang dikenal d e n motto: 0 ,c  ***<>*«}>> k iircn ^  v V ^ u

penyelesaian sengketa bisa disepakat' p u t u s ^ 3  P u i l  t a r s i f t t  f in a l  d a n  

mengikat, prosesnya pun tertutup (anP3 Publikasi, tan ? a  ^ r o k r a s i  J a j i  i)r o s ^ c ,u r  

yang tidak bertele-tele, seperti u m u iw ^  proses ]itigas< s e r t ^  d  ¡ t a n g a n  i o j c | i  p a r a  

ahli yang handal di bidangnya.

t
Dalam bab ini penulis akan m ^ S U ra ik a n  m e n 8 e n a i  a r b i t r a s e  b e r d a s a r k a n  

hukum yang berlaJcu di Indonesia.

2.1 Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian S e n g k e ta

Pada umumnya, dalam praktek atau kegiatan bisnis, m e to d e  p e n y e le s a ia n  

sengketa dapat dilihat dari peijanjian bidang privat yang  d ilakukan  o le h  m e r e k  a , 

khususnya dalam bidang perdagangan.62 Para businessman a tau  m a sy a ra k a t b is n is  

umumnya dihadapkan pada pilihan penyelesaian sengketa seca ra  Jitig asi a ta u  

pengadilan. Pada masa sekarang mereka mempunyai p ilihan  un tuk  m e n g g u n a k a n  

lembaga ADR (Alternatif Dispute Resolution) atau a lte rn a tif  p e n y e le s a ia n  

sengketa sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa yang  m u n g k in  t im b u l 

dalam kegiatan bisnisnya.

60 Konsiliasi adalah suatu proses penyelesaian sengkeia di antara p ara  p ih ak  d e n g a n  
nieiibatKan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak. (M ur*,r  Fuady, A rb itra se  N a s io n a l:  
Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis, (Bandung: PT. Citra Bakti, 2003), hlm - 52).

cMihnk U m p a ^ a n ^ h: p™ fS. nCgosiasi Pemecahan m a sa ^  diniana pihak luar yang tidak 
"’empecolel, fceseoaLt n ? rja dengan pihalt yan berSChgke‘a untuk membantu mereka
medhtot tidak wempUny fê Je^n<Jenfia" mer,lllaskan. Be(b^  ¿engan hakim i»tau arbiter, 
daJamMinipara p /h ^ m.n„uas^ . Ks ,Untu!c m ^tu sk an  s^Sketa antara para Pihak; namun
persoali«i-Persoqjan di 9h,„rT me~L pa untuK m em b an tu  m e re k a  m e n y e le s a ik a n
sengke«”. Dalam ̂  a. (Gary ¿’°Qdpaster ‘'^w iau 81» Tefhadap F ^ n /e /e sa ian

“ pasa) 5 « C l M  ,99S>> 1 0 .

C?9 yang n^ni'i,,a^an ba,,%Va: ~S*flSk*a yank 
£% *& **■  * *  P ^ lu ra n  di b i d a ^  P ^ ^ g a O  n u m g e n a i H ak
bcr s^PenuhnVa o |eh  ptyak yiUlg
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Landasan hukum pelembagaan ADR sebagai bentuk penyelesaian 

sengketa telah diupayakan pemecahannya melalui perangkat Undang-Undang No. 

30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam 

Pasal 1 angka 10 UU Arbitrase, disebutkan bahwa: “Alternatif Penyelesaian 

Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui 

prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan 

dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli” .63

UU Arbitrase memberikan kepastian hukum bagi berlakunya lembaga 

penyelesaian alternatif di luar pengadilan yang diharapkan berprosedur informal 

dan efisien. Hal ini akan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berperan 

serta dan mengembangkan mekanisme penyelesaian konfliknya sendiri serta 

mendapatkan pilihan untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul.64

2.1.1 Pengertian Arbitrase

Arbitrase merupakan salah satu dari sekian bentuk alternatif penyelesaian 

sengketa diluar pengadilan yang sedang berkembang di dalam lalu-lintas bisnis & 

perdagangan di Indonesia. Perkembangan penggunaan pranata arbitrase sendiri 

tidak dapat dilepaskan dari peranan para pelaku bisnis yang menghendaki sebuah 

penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan efisien sehingga tidak mengganggu 

jalannya aktivitas bisnis mereka.

Ada beberapa pengertian mengenai arbitrase yang dikenal dalam bidang 

hukum yang diberikan oleh para ahli hukum maupun oleh peraturan 

perundangan. Istilah Arbitrase berasal dari bahasa latin, yaitu ”Arbitrarf1 yang 

berarti wasit. Sedangkan arbitrase sendiri juga mempunyai istilah yang 

bermacam-macam seperti: Arbitrage (Belanda), Schiedspruch (Jerman),

63 Indonesia, Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, UU No.
30 tahun 1999, LN No. 138 tahun 1999, TLN No. 3872, Ps. 1 angka 10.

64 Suyud Margono, ADR dan Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum, cet.2, 
(Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 107.
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i i, -• /i m  . , , iPrancls) yani, h a d .  d u s « ^ »Arbtlralion (Inggris), dan Arhitf *  ^  p a c i^  ^
. • * . j . . Arbitrase ^ r a sa| (j - . a  “(ir b i ,r a r v  (t-cd:

penyelesaian sengketa oleh wasit-

bahas» latin) yang berarti k e k u ^  ”« * * * ¡ 1 0 «

kebijaksanaan. Dihubungkannya > ,m e  * " * ,n  M « * * " * *  i ,u ,  cia p a ,

menimbulkan salah pengertian m *  arbiloS‘:' karena * ¥ « »  « '™ i'r,h'>lkafl k e 5 a n  

seolah-olah seorang arbiler atau ^ i elis arb‘,rase m e n y e le s a ik a n  s u a .u

-sengketa tidak mengindahkan n h“k, , n'  d a n  m e n >'a ” <laf|‘ a n  

pemutusan sengketa tersebut hanyP Pat 3̂ keh 'j^sanaan  sa ja .

Arbitrase merupakan suat- W “*  lain dari “d H ik a s i ,  y a » u  ad ju d ik asi 

privat. Dalam beberapa hal, arbirrase mirip dengan adjudikasi publik  <ton ^am a- 

satna memiliki beberapa keuangan dan kelemahan. N am un, arb itrase  

melibatkan liligasi sengketa pribadi y»"« membedakannya dengan lit ig a s i m e la lu ,  

pengadilan. Sifat pribadi dari arb i»*  m«”' * * “' k e u n tu n g an -k eu m u n g an  y a n g  

melebihi adjudikasi melalui pengadilan negeri. Arbitrase pada dasarnya  

menghindari pengadilan. Dalam kaitan ini dibandingkan dengan adjudikasr  

publik, arbitrase lebih memberikan kebebasan, pilihan, otonom i, kerahasiaan  

kepada para pihak yang bersengketa.

H. Priyatna Abdurrasyid menyatakan, bahwa arb itrase ad a lah ; “ S u a tu  

tindakan hukum di mana ada pihak yang menyerahkan sengketa  a ta u  se lis ih  

pendapat antara dua orang (atau lebih) maupun dua kelom pok (a tau  le b ih )  

tapada seorang atau beberapa ahli yang disepakati bersam a d en g an  tu ju an  

memPer°Jeh satu keputusan final dan mengikat” .67

SebMh uUU°Ĵ 0,b3o°f h u ^ o a  P“tuSan Arbitrase Internasional U' In^onesii»:
5°. V * “ '  «as u u  A,o. 30 lahun 1999,” Yustisia £d is i  N Q. ?J ( M e N ^ s t ^  2 0 o / ) ,  hlpt.

Itidon^ O&y Ooodpast^ ~ w
o>(jafaJrt^rGhaJiaInd0„es;a> j ^ ^ a ^ e n y e l e s a i a n  Sengketa”, tfajiin, ¿rbirfctse 0 i

p ikaha(j P r iy a tn a  A b d u ^ j , . . ,

leska, 2002), hlm. 76 ’ ^ rnmif  W < ./^ aiar> ( J a k ^ a ;  l> f-
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Suyud Margono menyalakan, bahwa arbitrase adalah: “Arbitrase 

merupakan sistem alternatif penyelesaian sengketa yang memiliki sifat paling 

formal, dalam proses arbitrase para pihak yang bersengketa menyerahkan 

penyelesaian sengketanya kepada pihak ketiga yang netral dan berwenang untuk 

memberikan putusan yang mengikat para pihak” .68

Dan menurut pendapat H.M.N. Poerwosutjipto yang menggunakan istilah 

perwasitan untuk arbitrase ini menyatakan bahwa: “Perwasitan adalah suatu 

peradilan perdamaian, dimana para pihak bersepakat agar perselisihan mereka 

tentang hak pribadi yang dapat mereka kuasai sepenuhnya diperiksa dan diadili 

oleh hakim yang tidak memihak yang ditujuk oleh para pihak sendiri dan 

putusannya mengikat bagi kedua belah pihak” .69

Di dalam Black's Law Dictionary arbitrase diartikan sebagai berikut:

UA process o f  dispute resolution in which a neutral third party (arbitrator) 
renders a decision after a hearing at which both parties have an opportunity to be 
heard. Where arbitration is voluntary, the disputing parties select the arbitrator 
who has the power to render a binding decision *\ 70

Menurut UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 angka 1, arbitrase adalah: “Arbitrase adalah cara 

penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada 

perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”.

Sedangkan menurut peraturan prosedur BANI (Badan Arbitrase Nasional 

Indonesia), arbitrase adalah: “Memberikan penyelesaian yang adil dan cepat

68 Suyud Margono, ADR dan Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum, cet.2, 
(Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), him. 110.

69 H.M.N. Poerwosutjipto, Pokok-pokok Hukum Dagang, Perwasitan, Kepailitan dan 
Penundaan Pembayaran, Cet. III, (Jakarta: Djambatan, 1992), him. 1.

70 Henry Black, Black's Law Dictionary 2ndpocket edt (St. Paul, USA: Bryan A. Gamer, 
West Publising. Co, 1996), him. 326.
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dalam sengketa-sengketa perdata yang timbul mengenai perdagangan, industri, 

keuangan, baik yang bersifat nasional maupun internasional” .71

Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa arbitrase adalah 

suatu cara penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih yang dilakukan oleh 

wasit (arbi(er) di luar lembaga peradilan negara berdasarkan kesepakatan yang 

dibuat sebelum atau sesudah terjadinya sengketa.
»

Dan sebagai syarat dari suatu arbitrase adalah adanya persetujuan dari 

kedua belah pihak yang bersengketa, bahwa mereka akan menyelesaikan sengketa 

atau perselisihan mereka yang timbul di luar Pengadilan Negeri, tetapi akan 

dilakukan secara arbitrase.

Jelas, apabila para pihak menginginkan lembaga arbitrase ini sebagai 

sarana untuk menyelesaikan sengketa, maka diperlukan suatu itikad baik dan 

penundukan diri serta ketaatan secara sukarela kepada segala putusan yang 

diambil oleh lembaga arbitrase, yang nantinya mengikat para pihak, karena hal 

tersebut telah disepakati oleh mereka sebelumnya.

2.1.2 Sumber Hukum Arbitrase

Penyelesaian sengketa perdagangan melalui arbitrase di Indonesia, 

sebenarnya bukanlah suatu hal yang baru dikenal, tetapi sudah lama dikenal. 

Dalam sistem tata hukum Indonesia sudah dikenal beberapa peraturan mengenai 

arbitrase sejak jaman pemerintahan kolonial Belanda, yaitu sejak mulai 

berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (Reglement op de 

Rechtsvordering ( RV) Staatsblad 1847 No. 52 jo 1849 No. 63) di Indonesia.

Dalam membicarakan sumber hukum arbitrase di Indonesia tidak bisa 

terlepas dari dasar hukum arbitrase yang pernah berlaku, baik sebelum 

kemerdekaan maupun setelah kemerdekaan Indonesia. Secara singkat akan

71 Pasal 1 AD BANI, http://www.bani-arb.org/bani peraturan ind l.htm. diunduh 17 
Oktober 2009.
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Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi golongan Eropa dan 

digunakan pada Raad Van Justitie dan Residentsiegecht, dalam Pasal 615 RV 

yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang dapat menyerahkan perselisihan mengenai hak-hak yang ia 
kuasai secara bebas kepada kcputusan wasit”. (KUHPerdata. 108, 194, 330, 
dst., 433 dst., 1852; F.22,226,246; IR. 377; RBG. 705).

“Semua orang yang diangkat dengan suatu keputusan hakim, atau yang 
menurut ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdata. atau KUHD memerlukan 
kuasa dengan suatu keputusan hakim untuk melakukan perdamaian atau untuk 
menjual barang-barang, tanpa kuasa tersebut dalam menjalankan pekeijaannya 
tidak boleh menyerahkan penyelesaian perkara pada keputusan wasit”. 
(KUHPerdata. 407, 425, 452, 463, 481, 979, 1020, 1035, 1127, 1331, 1446, 
1796, dst., 1852; F. 132, 100; 226; RV. 697).

“Seorang bahkan sebelumnya dapat mengikatkan diri, bila di kemudian hari 
teijadi sengketa, untuk tunduk pada keputusan wasit.” (ISR. 135 dst.; 
KUHPerdata”. 1318; RV. 324, 619, 648).72

Sedangkan hukum acara yang berlaku bagi golongan Bumiputera dan 

Timur Asing baik pada Landraad, peradilan Kabupaten dan Distrik adalah 

HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement) atau RIB (Reglemen Indonesia 

yang Dibaharui -  S. 1941 No. 44) untuk daerah pulau Jawa dan Madura, 

sedangkan daerah di luar pulau Jawa dan Madura berlaku RBG (Reglement 

Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura -

S. 1927 No. 227).73

Sebenarnya ketentuan dalam HIR atau RBG sendiri tidak mengatur 

tentang arbitrase, tetapi apabila golongan Bumiputera dan Timur Asing 

berkehendak untuk menggunakan arbitrase, maka landasan hukum yang dapat 

digunakan adalah Pasal 377 HIR atau Pasal 705 RBG yang menyatakan 

bahwa:

72 www.legalitas.org

73 Fuady, op. c i t9 him. 27.
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Pasal 377 HIR : “Jika orang Indonesia dan orang Timur Asing menghendaki 
perselisihan mereka diputuskan oleh juru pisah, maka mereka wajib menuruti 
peraturan perkara yang berlaku bagi bangsa Eropa”. (RV. 615 dst; RBG. 705).

Dengan demikian, golongan Bumiputera dan Timur Asing dapat 

menyelesaikan perselisihannya secara arbitrase sebagaimana diatur dalam 

Pasal 615 s/d Pasal 651 RV.

Sebagai Pedoman Umum aturan arbitrase yang diatur dalam Reglemen 

Acara Perdata, Pasal 615-651  RV meliputi 5 (lima) bagian pokok sebagai 

berikut:

(1) Bagian I: Kompromi dan Pengangkatan Wasit (Pasal 615-623);

(2) Bagian II: Pemeriksaan Perkara Oleh Para Wasit (Pasal 624-630);

(3) Bagian III: Keputusan Para Wasit (Pasal 631-640);

(4) Bagian IV: Ketentuan Terhadap Keputusan Wasit (Pasal 641-647);

(5) Bagian V: Berakhirnya Perkawinan Dimuka Para Wasit (Pasal 648-651).

Selain itu berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang 

menentukan bahwa: “Segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih 

langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang 

Dasar ini”. Itu berarti ketentuan yang tercantum dalam Pasal 615 s/d 651 RV 

tersebut masih berlaku sebelum diadakan peraturan yang baru.

b. Arbitrase menurut HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement) atau RIB 

(Reglemen Indonesia yang Dibaharui -  Staatsblad 1941 No. 44).

Sebenarnya ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Perdata yang berlaku bagi golongan Bumiputera, baik HIR maupun RBG 

sendiri tidak mengatur tentang Arbitrase. Untuk mengisi kekosongan 

peraturan yang mengatur tentang arbitrase Pasal 377 HIR dan Pasal 705 RBG 

langsung menunjuk kepada aturan-aturan pasal-pasal arbitrase yang terdapat 

dalam Reglemen Acara Perdata (.Reglement op de Rechtsvordering, Staatsblad
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1847. 52 jo 1849. 43). Oleh karena itulah b e r d a s a r k 3 *1 ^ W » l 3 7 7  H *  

Pasal 705 RBG74 ketentuan-ketentuan tentang a r b i t r a s ^  R v  d i r ’y^*1 

berlaku juga untuk golongan Bumiputera dan T im u r

Dengan demikian sejak jam an P e m e r i n t ^ 3 *1 H i n d i a
d#n

sebenarnya telah terdapat landasan hukum b a g i  g o l or1^ a n  0U m ipu tet^
j  urai

Timur Asing untuk menggunakan sistem p e m e r ik s a * 1*1 p e r k a r a  p r ° s e  

lewat arbitrase. Berdasarkan Pasal 131 IS {lnilische ^oati'^egeling) P 

jaman pemerintahan Hindia Belanda dulu , d ik e n a l  P e m b a g ia n  3 

kelompok penduduk dengan sistem hukum  dan lingkungan peradilan 

bercorak “pluralistik”.

Pada masa berlakunya IS tata hukum yang berlaku di H india Belafi 

adalah pertama-tama yang tertulis dan yang tidak tertulis (hukum  adat) 

sifatnya masih pluralistik, khususnya hukum perdata. Hal tersebut tam pak  

pada pasal 131 IS. Namun, dari pasal 131 IS itu pula dapat diketahui bahw a 

pemerintah Hindia Belanda membuka kemungkinan adanya usaha un tuk  

unifikasi hukum bagi ketiga golongan penduduk Hindia Belanda pada w aktu  

itu (Eropa, Timur Asing dan Pribumi) yang ditetapkan dalam pasal 163 IS. 

Siapa yang termasuk dalam masing-masing golongan penduduk sudah d ia tu r 

di dalam pasal tersebut. Tujuan pembagian golongan penduduk sebenarnya 

untuk menentukan sistem-sistem hukum yang berlaku bagi m asing-m asing 

golongan penduduk.75 Sementara secara material, dasar hukum berlakunya 

pengadilan arbitrase adalah lewat prinsip kebebasan berkontrak seperti yang 

terdapat dalam Pasal 1320lbjuneto Pasal 1338 ayat ( l )77 KUH Perdata.

.. 377 HIR . Jika orang Indonesia dan orang Timur Asing m enghendaki
perselisihan mereka diputuskan oleh juru pisah, maka mereka wajib menuruti peraturan perkara 
yang berlaku bagi bangsa Eropa”. (RV. 615 dst; RBG. 705). peraturan perkara

Prenhallindo, 2001), hlm. 18^”^  Hukum Indonesia Buku Panduan Mahasiswa, (Jakarta: PT.

*  F » .  ,320 KUHPerdata: - v « *  „ „ „ y ,  p . r j „ j i „ . p , tj „ jla„  d lp erlllt„  en lp„  ^
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Jelas terlihat, Pasal 377 I llR itulah yang menjadi landasan tilik tolak 

keberadaan arbitrase dalam kehidupan dan praktek hukum, dimana pasal ini 

memberi kemungkinan dan kebolehan bagi para pihak yang bersengketa untuk 

membawa dan menyelesaikan perkara yang timbul di luar jalur kekuasaan 

“pengadilan”, apabila mereka menghendakinya. Penyelesaian dan 

keputusannya dapat mereka serahkan sepenuhnya kepada juru pisah yang 

lazim dikenal dengan nama “arbitrase”. Dan oleh undang-undang, arbitrase
78tersebut dilimpahi fungsi dan kewenangan untuk “memutus” persengketaan.

Namun, dalam peijalanan sejarah hukum selanjutnya, maka ketentuan 

dalam Pasal 377 HIR dan Pasal 705 RBG telah dinyatakan tidak berlaku 

dengan berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 vide Pasal 81.79

c. Arbitrase menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Sebagaimana diketahui bahwa undang-undang yang mengatur tentang 

Kekuasaan Kehakiman adalah Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang 

Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah diubah dengan Undang- 

Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 

Tahun 1970 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 

tentang Kekuasaan Kehakiman.

1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

3) Suatu hal tertentu;

4) Suatu sebab yang halal.”

77 Pasal 1338 ayat (1): “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang- 
undang bagi mereka yang membuatnya”.

78 M. Yahya Harahap, Arbitrase, ed. 2, cet. 4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 1-2.

79 Fuady, op. ci/., hlm. 28-29.
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Dalam pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tidak 

terdapat ketentuan yang mengatur tentang arbitrase. Bahkan dalam Pasal 10 

UU No. 4 Tahun 2004 tersebut dengan tegas menyatakan bahwa kekuasaan
♦ )>A

kehakiman dilakukan oleh:

1) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan 

badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah 

Konstitusi.

2) Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan 

peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan 

militer, dan peradilan tata usaha negara.

Kemudian , ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004, 

bahwa “Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah 

peradilan negara dan ditetapkan dengan undang-undang”.

Dari pasal-pasal tersebut di atas, seolah-olah undang-undang tidak 

memberi tempat untuk sistem penyelesaian sengketa melalui arbitrase, tapi 

kesan itu tidaklah benar. Hal ini disebabkan dalam penjelasan atas Pasal 3 ayat 

(1) UU No. 4 Tahun 2004 disebutkan bahwa “Ketentuan ini tidak menutup 

kemungkinan penyelesaian perkara dilakukan diluar peradilan negara melalui 

perdamaian atau arbitrase” .81

d. Arbitrase menurut Undang-Undang Mahkamah Agung.

Dahulu pernah ada Undang-Undang tentang Mahkamah Agung yang 

mengakui eksistensi lembaga arbitrase ini, yaitu sewaktu berlakunya Undang- 

Undang Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1950. Pengakuan kepada institusi

80 Indonesia, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 4 Tahun 2004, LN No. 8 
Tahun 2004, TLN No. 4358, Ps. 10.

81 Indonesia, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 4 Tahun 2004, LN No. 8 
Tahun 2004, TLN No. 4358, Penjelasan Ps. 3 ayat (1).
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arbitrase ini, dengan mengukuhkan Mahkamah Agung sebagai lembaga 

banding bagi suatu putusan arbitrase, terdapat antara lain dalam Pasal 1582 

juncto Pasal 10883 dari Undang-Undang No. I Tahun 1950 tersebut.84

Namun, dengan keluamya Undang-Undang Mahkamah Agung berarti 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan 

Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia, tidak berlaku lagi. Dengan demikian
*

tidak terdapat lagi ketentuan yang mengatur tentang arbitrase tersebut. 

Undang-Undang Mahkamah Agung yang keluar setelah Undang-Undang 

Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1950 tersebut berturut-turut adalah:

1) Undang-Undang No. 56 Tahun 1958 tentang Pengubahan Undang-Undang 
No. 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan 
Mahkamah Agung Indonesia;

2) Undang-Undang No. 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan Dalam 
Lingkungan Peradilan Umum Dan Mahkamah Agung;

3) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, mencabut 
Undang-Undang No. 13 Tahun 1965;

4) Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- 
Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

5) Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

82 Indonesia, Undang-Undang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah 
Agung Indonesia, UU No. 1 Tahun 1950, LN No. 30 Tahun 1950, Ps. 15 : “Selain daripada 
kekuasaan mengadili dalam tingkatan peradilan kedua sebagai yang termuat dalam Konstitusi, 
maka Mahkamah Agung juga memutus pada tingkatan peradilan kedua atas putusan-putusan wasit 
yang ternyata mengenai nilai harga 25.000,- rupiah atau lebih”.

83 Idem., Pasal 108:
Ayat (1): “ Dari putusan wasit, yang menurut Pasal 15 dapat dimohonkan pemeriksaan pada 
tingkatan peradilan kedua, oleh salah satu dari pihak-pihak yang berkepentingan dapat 
dimohonkan ulangan pemeriksaan oleh Mahkamah Agung.
Ayat (2): “Permohonan ini harus disampaikan dengan surat kepada Ketua Mahkamah Agung 
dalam tempo satu bulan setelah putusan wasit diberitahukan kepada pihak-pihak yang 
berkepentingan, disertai turunan putusan wasit dan suratsurat lain yang dianggap perlu”.

84 Fuady, op. c//., hlm. 30.
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c. Arbitrase menurut Undang-Undang Arbitrase No. 30 Tahun 1999.

Dengan keluarnya Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang 

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tersebut, maka kedudukan dan 

kewenangan dari arbitrase di Indonesia sudah semakin jelas dan kuat. Dalam 

UU Arbitrase ini terdiri dari 82 pasal yang telah secara luas mengatur berbagai 

hal terkait dengan arbitrase. Baik dilihat dari aspek hukum acara maupun dari 

substansinya, serta ruang lingkupnya yang meliputi aspek arbitrase nasional 

dan internasional.

Sebagai Pedoman Umum aturan arbitrase yang diatur dalam Undang- 

Undang No. 30 Tahun 1999 meliputi XI (sebelas) Bab sebagai berikut:

1. B ab i : Pasal 1-5 tentang Ketentuan Umum;

2. Bab II : Pasal 6 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa;

3. Bab III: tentang Syarat Arbitrase, Pengangkatan Arbiter, Dan Hak Ingkar,
meliputi:

Bagian Pertama: Pasal 7-11 tentang Syarat Arbitrase.

Bagian Kedua: Pasal 12-21 tentang Syarat Pengangkatan Arbiter. 

Bagian Ketiga: Pasal 22-26 tentang Hak Ingkar.

4. Bab IV : tentang Acara Yang Berlaku Dihadapan Majelis Arbitrase,
meliputi:

Bagian Pertama: Pasal 27-48 tentang Acara Arbitrase.

Bagian Kedua: Pasal 49-51 tentang Saksi dan Saksi Ahli.

5. Bab V : Pasal 52-58 tentang Pendapat dan Putusan Arbitrase;

6. Bab V I: tentang Pelaksanaan Putusan Arbitrase, meliputi:

Bagian Pertama: Pasal 59-64 tentang Arbitrase Nasional.

Bagian Kedua: Pasal 65-69 tentang Arbitrase Internasional.

7. Bab V II: Pasal 70-72 tentang Pembatalan Putusan Arbitrase;

8. Bab V III: Pasal 73-75 tentang Berakhirnya Tugas Arbiter;
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9. Bab IX : Pasal 76-77 tentang Biaya Arbitrase;

10. Bab X : Pasal 78-80 tentang Ketentuan Peralihan;

1 1. Bab XI : Pasal 81 -82 tentang Ketentuan Penutup.

Dengan disahkannya Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang 
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase) pada tanggal 

12 Agustus 1999 yang merupakan perubahan atas pengaturan mengenai 
arbitrase yang sudah tidak memadai lagi dengan tuntutan perdagangan 

internasional, maka keseluruhan ketentuan arbitrase yang diatur di dalam RV 

dinyatakan tidak berlaku lagi. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Bab XI 

Ketentuan Penutup pasa! 81 UU Arbitrase yang menyatakan bahwa:

“Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, ketentuan mengenai arbitrase 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Reglemen 
Acara Perdata (Reglement op de Rechtsvordering, Staatsblad 1847. 52) dan 
Pasal 377 Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (Het Herziene Indonesisch 
Reglementy Staastblad 1941. 44) dan Pasal 705 Reglemen Acara Untuk 
Daerah Luar Jawa dan Madura (Reehtsregement Buitengewesten, Staastsblad 
1927. 227), dinyatakan tidak berlaku” .85

f. Arbitrase menurut Peraturan Prosedur BANI.

Badan Arbitrase Nasional Indonesia adalah suatu lembaga arbitrase 

(.Institustonalized Arbltration) yaitu suatu organisasi yang menyediakan jasa 

administrasi arbitrase, yang meliputi pengawasan terhadap proses arbitrase, 

aturan prosedural sebagai pedoman bagi para pihak dan pengangkatan para 

arbiter, yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Kamar Dagang dan 

Industri (KADIN) Indonesia No. SK.EP /152 / DPH / 1977.86

85 Indonesia, Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, UU No. 
30 tahun 1999, LN No. 138 tahun 1999, TLN No. 3872.

86 http:www.bani-arb.org/bani peraturan ind I .htm
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Satu hal yang menarik bagi kalangan pelaku bisnis untuk 

menyelesaikan perkaranya lewat prosedur arbitrase adalah karena putusan 

yang diambil oleh BANI dapat dilaksanakan sccara sukarela oleh para pihak. 

Kenyataannya para pihak tetap saja tidak mau melaksanakan putusan hakim 

arbiter secara sukarela. Melihat fenomena ini, Sentosa Scmbiring dalam 

bukunya yang berjudul Hukum Dagang memberikan pendapatnya sebagai 

berikut:

“Melihat dibentuknya tujuan dari BANI adalah menyelesaikan sengketa 
perdata yang cepat dan adil, mungkin timbul pertanyaan apakah putusan 
BANI dapat dipaksakan andaikata para pihak tidak mematuhinya? Dalam hal 
ini peraturan prosedur BANI menentukan, bila suatu putusan telah dijatuhkan, 
namun para pihak tidak memenuhinya maka ketua BANI dapat memohon 
kepada Ketua Pengadilan Negeri diwilayah hukum mana putusan Badan 
Arbitrase Nasional Indonesia telah ditetapkan agar putusan BANI dapat 
dijalankan” .87

BANI sendiri juga mempunyai peraturan prosedur tersendiri yang 

mengatur tentang arbitrase, yaitu Peraturan Prosedur BANI yang terdiri dari 

6 (enam) bab dan 39 pasal yang merupakan peraturan khusus yang dibuat dan 
dipakai oleh BANI sebagai dasar untuk menyelesaikan sengketa yang 

diserahkan kepada BANI.

Sebagai pedoman umum aturan arbitrase yang diatur dalam Peraturan 

Prosedur BANI meliputi 6 (enam) bab dan 39 pasal, sebagai berikut:

1) Bab I: Ruang Lingkup (Pasal 1-2);

2) Bab II: Ketentuan-Ketentuan Umum (Pasal 3-5);

3) Bab III: Dimulainya Arbitrase (Pasal 6-8);

4) Bab IV: Majelis Arbitrase (Pasal 9-12);

5) Bab V: Pemeriksaan Arbitrase (Pasal 13-24);

87 Sentosa Sembiring, Hukum Dagang, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2001), hlm. 163.
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6) Bab VI: Putusan (Pasal 25-39).KX

2.1.3 Alasan Memilih Arbitrase

Diluar negeri, arbitrase sudah demikian luasnya dipergunakan oleh para 

pengusaha untuk penyelesaian sengketa bisnisnya, karena ternyata memiliki 

beberapa keuntungan dibanding jika menggunakan jalur pengadilan biasa.

Berbagai macam alasan mengapa orang-orang memilih forum arbitrase 

sebagai cara penyelesaian sengketa secara privat diantaranya dapat diketahui 

sebagai berikut:89

1) Kebebasan, Kepercayaan dan Keamanan;

Arbitrase pada umumnya menarik bagi para pengusaha, pedagang dan 

investor sebab arbitrase memberikan kebebasan dan otonomi yang sangat 

luas kepada mereka.

2) Keahlian (expertise);
Para pihak yang bersengketa memiliki kepercayaan yang lebih besar pada 

keahlian arbiter mengenai persoalan yang disengketakan dibandingkan 

dengan kepada pengadilan.

3) Cepat dan Hemat Biaya;

Sebagai suatu proses, arbitrase tidak terlalu formal sehingga 

mekanismenya lebih fleksibel dibandingkan dengan proses litigasi di 

pengadilan. Dengan demikian pada arbitrase proses pengambilan 

keputusannya lebih cepat sehingga biaya penyelesaian sengketa relative 

lebih murah daripada litigasi, sebab untuk putusan arbitrase tidak ada 

kemungkinan upaya hukum banding.

** http:www.bani-arb.org/bani peraturan ind l.htm

89 Gary Goodpaster, Felix O. Soebagjo dan Fatmah Jatim, “Tinjauan Terhadap Arbitrase 
Dagang Secara Umum dan Arbitrase Dagang di In d o n e s ia dalam Felix O. Soebagjo & Erman 
Rajagukguk (eds), Arbitrase di Indonesia. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995), him. 19-22.
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4) Bersifat Rahasia;
Oleh karena arbitrase lebih bersifat privat dan tertutup dibandingkan 

pengadilan, pemeriksaan sengketa dalam forum arbitrase bersifat rahasia. 

Sifat itu melindungi para pihak dari publisitas90yang merugikan serta 

segala akibatnya, seperti kehilangan reputasi bisnis. Sementara itu, 

publisitas dalam penyelesaian sengketa di pengadilan negeri sulit 

dihindarkan karena pengadilan negeri terikat oleh asas ‘sifat terbukanya 

persidangan’ yang memungkinkan setiap orang dapat hadir dan 

mendengarkan pemeriksaan perkara dipersidangan.

5) Pertimbangan Putusan Arbitrase Lebih Bersifat Privat;

Dalam mempertimbangkan penyelesaian dalam sengketa privat, 

pengadilan dan arbitrase sangat berbeda. Pengadilan adalah lembaga 

publik, sehingga ketika menyelesaikan sengketa privat pun seringkah 

memanfaatkan momentum penyelesaian sengketa privat untuk 

mengutamakan kepentingan umum, sementara kepentingan privat menjadi 

pertimbangan kedua. Sebaliknya, forum arbitrase merupakan lembaga 

privat, oleh sebab itu para arbiter dalam mempertimbangkan penyelesaian 

sengketa yang ditanganinya juga lebih bersifat privat dari pada bersifat 

publik/ umum.

6) Kecenderungan yang Modem;

Dalam dunia perdagangan internasional, kecenderungan yang terlihat 

adalah liberalisasi peraturan atau undang-undang arbitrase untuk lebih 

mendorong penggunaan arbitrase daripada penyelesaian sengketa dagang 

melalui badan peradilan umum.91

7) Putusan Arbitrase Final dan Mengikat.

Sesuai dengan kehendak dan niat dari para pihak pelaku bisnis yang 

menghendaki putusan penyelesaian sengketa pada forum arbitrase yang

90 Sudargo Gautama, Arbitrase Dagang Internasional, (Bandung: Alumni, 1986), hlm.

‘;1 Gary Goodpaster, op. c//., hlm. 22.
197
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bersifat final dan mengikat {final and binding) kedua belah pihak. 

Sedangkan putusan pengadilan masih terbuka berbagai upaya hukum, 

sehingga untuk memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, 

memerlukan waktu yang cukup lama.

2.1.4 Jenis Arbitrase

Jenis arbitrase secara umum dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu 

arbitrase institusional dan arbitrase ad hoc. Jenis arbitrase tersebut adalah macam 

arbitrase yang diakui eksistensi dan kewenangannya untuk memeriksa dan 

memutuskan perselisihan yang terjadi antara para pihak yang mengadakan 

perjanjian.92

1) Arbitrase Ad Hoc

Arbitrase Ad Hoc atau disebut juga arbitrase volunteer adalah arbitrase 

yang dibentuk khusus untuk menyelesaikan perselisihan tertentu. Arbitrase ini 

bersifat insidentil dan jangka waktunya sampai dengan sengketa itu 

diputuskan. Arbitrase ad hoc bersifat insidentil artinya bahwa keberadaan dari 

arbitrase ini hanyalah sementara, dimana arbitrase ini hanyalah untuk 

menyelesaikan permasalahan atau sengketa tertentu dan apabila sengketa 

tersebut telah selesai diputus, maka keberadaan arbitrase ini akan bubar 

dengan sendirinya. Hal ini dikarenakan pembentukannya hanyalah pada saat 

dibutuhkan saja. Arbitrase ad hoc ini tidak terikat pada suatu badan arbitrase 

institusional, selain itu juga tidak mempunyai pengaturan khusus mengenai 

prosedur pelaksanaannya.

Para pihak dapat mengatur tentang cara bagaimanapelaksanaan 

pemilihan arbiter, kerangka kerja prosedur arbitrase, dan aparatur administrasi 

dari arbitrase. Dalam pelaksanaannya arbitrase ad hoc memiliki kesulitan,

92 Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, Hukum Arbitrase, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
2001), hlm. 52.
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antara lain kesulitan dalam melakukan negosiasi dan menetapkan aturan 
prosedural dari arbitrase serta kesulitan dalam hal merencanakan metode 

pemilihan arbiter yang dapat diterima kedua belah pihak. Atas dasar alasan 
tersebut, maka seringkali dipilih bentuk arbitrase yang kedua yaitu arbitrase 
institusional.93

2) Arbitrase Institusional

Arbitrase institusional adalah badan arbitrase yang sengaja didirikan. 

Pembentukannya ditujukan untuk menangani sengketa yang timbul bagi 

mereka yang menghendaki penyelesaian diluar pengadilan. Ia merupakan 

wadah yang sengaja didirikan untuk menampung perselisihan yang timbul dari 
perjanjian.94

Arbitrase institusional merupakan lembaga atau badan arbitrase yang 

bersifat permanen (Permanent Arbitral Body) seperti yang tercantum dalam 

pasal 1 Konvensi New York 1958, yaitu suatu badan yang memang sengaja 

didirikan untuk menyelesaikan sengketa (perdata) diluar pengadilan dan 

apabila sengketa tersebut telah selesai maka kedudukan arbitrase ini tetap ada. 

Faktor ’’permanen” ini merupakan ciri pembeda dengan arbitrase ad hoc. 

Perbedaan lainnya ialah pada arbitrase institusional ini umumnya sudah ada 

sebelum sengketa terjadi, sedangkan arbitrase ad hoc baru dibentuk setelah 

perselisihan timbul. Pada arbitrase institusional ini juga menyediakan jasa 

administrase arbitrase meliputi pengawasan proses arbitrase, aturan 

prosedural, dan pengangkatan arbiter.

Ada beberapa lembaga/ badan yang menyediakan jasa arbitrase, yaitu :

93 Ibid., hlm. 52.

94 M. Yahya Harahap, Arbitrase, ed. 2, cet. 4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 106.
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a) Arbitrase Institusional yang bersifat nasional, yailu arbitrase yang ruang 

lingkup keberadaan dan yurisdiksinya hanya meliputi kawasan negara 

yang bersangkutan, m isa lnya:

The Indonesian National Board o f Arbitration atau BANI (Badan 

Arbitrase Nasional Indonesia);

Nederlands Arbitrage Instituut;
The Japan Commercial Arbitration Association;

The American Arbitration Association;

The British Institute o f Arbitrators,
b) Arbitrase Institusional yang bersifat internasional, yaitu arbitrase yang 

ruang lingkup keberadaan dan yurisdiksinya bersifat internasional, 

misalnya :

Court o f Arbitration o f The International Chambers o f Commerce 

(ICC);

The International Centre For The Settlement o f Investment Dispute 
(ICSID);

Uncitral Arbitration Rules (UAR).

c) Arbitrase Institusional yang bersifat regional, yaitu arbitrase yang ruang 

lingkup keberadaan dan yurisdiksinya berwawasan regional, misalnya :

Regional Centre for Arbitration yang didirikan oleh Asia-Africa Legal 

Consultative Committee (AAALC).95

2 .1 .5  Prinsip-prinsip Arbitrase

UU Arbitrase No. 30 tahun 1999 telah memuat berbagai prinsip hukum 

yang mendukung lembaga arbitrase. Prinsip- prinsip yang dapat disebut sebagai 

karakteristik lembaga arbitrase ini adalah sebagai berikut:96

95 Gunawan Widjaja, op. cit.y him. 54.
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1. Kewenangan arbitrase bersilat absolut, karena Pengadilan Negeri tidak 

berwenang jika para pihak telah terikat dalam perjanjian arbitrase (Pasal 3 

jo. Pasal 11 UU No. 30 tahun 1999);

2. Perjanjian arbitrase tidak otomatis batal, meskipun perjanjian pokok batal 

atau karena syarat-syarat hapusnya perikatan berlaku (Pasal 10 ayat b dan 

h UU No. 30 tahun 1999);

3. Ruang lingkup arbitrase hanya di bidang perdagangan dan mengenai hak 

yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai 

sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa (Pasal 5 UU No. 30 tahun 1999);

4. Persidangan arbitrase bersifat tertutup dan rahasia (Pasal 27 UU No. 30 

tahun 1999);

5. Putusan arbitrase bersifat serta merta (final) dan mempunyai kekuatan 

hukum tetap (mempunyai kekuatan eksekutorial) (Pasal 60 UU No. 30 

tahun 1999);

6. Prinsip pengambilan putusan bersifat 44win-loose solution”, dengan 

berpedoman pada ketentuan hukum atau berdasarkan keadilan dan 

kepatutan (Pasal 56 UU No. 30 tahun 1999); (catatan: UU Arbitrase 

menyebut kepatutan dengan kepatuhan (billijkheid).

7. Lembaga arbitrase berwenang memberikan pendapat/ legal opinion yang 

mengikat atas masalah hubungan hukum tertentu dari suatu peijanjian.

Dengan paparan tentang berbagai karakteristik lembaga arbitrase tersebut, 

ke depan akan dapat memudahkan upaya penanganan tumpang-tindih 

kewenangan dengan Pengadilan Negeri.

96 H. P. Pangabean, “Efektifitas Eksekusi Putusan Arbitrase Dalam Sistem Hukum 
Indonesia”, Jurnal Hukum Bisnis: Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Vol. 21, 
(Oktober - November 2002), hlm. 76.
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Sedangkan menurut pendapat Munir Fuady, supaya dapat menjadi badan 

penyelesaian sengketa yang ampuh, arbitrase seharusnya menganut beberapa 

prinsip sebagai berikut:97 
]. Efisien

Dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui badan-badan 

peradilan umum, penyelesaian sengketa lewat arbitrase lebih efisien, yakni 

efisien dalam hubungan dengan waktu dan biaya.

2. Accessibilitas

Arbitrase harus terjangkau dalam arti biaya, waktu dan tempat.

3. Proteksi Hak Para Pihak

Terutama pihak yang tidak mampu misalnya untuk mendatangkan saksi 

ahli atau untuk menyewa pengacara terkenal, harus mendapat 

perlindungan yang wajar.
4. Final dan Binding

Keputusan arbitrase haruslah final and binding kecuali memang para pihak 

tidak menghendaki demikian atau jika ada alasan-alasan yang 

berhubungan dengan “due process

5. FairandJust

Tepat dan adil untuk pihak bersengketa, sifat sengketa dan sebagainya.

6. Sesuai dengan Sence o f Justice dari Masyarakat

Dengan demikian akan lebih terjamin unsur “deterrant” dari si pelanggar, 

dan sengketa akan dapat dicegah.

7. Credibilitas

Para arbiter dan badan arbitrase yang bersangkutan haruslah orang-orang 

yang diakui kredibilitasnya, sehingga keputusannya akan lebih dihormati.

97 Fuady, op. cit., hlm. 93-94.
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2.1.6 Kelebihan-kelebihan Arbitrase

Dibandingkan dengan pengadilan konvensional, maka arbitrase 

mempunyai kelebihan atau keuntungan, antara lain:

1. Prosedur tidak berbelit dan keputusan dapat dicapai dalam waktu relatif 

singkat;

2. Biaya lebih murah;

3. Dapat dihindari expose dari keputusan di depan umum;

4. Hukum terhadap prosedur dan pembuktian lebih relaks;

5. Para pihak dapat memilih hukum mana yang akan diberlakukan oleh 

arbitrase;

6. Para pihak dapat memilih sendiri para arbiter;

7. Dapat dipilih para arbiter dari kalangan ahli dalam bidangnya;

8. Keputusan dapat lebih terkait dengan situasi dan kondisi;
9. Keputusannya umumnya final dan binding (tanpa harus naik banding atau 

kasasi);
10. Keputusan arbitrase umumnya dapat diberlakukan dan eksekusi oleh 

pengadilan dengan sedikit atau tanpa review sama sekali;

11. Proses/ prosedur arbitrase lebih mudah dimengerti oleh masyarakat luas;

12. Menutup kemungkinan untuk dilakukan “Forum Shopping

Disamping itu, secara teoritis ada beberapa dasar pertimbangan, mengapa

para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Secara terperinci,

Agnes M. Toar mengemukakan keuntungan arbitrase sebagai berikut:99

1. Keuntungan dari satu peradilan arbitrase sebagaimana tersebut di atas 
ialah menang waktu, karena dapat dikontrol oleh para pihak sehingga 
kelambatan dalam proses peradilan pada umumnya dapat dihindari;

98 Fuady, ibid., hlm. 94.

99 Agnes M. Toar, “Uraian Singkat tentang Arbitrase Dagang di Indonesia” dalam 
Arbitrase di Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995), hlm. 44-45.
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2. Di samping keuntungan tersebut, kerahasiaan proses penyelesaian 
sengketa suatu hal yang sangat dibutuhkan dalam dunia usaha dapat 
dikatakan lebih teijamin;

3. Macam-macam bukti dalam penyelesaian perselisihan yang tidak terletak 
dalam bidang yuridis pun dapat digunakan, sehingga tidak perlu terlambat 
karena ketentuan undang-undang mengenai pem buktian yang 
bersangkutan;

4. Suatu putusan arbitrase pada umurnya terjamin, tidak memihak, mantap, 
dan jitu karena diputuskan oleh (orang) ahli yang pada umurnya menjaga- 
nama dan martabatnya oleh karena kebiasaan berprofesi dalam bidang 
tersebut;

5. Keuntungan yang lain ialah peradilan arbitrase potensial menciptakan 
profesi yang lain, yaitu sebagai arbiter yang merupakan faktor pendorong 
untuk para ahli lebih menekuni bidangnya untuk mencapai tingkat paling 
atas secara nasional.

Sebagai perbandingan dapat dilihat Penjelasan UU No. 30 tahun 1999 
yang menyebutkan bahwa pada umumnya lembaga arbitrase mempunyai 

kelebihan dibanding lembaga peradilan. Kelebihan tersebut antara lain adalah 
sebagai berikut:100

1. Kerahasiaan sengketa para pihak dijamin;

2. Keterlambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif 

dapat dihindari;

3. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai 

pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang cukup mengenai 

masalah yang disengketakan, jujur dan adil;

4. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan 

masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase; dan

5. Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan melalui 

tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.

Dari beberapa uraian mengenai dasar pertimbangan para pihak lebih 

condong memilih penyelesaian melalui arbitrase daripada pengadilan, pada

100 Op. cit.y Indonesia, Undang-undang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa, 
Penjelasan Umum.
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dasarnya dapat disimpulkan ada tiga hal pokok, seperti yang dikemukakan oleh 

Subekti, bahwa penyelesaian sengketa lcwal arbitrase atau perwasitan, 

mempunyai beberapa keuntungan, yaitu:

1. Dilakukan dengan cepat;

2. Oleh ahli; dan

3. Secara rahasia.101

Ada suatu keuntungan lain bagi dunia bisnis untuk menyerahkan sengketa 

mereka kepada badan atau majelis arbitrase, yaitu bahwa pemeriksaan atau 

permutusan sengketa dilakukan dengan pintu tertutup sehingga rahasia para pihak 

akan tersimpan dengan baik-baik dan tidak akan diketahui oleh umum. Para pihak 

yang memerlukan upaya penyelesaian melalui arbitrase ini umumnya adalah 

pengusaha yang bonafide, yang namanya sudah cukup terkenal di masyarakat 

sehingga upaya penyelesaian/ pemeriksaan secara tertutup dapat menjaga nama 

baik mereka.
Disamping itu, dengan nama baik mereka, para pihak ingin 

permasalahannya selesai dengan cepat dan dengan itikad baik akan melaksanakan 

hasil putusan arbiter. Dengan demikian, arbitrase merupakan jalan yang terbaik 

bagi mereka, dan itulah sebabnya mereka memilih arbitrase sebagai alternatif 

penyelesaian perselisihan yang timbul.102

2.1.7 Kelemahan-kelemahan Arbitrase

Bila dibandingkan dengan pengadilan konvensional, kelemahan dan 

kritikan terhadap arbitrase sering diajukan, antara lain sebagai berikut:103

1. Hanya baik dan tersedia dengan baik terahdap perusahaan-perusahaan

bona fide;

101 Subekti, Arbitrase..., loc. cit, hlm. 5.

102 H. Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, op. c/7., hlm. 43-44.

103 Fuady, op. cit., hlm. 95.
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2. Dtte process kurang lerpenuhi;

3. Kurangnya unsur Finality;

4. Kurangnya power untuk menggiring para pihak kc settlement;

5. Kurangnya power untuk menghadirkan barang bukti, saksi, dan lain-lain;

6. Kurangnya power untuk hal taw enforeement dan eksekusi keputusan;

7. Dapat menyembunyikan dispute dari “Public Serutin/';

8. Tidak dapat menghasilkan solusi yang bersifat preventif;

9. Kemungkinan timbulnya keputusan yang saling bertentangan satu sama 

lain karena tidak ada sistem 44precedent” terhadap keputusan sebelumnya, 

dan juga karena unsur fleksibilitas dari arbiter. Karena itu, keputusan 

arbitrase tidak predektif;

10. Kualitas keputusannya sangat bergantung pada kualitas para arbiter itu 

sendiri, tanpa ada norma yang cukup untuk menjaga standar mutu 

keputusan arbitrase. Oleh karena itu, sering dikatakan “An arbitration is as 

good as arbitrators
11. Berakibat kurangnya upaya untuk mengubah sistem pengadilan 

konvensional yang ada;

12. Berakibat semakin tinggi rasa permusuhan kepada pengadilan.

Sedangkan menurut pendapat Gatot P. Soemartono beberapa faktor yang 

merupakan kelemahan arbitrase adalah sebagai berikut: 104

1. Hanya untuk para pihak bona fide\

Arbitrase hanya bermanfaat untuk para pihak atau pengusaha yang bona fide 

(bonafid) atau jujur dan dapat dipercaya. Para pihak yang bonafid adalah 

mereka yang memiliki kredibilitas dan integritas, artinya patuh terhadap 

kesepakatan, pihak yang dikalahkan harus secara sukarela melaksanakan 

putusan arbitrase.

2. Ketergantungan mutlak pada arbiter;

104 Gatot P. Soemartono, Arbitrase dan Mediasi d i Indonesia, (Jakarta: PT. Gramcdia 
Pustaka Utama, 2006), hlm. 14-15.

Universitas Indonesia

Pembatalan putusan..., Nanin Koeswidi Astuti, FH UI, 2010



55

Putusan arbitrase selalu tergantung pada kemampuan icknis arbiter untuk 

memberikan putusan yang memuaskan dan sesuai dengan rasa keadilan para 

pihak. Ketergantungan terhadap para arbiter merupakan suatu kelemahan 

karena substansi perkara dalam arbitrase tidak dapat diuji kembali (melalui 

proses banding), mengingat putusan arbitrase bersifat final dan mengikat;

3. Tidak ada preseden putusan terdahulu;

Tidak adanya legal precedence atau keterikatan terhadap putudan-putusan 

arbitrase sebelumnya. Artinya, putusan-putusan arbitrase atas suatu sengketa 

terbuang tanpa manfaat, meskipun di dalamnya mengandung argumentasi- 

argumentasi berbobot dari para arbiter terkenal di bidangnya. Hilangnya 

precedence tersebut dapat menimbulkan putusan-putusan yang saling 

berlawanan atas penyelesaian sengketa serupa di masa yang akan datang. 

(Hal itu mengurangi kepastian hukum dan bertentangan dengan asas similia 

similibus, yaitu untuk perkara serupa diputuskan sama).

4. Masalah putusan arbitrase asing.
Penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional memiliki hambatan 

sehubungan dengan pengakuan dan pelaksanaan putusannya. Kesulitan itu 

menjadi masalah yang sangat penting karena biasanya di negara pihak yang 

kalah terdapat harta yang harus dieksekusi. Oleh karena itu, berhasil 

tidaknya putusan arbitrase tersebut dilaksanakan di negara dari pihak yang 

dikalahkan.

Selain itu Sebagai perbandingan dapat dilihat pendapat Mr. P.A. Stein 

yang menunjukkan beberapa keberatan berikut ini dalam menyelesaikan 

perselisihan melalui arbitrase:105

1. Kelambatan penyelesaian di muka peradilan umum terutama disebabkan 

dalam hukum acara perdata barat berlaku sistem apa yang disebut 

Pertukaran Konklusi (conclusiewisseling). Sistem ini tidak disyaratkan

los Mr. P.A. Stein, dalam Ahmad Ichsan, Kompendium tentang Arbitrase Perdagangan 
Internasional (Luar Negeri), (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm. 78-79.
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dalam arbitrase, namun dalam pertemuan lisan para pihak yang 
bersangkutan memerlukan waktu untuk persiapan tertulis; oleh karena itu, 
arbitrase yang bersifat saling mengait (gecompliceed) memerlukan pula 
waktu yang tidak kalah banyaknya, apabila persoalan itu diajukan ke 
peradilam umum.

2. Selama maupun sesudah selesainya arbitrase itu, kemungkinan dapat teijadi 
hal-hal yang harus diajukan ke hakim pemerintah seperti pengangkatan para 
arbiter, pendengaran saksi dan sebagainya.

3. Peradilan arbitrase tidak selalu lebih murah, bahkan biayanya bisa lebih 
tinggi, karena pihak-pihak yang ikut menyelesaikan arbitrase tersebut perlu 
diberi honor, sedangkan apabila biaya itu dibandingkan dengan biaya yang 
diperlukan dalam hal perselisihan yang bersangkutan diajukan ke peradilan 
umum, biayanya lebih rendah.

4. Biaya atau honor bagi para arbiter tergantung kepada kompleksitas masalah 
yang dihadapi serta mutu dan tingkatan para arbitemya khusus yang 
berhubungan dengan ketulusan serta perikeadilannya (geode trouw en 
billijheid) yang relatif akan menambah baiaya yang diperlukan.

5. Sekalipun dalam arbitrase itu tidak disyaratkan adanya suatu perwakilan 
dalam proses, namun kenyataanya dalam banyak perkara yang saling kait- 
mengait, pihak-pihak yang bersangkutan pada umumnya menggunakan 

pengacara.
6. Kemandirian dan tidak memihaknya seorang hakim pemerintah telah 

dijamin oleh undang-undang yang dalam hal arbitrase lebih bersifat 

subyektif. Oleh karena itu, dalam arbitrase bahaya terhadap tidak 
memihaknya ini lebih besar; kepastian adanya syarat bahwa para arbiter itu 

akan bertindak sebagai orang-orang baik berdasarkan keadilan (als 
goedemannen aar billijheid) belum ada.
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2.2 T injauan Tentang  Perjanjian  A rbitrase

Pada bagian ini akan membicarakan hal-hal yang menyangkut perjanjian 

arbitrase, ditinjau dari pendekatan hukum perjanjian.

2.2.1 A sa s -A sa s  Umum Dalam Hukum  Perjan jian

Suatu perjanjian melahirkan perikatan, yang mcnciptakan kewajiban 

pada salah satu pihak atau lebih dalam perjanjian. Menurut ketentuan Pasal 1313 

KUH Perdata perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau 

lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.
Pasal tersebut menjelaskan bahwa perjanjian hanya mungkin terjadi jika 

ada suatu perbuatan nyata, baik dalam bentuk ucapan, maupun tindakan secara 

fisik dan tidak hanya dalam bentuk pikiran semata-mata. Atas dasar inilah dikenal 

adanya perjanjian konsensuil, perjanjian formil dan perjanjian riil.106

Dalam perjanjian konsensuil, kesepakatan yang dicapai oleh para pihak 

secara lisan, melalui ucapan saja maka telah mengikat para pihak. Dalam 
perjanjian formil, kesepakatan atau peijanjian lisan semata-mata antara para pihak 

berjanji belum melahirkan kewajiban pada pihak yang beijanji untuk 

menyerahkan sesuatu, melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan 

peijanjian riil menujuk adanya suatu perbuatan nyata yang harus dipenuhi agar 

perjanjian yang dibuat tersebut mengikat para pihak yang mengadakan 

peijanjian.107

Berikut ini akan dibahas asas-asas umum hukum perjanjian yang diatur 

dalam KUH Perdata:108

1. Asas Personalia

106 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, 
(Jakarta: Raja Grafmdo Persada, 2004), hlm. 7.

107 Ibid., hlm. 8-13.

108 Gunawan Widjaja, SAHDB: Arbitrase VS Pengadilan Persoalan Kompetensi (Absolut) 
yang Tidak Pernah Selesai, ed. 1, cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 
108-110.
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Asas ini diatur dalam Pasal 1315 KUII Perdata109. Pada dasarnya suatu 
perjanjian yang dibuat oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai 

individu, subjek hukum pribadi, hanya akan berlaku dan mengikat untuk 

dirinya sendiri. Ketentuan Pasat 1315 ini menunjuk pada kewenangan 

bertindak sebagai individu pribadi sebagai subjek hukum pribadi yang 

mandiri, akan mengikat diri pribadi tersebut, dan dalam lapangan 

perikatatan, mengikat seluruh harta kekayaan yang dimiliki olehnya secara 

pribadi sesuai dengan ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata.110

2. Asas Konsensualitas

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata 

yang menyatakan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah 

kesepakatan kedua belah pihak. Hal Ini mengandung makna bahwa 

perjanjian pada umumnya cukup dengan kesepakatan kedua belah pihak. 

Dengan adanya kesepakatan antara para pihak yang membuat suatu 

perjanjian, maka sejak saat itu perjanjian telah sah dan mengikat serta 

sudah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

3. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak menemukan dasar hukumnya pada rumusan 

ketentuan angka 4 (empat) dari Pasal 1320 KUH Perdata. Dengan asas 

kebebasan berkontrak ini, para pihak yang membuat dan mengadakan 

perjanjian diperbolehkan untuk menyusun dan membuat kesepakatan atau 

perjanjian yang melahirkan kewajiban apa saja selama dan sepanjang 

prestasi yang wajib dilaksanakan tersebut bukanlah sesuatu yang terlarang. 

Seperti dalam ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata111 yang memberikan

109 Pasal 1315 KUH Perdata: “Pada umumnya tak seorang pu dapat mengikatkan diri atas 
nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji selain untuk dirinya sendiri”.

110 Pasal 1131 KUH Perdata: “Segala kebendaan milik debitor, baik yang bergerak 
maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru aka nada di kemudian hari, 
menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan.

111 Pasal 1337 KUH Perdata: “Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh 
undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”.
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gambaran bahwa pada dasarnya semua perjanjian dapat dibuai dan 

diselenggarakan oleh setiap orang. Hanya perjanjian yang mengadung 

prestasi atau kewajiban pada salah satu pihak yang melanggar undang- 

undang kesusilaan dan ketertiban umum saja yang tidak dapat dituntut 

pelaksanaannya.

4. Asas Perjanjian Berlaku Sebagai Undang-Undang

Asas ini juga dikenal sebagai Pada Suni Servanda, berdasarkan pada 

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. 112 Perjanjian sebagai sumber perikatan 

yang dibuat secara sengaja, atas kehendak para pihak secara sukarela, 

maka segala sesuatu yang telah disepakati, disetujui oleh para pihak harus 

dilaksanakan oleh para pihak sebagaimana telah dikehendaki oleh mereka. 

Dalam hal salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakannya, maka 

pihak lain dalam perjanjian berhak untuk memaksakan pelaksanaannya 

melalui mekanisme dan jalur hukum yang berlaku.

2.2*2 Unsur-Unsur Dalam Perjanjian

Dalam perkembangan doktrin ilmu hukum dikenal adanya tiga unsur 

dalam perjanjian, yaitu:113

1) Unsur Esensialia

Unsur esensialia dalam suatu perjanjian mewakili ketentuan-ketentuan 

berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu atau lebih 

pihak, yang mencerminkan sifat dari perjanjian tersebut, yang 

membedakannnya secara prinsip dari jenis perjanjian lainnya. Unsur 

esensialia merupakan unsur mutlak dalam suatu peijanjian, karena tanpa 

adanya unsur esensialia maka tidak mungkin timbul suatu peijanjian. 

Unsur esensialia ini pada umumnya digunakan dalam memberikan 

rumusan, definisi, atau pengertian dari suatu peijanjian.

112 Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku 
sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

113 Widjaja, op. c i t hlm. 110-112.
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2) Unsur Naluralia

Unsur naluralia adalah unsur yang dialur dalam undang-undang tetapi 

dapat diganti oleh para pihak. Dalam suatu perjanjian tertentu unsur ini 

pasti ada setelah unsur esensialianya diketahui secara pasti.

3) Unsur Aksidentalia

Unsur aksidentalia adalah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, yang 

merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang 

oleh para pihak, sesuai dengan kehendak para pihak, yang merupakan 

persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak. 

Unsur aksidentalia dapat ditambahkan oleh para pihak karena undang- 

undang tidak mengaturnya. Dengan demikian, maka unsur ini pada 

hakikatnya bukan merupakan suatu bentuk prestasi yang harus 

dilaksanakan atau dipenuhi oleh para pihak.

2.2.3 Perjanjian Arbitrase

Perjanjian arbitrase merupakan suatu kontrak. Perjanjian tersebut dapat 

merupakan bagian dari suatu kontrak atau merupakan suatu kontrak yang terpisah. 

Apabila perjanjian tersebut merupakan bagian dari suatu kontrak, misalnya 

kontrak penjualan atau kontrak kerja pembangunan apartemen, perjanjian tersebut 

dapat terpisah dari ketentuan kontrak yang lain. Oleh karena itulah, walaupun 

kontrak yang ada tidak sah, perjanjian arbitrase tetap berlaku.

Perjanjian arbitrase dalam suatu kontrak biasa disebut dengan klausula 

arbitrase, klausul arbitrase dapat berupa perjanjian sederhana untuk melaksanakan 

arbitrase, tetapi dapat pula komprehensif, memuat syarat-syarat arbitrase. Karena 

klausul arbitrase menentukan apakah akan berlangsung suatu arbitrase, bagaimana
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dilaksanakannya, hukum subslanlive apa yang berlaku, dan lain-lain, klausul 
arbitrase tersebut cukup penting. 1,4

Berikut ini beberapa definisi mengenai apa yang dimaksud dengan 

perjanjian arbitrase:

Undang-undang Arbitrase pasal 1 butir 3 memberikan definisi Perjanjian 
arbitrase:

“Suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu 
peijanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu 
perjanjian tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa”.

Menurut H. Sudianto dan Zaeni Asyhadie Perjanjian arbitrase adalah: 

“Perjanjian bersyarat, dalam arti perjanjian arbitrase ini akan mengikat kedua 

belah pihak dengan ketentuan telah terjadi perselisihan yang bersangkutan dengan 

peijanjian pokoknya” .115

M. Yahya Harahap memberikan pengertian peijanjian arbitrase yaitu, 

“Ikatan dan kesepakatan di antara para pihak, bahwa mereka akan menyelesaikan 

perselisihan yang timbul dari peijanjian oleh badan arbitrase. Para pihak sepakat 

untuk tidak mengajukan persengketaan yang teijadi ke badan peradilan” .116

Sedangkan klausula arbitrase yang dimaksud oleh Badan Arbitrase 

Nasional Indonesia (BANI), yaitu: “Semua sengketa yang timbul dari peijanjian 

ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia

1,4 Gary Goodpaster, Félix O. Socbagjo dan Fatmah Jatim, “Tinjauan Terhadap Arbitrase 
Dagang Secara Umum dan Arbitrase Dagang di lndonesia'”o$.c\\., hlm. 24.

115 H. Sudianto dan Zaeni Asyhadie, Mengenal Arbitrase: Salah Satu Alternatif 
Penyelesaian Sengketa Bisnis, ed. 1, cet. 1, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 64.

116 Harahap, op. c/V., hlm. 61.
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(BANI), yang keputusannya mengikal kedua belah pihak yang bersengketa, 
sebagai keputusan dalam tingkat pertama dan terakhir” .117

Pengertian perjanjian arbitrase menurut UNC1TRAL (United Nations 

Commission on International Trade Law) Article 7118 atau Model Law dalam 

Arbitrase Perdagangan Internasional Pasal 7 :

“Perjanjian arbitrasi adalah sebuah perjanjian yang disepakati oleh pihak-pihak 
yang memohon dilakukannya arbitrasi terhadap seluruh atau sebagian perselisihan 
yang muncul atau yang mungkin muncul diantara mereka dengan mengingat 
adanya hubungan hukum antara mereka, baik itu bersifat kontrak atau tidak. 
Sebuah perjanjian arbitrasi dapat berbentuk klausul arbitrasi yang menjadi bagian 
dari kontrak tersebut atau dalam bentuk perjanjian terpisah”.

2.2.4 Prinsip Pemisahan

Dalam kaitan dengan klausul arbitrase, hal yang sangat penting untuk 

diperhatikan adalah prinsip pemisahan (separability principle) yang merupakan 

doktrin otonomi dari klausul arbitrase (the autonomy o f arbitration clause). 
Prinsip pemisahan menempatkan klausul arbitrase berdiri sendiri dan terpisah dari 

peristiwa-peristiwa lainnya. Misalnya, prinsip ini memisahkan klausul arbitrase 

dari perjanjian pokok dimana klausul arbitrase berada di dalamnya. Artinya, jika 

perjanjian tersebut berakhir atau batal, klausul atau pasal mengenai arbitrasenya 

masih tetap eksis.119

Menurut Black’s Law Dictionary, Severable clause adalah:

1,7 Priyatna Abdurrasyid, “Pengusaha Indonesia Perlu Meningkatkan Minatnya Terhadap 
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Alternative Dispute Resolution-ADR/ 
Arbitration) Suatu Tinjauan,” Jurnal Hukum Bisnis vol. 2 1, (Oktober-November 2002), him. 13.

118 Article 7 LTNCITRAL: “Arbitration agreement is an agreement by the parties to 
submit to arbitration all or certain diputes which have arisen or which may arise between them in 
respect or a defined legal relationship, wether contractual or not. An arbitration agreement may 
be in a form o f arbitrarion clause in a contract or in the form in a separate agreement

119 Soemartono, op. c/7., him. 38.
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Yang berarti, di dalam suatu perjanjian dapat terdiri dari dua atau lebih perikatan. 

Apabila salah satu dari perikatan dalam perjanjian itu batal, maka bukan berarti 

perikatan yang lain menjadi batal, tetapi perikatan yang lain harus tetap 
dilaksanakan.

Prinsip separdhility diatur dalam Pasal 10 huruf f dan h UU Arbitrase. 

Secara lengkap disebutkan bahwa:

“Suatu perjanjian arbitrase tidak menjadi batal disebabkan oleh keadaan di bawah 
ini:

a. Meninggalnya salah satu pihak;

b. Bangkrutnya salah satu pihak;

c. Novasi (pembaharuan utang);

d. Insolvensi salah satu pihak;

e. Pewarisan;

f. Berlakunya syarat-syarat hapusnya perikatan pokok;

g. Bilamana pelaksanaan perjanjian tersebut dialih tugaskan pada pihak ketiga 
dengan persetujuan pihak yang melakukan peijanjian arbitrase tersebut; atau

h. Berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok”

2.2.5 Sifat Perjanjian Arbitrase

Peijanjian arbitrase bukan perjanjian “bersyarat” atau voorw'aardelijke 

verbentenis. Perjanjian arbitrase tidak termasuk pada pengertian ketentuan Pasal 

1253-1267 KUH Perdata.121 Oleh karena itu, pelaksanaan peijanjian arbitrase 

tidak digantungkan kepada sesuatu kejadian tertentu di masa yang akan datang.

120 Henry Black’s, op. cit, page. 141.

121 Pasal 1253-1267 KUH Perdata tentang Perikatan-perikatan Bersyarat.
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Perjanjian arbitrase tidak mempersoalkan masalah pelaksanaan perjanjian, letapi 
hanya mempersoalkan cara dan lembaga yang berwenang menyelesaikan 

"‘perselisihan” (dispute settiement) atau difference yang terjadi antara pihak yang 

berjanji.122

Telah diketahui bahwa peijanjian arbitrase adalah perjanjian assesoir, dan 

tidak melekat menjadi satu kesatuan dengan perjanjian pokoknya. Perjanjian 

arbitrase ini hanya merupakan perjanjian tambahan yang sering disebut “klausula 

arbitrase”. Karena keberadaanya merupakan perjanjian tambahan, peijanjian 

arbitrase tidak memengaruhi pelaksanaan peijanjian pokoknya. Tanpa klausula 

arbitrase, pelaksanaan perjanjian pokok tidak terhalang. Demikian pula batal atau 

cacatnya perjanjian arbitrase tidak mengakibatkan batal atau cacatnya peijanjian 

pokok. Akan tetapi, lain halnya jika perjanjian pokoknya yang cacat atau batal, ini 

praktis akan mengakibatkan klausula arbitrase gugur dan tidak mengikat.123

Jadi, jelas peijanjian arbitrase merupakan perjanjian assesoir yang 

berisikan hal-hal yang khusus tentang bagaimana cara menyelesaikan perselisihan 

yang timbul dari peijanjian pokok. Itu sebabnya disebut “klausula arbitrase” atau 

arbitration clause yang berisi persyaratkan khusus tentang perselisihan melalui 

“wasit” atau “arbiter”, sehingga klausula arbitrase yang ditambahkan dalam 

perjanjian, pada hakikatnya berada di luar isi atau materi peijanjian pokok.124

Namun demikian, yang tetap harus dipenuhi oleh peijanjian arbitrase 

adalah ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata
125tentang syarat-syarat sahnya perjanjian, yaitu:

122 Harahap, op. c i t him. 61.

123 H. Sudianto dan Zaeni Asyhadie, op. cit, him. 7 1.

124 Harahap, op. c//., him. 62.

125 Ibid., him. 71-72.
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1 ) Harus ada kesepakatan dari para pihak yang membuat perjanjian pokok 

untuk menyelesaikan perselisihan yang telah atau “akan” terjadi melalui 

forum arbitrase, tanpa paksaan;

2) Para pihak haruslah orang yang mampu melakukan tindakan hukum, harus 

dewasa dan tidak berada di bawah pengampuan;

3) Harus mengenai objek tertentu, yaitu objek dari perjanjian pokoknya 
sendiri;

4) Adanya alasan atau sebab yang halal, artinya persetujuan arbitrase tersebut 

tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan 

kesusilaan.

Dua syarat yang pertama dinamakan syarat subyektif karena mengenai 

orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian. Apabila syarat 

subyektif tidak dipenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan atau dimintakan 

pembatalan kepada hakim. Untuk dua syarat terakhir dinamakan syarat obyektif 

karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang 

dilakukan tersebut. Apabila syarat obyektif tidak dipenuhi, maka peijanjian yang 

dibuat oleh para pihak tersebut adalah batal demi hukum

2.2.6 Bentuk Perjanjian Arbitrase

Dari berbagai sumber undang-undang, peraturan, dan konvensi 

internasional, dijumpai dua bentuk klausula arbitrase, yaitu:

/. Pactum de compromittendo

Dalam klausula ini, para pihak mengikat kesepakatan akan 

menyelesaikan sengketa (dispute) yang mungkin timbul di kemudian hari 

melalui forum arbitrase. Pada saat mereka mengikatkan diri dan 

menyetujui klausula arbitrase, sama sekali belum teijadi sengketa.
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Klausula arbitrase dipersiapkan untuk mengantisipasi perselisihan yang 

mungkin timbul di masa yang akan datang.126

Bentuk klausula paetum de compromittendo yang berarti 

“kesepakatan setuju dengan putusan arbiter atau wasit” diatur dalam Pasal 

615 ayat (3) RV127 dan diatur juga dalam Pasal II ayat (1) Konvensi New 

York 1958i2\

Mengenai cara pembuatan paetum de compromittendo, tidak tegas 

diatur dalam Pasal 615 ayat (3) RV maupun dalam Pasal II ayat (1) 

Konvensi New York 1958. Namun dari segi pendekatan penafsiran dan 

praktek, dijumpai dua cara yang dibenarkan.129

1) Mencantumkan klausula arbitrase tersebut dalam peijanjian pokok. 

Ini cara yang paling lazim, dimana peijanjian pokok menjadi satu 

kesatuan dengan klausula arbitrase. Antara satu dengan yang lain 

tidak terpisah dokumennya. Dalam peijanjian pokok, langsung 

dimuat persetujuan arbitrase yang berisi kesepakatan, bahwa para 

pihak setuju akan menyelesaikan perselisihan (dispute atau 

dijference) yang timbul di kemudian hari, melalui forum arbitrase.

2) Paetum de compromittendo dibuat dalam akta tersendiri. Peijanjian 

arbitrase dalam hal ini tidak langsung digabung menjadi satu 

dengan peijanjian pokok, tetapi dibuat terpisah dalam akta 

tersendiri. Akta peijanjian pokok merupakan dokumen tersendiri,

126 Widjaja, Ibid, him. 136.

127 Pasal 615 ayat (3) RV: “Adalah diperkenankan mengikatkan diri satu sama lain untuk 
menyerahkan sengketa-sengketa yang mungkin timbul di kemudian hari kepada putusan seorang 
atau beberapa orang arbiter (wasit)”.

128 Pasal II ayat (1) Konvensi New York 1958: “...the parties under take to submit to 
arbitration to ail or any differences...which may arise between them . ..”

129 Harahap, op. c//., hlm.65-66.
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begitu juga perjanjian arbitrase. Dengan demikian ada dua 

dokumen, yakni akta perjanjian pokok dan akta perjanjian 

arbitrase. Apabila paclum de compromiltendo berupa akta yang 

terpisah dari perjanjian pokok, waktu pembuatan perjanjian 

arbitrase harus tetap berpegang teguh pada ketentuan, bahwa akta 

persetujuan arbitrase harus dibuat “sebelum” perselisihan atau 

sengketa terjadi. Hal ini harus sesuai dengan syarat formal 

keabsahan pacium de compromitlendo, harus dibuat sebelum 

perselisihan timbul.

Akta Kompromis

Pada akta kompromis, perjanjian penyelesaian perselisihan melalui 

arbitrase baru diikat dan disepakati setelah teijadi perselisihan. Dalam hal 

akta kompromis dikaitkan dengan arbitrase, dia mengandung makna yaitu 

perjanjian yang disepakati oleh pihak yang beijanji bahwa perselisihan 

yang telah teijadi di antara mereka diselesaikan melalui forum arbitrase. 

Maka akta kompromis:

a) Pembuatannya dilakukan setelah timbul sengketa.

b) Bentuknya harus akta tertulis.

c) Akta kompromis harus ditandatangani oleh kedua belah pihak.

d) Dalam hal para pihak tidak bisa menandatangani, maka harus dibuat di 
depan notaris.13

Bentuk peijanjian arbitrase yang kedua disebut “akta kompromis” 

atau compromise and seitlement (perdamaian yang dicapai di luar 

pengadilan). Dalam RV, akta kompromis diatur dalam Pasal 618131,

130 Widjaja, op. tit., him. 136-137.

131 Pasal 618 RV :
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sedang dalam Konvensi New York 1958, pengaturan akla kompromis 
terdapat dalam pasal yang sama dengan paetum de compromittertdo yakni 
dalam Pasal II ayat ( l).132

Kompromis (compromise) itu sendiri berarti a settlement o f 

differences yang bertujuan menghindari penyelesaian melalui peradilan (to 

preven a lawsuit). Jadi akta kompromis ialah akta yang berisi aturan 

penyelesaian perselisihan yang telah timbul diantara orang yang berjanji. 

Kalau akta kompromis dikaitkan dengan arbitrase, dia telah mengandung 

makna tersendiri yakni perjanjian yang disepakati oleh pihak yang berjanji 

bahwa perselisihan yang telah terjadi di antara mereka diselesaikan 

melalui forum arbitrase.133

Berkaitan dengan dua bentuk perjanjian arbitrase tersebut Sudargo

Gautama menyatakan pendapatnya bahwa: ’’Dalam praktek ternyata suatu

perjanjian yang dibuat sesudah terjadinya sengketa akan kecil sekali
kemungkinannya”. Lebih lanjut beliau menyatakan sebagai berikut:

’’Adalah sukar bahwa para pihak yang sudah terlibat dalam sengketa, akan 
menyetujui untuk tidak menggugat dihadapan pengadilan biasa, tetapi memilih 
acara penyelesaian secara arbitrase. Menurut pengalaman jarang sekali terjadi 
praktek seperti ini. Nyatanya para pihak yang sudah berada dalam suatu 
perselisihan, tidak dapat dibawa menuju permufakatan hukum untuk 
menyelesaikan masalah mereka ini melalui jalan di luar pengadilan, yaitu 
arbitrase. Demikian pula mediasi sukar dilaksanakan dalam praktek” .134

1) “Persetujuan arbitrase hams diadakan secara tertulis dan ditandatangani kedua belah 
pihak, jika para pihak tidak mampu menandatangani maka persetujuan harus dibuat di 
muka notaris.”

2) “Persetujuan harus memuat masalah yang menjadi sengketa, nama dan tempat tinggal 
para pihak, dan juga nama serta tempat tinggal arbiter atau anggota para arbiter yang 
selalu harus dalam jumlah ganjil.”

132 Harahap, op. c/7., hlm. 66.

133 Harahap, Ibid.y hlm. 67.

134 Sudargo Gautama, Undang-undang Arbitrase Baru ¡999, (Bandung: PT. Citra Aditya 
Bakti, 1999), hlm. 37.
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Dari pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa penyelesaian sengketa 

melalui arbitrase lebih banyak diselesaikan berdasarkan adanya perjanjian Pactum 

de Compromitendo, yaitu didahului dengan adanya peijanjian arbitrase sebelum 

sengketa itu terjadi. Dimana jauh sebelum sengketa terjadi para pihak sudah 

mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase.

Bentuk dari perjanjian arbitrase itu sendiri adalah tertulis, apabila 

berbentuk lisan, dianggap tidak sah dan tidak mengikat, dianggap “tidak pemah 

ada” atau “never existed\  Baik itu dalam pactum de compromitiendo maupun 

akta kompromis, maka keduanya harus berbentuk tertulis, karena apabila 

peijanjian dalam bentuk lisan akan menimbulkan perdebatan dan perbedaan 

pendapat di antara para pihak yang dapat menimbulkan kesulitan bagi para arbiter 

untuk menentukan hakekat dan pokok-pokok peijanjian arbitrase yang 
bersangkutan.135

2.2,7 Prosedur Arbitrase

Pada prinsipnya, bagaimana prosedur atau jalannya persidangan arbitrase 

dapat diatur sendiri oleh para pihak yang bersengketa. Namun apabila para pihak 

tidak mengaturnya, prosedur akan ditentukan sendiri oleh badan arbitrase yang 

ditunjuk mereka. Jika yang ditunjuk untuk menyelesaikan perselisihan mereka 

adalah suatu badan arbitrase nasional maupun internasional, prosedur atau tata 

cara persidangan akan dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh 

badan arbitrase yang bersangkutan.136

Setelah berlakunya UU Arbitrase No. 30 Tahun 1999, maka tata cara atau 

prosedur arbitrase dalam Bab IV dan juga pasal-pasal lainnya, secara ringkas 

dapat diuraikan sebagai berikut:

135 Harahap, op. c i t hlm.67-68.

136 H. Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, o p .c ithim. 95.
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1) Pemohon memberitahukan kepada termohon untuk menyelesaikan 

sengketa mereka melalui arbitrase dengan surat tercatat, telegram, teleks, 

facsimile, e-mail, atau dengan buku ekspedisi. Surat pemberitahuan 

tersebut harus memuat: nama dan alamat para pihak; penunjukan kepada 

klausul atau peijanjian arbitrase yang berlaku; perjanjian atau masalah 

yang menjadi sengketa; dasar tuntutan dan jumlah yang dituntut, jika ada; 

cara penyelesaian yang dikehendaki; dan perjanjian yang diadakan kedua 

pihak tentang jumlah arbiter atau jika tidak pemah diadakan peijanjian 

semacam itu, pemohon dapat mengajukan usul tentang jumlah arbiter yang 

dikehendaki dalam jumlah ganjil (Pasal 8 UU Arbitrase);

2) Penunjukan arbiter oleh masing-masing pihak, dan jika para pihak tidak 

mencapai kesepakatan mengenai pemilihan arbiter atau tidak ada 

ketentuan yang dibuat mengenai pengangkatan arbiter, Ketua Pengadilan 

Negeri menunjuk arbiter atau majelis arbitrase (Pasal 13 jo. Pasal 15 UU 

Arbitrase);

3) Penunjukan arbiter ketiga oleh arbiter yang ditunjuk oleh para pihak yang 

sekaligus sebagai ketua majelis arbitrase. Dalam hal para arbiter gagal 

menunjuk arbiter ketiga dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak 

arbiter yang terakhir ditunjuk, atas permohonan salah satu pihak, Ketua 

Pengadilan Negeri dapat mengangkat arbiter ketiga, dan pengangkatan 

tersebut tidak dapat diajukan upaya pembatalannya (Pasal 15 UU 

Arbitrase);

4) Penerimaan sebagai arbiter oleh arbiter yang ditunjuk (Pasal 16 UU 

Arbitrase);

5) Penyampaian surat tuntutan oleh pemohon kepada arbiter atau majelis

arbiter dalam jangka waktu yang ditentukan oleh arbiter atau majelis

arbiter. Surat tuntutan harus memuat : nama lengkap dan tempat tinggal

atau tempat kedudukan para pihak (pemohon dan termohon); uraian
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singkat tentang sengketa disertai dengan lampiran bukti-bukti; dan isi 

tuntutan yang jelas. Penyampaian salinan tuntutan oleh ketua majelis 

arbitrase kepada termohon disertai perintah bahwa termohon harus 

menanggapi dan menjawab secara tertulis dalam tenggang waktu 14 hari 

sejak diterimanya salinan tuntutan (Pasal 38-39 UU Arbitrase);

6) Ketua majelis arbitrase menyampaikan jawaban termohon kepada 

pemohon sekaligus memerintahkan kepada para pihak untuk menghadap 

di muka sidang arbitrase, dalam tenggang waktu 14 hari sejak 

dikeluarkannya perintah tersebut (Pasal 40 UU Arbitrase);

7) Persidangan yang dilakukan secara tertutup, dengan menggunakan bahasa 

Indonesia atau bahasa lain yang dipilih oleh para pihak, dengan cara 

arbitrase, tempat dan jangka waktu arbitrase yang ditentukan oleh para 

pihak atau majelis arbitrase. Dalam persidangan pertama, termohon dapat 

mengajukan tuntutan balasan yang akan diperiksa dan diputus oleh majelis 

arbitrase bersamaan dengan pokok sengketa (Pasal 27, 28, dan 31 UU 

Arbitrase);

8) Upaya perdamaian oleh majelis arbitrase. Jika perdamaian tercapai, maka 

majelis arbitrase membuat suatu akta perdamaian yang final dan mengikat 

para pihak dan memerintahkan para pihak untuk memenuhi ketentuan 

perdamaian tersebut (Pasal 45 UU Arbitrase);

9) Apabila upaya perdamaian gagal, maka akan dilanjutkan dengan 

pemeriksaan terhadap pokok sengketa. Pada tahap pemeriksaan ini para 

pihak diberi kesempatan terakhir untuk menjelaskan secara tertulis 

pendirian masing-masing serta mengajukan bukti yang dianggap perlu 

untuk menguatkan pendiriannya, dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh 

majelis arbitrase. Pemeriksaan atas sengketa ini harus diselesaikan dalam 

waktu paling lama 180 hari sejak majelis arbitrase terbentuk. Jangka
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waktu ini dapat diperpanjang dengan persetujuan dari para pihak (Pasal 46 

dan Pasal 48 UU Arbitrase);

10) Apabila pemeriksaan sengketa telah selesai, pemeriksaan segera ditutup 

dan ditetapkan hasil sidang untuk mengucapkan putusan arbitrase. Putusan 

bersifat final, mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak 

(final and binding\ yang diucapkan dalam waktu paling lama 30 hari 

setelah pemeriksaan ditutup. Putusan harus memuat syarat-syarat normatif 

yang terutama memuat kepala putusan (irah-irah) “Demi Keadilan 

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Pasal 54, 55, 57, dan 60 UU 
Arbitrase);

11) Koreksi terhadap kekeliruan administratif dan/ atau menambah atau 

mengurangi suatu tuntutan putusan dalam tenggang waktu 14 (empat 

belas) hari setelah diterimanya putusan sebagaimana ditentukan dalam 
Pasal 58 UU Arbitrase;

12) Untuk eksekusi atau pelaksanaan putusan arbitrase, ada beberapa prinsip 

hukum dalam tata cara pelaksanaan Arbitrase Nasional maupun Arbitrase 

Internasional yang perlu diperhatikan, yaitu pada Bab VI Bagian Pertama 

untuk arbitrase Nasional (Pasal 59-64) dan Bagian Kedua untuk arbitrase 

internasional (Pasal 64-69) UU Arbitrase.

2.2.8 Klausula Arbitrase Dalam Hubungannya Dengan Kompetensi 

Pengadilan Negeri

Undang-Undang Arbitrase No. 30 Tahun 1999 di dalam Pasal 3 

menegaskan bahwa, Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili 

sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Bahkan dalam 

Pasal 11 ayat (2) menegaskan bahwa, Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak 

akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan 

melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-
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undang ini. Dengan mencantumkan klausula arbitrase dalam perjanjian bisnis 

yang dibuai para pihak, maka para pihak terikat untuk tidak dapat menyerahkan 

sengketa kepada pengadilan umum, tetapi hanya kepada lembaga arbitrase.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Arbitrase, landasan hukum yang 

menentukan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa 

para pihak yang telah bersepakat bila dalam perjanjian terdapat klausul arbitrase 

dirasakan oleh masyarakat tidak tegas, tidak pasti dan tidak kuat. Selalu saja 

Pengadilan Negeri menyatakan berwenang mengadili perkara-perkara yang timbul 

dari perjanjian sekalipun dalam perjanjian itu telah secara tegas dimuat klausul 

arbitrase. Untung sekali Mahkamah Agung berpendirian tegas bahwa pengadilan 

tidak berwenang mengadili perkara-perkara yang telah disepakati oleh para pihak 

bahwa sengketa yang timbul diantara mereka akan diselesaikan melalui lembaga 

arbitrase jika di dalam peijanjian di antara mereka dicantumkan suatu klausul 
arbitrase.137

Klausul arbitrase atau juga peijanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak 

untuk menyerahkan setiap sengketa kepada arbitrase merupakan dasar hukum bagi 

eksistensi arbitrase. Badan atau majelis arbitrase tidak akan pernah berfungsi

137 Sutan Remy Sjahdeni, “Penyelesaian Sengketa Perbankan Melalui Arbitrase”, Buletin 
Triwulan - Bani Quarterly Newsletter No. 6 (2009), him. 15-16. Dapat kita lihat putusan MA RI 
No. 2424 K/ Sip/ 1981 tanggal 1982 antara Ahju Forestry Co. Ltd melawan PT. Balapan Jaya, 
dimana MA berpendapat bahwa adanya ketentuan dalam Basic Agreement fo r  Joint Venture telah 
mengikat para pihak sebagai undang-undang (Pasal 1338 BW), sehingga Pengadilan Negeri tidak 
berwenang mengadili perkara tersebut (Pasal 377 HIR, Pasal 615 RV). PT Basuki Pratama 
Engineering (BPE), dkk melawan PT Megarimba Karyatama (MK), pada putusan No. 
32/PaiIit/1999/PN.Niaga.Jkt.Pst, Majelis Hakim Niaga berpendapat bahwa apabila suatu perkara 
terikat dengan klausula Arbitrase, dalam hal ini terdapat klausula Arbitrase dalam Perjanjian 
Kontraktor pembangunan PT. Megarima Karyatama (MK) Medium Density Fibreboard antara 
BPE dengan MK, maka sengketa tersebut haruslah diselesaikan melalui Arbitrase. Majelis Hakim 
menggunakan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang termaktub dalam putusan MA No.455 
K/SIP/1982 tanggal 27 Mei 1983 jis MA No.225 K/Sip/Pdt/1976 tanggal 30 September 1983 jis 
MA No. 3179 K/Sip/Pdt/1984 tanggal 4 Mei 1988. Atas dasar tersebut Majelis Hakim Niaga 
berkesimpulan bahwa perkara ini menjadi kewenangan absolut arbitrase dan oleh karenanya tidak 
dapat diperiksa oleh P. Niaga, maka permohonan pailit ditolak.

138 Priyatna Abdurrasyid, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,op.cit., him.
91.
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tanpa adanya perjanjian ini. Klausul arbitrase (arbitration clause atau clause 
compromissoire) adalah salah satu klausul dalam satu perjanjian atau kontrak 

dagang. Klausul ini memuat kesepakatan para pihak untuk menyerahkan sengketa 

dagangnya sebagai pelaksanaan dari kontrak yang mungkin timbul di masa depan 

kepada suatu badan arbitrase. Sedangkan perjanjian arbitrase (submission 

agreement atau compromis) adalah suatu perjanjian khusus oleh para pihak yang 

memuat kesepakatan untuk menyerahkan sengketanya yang telah timbul kepada 

suatu badan arbitrase atau badan arbitrase ad hoc.m

Fungsi utama dari klausul atau perjanjian arbitrase ini adalah bahwa 

klausul atau perjanjian tersebut menjadi sumber kewenangan dari peradilan 

arbitrase. Pada prinsipnya suatu peradilan arbitrase hanya dapat melaksanakan 

kekuasaan demikian karena para pihak sepakat untuk memberikan kekuasaan 

demikian. Prinsip yang telah diterima umum adalah, kesepakatan para pihak 

melahirkan hukum. Prinsip ini berlaku pula terhadap kesepakatan para pihak yang 

tertuang dalam klausul atau perjanjian arbitrase. Sehingga dapat pula dinyatakan 

di sini bahwa klausul arbitrase yang berasal dari kesepakatan para pihak adalah 

the law o f the parties. Karena itu pula, kesepakatan inilah yang melahirkan fungsi 

kewenangan suatu badan badan arbitrase. Termasuk dalam lingkup hukum para 

pihak ini adalah penentuan jumlah arbiter, bagaimana cara/prosedur penunjukan 

arbiter, sampai berapa jauh kekuasaan yang dimilikinya dan bagaimana hukum 

acara dan hukum yang berlaku yang akan diterapkan oleh suatu badan arbitrase.140

Seorang Hakim dalam memeriksa suatu perkara yang diajukan 

kepadanya, langkah awal yang dilakukan adalah dengan mempelajari dahulu 

berkas perkara yang diterimanya secara teliti. Apakah pengadilan dimana Hakim

139 Alan Redem dan Martin Hunter, Law and Practice o f  InternationalCommercial 
Arbitration, (London: Sweet and Maxwell, 1986), him. 3 dan 98 Dalam Huala Adolf, “Syarat 
Tertulis Dan Indepedensi Klausul Arbitrase”, Buletin Triwulan Arbitrase Indonesia -  Indonesia 
Arbitration Quarterly Newsletter No. 6 (2009), him. 24.

140 Idem., him. 25.
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tersebut bernaung berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara yang 

diajukan tersebut atau tidak.

Dalam hukum acara perdata, kita mengenal adanya istilah kompetensi 

relatif dan kompetensi absolut. Kedua istilah tersebut berhubungan dengan 

masalah kewenangan dari lembaga peradilan atau pengadilan yang berwenang 

untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang timbul di antara para pihak.

Pada kompetensi relatif, kewenangan tersebut berhubungan dengan lokasi 

atau letak pengadilan yang berwenang. Sedangkan kompetensi absolut 

m em persoalkan kewenangan dari lembaga penyelesaian sengketa yang berw enang 

untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang tcijadi.

Kewenangan absolut pengadilan juga dapat dibagi berdasarkan faktor 

instansional, hal tersebut diatur di dalam Pasal 10 ayat (3), Pasal 19 dan 20 UU 

No. 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 dan yang 
diubah kedua kali dengan UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, 

yang mengatur sistem instansional penyelesaian perkara, sebagai berikut:

1) Pengadilan Tingkat Pertama

Secara instansional Pengadilan Negeri merupakan pengadilan tingkat pertama, 

yang secara absolut hanya berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara 

perdata pada tingkat pertama. Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 2 

Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, membagi kekuasaan kehakiman di 

lingkungan Peradilan Umum, sebagai berikut:

a. Pengadilan Negeri (PN); dan

b. Pengadilan Tinggi (PT).

Selanjutnya dalam Pasal 6 dan 50 UU No. 2 Tahun 1986, menegaskan: 

Pengadilan Negeri merupakan tingkat pertama;

Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama bertugas dan 

berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana 

dan perdata ditingkat pertama;
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Pengadilan Negeri berkedudukan di Kotamadya dan ibukota 
Kabupaten.

Dengan demikian secara instansional Pengadilan Negeri sebagai pengadilan 

tingkat pertama, secara absolut hanya berwenang memeriksa dan 
menyelesaikan perkara perdata pada ditingkat pertama. Dalam kedudukan itu, 

semua penyelesaian perkara, berawal dari Pengadilan Negeri sebagai 
pengadilan tingkat pertama.141

2) Pengadilan Tingkat Banding

Pengadilan tingkat banding juga diatur dalam undang-undang yang sama 

dengan pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri), yaitu dalam Pasal 19 

UU No. 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 
dan yang diubah kedua kali dengan UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 

Kehakiman, yang menegaskan bahwa: semua putusan pengadilan tingkat 
pertama dapat dimintakan banding, sedangkan yang bertindak sebagai instansi 

pengadilan tingkat banding adalah Pengadilan Tinggi yang berkedudukan di 

ibukota propinsi. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 jo Pasal 4 ayat (2) UU No. 2 

Tahun 1986.
Dengan demikian, fungsi dan kewenangan mengadili perkara atas putusan 

pengadilan pada tingkat pertama oleh Pengadilan Tinggi pada tingkat banding, 

secara instansional merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tinggi.142

3) Pengadilan Tingkat Kasasi

Instansional yang memutus perkara tingkat kasasi adalah Mahkamah Agung, 

hal tersbut sesuai dengan Pasal 22 UU No. 4 Tahun 2004. Dan dipertegas oleh 

UU No. 14 Tahun 1985 yang telah di ubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 

tentang Mahkamah Agung, Pasal 28 ayat (1) huruf a:

141 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, 
Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 190.

U2lbid
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“Salah satu kekuasaan Mahkamah Agung bertugas dan berwenang dan 
memutuskan permohonan kasasi. Disamping itu Mahkamah Agung 
memutuskan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding 
atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan.1 3

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 3144 UU Arbitrase No. 30 Tahun 1999 

diketahui bahwa penyelesaian perselisihan atau sengketa melalui lembaga 

arbitrase memiliki kompetensi absolut terhadap penyelesaian perselisihan atau 

sengketa melalui pengadilan. Hal ini berarti, bahwa setiap perjanjian yang 

mencantumkan klausula arbitrase atau suatu perjanjian arbitrase yang dibuat oleh 

para pihak menghapuskan kewenangan dari pengadilan (negeri) untuk 

menyelesaikan setiap perselisihan atau sengketa yang timbul dari peijanjian yang 
memuat klausula arbitrase tersebut atau yang telah timbul sebelum 

ditandatanganinya peijanjian arbitrase oleh para pihak.145

Hal ini dapat kita lihat dalam putusan Mahkamah Agung tentang titik 

singgung kewenangan arbitrase dan Pengadilan Negeri:

1. Putusan MA No. 794. K/ Sip/ 1982 antara PT. Asuransi Royal Indrapura 

melawan Sohandi Kawi larang. Memuat kaidah hukum: “Hakim 

berwenang menambahkan pertimbangan hukum secara jabatan 

menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili 

perkara yang merupakan wewenang lembaga arbitrase sesuai peijanjian 

polis yang disepakati para pihak” (Pasal 134 HIR).146

2. Putusan No. 225. Ki  Sip/ 1976 tanggal 30 September 1983 antara Dato 

Wong Heck Guong dan PT. Metropolitan Timber, Ltd. melawan GAPKI

143 Loc. cit

144 Pasal 3 Undang-Undang Arbitrase: “Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk 
mengadili sengketa para pihakyang telah terikat dalam peijanjian arbitrase”.

145 Widjaja, op. cit, hlm.l 17.

146 H. P. Panggabean, “Efektifivitas Eksekusi Putusan Arbitrase Dalam Sistem Hukum 
Indonesia”, op.ciL, hlm. 77.
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Trading Co.Lld. Memual kaidah hukum: “dengan adanya perjanjian 

klausula arbitrase, penyelesaian perselisihan adalah wewenang absolut 

arbitrase, meskipun para pihak tidak mengajukan eksepsi dalam 

pemeriksaan di persidangan” .147

3. Putusan MA No. 01/ Banding/ Wasit/ 1986 tanggal 26 Maret 1987 antara 

Zainal Effendi- PT. Nilakandi melawan PT. Karya Teknikindo Jaya. 

Memuat kaidah hijkum: “ Mahkamah Agung tidak berwenang memeriksa 

dan mengadili sengketa perwasitan, sehingga putusan perwasitan 

merupakan putusan terakhir yang harus dipenuhi para pihak sesuai 

peijanjian”. Catatan: dalam putusan ini MA mempertimbangkan bahwa 

BANI tidak termasuk salah satu Badan Pengadilan yang ditentukan dalam 

pasal 10 ayat (1) UU No.14 tahun 1970, sehingga MA tidak berwenang
♦ 148menerima banding dari Direktur Nilakandi tersebut.

4. Putusan No. 3947. KI  Pdt/ 1998 antara PT. Pool Asuransi Indonesia 

melawan PT. Asuransi Haslin. Memuat kaidah kaidah hukum: “Pengadilan 

Negeri tidak berwenang mengadili perselisihan antara Penanggung dan 

Tertanggung bila mereka telah berjanji perselisihan tersebut diselesaikan 

secara arbitrase”. Tambahan: bahwa tergugat sebagai Pertanggung ulang 

(reasuransi) terhadap Penggugat, dalam bukti P. 1, Polis Standar 

Kebakaran Indonesia (PSKI) disebutkan bahwa para pihak tunduk pada 

syarat dan ketentuan PSKI oleh karena itu perselisihan berkenaan dengan 

kerugian diselesaikan secara arbitrase.149

5. Putusan MA No. 3018. K/ Sip/ 1996 antara CV Batu Penjuru Trading 

melawan PT Kwarta Usaha Buana dkk. Memuat kaidah hukum:

147 idem.

148 i d e m hlm. 78.

149 idem.
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“ Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara, karena 

menyangkut kompetensi absolut, jika ada klausula penyelesaian sengketa 

oleh Badan Arbitrase” .150

Adanya kewenangan absolut dalam arbitrase dapat dilihat dalam Pasal 11 
ayat (1) dan (2) UU Arbitrase No. 30 Tahun 1999, yaitu:

1) Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak 
untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat 
dalam peijanjiannya ke Pengadilan Negeri.

2) Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam 
suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, 
kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

Arbitrase memiliki kewenangan absolut dalam penyelesaian perselisihan, 

yang mana kewenangan tersebut baru dapat disingkirkan pengadilan dalam hal:

1. Perjanjian arbitrase yang dibuat para pihak “batal demi hukum” atau “m/// and
voicT\

2. Atau perjanjian itu sendiri tidak mungkin dilakukan atau “inoperative 
incapable ofbeingperformecf\l5]

Terhadap permasalahan kewenangan arbitrase sebagai juru pisah 

persengketaan, mengenai persetujuan arbitrase, baik dalam bentuk paetum de 

compromittendo maupun akta kompromis, dapat mengesampingkan kompetensi 

Pengadilan, berkembang dua aliran sebagai berikut:

1. Klausul arbitrase bukan publik orde.

Aliran ini secara tersirat dapat dilihat dalam putusan NR 8 Januari 

1925 yang memuat putusan sebagai berikut:152

150 Idem.

151 Harahap, op. cit, him. 52.

152 Margono, op. cit., him. 126-127.
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Ayat (2): “Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan 

sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang- 

undang dinyatakan cukup untuk itu”.

Bertitik tolak dari prinsip pada  suni servanda, aliran ini berpendapat 

bahwa setiap perjanjian yang memuat klausula arbitrase:

a. Mengikat secara mutlak kepada para pihak; dan

b. Kewenangan memeriksa dan memutus sengketa yang timbul menjadi 

kewenangan absolut.
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BAB III 

UPAYA HUKUM

3.1 Pengertian Upaya Hukum

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase) secara tegas mengatakan bahwa pulusan 

Majelis Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan 

mengikat para pihak (Pasal 60). Oleh karena putusan arbitrase merupakan putusan 

final dan dengan demikian tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan 
kembali (Penjelasan Pasal 60).

Putusan arbitrase merupakan suatu putusan yang diberikan oleh arbitrase 
a d  hoc maupun lembaga arbitrase atas suatu perbedaan pendapat, perselisihan 
paham maupun persengketaan mengenai suatu pokok persoalan yang lahir dari 
suatu perjanjian dasar (yang memuat klausula arbitrase) yang diajukan pada 
arbitrase ad  hoc maupun lembaga arbitrase untuk diputuskan olehnya.153

Suatu putusan hakim atau Majelis arbitrase itu juga tidak luput dari 

kekeliruan atau kekhilafan, bahkan tidak mustahil bersifat sewenang-wenang 

ataupun memihak. Maka karena itulah, demi kebenaran dan keadilan setiap 

putusan hakim perlu dimungkinkan untuk diperiksa ulang, agar kekeliruan atau 

kekhilafan yang teijadi pada putusan dapat diperbaiki. Putusan hakim yang salah 

sangat merugikan kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa arbitrase 

yang termasuk dalam bidang perdagangan. Oleh karena itu tidak dapat dibiarkan 

saja. Putusan hakim itu harus segera diperbaiki, demi keadilan dan ketentraman 

serta kepastian hukum dalam masyarakat.

Terhadap suatu putusan hakim yang salah harus disediakan sarana-sarana 

itau alat untuk memperbaiki putusan tersebut. Di dalam hukum acara perdata,

153 Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, Hukum Arbitrase, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
001), hlm. 93.

82 Universitas Indonesia

Pembatalan putusan..., Nanin Koeswidi Astuti, FH UI, 2010



83

>arana-sarana ini disebut dengan upaya hukum. Upaya hukum adalah upaya yang 

liberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum unluk dalam 

lal tertentu melawan putusan hakim.154 Atau dapat juga dikatakan bahwa upaya 

nikum adalah suatu tindakan dari salah satu pihak yang berperkara untuk 

nemohon pembatalan putusan-putusan yang dimintakan upaya hukum itu karena 

idak puas dengan putusan tersebut.155 Sedangkan menurut pendapat Prof. 

>udikno Mertokusumo, upaya hukum adalah upaya alau alat untuk mencegah atau 

nemperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan.156

Di dalam Undang-Undang Arbitrase juga terdapat suatu upaya hukum 

^ang dapat dilakukan terhadap suatu putusan arbitrase, yang dikenal dengan 

stilah pembatalan (amulmenl). Pengajuan permohonan pembatalan menurut 

3asal 70 UU Arbitrase oleh pihak yang tidak puas atas putusan Majelis Arbitrase 

nemiliki keterbatasan dalam alasan-alasan yang dapat dipergunakan, yaitu apabila 

putusan mengandung adanya dokumen diakui palsu atau dinyatakan palsu, 

iitemukannya dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan atau 
diambil dari hasil tipu muslihat. Meski demikian, tentu saja, upaya pembatalan 

putusan arbitrase tidak boleh dilakukan secara berlebihan. Campur-tangan 

pengadilan melalui kewenangannya untuk membatalkan putusan arbitrase perlu 

iibatasi, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam 

nasyarakat mengenai arbitrase.

2 Upaya Hukum Dalam Hukum Acara Perdata

Hukum materiil sebagaimana terjelma dalam undang-undang atau yang 

Dersifat tidak tertulis, merupakan pedoman bagi warga masyarakat tentang

154 Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata Dalam 
Teori Dan Praktek, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm. 142.

155 Darwin Prints, Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdatat cet . 3 rev, 
Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 217.

156 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Ed. 6, Cet. 1, (Yogyakarta: 
Liberty, 2002), hlm.224.

Universitas Indonesia

Pembatalan putusan..., Nanin Koeswidi Astuti, FH UI, 2010



84

bagaimana orang selayaknya berbuat atau tidak berbuat di dalam masyarakat. 
Untuk melaksanakan hukum materiil perdata terutama dalam hal ada pelanggaran 
atau untuk mempertahankan berlangsungnya hukum materiil perdata dalam hal 
ada tuntutan hak diperlukan rangkaian peraturan-peraturan hukum lain di samping 
hukum materiil perdata itu sendiri. Peraturan hukum inilah yang disebut hukum 
formil atau hukum acara perdata.157

Menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, hukum 
acara perdata disebut hukum perdata formil, yaitu kesemua kaidah hukum yang 
menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban- 
kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata materiil.158

Dalam hukum acara perdata kita mengenal ada dua macam upaya hukum, 
yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa adalah 
upaya hukum yang digunakan untuk memperbaiki suatu putusan hakim yang 
belum mempunyai kekuatan hukum yang pasti atau tetap (in kracht van gewijsde). 
Upaya hukum yang belum mempunyai kekuatan hukum yang pasti yaitu putusan 
hakim pengadilan negeri dan putusan hakim pengadilan tinggi, dimana salah satu 
pihak atau kedua belah pihak, tidak menerima putusan yang dijatuhkan.159

Upaya hukum luar biasa (buitengewoon rechtsmiddel), disebut juga upaya 
hukum istimewa yaitu peninjauan kembali (request civil) dan perlawanan pihak 
ketiga terhadap sita eksekutorial (derden verzet), dimana putusan hakim ini 
digunakan untuk memperbaiki putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan 
hukum yang pasti. Putusan ini adalah putusan dari Mahkamah Agung atau

157 Ibid., hlm. 1-2.

158 Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, op.cit., hlm. 1.

159 Th. Kussunaryatun, Hukum Acara Perdata (Putusan Hakim dan Upaya Hukum), 
(Surakarta: UNS Surakarta, 1998), hlm. 10.
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putusan hakim pengadilan di bawahnya, dimana pihak-pihak yang berkepentingan 

telah menerima putusan hakim tersebut.m

Perbedaan upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa, yaitu upaya 

hukum biasa menangguhkan eksekusi, dengan pengecualian seperti yang diatur 

dalam Pasal 180 ayat (1) HIR161 yaitu putusan dijatuhkan beserta ketentuan dapat 

dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad). Sedangkan upaya hukum 

luar biasa pada asasnya tidak menangguhkan eksekusi, tapi memperbaiki putusan 

hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, hal ini diatur dalam Pasal 

207 ayat (3) HIR.162

3.2,1 Macam-macam Upaya Hukum Dalam Hukum Acara Perdata

1. Upaya Hukum Biasa

a. Perlawanan (verzet)

Perlawanan merupakan upaya hukum terhadap putusan yang 

dijatuhkan di luar hadirnya tergugat (Pasal 125 ayat (3) jo 129 dan 149 

ayat (3) HIR).163 Di luar hadirnya tergugat atau verstek adalah pernyataan, 

bahwa tergugat tidak hadir, meskipun ia menurut hukum acara harus 

datang. Verstek ini hanya dapat cjinyatakan, jika tergugat tidak datang pada

160 Idem.

161 Pasal 180 HIR: ( 1) “Ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan supaya 
keputusan itu dijalankan dahulu biarpun ada perlawanan atau bandingan, jika ada surat 
yang syah, suatu surat tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai 
bukti atau jika ada hukuman lebih dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat 
kekuasaan pasti, demikian juga jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagi pula di dalam 
perselisihan tentang hak kepunyaan”.

162 Pasal 207 ayat (3) HIR: “Perlawanan itu tidak dapat menahan orang memulai atau 
meneruskan pelaksanaan keputusan itu, kecuali jika ketua memberi perintah, supaya hal itu 
ditangguhkan sampai pengadilan negeri mengambil keputusan”.

163 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, op.cit., hlm. 224.
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hari sidang pertama.IM Pada hakikatnya, perlawanan ini merupakan 

jawaban daripada gugatan yang semula, dimana ia, tergugat tidak hadir, 

sekalipun dipanggil dengan patut, yang kemudian diputus verstek.

Perlawanan yang diajukan menurut ketentuan undang-undang akan 

diproses seperti memeriksa gugatan biasa yaitu sebagai perkara 

contradictoire atau op tegenspraak, dimana pelawan (opposant) menjadi 

tergugat lagi (Pasal \Î9  ayat (3)165 HIR).166

b. Banding

Banding adalah pemeriksaan ulang yang dilakukan oleh hakim 

pengadilan tinggi terhadap perkara yang telah diputus oleh pengadilan 

negeri, atas permohonan pihak yang tidak puas terhadap putusan hakim 

pengadilan negeri.167 Pengadilan tinggi memeriksa kembali fakta dan bukti 

maupun penerapan hukum judex faetie (pengadilan yang memeriksa fakta- 

fakta dan bukti-bukti, seperti pengadilan negeri). Tetapi di dalam banding 

tidak ada proses tanya jawab dan pembuktian seperti pada proses 

persidangan di pengadilan negeri. Bukti-bukti yang diajukan adalah bukti- 

bukti yang telah diajukan pada tingkat pengadilan negeri, tetapi ada 

kalanya terdapat bukti-bukti baru yang belum diperiksa pada proses di
i/o

pengadilan negen ikut dilampirkan.

164 Soepomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri dalam Martiman 
Prodjohamidjojo, Seri Pemerataan Keadilan 12: Upaya Hukum, cct. I, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 
1983), hlm. 14.

165 Pasal 129 ayat (3) HIR: “Surat perlawanan itu dimasukkan dan diperiksa dengan cara 
yang biasa, yang diatur untuk perkara perdata”.

166 Martiman Prodjohamidjojo, idem., hlm. 15.

167 Kussunaryatun, op.cit., hlm. 20.

168 Lilik Mulyadi, Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek Peradilan 
Indonesia, (Jakarta: Djambatan, 1999), hlm. 243.
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Putusan yang dapat dimohonkan banding hanyalah putusan akhir 

saja hal ini ditentukan dalam Pasal 9 UU No. 20 tahun 1947. Sedang bagi 

putusan yang bukan putusan akhir hanya dapat dimohonkan banding 

bersama-sama dengan putusan akhir. Dengan demikian maka penetapan 

tidak dapat dimohonkan banding. Karena penetapan tidak berisi 
penyelesaian sengketa.169

Jika majelis hakim menganggap perlu maka diadakan pemeriksaan 

tambahan yang dapat dilakukan sendiri oleh pengadilan tinggi atau 

memerintahkan pengadilan negeri untuk melaksanakan pemeriksaan 

tersebut. Pengadilan negeri melakukan pemeriksaan tambahan hanya 

terhadap hal-hal yang dinyatakan dan diperintahkan secara jelas dalam 

putusan sela pengadilan tinggi.170

Banding perkara perdata semula diatur dalam Pasal 188-194. 

Tetapi dengan adanya Pasal 2 jo 5 UU No. 1 tahun 1951 maka pasal-pasal 

tersebut sekarang tidak berlaku lagi. Dan yang sekarang berlaku ialah UU 

No. 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan 

Madura untuk Jawa dan Madura, sedang untuk wilayah di luar Jawa dan 

Madura ialah Rbg Pasal 199-205. Kita lihat bahwa ketentuan mengenai
171banding masih pluralistik,

c. Prorogasi

Prorogasi ialah mengajukan suatu sengketa berdasarkan suatu 

persetujuan kedua belah pihak kepada hakim yang sesungguhnya tidak 

wenang memeriksa sengketa tersebut, yaitu kepada hakim dalam tingkat 

peradilan yang lebih tinggi. Jadi kalau seharusnya diajukan kepada

169 Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, op.cit, hlm. 228.

170 Idem.

171 Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, op.cit., hlm. 225.
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pengadilan peradilan tingkat pertama, yaitu Pengadilan Negeri, maka 

dalam prorogasi perkara atau sengketa itu dengan persetujuan kedua belah 

pihak yang bersengketa diajukan kepada Pengadilan Tinggi atau 

pengadilan dalam peradilan tingkat banding.172

Di dalam HIR tidak kita jumpai ketentuan mengenai prorogasi. 

Prorogasi diatur dalam RV Pasal 324-326.

Pengadilan banding yang memeriksa sengketa dalam prorogasi 

bertindak sebagai badan pengadilan dalam peradilan tingkat pertama. 

Semua ketentuan yang berlaku untuk jalannya sidang pengadilan tingkat 

pertama berlaku bagi pengadilan banding yang sedang melakukan 

pemeriksaan dalam prorogasi. Pengadilan banding yang memeriksa dalam 

prorogasi itu memeriksa dan memutus dalam tingkat pertama dan terakhir, 

sehingga putusannya hanya dapat dimintakan kasasi.173

d. Kasasi

Kasasi adalah pemeriksaan terakhir dan tertinggi yang dilakukan 

oleh Mahkamah Agung terhadap penerapan hukum dari putusan hakim 

pengadilan yang ada di bawahnya.174 Kasasi adalah pembatalan putusan 

atas penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan 

dalam tingkat peradilan terakhir175.

Pemeriksaan kasasi meliputi seluruh putusan hakim yang mengenai 

hukum, baik yang meliputi bagian daripada putusan yang merugikan 

pemohon kasasi maupun bagian yang menguntungkan pemohon kasasi. 

Oleh karena pada tingkat kasasi tidak diperiksa ulang duduk perkara atau

172 Idem. y hlm. 229.

173 Id e m hlm. 230.

174 Kussunaryatun, idem., hlm. 30.

175 Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, op. cit, hlm. 231.
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peristiwanya (rechtsfeiten), maka pemeriksaan tingkat kasasi pada 
umumnya tidak dianggap sebagai pemeriksaan tingkat ketiga.176

Pasal 20 Undang-Undang No. 14 tahun 1970 menyatakan:

“Atas putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi 
kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang berkepentingan yang 
diatur dalam Undang-Undang”.

Kasasi awalnya diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1950, 
yang telah dinyatakan tidak berlaku lagi dengan berlakunya Undang- 
Undang No. 13 tahun 1965 yang mengatur tentang kedudukan, susunan 
dan kekuasaan Mahkamah Agung, di dalam Pasal 70. Karena Undang- 
Undang No. 13 Tahun 1965 tidak mengatur mengenai hukum acara bagi 
Mahkamah Agung, maka menganggap bahwa yang dinyatakan tidak 
berlaku itu tidak meliputi hukum acaranya. Hingga oleh karena itu 
Mahkamah Agung masih mempergunakan hukum acara kasasi dalam hal 
acara permohonan kasasi untuk perkara perdata di dasarkan atas Pasal 112 
Undang-Undang No. 1 Tahun 1950.177 Pada saat ini kasasi diatur dalam 
Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Bagian II 
Pasal 43-55.178

2. Upaya Hukum Luar Biasa
a. Peninjauan Kembali (Request Civiel)

Request Civiel atau rekes sipil dahulu diatur dalam RV (Pasal 385- 
401) yang berlaku pada Raad van Justitie bagi orang-orang Eropa. HIR 
sendiri tidak mengatur mengenai rekes sipil ini, namun karena kebutuhan 
dalam praktek maka digunakan RV sebagai petunjuknya. Putusan yang

176 Idem., hlra. 235.

Martiman Prodjohamidjojo, Seri Pemerataan Keadilan 12: Upaya Hukum, ce tl, 
(Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 21.

178 Kussunaryatun, op.cit., h lm . 32.
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dijatuhkan dalam tingkat terakhir dan putusan yang dijatuhkan di luar 

hadir tergugat (verstek) dan yang tidak lagi terbuka kemungkinan unluk 

mengajukan perlawanan dapat ditinjau kembali atas permohonan orang 

yang pernah menjadi salah satu pihak di dalam perkara yang pemahi 

diputus dan dimintakan peninjauan kembali.179

Istilah peninjauan kembali kita jumpai dalam UU No. 14 Tahun 

1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dalam
| UA

Pasal 21. Dewasa ini peninjauan kembali diatur dalam UU No. 14 

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung diatur dalam Bab IV Bagian 

Keempat tentang Pemeriksaan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan 

Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Pasal 66-76.

Peninjauan kembali atau upaya hukum luar biasa tidak 

menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan dan 

dapat dicabut selama belum diputus serta hanya dapat diajukan satu kali 

saja (Pasal 66181 UU No. 14 Tahun 1985). Terhadap permohonan 

peninjauan kembali Mahkamah Agung memutus pada tingkat pertama dan 

terakhir (Pasal 34182 UU No. 14 Tahun 1985).

179 Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, op.cit., hlm. 236.

180 Pasal 21 UU No. 14 Tahun 1970 : “Apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan 
yang ditentukan dengan Undang-undang, terhadap putusan Pengadilan, yang telah memperoleh 
kekuatan hukum yang tetap dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, 
dalam perkara perdata dan pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan”.

181 Indonesia, Undang-Undang Mahkamah Agung, UU No. 14 Tahun 1985, LN No. 73 
Tahun 1985, TLN No. 3316, Ps. 66:

1) Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali.

2) Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan
putusan Pengadilan.

3) Permohonan peninjauan kembali dapat dicabut selama belum diputus, dan dalam hal
sudah dicabut permohonan peninjauan kembali itu tidak dapat diajukan lagi

182 Idem., Ps. 34: “Mahkamah Agung memeriksa dan memutus permohonan peninjauan 
kembali pada tingkat pertama dan terakhir atas putusan Pengadilan yang telah memperoleh
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Permohonan peninjauan kembali pulusan perkara perdata yang 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya 

berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut: 183

1) apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat 
pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan 
pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;

2) apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang 
bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat 
ditemukan;

3) apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari 
pada yang dituntut;

4) apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa 
dipertimbangkan sebab-sebabnya;

5) apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, 
atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya 
telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;

6) apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau 
suatu kekeliruan yang nyata.

Peninjauan kembali dalam perkara perdata diatur di dalam Pasal 

66-76 UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Alasan 

permohonan Peninjauan kembali diatur dalam Pasal 67, syarat-syaratnya 

diatur dalam Pasal 66, 68, 72, 73 dan 75, sedangkan putusannya diatur 

dalam Pasal 74.

b. Perlawanan Pihak Ketiga (Derdenverzet)

Pada asasnya suatu putusan itu hanyalah mengikat para pihak yang 

berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga (Pasal 1917 B W).

kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Bab IV Bagian Keempat UU 
ini.

183 Idem., Ps. 67.
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Akan tetapi apabila pihak ketiga hak-haknya dirugikan oleh suatu 
putusan, maka ia dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut. 
Kemungkinan ini diatur dalam Pasal 378 RV184 yang dibatasi oleh 
bilamana hak-hak pihak ketiga dirugikan oleh putusan tersebut. IIIR tidak 
mengatur hal perlawanan pihak ketiga ini, dan dalam praktek, maka 
batasan seperti disebut dalam Pasal 378 RV dilepaskan, artinya dapat 
diajukan perlawanan oleh pihak ketiga atas dasar selain hak-hak pihak 
ketiga yang dirugikan, misalnya: hak-hak pihak ketiga tidak dapat 
dijalankan, atau menjaga agar hak-hak pihak ketiga tidak akan 
dikurangkan atau hilang, atau pihak ketiga ada kepentingan.185

Perlawanan ini diajukan kepada hakim yang menjatuhkan putusan
yang dilawan itu dengan menggugat para pihak yang bersangkutan dengan 

• 1 8 6  •cara biasa. Pihak ketiga yang hendak mengajukan perlawanan terhadap 
suatu putusan tidak cukup hanya mempunyai kepentingan saja, tetapi 
harus nyata-nyata telah dirugikan hak-haknya. Apabila perlawanan itu 
dikabulkan, maka putusan yang dilawan itu diperbaiki sepanjang 
merugikan pihak ketiga (Pasal 382 RV).187

184 Pasal 378 RV: “Pihak-pihak ketiga berhak melakukan perlawanan terhadap suatu 
putusan yang merugikan hak-hak mereka, jika mereka secara pribadi atau wakil mereka yang sah 
menurut hukum, ataupun pihak yang mereka wakili tidak dipanggil di sidang pengadilan, atau 
karena penggabungan perkara atau campur tanggan dalam perkara pernah menjadi pihak”.

185 Prodjohamidjojo, op.cit., hlm. 28-29.

186 Pasal 379 RV: “Perlawanan ini diperiksa hakim yang menjatuhkan putusan itu. 
Penawanan diajukan dengan suatu pemanggilan untuk menghadap sidang terhadap semua pihak 
yang telah mendapat keputusan dan peraturan umum mengenai cara beperkara berlaku dalam 
perlawanan ini”.

187 Pasal 382 RV: “Bila perlawanan disahkan, maka putusan yang dilawan itu diperbaiki 
hanya sejauh hal merugikan hak-hak pihak ketiga itu, kecuali jika putusan yang dijatuhkan 
mengenai hal-hal yang tidak dapat dipecah, menghendaki pembatalan seluruh putusan”.
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Perlawanan pihak ketiga ini digunakan unluk mempermudah 

proses pemeriksaan sengketa perdata, menghemal waklu, biaya dan 

tenaga, serta menghindarkan putusan hakim yang saling bertentangan.188

3.2.2 Tata Cara Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Menurut 

Hukum Acara Perdata

Permintaan pembatalan putusan arbitrase versi RV diatur dalam Pasal 643- 

647. Ada beberapa hal yang terkait dengan pembatalan, antara lain syarat formal, 

alasan, dan yang berwenang melakukan pembatalan.

1. Syarat formal permohonan pembatalan, adalah:

a. Putusan tidak dapat diminta banding.

Putusan arbitrase di dalam RV (Reglement op de Rechtsvordering), 

dimungkinkan untuk dimintakan banding ke Mahkamah Agung. Walaupun 

begitu tidak semua putusan arbitrase dapat dimintakan banding ke 

Mahkamah Agung, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 641 RV, yang 

menyatakan:

‘Terhadap putusan wasit yang dijatuhkan pada tingkat pertama, sesuai 
dengan ketentuan dalam Pasal 163 RO., dapat diajukan permohonan 
banding pada hooggerechtshof> bila pokok sengketa bernilai lebih dari f 
500,- kecuali jika dalam kompromi dengan tegas dinyatakan, bahwa para 
pihak melepaskan haknya untuk naik banding”.

“Ketentuan-ketentuan termuat dalam Bab VI Buku Pertama dari reglemen 
yang sekarang, berlaku terhadap permohonan banding tersebut”.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 tentang Susunan, 

Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia, 

menyatakan juga putusan arbitrase dapat dimohonkan pemeriksaan pada

188 Kussunaryatun, op.cit., him . 40.
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tingkat peradilan kedua, seperti yang diatur dalam Pasal 108 yang 

menyatakan bahwa:

ayat (1): “Dari putusan wasit, yang menurut Pasal 15 dapat dimohonkan 
pemeriksaan pada tingkatan peradilan kedua, oleh salah satu dari pihak- 
pihak yang berkepentingan dapat dimohonkan ulangan pemeriksaan oleh 
Mahkamah Agung”.

ayat (2): “Permohonan ini harus disampaikan dengan surat kepada Ketua 
Mahkamah Agung dalam tempo satu bulan setelah putusan wasit 
diberitahukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, disertai turunan 
putusan wasit dan surat-surat lain yang dianggap perlu.”

Syarat ini harus dipenuhi agar permohonan pembatalan dapat 

diterima, putusan arbitrase yang bersangkutan “tidak dapat dibanding”. 

Kalau putusan dapat dibanding, tertutup terhadapnya upaya pembatalan 

putusan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 643 RV. Disitu dikatakan, apabila 

putusan arbitrase tidak dapat diminta banding, putusan dapat dilawan 

dengan upaya pembatalan.

Memperhatikan penggarisan Pasal 643 RV, upaya banding 

mematikan upaya pembatalan. Kalau putusan dapat dibanding, satu- 

satunya upaya yang dibolehkan melawan putusan hanya “upaya banding”, 

ini berarti, setiap putusan yang dapat dibanding, tidak dapat dilawan 

dengan upaya pembatalan. Pada pokoknya, kalau putusan dapat dibanding, 

tertutup upaya perlawanan pembatalan tanpa mempersoalkan 

dipergunakan atau tidak upaya banding.189

Apabila hak banding tidak dipergunakan, ternyata putusan 

mengandung salah satu cacat yang disebutkan dalam Pasal 643 RV, 

misalnya putusan yang dijatuhkan mengandung cacat ultra petitum 

partium (putusan melebihi dari apa yang dituntut). Menurut Pasal 643

189 Harahap, Op.cit., him. 278.
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angka 4 RV, merupakan salah satu alasan untuk mengajukan pembatalan 

putusan. Ternyata terhadap putusan tidak diminta banding, sehingga cacat 

tersebut tidak dapat dikoreksi. Maka kalau bertitik tolak dan patokan 

terhadap setiap putusan yang dapat dibanding tidak boleh dilawan dengan 

upaya pembatalan, dengan sendirinya tertutup segala upaya koreksi 

terhadap cacat putusan.

Akibatnya, cacat tersebut melekat secara permanen dalam putusan. 

Akibat yang paling jauh, putusan tidak dapat dieksekusi atas alasan 

putusan melebihi dari apa yang dituntut. Ini berarti, putusan arbitrase yang 

bersangkutan sama sekali tidak ada artinya, karena tidak bisa dieksekusi. 

Satu-satunya jalan yang dapat ditempuh, terpaksa pihak claimant memutar 

haluan memulai proses perkara kembali dengan jalan mengajukan gugatan 

perdata biasa atau melalui forum arbitrase yang baru. Hal ini merupakan 

keija yang sia-sia, malahan sangat bertentangan dengan asas peradilan 

yang sederhana, cepat, dan biaya ringan yang digariskan Pasal 4 ayat (2) 

UU No. 14 Tahun 1974.190

Jika dihubungkan dengan patokan jenis putusan arbitrase yang 

ditentukan dalam Pasal 641 RV jo Pasal 15 UU Mahkamah Agung No. 1 

Tahun 1950, yaitu:

“Selain daripada kekuasaan mengadili dalam tingkatan peradilan kedua 
sebagai yang termuat dalam Konstitusi, maka Mahkamah Agung juga 
memutus pada tingkatan peradilan kedua atas putusan-putusan wasit yang 
ternyata mengenai nilai harga 25.000,- rupiah atau lebih” .191

Kenyataan yang dijumpai pada masa sekarang, nilai yang 

disengketakan bukan beijumlah ribuan, tapi sudah ratusan juta bahkan 

miliaran rupiah, sehingga tidak ada lagi putusan arbitrase yang tidak dapat

190 Ibid.y hlm. 279.

191 Indonesia, Undang-Undang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah 
Agung Indonesia, UU No. 1 Tahun 1950, LN No. 30 Tahun 1950, Ps. 15.

Universitas Indonesia

Pembatalan putusan..., Nanin Koeswidi Astuti, FH UI, 2010



96

dibanding. Semua dapat diminta banding, untuk mengatasi permasalahan 
ini, pada masa sekarang, lebih tepat untuk membuka kemungkinan 
terhadap kedua upaya tersebut. Meskipun suatu putusan dapat dibanding, 
tapi kalau upaya itu tidak dipergunakan, tetap terbuka upaya perlawanan 
pembatalan. Hanya saja, kalau telah dipergunakan upaya banding, barulah 
tertutup secara permanen upaya perlawanan pembatalan.

Memang acuan penerapan yang d i kemukakan mengarah kepada 
cara penerapan yang bersifat alternatif, yakni terhadap suatu putusan para 
pihak dapat memilih antara upaya banding atau upaya perlawanan 
pembatalan. Cara penerapan ini bukan berarti memaafkan kesalahan pihak 
yang berkepentingan. Kita mengetahui, bagi seseorang yang tidak 
mempergunakan hak banding, harus menanggung segala resiko yang 
timbul dari kelalaian itu.192

b. Tenggang Waktu Permohonan Pembatalan

Syarat formal yang kedua, permohonan pembatalan harus diajukan 
dalam batas tenggang waktu permohonan yang dianggap sah apabila 
memenuhi syarat:

Diajukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan;

Terhitung sejak putusan diberitakan kepada para pihak:

• Diberitahukan kepada mereka sendiri in person,
• Di tempat kediaman mereka masing-masing.

Bertitik tolak dari rumusan Pasal 644193 RV, cara penghitungan 

tenggang waktu di dasarkan kepada pemberitahuan yang bersifat in person 
kepada para pihak. Seolah-olah pemberitahuan yang disampaikan kepada

192 Harahap, op.cit., hlm.279.

193 Pasal 644 ayat (1) RV: “Tuntutan akan kebatalan tidak dapat diterima, kecuali jika 
diajukan dalam waktu enam bulan, terhitung dari hari pemberitahuan para wasit kepada orang 
yang bersangkutan atau di tempat tinggalnya.”
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kuasa tidak dapat dijadikan dasar perhitungan. Padahal Pasal 617191 RV 

membolehkan para pihak diwakili oleh kuasa dalam semua tingkat proses 

pemeriksaan arbitrase. Kalau undang-undang sendiri memberi kebolehan 

menunjuk kuasa, tidak ada alasan untuk menyatakan pemberitahuan 

putusan yang disampaikan kepada kuasa, tidak sah. Oleh karena itu, 

penentuan perhitungan tenggang waktu pengajuan perlawanan pembatalan, 

bisa diperkirakan dari tanggal pemberitahuan putusan yang disampaikan 

kepada kuasa.195

Apabila permohonan pembatalan diajukan melampaui batas 

tenggang waktu yang ditentukan, permohonan tidak sah. Akibatnya 

permohonan dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan permohonan tidak 

memenuhi syarat formal. Apabila terjadi kasus yang seperti itu, dan 

ternyata putusan mengandung cacat sehingga tidak dapat dieksekusi, satu- 

satunya jalan yang dapat ditempuh untuk mengatasinya, melalui gugat 

perdata biasa ke pengadilan. Terpaksa proses perkara mulai kembali dari 

awal.

Mengenai batas tenggang waktu yang disebut Pasal 644 ayat (1) 

RV berbeda patokannya untuk masing-masing alasan yang dirinci Pasal 

643 RV. Penentuan patokan tanggal perhitungan batas tenggang waktu 

permohonan pembatalan, diklasifikasi menjadi:

1) Alasan-alasan pembatalan yang disebut pada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 
7, adalah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal putusan diberitahukan 
kepada para pihak,

2) Alasan-alasan pembatalan yang ditentukan pada angka 8, 9, dan 10, 
adalah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal:

• Kepalsuan,

194 Pasal 617 RV: “Kecuali apa yang disebut dalam ketentuan-ketentuan Pasal 34, maka 
setiap orang yang dapat menerima suatu kuasa, dapat juga diangkat sebagai wasit........

195 Harahap, Op.cit., him, 280.
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• Kecurangan, atau

• Itikad tidak baik diketahui.

Dengan syarat, diketahuinya tanggal kepalsuan, kecurangan atau
itikad tidak baik tersebut harus dibarengi dengan bukti-bukti tertulis. Jadi
khusus terhadap alasan yang disebut dalam angka 8 (kepalsuan), 9
(kecurangan), dan 10 (itikad tidak baik), perhitungan batas tenggang waktu

f

permohonan/tidak berpatokan pada tanggal pemberitahuan putusan. Tapi 
di dasarkan pada tanggal diketahui keadaan tersebut, yang pengetahuannya 
hanya dapat dibuktikan dengan alat bukti tertulis.196

c. Perlawanan Pembatalan Ditujukan Atas Perintah Eksekusi

Syarat lain yang diatur dalam Pasal 645197 RV, bahwa tuntutan 
atau perlawanan baru terbuka setelah ada perintah eksekusi dari Ketua 
Pengadilan Negeri. Selama belum ada penetapan perintah eksekusi, 
permohonan pembatalan belum memenuhi syarat formal.

Jadi menurut RV, upaya perlawanan pembatalan mengandung dua 
sisi yang diakumulasikan menjadi satu upaya:

i. Satu segi, merupakan upaya permintaan pembatalan terhadap 
putusan,

ii. Tapi sekaligus pula berbarengan dengan itu, perlawanan terhadap 
pelaksanaan eksekusi.

Selama belum ada perintah eksekusi, belum dapat diajukan upaya 
perlawanan pembatalan. Demikian patokan yang disebut Pasal 643 RV. 
Berarti, perlawanan pembatalan baru terbuka setelah putusan “di deponir” 

di kepaniteraan pengadilan. Dan atas pendeponiran, putusan pun sudah di- 
exequatur oleh Ketua Pengadilan Negeri. Kemudian dilanjutkan dengan

196 Ibid., hlm. 280.

197 Pasal 645 RV: “Tuntutan kebatalan diajukan dengan surat panggilan untuk menghadap 
di sidang yang berisikan perlawanan terhadap perintah pelaksanaan”.
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perintah eksekusi. Baru terbuka upaya perlawanan pembatalan. Dalam 

kasus pengeluaran perintah eksekusi telah melampaui batas yang disebut 

Pasal 644 RV, batas waktu itu bagi pihak yang bersengketa dilenturkan 

menjadi 6 (enam) bulan dari tanggal perintah eksekusi.198

2. Alasan Pemohonan Pembatalan

Alasan pembatalan yang memenuhi syarat telah dirinci secara limitatif

dalam Pasal 643 RV. Disebutkan ada 10 (sepuluh) alasan yang dapat dijadikan

sebagai dasar pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase, yaitu:199

1) Bila keputusan itu diambil di luar batas-batas kompromi;

2) Bila keputusan itu di dasarkan atas kompromi yang tidak berharga atau 
telah gugur;

3) Bila keputusan itu dijatuhkan oleh beberapa wasit yang tidak berwenang 
menjatuhkan keputusan di luar kehadiran yang lain;

4) Bila diputuskan tentang sesuatu yang tidak dituntut, atau dengan itu 
diberikan lebih dari yang dituntut;

5) Bila keputusan itu mengandung ketentuan- ketentuan yang bertentangan 
satu dengan yang lain;

6) Bila para wasit lalai memutus satu atau beberapa hal yang seharusnya 
diputuskan, sesuai dengan ketentuan dalam kompromi;

7) Bila melanggar bentuk acara yang telah ditetapkan dengan ancaman 
kebatalan; tapi ini hanya bila dalam kompromi dipeijanjikan dengan tegas, 
bahwa para wasit wajib memenuhi aturan acara biasa;

8) Bila diputus atas dasar surat-surat yang setelah keputusan para wasit, 
diakui sebagai palsu atau dinyatakan palsu;

9) Bila sesudah keputusan, ditemukan surat-surat yang menentukan yang 
disembunyikan oleh salah satu pihak;

19iHarahap, op.cit.y hlm, 281.

199 Ropaun Rambe, Hukum Acara Perdata Lengkap, cet. 5, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 
hlm. 122.
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10) Bila kcputusan itu berdasarkan penipuan atau tipu muslihat yang 
kemudian diketahui dalam acara pemeriksaan.

3. Kewenangan Memeriksa Pembatalan

Pasal 646200 RV mengatur kompetensi absolut dan relatif penyelesaian 

pembatalan putusan arbitrase. Dimana kompetensi absolutnya jatuh menjadi 

yurisdiksi pengadilan, sedangkan kompetensi relatifnya menjadi kewenangan 

Pengadilan Negeri yang mengeluarkan perintah eksekusi. Hal ini berarti, 

dimana putusan arbitrase di deponir atau di register, dia yang berwenang 

menyelesaikan permintaan pembatalan.

Ketentuan mengenai kompetensi relatif terhadap perlawanan 

pembatalan putusan arbitrase, agak menyimpang dari ketentuan derden verzet 

terhadap eksekusi putusan pengadilan. Menurut Pasal 196201 HIR, perlawanan 

terhadap eksekusi putusan pengadilan, diajukan kepada Pengadilan Negeri 

yang menjalankan eksekusi.

Penggarisan yang ditentukan dalam Pasal 196 HIR, menyimpang dari 

penggarisan Pasal 646 RV. Dalam hal ini, kompetensi relatif secara permanen 

berada ditangan Pengadilan Negeri yang mengeluarkan perintah eksekusi. 

Tidak menjadi soal apakah ada atau tidak pendelegasian eksekusi. 

Pendelegasian eksekusi, tidak mengubah kompetensi relatif Pengadilan Negeri 

yang mengeluarkan perintah eksekusi.

200 Pasal 646 RV:
Ayat (1): “Tuntutan itu diajukan pada raad van justitie yang ketuanya memerintahkan pelaksanaan 
itu.”
Ayat (2): “Raad van justitie memutus tuntutan itu, dan para pihak dapat menemukan banding, jika 
terdapat cukup alasan, terhadap keputusan itu, seperti dalam perkara-perkara pengadilan biasa.”

201 Pasal 196 HIR: “Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi 
keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan 
lisan, maupun dengan surat, kepada Ketua Pengadilan Negeri...., buat menjalankan keputusan 
itu”.

202 Harahap, op.tit., hlm, 282.
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4. Konsekuensi Ilukuni Dari Pembatalan Putusan Arbitrase

Berdasarkan Pasal 646 ayat (2) RV yang memberikan hak untuk 

mengajukan upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan Pengadilan 

Negeri terhadap perlawanan pembatalan putusan arbitrase. Pasal tersebut 

menegaskan: “Raad van justifie memutus tuntutan itu, dan para pihak dapat 

menemukan banding, jika terdapat cukup alasan, terhadap keputusan itu, 

seperti dalam perkara-perkara pèngadilan biasa."

Ketentuan tersebut memperlihatkan corak putusan Pengadilan Negeri 

terhadap pembatalan putusan arbitrase, tidak ada bedanya dengan putusan 

pengadilan biasa. Itu sebabnya kita berpendapat, fungsi dan kewenangan 

tindakan mengadili sendiri itu, sangat layak membuka upaya banding dan 

kasasi terhadapnya. Karena itu putusan pembatalan atas putusan arbitrase yang 

dibarengi dengan kewenangan mengadili sendiri oleh Pengadilan Negeri, 

mesti terbuka pintu koreksi terhadapnya melalui upaya banding dan kasasi.

Malahan bukan hanya upaya biasa saja (banding dan kasasi), tapi juga 

upaya luar biasa berupa “peninjauan kembali” dapat diajukan terhadapnya 

sesuai dengan rumusan Pasal 646 ayat (2) RV yang mempersamakan putusan 

perlawanan pembatalan sama dengan upaya dalam putusan pengadilan biasa, 

terhadapnya pun dapat diajukan peninjauan kembali.203

3.3 Upaya Hukum Dalam Undang-Undang Arbitrase No. 30 Tahun 1999

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase) secara tegas mengatakan bahwa putusan 

Majelis Arbitrase bersifat final, dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan 

mengikat para pihak (final and binding), dengan demikian tidak dapat diajukan 

banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Sesuai dengan yang dinyatakan dalam 

Pasal 60 UU Arbitrase:

203 Ibid., hlm. 286-287.
Universitas Indonesia

Pembatalan putusan..., Nanin Koeswidi Astuti, FH UI, 2010



102

“Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan 
mengikat para pihak’' .

Putusan arbitrase yang bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum 

tetap serta mengikat para pihak itu, apabila ternyata mengandung kesalahan atau 

kekeliruan diberikan jalan keluar melalui permohonan koreksi putusan yang dapat 

diajukan oleh para pihak. Hal ini sangat penting, terutama apabila salah satu pihak 

yang bersengketa menemukan kesalahan di dalam putusan yang secara 

meyakinkan sangat mempengaruhi isi putusan.

Undang-Undang Arbitrase selain memberikan kesempatan kepada para 

pihak untuk mengajukan permohonan koreksi terhadap kekeliruan dalam putusan, 

para pihak juga dimungkinkan untuk mengajukan upaya hukum berupa 

permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase tersebut, sebagaimana 

disebutkan dalam Pasal 70 UU Arbitrase.

Menurut Priyatna Abdurrasyid bahwa pembatalan putusan oleh 

pengadilan dapat dilakukan bilamana putusan arbitrase dilakukan dengan 

kewenangan yang berlebihan sehingga putusan dapat disampingkan atau bilamana 

sebagian yurisdiksi berlebihan.204

Sebelum membicarakan upaya hukum dalam UU Arbitrase, terlebih 

dahulu perlu dibedakan antara pendapat arbitrase dan putusan arbitrase, yang 

dimaksud dengan pendapat arbitrase adalah pendapat yang mengikat yang 

diberikan oleh suatu lembaga arbitrase yang diajukan oleh para pihak dalam suatu 

kontrak terhadap suatu masalah atau hubungan hukum tertentu dari suatu 

perjanjian. Pendapat yang mengikat (binding opinion) ini diberikan oleh suatu 

lembaga arbitrase tanpa adanya suatu sengketa.

204 Priyatna Abdurrasyid, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, (Jakarta: PT. 
Fikahati Aneska, 2002), hlm. 112.

205 Munir Fuady, Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis, (Bandung: 
PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 97.
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Konsekuensi yuridis dari adanya pendapat arbitrase ini adalah bahwa para 
pihak terikat sepenuhnya terhadap pendapat tersebut sebagaimana keterikatannya 

atas suatu kontrak yang bersangkutan.206 Dengan demikian, apabila para pihak 

melanggar pendapat tersebut sama artinya seperti dia melanggar kontrak atau 
wanprestasi.

Disamping itu, terhadap pendapat dari lembaga arbitrase tersebut tidak 

tersedia upaya banding atau perlawanan lain dalam bentuk apapun (Pasal 53 UU 

Arbitrase).207 Contoh dari pendapat lembaga arbitrase tersebut antara lain adalah:

1) Jika para pihak meminta penafsiran terhadap hal-hal yang kurang jelas dari 
suatu kontrak;

2) Penambahan atau perubahan dari suatu kontrak untuk dilakukan penyesuaian 
berhubung adanya suatu perkembangan atau keadaan yang baru.2 8

Berbeda dengan pendapat arbitrase yang mengikat (binding opiniori) 
tersebut dikenal apa yang lazim disebut dengan “putusan” arbitrase. Putusan 

arbitrase ini lebih sering diberikan oleh arbitrase (institusional atau ad hoc) dan 

diberikan terhadap suatu “sengketa” di antara para pihak.209

Pada intinya, putusan maupun pendapat arbitrase berisikan pernyataan 

yang diucapkan oleh arbiter atau majelis arbitrase yang berbentuk tertulis. 

Pernyataan arbiter atau majelis arbitrase tersebut akan berbentuk putusan arbitrase 

bila di dalamnya terdapat unsur sengketa, sedangkan kalau pernyataan arbiter atau 

majelis arbitrase tersebut dituangkan dalam bentuk pendapat arbitrase, apabila

206 UU No. 30 tahun 1999, LN No. 138 tahun 1999, TLN No. 3872, Ps. 52: “Para pihak 
dalam suatu perjanjian berhak untuk memohon pendapat yang mengikat dari lembaga arbitrase 
atau hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian1'.

207 Idem., Ps. 53: “Terhadap pendapat yang mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
52 tidak dapat dilakukan perlawanan melalui upaya hukum apapun.”

208 Fuady, op.cit.> hlm. 97.

209 Ibid., hlm. 98.
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isinya tidak terdapat unsur sengketa.210 Dengan kata lain dalam putusan arbitrase 
terdapat sengketa di antara para pihak terhadap suatu perjanjian (kontrak), 

sebaliknya dalam pendapat arbitrase tidak terdapat sengketa tadi.

3.3.1 Macam Upaya Hukum Dalam Undang-Undang Arbitrase No. 30 
Tahun 1999

1. Koreksi Atas Putusan Arbitrase

Koreksi atas putusan arbitrase berbeda dengan pembatalan atas 

putusan arbitrase tersebut. Yang dimaksud koreksi atas putusan arbitrase 

adalah suatu hak kepada para pihak untuk mengajukan pembetulan- 

pembetulan terhadap suatu putusan arbitrase.211 Koreksi ini hanya 

dibenarkan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1) Pengajuan koreksi hanya dapat dilakukan dalam waktu paling lama 14 
(empat belas) hari setelah putusan diterima; (Pasal 58 UU Arbitrase 
No. 30 Tahun 1999);

2) Koreksi hanya dapat dilakukan atas kekeliruan administratif dalam 
putusan arbitrase. Yang dimaksud dengan "koreksi terhadap kekeliruan 
administratif' adalah koreksi terhadap hal-hal seperti kesalahan 
pengetikan ataupun kekeliruan dalam penulisan nama, alamat para 
pihak atau arbiter dan lain-lain, yang tidak mengubah substansi 
putusan (Penjelasan Pasal 58 UU Arbitrase No. 30 Tahun 1999).

2. Pembatalan Atas Putusan Arbitrase

Pembatalan atas putusan arbitrase adalah suatu upaya hukum yang 

diberikan kepada para pihak yang bersengketa untuk meminta kepada 

Pengadilan Negeri agar suatu putusan arbitrase di batalkan, baik terhadap 

sebagian isi putusan ataupun terhadap seluruh isi putusan tersebut.212

210 Rachmadi Usman, Hukum Arbitrase Nasional, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana 
Indonesia, 2002), hlm. 85.

211 Fuady, op.cit., hlm. 106-107.

212 Fuady, Ibid., hlm. 107.
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Terhadap pembatalan putusan arbitrase, hal ini diatur dalam Pasal 

70 UU Arbitrase No. 30 Tahun 1999 yang menentukan bahwa terhadap 

putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan, 

jika putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur antara lain sebagai 

berikut:

1) Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan 
dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;

2) Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat 
menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau

3) Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu 
pihak dalam pemeriksaan sengketa213

3. Penambahan atau Pengurangan Terhadap Suatu Putusan Arbitrase

Disamping upaya berupa koreksi dan pembatalan, para pihak dapat 

juga mengajukan upaya berupa penambahan atau pengurangan terhadap 

suatu putusan arbitrase.214 Kesempatan para pihak untuk mengajukan 

penambahan atau pengurangan terhadap putusan arbitrase ini diberikan 

dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diterima oleh 

para pihak (Pasal 58215 UU Arbitrase).

Upaya penambahan atau pengurangan terhadap suatu putusan 

arbitrase dapat diajukan dengan alasan-alasan antara lain sebagai berikut:

1) Di luar tuntutan.

2lj Indonesia, Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, UU No. 
30 tahun 1999, LN No. 138 tahun 1999, TLN No. 3872, Ps. 70.

2,4 Fuady, o p .c ithlm. 107.

215 Pasal 58 UU No. 30 tahun 1999: “Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari 
setelah putusan diterima, para pihak dapat mengajukan permohonan kepada arbiter atau majelis 
arbitrase untuk melakukan koreksi terhadap kekeliruan administratif dan atau menambah atau 
mengurangi sesuatu tuntutan putusan”.
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Dalam hal ini para pihak yang bersengketa dapat meminta 

pengurangan terhadap suatu putusan arbitrase manakala dalam putusan 

tersebut dicantumkan sesuatu yang sebenarnya tidak pemah dituntut 
oleh pihak lawan.

2) Tidak mencakup tuntutan.

Jika dalam suatu putuan arbitrase tidak mcncakup satu atau lebih hal- 

hal yang diminta untuk diputus, maka para pihak dapat meminta untuk 

dilakukannya penambahan atas putusan tersebut.

3) Ketentuan yang bertentangan.

Para pihak dapat juga meminta penambahan atau pengurangan 

terhadap suatu putusan arbitrase manakala dalam putusan arbitrase 

tersebut terkandung ketentuan-ketentuan yang mengikat pihak tetapi 

ketentuan yang satu bertentangan dengan ketentuan yang lain.

Ketiga alasan tersebut merupakan contoh untuk dapat dilakukan 

penambahan atau pengurangan terhadap suatu putusan arbitrase, dalam hal 

ini contoh yang diberikan oleh Penjelasan resmi atas Pasal 58216 UU 

Arbitrase. Di luar alasan-alasan tersebut, sebenarnya masih banyak alasan- 

alasan lain untuk dapat dimintakan penambahan atau pengurangan

216 Pasal 58 Undang-Undang Arbitrase: “Yang dimaksud dengan "koreksi terhadap 
kekeliruan administratif' adalah koreksi terhadap hal-hal seperti kesalahan pengetikan ataupun 
kekeliruan dalam penulisan nama, alamat para pihak atau arbiter dan lain-lain, yang tidak 
mengubah substansi putusan. Yang dimaksud dengan "menambah atau mengurangi tuntutan'1 
adalah salah satu pihak dapat mengemukakan keberatan terhadap putusan apabila putusan, antara 
lain :

a. telah mengabulkan sesuatu yang tidak dituntut oleh pihak lawan;

b. tidak memuat satu atau lebih hal yang diminta untuk diputus; atau

c. mengandung ketentuan mengikat yang bertentangan satu sama lainnya.
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pengurangan terhadap suatu putusan arbitrase. Misalnya, jika putusan 

tersebut tidak jelas, kabur atau tidak tuntas pengungkapannya.217

3.3.2 Tata Cara Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Menurut 

Undang- Undang Arbitrase No. 30 Tahun 1999

Proses dan alasan pembatalan putusan arbitrase diatur dalam peraturan 

perundang-undangan suatu negara dan tidak diatur dalam sebuah perjanjian 

internasional. Pembatalan suatu putusan arbitrase berakibat pada dinafikannya 

(seolah tidak pernah dibuat) suatu putusan arbitrase. Terhadap putusan arbitrase 

yang dibatalkan, pengadilan dapat meminta agar para pihak mengulang proses 

arbitrasenya (re-arbitrate). Hanya saja pembatalan putusan arbitrase tidak 

membawa konsekuensi pada pengadilan yang membatalkan untuk memiliki 

kewenangan memeriksa dan memutus sengketa. Apabila hak ini dilakukan maka 

akan beretntangan dengan asas kebebasan berkontrak yang dimiliki oleh para 

pihak dalam penyelesaian sengketa mereka. Bahkan pengadilan dapat dianggap 

sebagai tidak menghormati asas kebebasan berkontrak.218

Permohonan pembatalan putusan arbitrase menurut UU Arbitrase No. 30 

Tahun 1999 diatur dalam Pasal 70-72. Ada beberapa hal yang perlu diketahui 

sehubungan dengan pembatalan, antara lain syarat formal, alasan-alasan dan yang 

berwenang melakukan pembatalan.

1. Syarat formal permohonan pembatalan

Pembatalan atas suatu putusan arbitrase adalah suatu upaya hukum 

yang diberikan kepada para pihak yang bersengketa untuk meminta kepada

217 Fuady, o p .c i thlm. 107-108.

218 Hikmahanto Juwana, “Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional Oleh Pengadilan 
Nasional”, Jurnal Hukum Bisnis: Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Vol. 21, 
(Oktober-November 2002), hlm. 68.
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Pengadilan Negeri agar suatu putusan arbitrase dibatalkan, baik terhadap 
sebagian isi putusan ataupun terhadap seluruh isi putusan tersebut.219

Syarat formal permohonan pembatalan menurut Undang-Undang 

Arbitrase akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Putusan Tidak Dapat Diminta Banding

Pada prinsipnya putusan arbitrase bersifat final dan mengikat. 

Tidak ada banding atau kasasi. Hal ini dapat kita lihat dari Pasal 60 UU 

Arbitrase, bahwa: “Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai 

kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak”.

Di dalam Penjelasan Pasal 60 UU Arbitrase menyatakan bahwa:

“Putusan arbitrase merupakan putusan final dan dengan demikian tidak 
dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali.”

Memang ada upaya perlawanan yang dimungkinkan oleh UU 

Arbitrase ke Pengadilan Negeri. Namun upaya perlawanan tersebut hanya 

dapat dilakukan Ketua Pengadilan Negeri, itupun sangat terbatas, yaitu 

sebagai berikut:

1) Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan 
dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;

2) Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat 
menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau

3) Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu 
pihak dalam pemeriksaan sengketa220

Tanpa adanya alasan-alasan spesifik tersebut, pada prinsipnya 

suatu pembatalan putusan arbitrase tidak mungkin dipenuhi. Dengan 

demikian, dapat dikatakan bahwa pada prinsipnya suatu putusan arbitrase 

adalah tingkat pertama dan terakhir (final and binding).

219 Fuady, o p .c ithlm. 107.

220 Indonesia, Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, UU No. 
30 tahun 1999, LN No. 138 tahun 1999, TLN No. 3872, Ps. 70.
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2. Alasan Pemohonan Pembatalan

Pembatalan putusan arbitrase ini hanya dapat dilakukan jika terdapat 
hal-hal yang bersifat luar biasa. Pasal 70 UU Arbitrase No. 30 Tahun 1999 
menentukan bahwa terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan 
permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur- 
unsur sebagai berikut:

a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan 
dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;

b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat 
menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau

c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu 
pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Kalau diperhatikan, alasan-alasan permohonan pembatalan ke 
Pengadilan Negeri di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 643 RV yaitu alasan 
pada angka 8221, 9222, dan 10223, yang sekarang telah dicabut oleh UU 
Arbitrase No. 30 Tahun 1999.224

Jika melihat dari alasan pembatalan yang disebutkan di atas, 
sebenarnya upaya pembatalan tersebut bukanlah upaya pembatalan hukum 
yang biasa, tetapi merupakan upaya hukum yang luar biasa. Tidak sama 
dengan upaya banding dalam sistem peradilan biasa. Oleh karena itu,

221 Pasal 643 angka (8) RV: “Bila diputus atas dasar surat-surat yang setelah keputusan 
para wasit, diakui sebagai palsu atau dinyatakan palsu”.

222 Pasal 643 angka (9) RV: “Bila sesudah keputusan, ditemukan surat-surat yang 
menentukan yang disembunyikan oleh salah satu pihak”

223 Pasal 643 angka (10) RV: “Bila keputusan itu berdasarkan penipuan atau tipu muslihat 
yang kemudian diketahui dalam acara pemeriksaan”.

224 Pasal 81 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999: “Pada saat Undang-Undang ini mulai 
berlaku, ketentuan mengenai arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 615 sampai dengan 
Pasal 651 Reglemen Acara Perdata (Reglement op de Rechtsvordering, staatsbfad 1847:52) dan 
Pasal 377 Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (He t Herziene Indonesisch Reglement, 
staatsblad 194:44) dan Pasal 705 Reglement Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura 
(Rechtsreglement Buitengewesten, staatsblad 1927:227), dinyatakan tidak berlaku”.
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walaupun tidak secara tegas disebutkan dalam undang-undang, tetapi jika kita 
melihat kepada alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase, maka upaya 

hukum pembatalan tersebut merupakan hukum memaksa yang tidak dapat 
dikesampingkan oleh kedua belah pihak.225

Alasan permohonan pembatalan harus lerlebih dahulu mendapat 

kekuatan hukum yang pasti berupa putusan pengadilan sesuai dengan bunyi 

Penjelasan Pasai 70 UUArbitrase No. 30 Tahun 1999 yang menegaskan 
bahwa:

“Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase 
yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan 
yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. 
Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau 
tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar 
pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan”.

Pembatalan merupakan suatu upaya hukum luar biasa. Oleh karena itu, 

tanpa alasan-alasan yang sangat spesifik tersebut, seperti dalam Pasal 70 UU 

Arbitrase pada prinsipnya suatu pembatalan putusan arbitrase tidak mungkin 

dipenuhi. Kalau hanya sekadar tidak puas saja dari satu pihak, maka tidak 

mungkin diajukan pembatalan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pada 

prinsipnya suatu putusan arbitrase adalah tingkat pertama dan terakhir {final 

and binding). Sedangkan pembatalan hanyalah semacam “setting aside” 

semata-mata. Bilamana prasyarat pengajuan permohonan tersebut tidak ada, 

maka hakim yang menerima perkara secara jabatan harus menyatakan diri
227tidak berwenang.

1 10

225 Fuady, o p .c i thim. 110.

226 Fuady, Ibid., him. 112.

227 Junaedy Ganie, “Menghindarkan Penundaan Eksekusi Melalui Upaya Pembatalan 
Putusan Tanpa Alasan Yang Sah-Kasus Di Bidang Asuransi”, Buletin Triwulan - Bani Quarterly 
Newsletter No. 5 (26 Desember 2008), him. 23.
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Jika alasan-alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase di dalam 

Pasal 70 UU Arbitrase tersebut tidak terbukti, maka Ketua Pengadilan Negeri 
akan menolak permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya. Apabila 

permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut ditolak oleh Ketua 

Pengadilan Negeri, maka Pemohon akan menanggung semua biaya perkara 

dan biaya-biaya hukum/ perkara yang timbul atau dikeluarkan oleh pihak 

lawan atas permohonan pembatalan yang diajukan ke Pengadilan Negeri 

bilamana permohonan pembatalan ditolak.228

Sebagai contoh dalam kasus: Pembanding I- dahulu Termohon I: 

BANI; Pembanding II: PT. S. Sangyong Engineering; dan Pembanding III: 

Construetion Ltd dan PT. Murinda Iron Steel melawan Terbanding: PT. 

Danareksa Jakarta International dengan Putusan MA No. 01/ Banding/ Wasit/

2001 pada tanggal 2 Maret 2001. Kaidah hukum: “Permohonan pembatalan 

putusan arbitrase ditolak karena tidak termasuk salah satu alasan menurut 

Pasal 70 (a, b, dan c) UU No. 30 tahun 1999.

Alasan pertimbangan MA:

Bahwa Pengadilan Negeri telah memulai acara prosedur dan acara 

pemeriksaan sengketa oleh Majelis Arbitrase berdasar Pasal 26 ayat (4)219 UU 

No. 30 tahun 1999, yang sebenarnya hakim berpedoman dan mengacu pada 

ketentuan Pasal 70 (a, b, dan c) UU No. 30 tahun 1999.

Menurut Pasal 71 Undang« Undang Arbitrase, permohonan pembatalan 

terhadap suatu putusan arbitrase harus dilakukan secara tertulis dalam waktu 

paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan 

pendaftaran putusan kepada diajukan kepada Panitera Pengadilan Negeri. Hal

m tbid.

229 Pasal 26 ayat (4) UU No. 30 Tahun 1999: “Dalam hal seorang arbiter tunggal atau 
ketua majelis arbitrase diganti, semua pemeriksaan yang telah diadakan harus diulang kembali”.
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ini berarti, bahwa permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap 
putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri.

3. Kewenangan Memeriksa Pembatalan

Menurut UU Arbitrase No. 30 Tahun 1999, permohonan pembatalan 

terhadap suatu putusan arbitrase diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. 

Sesuai dengan yang ditegaskan dalam Pasal 72 ayat (1) UU Arbitrase, bahwa:

“Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan kepada Ketua 
Pengadilan Negeri”.

Yang menjadi permasalahan adalah Pengadilan Negeri mana yang 

kompeten untuk melakukan itu, karena undang-undang tidak mengindikasikan 

Pengadilan Negeri yang kompeten tersebut. Maka kiranya Mahkamah Agung 

sebaiknya memberi ketegasan tentang hal ini, agar tidak teijadi 

kesimpangsiuran dalam praktek.230

Kewenangan untuk memeriksa tuntutan pembatalan putusan arbitrase 

berada ditangan Ketua Pengadilan Negeri. Dimana pemeriksaan dilakukan 

menurut proses peradilan perdata. Pihak yang mengajukan tuntutan 

pembatalan putusan arbitrase harus juga mengemukakan alasannya disertai 

dengan bukti-buktinya. Berdasarkan alasan dan bukti-bukti tersebut, maka 

Ketua Pengadilan Negeri dapat mengabulkan atau menolak permohonan 

tuntutan pembatalan putusan arbitrase tersebut.

Apabila permohonan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri, 

maka Ketua Pengadilan Negeri akan menentukan lebih lanjut akibat 

pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase (Pasal 72 ayat (2) UU 

Arbitrase).

230 Fuady,op.cit, him. 111.
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Menurut UU Arbitrase No. 30 Tahun 1999, permohonan pembatalan 
terhadap suatu putusan arbitrase diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, 
hal ini dapat dilihat dalam Pasal 71, bahwa: “Permohonan pembatalan putusan 
arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga 
puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase 
kepada Panitera Pengadilan Negeri”. Hal ini berarti, bahwa permohonan 
pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah 
didaftarkan di pengadilan.

Putusan atas permohonan pembatalan putusan arbitrase harus sudah 
ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) 
hari sejak permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut diterima, hal ini 
diatur dalam Pasal 72 ayat (3) UU Arbitrase, bahwa: “Putusan atas 
permohonan pembatalan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam 
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) diterima”.

Manakala kepada badan-badan pengadilan umum diberikan 
kewenangan untuk memeriksa putusan arbitrase, maka kepada badan-badan 
pengadilan umum tersebut juga diberikan kewenangan yang serupa dengan 
kewenangan yang diberikan kepada arbitrase (<ad hoc atau institusional).

Secara universal, dalam hubungan dengan putusan arbitrase, 
kewenangan badan-badan pengadilan umum pada umumnya adalah sebagai 

berikut:

a) Memeriksa para saksi;

b) Menguasai alat-alat bukti;

c) Menjual/ mengalihkan barang-barang yang berhubungan dengan proses

arbitrase;
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d) Pemberian putusan sela;

e) Mengangkat kurator (untuk mengelola aset-aset sengketa);

f) Membuat perintah yang berhubungan dengan aset untuk:

1) Membuat atau melakukan inspeksi, pemotretan, preservasi, 

Kustody dan menahannya.

2) Mengambil sampel, melakukan observasi, dan eksperimen 

terhadap aset sengketa, dan lain-lain.231

4. Konsekuensi Hukum Dari Pembatalan Putusan Arbitrase

Apabila permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut dikabulkan 

oleh Ketua Pengadilan Negeri, maka akan timbul konsekuensi hukum dari 

pembatalan putusan arbitrase yang dapat berupa:232

1) Batalnya seluruh atau sebagian isi putusan tersebut. Hal ini harus 
ditentukan dengan tegas dalam pembatalan oleh Ketua Pengadilan 
Negeri tersebut;

2) Ketua Pengadilan Negeri tersebut dapat memutuskan bahwa perkara 
tersebut diperiksa kembali oleh:

a. Arbiter yang sama, atau
b. Arbiter lain, ataupun
c. Tidak mungkin lagi diselesaikan melalui arbitrase.

Hal tersebut sesuai dengan yang diatur di dalam Penjelasan Pasal 72 

ayat (2) Undang-Undang Arbitrase, bahwa:

“Ketua Pengadilan Negeri diberi wewenang untuk memeriksa tuntutan 
pembatalan jika diminta oleh para pihak, dan mengatur akibat dari pembatalan 
seluruhnya atau sebagian dari putusan arbitrase bersangkutan. Ketua 
Pengadilan Negeri dapat memutuskan bahwa setelah diucapkan pembatalan, 
arbiter yang sama atau arbiter lain akan memeriksa kembali sengketa

231 Ibid., hlm. 114-115.

232 Fuady, Ibid., hlm. 111.
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bersangkutan atau menentukan bahwa suatu sengketa tidak mungkin 
diselesaikan lagi melalui arbitrase”.

Pengajuan banding atas permohonan pembatalan oleh Ketua 

Pengadilan Negeri hanya dapat dilakukan atas permohonan pembatalan yang 

dikabulkan dan bahwa hakim harus menolak banding yang diajukan atas 

perkara permohonan pembatalan yang telah ditolak oleh Pengadilan Negeri. 

Berdasarkan Penjelasan Pasal 72 ayat (4)233 UU Arbitrase, upaya banding 

hanya dapat dilakukan bilamana pembatalan putusan arbitrase dikabulkan.

Penjelasan atas bunyi Pasal 72 ayat (2) UU Arbitrase tidak 

mengandung arti ganda atau lebih, sehingga telah memberikan kepastian 

hukum tetapi demi efisiensi biaya dan waktu, penegasan tersebut akan 

memudahkan Mahkamah Agung mengambil sikap dan menghindarkan 

memproses permohonan banding atas permohonan pembatalan putusan 

Majelis Arbitrase yang telah ditolak Pengadilan Negeri.234

Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri tersebut, maka dapat 
diajukan upaya hukum terhadap putusan pembatalan yaitu permohonan 

banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan 

terakhir, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 72 ayat (4) UU Arbitrase:

‘Terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan permohonan banding ke 
Mahkamah Agung yang memutuskan dalam tingkat pertama dan terakhir”.

Berdasarkan Pasal 72 ayat (4) UU Arbitrase tersebut, berarti bahwa 

UU Arbitrase masih memberikan kemungkinan upaya hukum banding 

terhadap putusan pembatalan arbitrase tersebut.

Upaya banding dimaksud hanya dapat diajukan ke Mahkamah Agung. 

Pengajuan banding harus dilakukan secara tertulis oleh pihak yang

233 Pasal 72 ayat (4) UU No. 30 Tahun 1999: “Yang dimaksud dengan "banding" adalah 
hanya terhadap pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70".

234 Junaedy Ganie, op.cit., him. 23.
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menginginkan banding atau dapat juga oleh kuasa hukumnya, dalam waktu 

paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan banding diterima 

Mahkamah Agung, Mahkamah Agung sudah harus memberikan putusan 

terhadap permohonan banding tersebut.235 Dimana putusan Mahkamah Agung 

ini merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir236, artinya tidak ada upaya 

hukum lainnya yang bisa ditempuh, apabila ada pihak yang keberatan terhadap 
putusan ini.

235 Pasal 72 ayat (5): “Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutuskan 
permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dalam waktu paling lama 30 (tiga 
puluh) hari setelah permohonan banding tersebut diterima oleh Mahkamah Agung”.

236 Pasal 72 ayat (4): “Terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan permohonan 
banding ke Mahkamah Agung yang memutuskan dalam tingkat pertama dan terakhir”.
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Analisis Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional 

Oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia

BAB IV

Kehadiran Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 

Alternatif Penyelesaian Sengketa, memberikan dampak yang signifikan terhadap 

jumlah perkara yang didaftarkan ke BANI. Kenaikan jumlah perkara yang 

didaftarkan sesudah berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 mencapai 

300% (tiga ratus persen) dengan rata-rata kasus yang didaftarkan pertahun 

mencapai 20 (dua puluh) kasus dibandingkan sebelum berlakunya Undang- 

Undang No. 30 Tahun 1999 rata-rata kasus yang didaftarkan adalah 5 (lima) kasus 
pertahunnya.237

Undang-undang No. 30 Tahun 1999 (UU Arbitrase) secara tegas 

mengatakan bahwa putusan Majelis Arbitrase bersifat final dan mengikat. 

Pengajuan permohonan pembatalan menurut Pasal 70 UU Arbitrase oleh pihak 

yang tidak puas atas putusan Majelis Arbitrase memiliki keterbatasan dalam 

alasan-alasan yang dapat dipergunakan, yaitu apabila putusan mengandung 

adanya dokumen diakui palsu atau dinyatakan palsu, ditemukannya dokumen 

yang bersifat menentukan yang disembunyikan atau diambil dari hasil tipu 

muslihat. Pembatalan putusan oleh pengadilan dapat dilakukan bilamana putusan 

arbitrase dilakukan dengan kewenangan yang berlebihan sehingga putusan dapat 

disampingkan atau bilamana sebagian yurisdiksi berlebihan.

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai analisis yuridis terhadap putusan 

MA mengenai pembatalan putusan BANI. Dimana dalam pertimbangan 

hukumnya digunakan sebagai landasan amar putusannya menggunakan hukum

237 “32 Tahun Arbitrase BANI” Buletin Triwulan - Bani Quarterly Newsletter No. 8 
Tahun 2009, him. 30.
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positif (KUH Perdata, Hukum Acara Perdata dan Undang-Undang No. 30 Tahun 
1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa).

4.1 Kewenangan Hakim Memeriksa Kontrak Dengan Adanya Klausula 

Arbitrase Terkait Dengan Asas Kebebasan Berkontrak

Undang-Undang No. 30 Tahun (“UU Arbitrase”) memberikan pengertian 
yang dimaksud dengan arbitrase, yaitu dalam Pasal 1 Ayat (1) yang menyatakan 
bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan 
umum yang didasarkan pada peijanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh 
para pihak yang bersengketa. Berdasarkan ketentuan pada Pasal 1 Ayat (1) 
tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kewenangan arbitrase untuk 
menyelesaikan suatu sengketa didasarkan pada klausul arbitrase.

Di dalam pemeriksaan awal suatu perkara, lazimnya adalah hakim terlebih 
dahulu harus mempelajari secara teliti mengenai berkas perkara yang diterimanya, 
apakah pengadilan dimana ia bernaung berkuasa atau berwenang untuk 
memeriksa dan memutus perkara yang diajukan tersebut atau tidak. Hal ini 
dikenal dengan ajaran kekuasaan mengadili terkait dengan kompetensi sang 
hakim. Ada 2 (dua) macam kekuasaan atau kompetensi mengadili, yaitu:

1 ) Kekuasaan berdasarkan atas peraturan hukum mengenai pemberian kekuasaan 
mengadili kepada badan peradilan dan bukan mengenai domisili dari badan 
peradilan tersebut, melainkan badan peradilan mana yang berwenang untuk 
menagani sengketa yang teijadi di antara para pihak, hal inilah yang disebut 
kompetensi absolut.

2) Kekuasaan berdasarkan pada peraturan hukum mengenai pembagian 
kekuasaan mengadili diantara pengadilan-pengadilan negeri, dimana para 
pihak dapat memilih domisili dari suatu pengadilan negeri tertentu untuk 
menangani sengketa yang terjadi diantara para pihak disebut kompetensi 
relatif.
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Kewenangan absolut ini dialur dalam ketentuan Pasal 133 dan Pasal 134 
HIR, yaitu:

Pasal 133 HIR

“Jika tergugat dipanggil menghadap pengadilan negeri sedang ia menurut aturan 
pasal 118 tidak usah menghadap hakim maka ia dapat meminta pada hakim, jika 
hal ini dimajukan sebelum sidang pertama, supaya hakim menyatakan bahwa ia 
tidak berkuasa: surat gugat itu tidak akan diperhatikan lagi, jika tergugat telah 
melahirkan sesuatu perlawanan lain.”

Pasal 134

“Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan 
negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta 
supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib pula 
mengakuinya karena jabatannya”.

Di dalam UU Arbitrase juga mengatur tentang yurisdiksi atau kewenangan 

menyelesaikan sengketa bisnis yang diatur dalam Pasal 2, 3, dan 11 UU Arbitrase. 

Sengketa bisnis yang dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah apabila telah 

diperjanjikan terlebih dahulu secara tegas bahwa sengketa yang akan mungkin 

timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan melalui arbitrase, dan 

bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa bisnis 

para pihak yang telah mencantumkan klausula arbitrase di dalam kontrak bisnis 

mereka.

Mengenai kompetensi absolut arbitrase diatur dalam Pasal 2 UU Arbitrase 

yang menyatakan bahwa undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau 

beda pendapat antara para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah 

mengadakan peijanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa sengketa 

atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum 

tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif 

penyelesaian sengketa, dan Pasal 3 UU Arbitrase yang menyatakan bahwa 

Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang
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telah terikat dalam perjanjian arbitrase, serta dalam Pasal 11 Undang-Undang 
Arbitrase yang menyatakan bahwa :

1) Adanya perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk 
mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat 
dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.

2) Pengadilan negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam 
penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kccuali 
dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan undang-undang ini.

Berdasarkan ketiga pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa 

kompetensi absolut arbitrase ada atau lahir, ditentukan dengan adanya klausula 

arbitrase. Hal ini senada dengan pendapat Setiawan238 yang menyatakan bahwa 

klausula arbitrase adalah alas hak, dasar hukum di atas para arbiter duduk dan 

punya kewenangan, maka dengan adanya klausul arbitrase para arbiter memiliki 

kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa yang sebenarnya menjadi 

kewenangan pengadilan, tapi karena adanya klausul arbitrase lalu menjadi 

kewenangan arbitrase.

Hal ini berarti apabila suatu sengketa bisnis yang timbul dari kontrak yang 

mencantumkan klausula arbitrase maka, proses penyelesaiannya akan ditarik 

keluar dari yurisdiksi hakim pengadilan negeri. Selanjutnya kasus tersebut akan 

menjadi kompetensi forum arbitrase yang telah dipilih oleh para pihak di dalam 

kontrak bisnis yang bersangkutan. Akan tetapi keadaan tidak berwenangnya 

hakim pengadilan negeri untuk memeriksa sengketa dari suatu kontrak yang 

mencantumkan klausula pilihan forum ke arah forum arbitrase misalnya, itu tidak 

mutlak sama sekali. Artinya pada suatu ketika hakim pengadilan negeri akan 

dapat kembali berwenang atau berkompeten untuk memeriksa sengketa yang 

diajukan kepadanya, dalam hal-hal sebagai berikut:

1) Apabila para pihak secara tegas mencabut klausula arbitrase tersebut; atau

238 R. Setiawan. Pokok-pokok Hukum Perikatan. (Bandung : Putra A Bardin, 1979), hlm. 
77. “Klausula arbitrase atau arbitration clause adalah alas hak, dasar hukum di atas mana para 
arbiter duduk dan punya kewenangan”.
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telah terikat dalam perjanjian arbitrase, serta dalam Pasal 11 Undang-Undang 
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arbitrase. Hal ini senada dengan pendapat Setiawan238 yang menyatakan bahwa 

klausula arbitrase adalah alas hak, dasar hukum di atas para arbiter duduk dan 

punya kewenangan, maka dengan adanya klausul arbitrase para arbiter memiliki 

kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa yang sebenarnya menjadi 

kewenangan pengadilan, tapi karena adanya klausul arbitrase lalu menjadi 

kewenangan arbitrase.

Hal ini berarti apabila suatu sengketa bisnis yang timbul dari kontrak yang 

mencantumkan klausula arbitrase maka, proses penyelesaiannya akan ditarik 

keluar dari yurisdiksi hakim pengadilan negeri. Selanjutnya kasus tersebut akan 

menjadi kompetensi forum arbitrase yang telah dipilih oleh para pihak di dalam 

kontrak bisnis yang bersangkutan. Akan tetapi keadaan tidak berwenangnya 

hakim pengadilan negeri untuk memeriksa sengketa dari suatu kontrak yang 

mencantumkan klausula pilihan forum ke arah forum arbitrase misalnya, itu tidak 

mutlak sama sekali. Artinya pada suatu ketika hakim pengadilan negeri akan 

dapat kembali berwenang atau berkompeten untuk memeriksa sengketa yang 

diajukan kepadanya, dalam hal-hal sebagai berikut:

1) Apabila para pihak secara tegas mencabut klausula arbitrase tersebut; atau

238 R. Setiawan. Pokok-pokok Hukum Perikatan. (Bandung : Putra A Bardin, 1979), him. 
77. “Klausula arbitrase atau arbitration clause adalah alas hak, dasar hukum di atas mana para 
arbiter duduk dan punya kewenangan”.
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2) Apabila sengketa yang timbul itu nyata-nyata di luar substansi kontrak. 

Sedangkan apabila sengketa yang timbul itu sehubungan dengan 

pelaksanaan kontrak, maka forum arbitrase tetap akan memiliki 

kewenangan untuk memeriksa sengketa tersebut.239

Arbitrase memiliki kewenangan absolut dalam penyelesaian perselisihan, 

kewenangan tersebut baru dapat disingkirkan oleh pengadilan dalam hal:

1. Perjanjian arbitrase yang dibuat para pihak “batal demi hukum” atau “m/// and
voicT.

2. Atau perjanjian itu sendiri tidak mungkin dilakukan atau “inoperative 
incapable ofbeing performe<T\2A0

Hukum Acara Perdata Indonesia menetapkan bahwa, dalam hal-hal teijadi 

perselisihan mengenai kewenangan mengadili atas suatu sengketa yang karena 

sesuatu sebab menjadi tidak masuk kewenangan pengadilan negeri, maka 

pengadilan harus tunduk pada ketentuan Pasal 134 HIR241 (het Herziene 

Indonesisch Reglement). Oleh karena itu, hakim harus menyatakan dirinya tidak 

berwenang untuk mengadili. Hal ini berarti, bahwa hakim karena jabatannya (ex 

officio) dapat menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa sengketa 

yang diajukan, dan tidak tergantung pada ada atau tidaknya eksepsi dari 

tergugat tentang ketidakwenangan itu. Setiap saat selama persidangan berlangsung 

dapat diajukan tangkisan bahwa hakim tidak wenang memeriksa perkara 

tersebut.242

239 Eman Suparman, “Perkembangan Doktrin Penyelesaian Sengketa di Indonesia” 
(makalah disajikan pada Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Juni 2006), hlm. 9-10.

240 Harahap, op. cit> hlm. 52.

241 Pasal 134 HIR menyatakan: “Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk 
kekuasaan pengadilan negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat 
diminta, supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib pula mengakuinya 
karena jabatannya”.

242 Lihat Pasal 134 HIR, Pasal 160 Rbg, Pasal 132 Rv
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Seringkali di dalam praktik ditemukan bahwa para pihak, walaupun 

mereka telah memuat klausul arbitrase dalam perjanjian bisnisnya, mereka tetap 

saja mengajukan perkaranya ke lembaga peradilan. Anehnya, meskipun telah 

terdapat klausul arbitrase di dalam perjanjian, masih ada pengadilan negeri yang 

menerima gugatan perkara tersebut. Padahal, dalam Pasal 11 ayat (2) disebutkan 

bahwa: “Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di 

dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, 

kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini”.

Menyangkut permasalahan di atas, Mahkamah Agung menyatakan 

sikapnya bahwa: pada dasarnya yang dianut MA adalah prinsip pada suni 

servanda. Artinya, klausula arbitrase mengikat secara mutlak terhadap para pihak 

yang membuatnya. Oleh sebab itu, klausula arbitrase langsung melahirkan 

kompetensi absolut bagi forum arbitrase bersangkutan sebagaimana telah dipilih 

oleh para pihak. Sikap Mahkamah Agung semacam itu dinyatakan pada saat 

memeriksa dan memutus permohonan kasasi dari sengketa kontrak bisnis yang 

gugatannya diajukan para pihak melalui Pengadilan Negeri, sedangkan kontrak 

bersangkutan mencantumkan klausula arbitrase.243

Mengenai masalah klausula arbitrase berkenaan dengan kompetensi 

absolut, Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi telah membatalkan putusan 

judex faeti yang telah mengabulkan gugatan penggugat, sedangkan kontrak para 

pihak mencantumkan klausula arbitrase. Bahwa mengacu pada Pasal 3 UU 

Arbitrase, yang isinya sebagai berikut:

"Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang 
telah terikat dalam peijanjian arbitrase".

Hal ini dapat dilihat berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 113 

K/Sip/ 1980, tanggal 18 Desember 1980 jo. putusan Mahkamah Agung RI No.

243 Bandingkan pula Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara PT Arpeni Pratama Ocean 
Line vs. PT Shorea Mas, No.3179 K/Pdt./1984 tgl. 4 Mei 1988; dalam Yurisprudensi Indonesia 3, 
Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1990, him. 103. Putusan-putusan tersebut mengenai ketidak- 
wenangan pengadilan dalam hal adanya klausula arbitrase.
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225 K/Sip/1976, tanggal 11 Agustus 1983 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 

794 K/Sip/1982, tanggal 27 Januari 1983 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 

3992 K/Pdt/1985, tanggal 12 April 1988, jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 

3954 K/Pdt/1989, tanggal 11 Oktober 1983, jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 

455 K/Sip/1982, tanggal Januari 1983, yang mana putusan-putusan tersebut telah 

menjadi Yurisprudensi tetap yang berlaku di peradilan Indonesia, menyatakan 

"bahwa adanya klausula arbitrase dalam suatu perjanjian yang dibuat para pihak 

yang bersengketa, mewajibkan Pengadilan Negeri untuk menyatakan dirinya tidak 

berwenang memeriksa perkara tersebut1'.244

Hal yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa klausul arbitrase 

melahirkan yurisdiksi arbitrase, artinya klausul tersebut memberi kewenangan 

kepada arbitrator untuk menyelesaikan sengketa. Apabila pengadilan menerima 

suatu sengketa yang di dalam kontraknya terdapat klausul arbitrase, pengadilan 

harus menolak untuk menangani sengketa tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata: “Untuk sahnya 

perjanjian-perjanjian diperlukan empat syarat:

1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3) Suatu hal tertentu;
4) Suatu sebab yang halal” .245

Kelengkapan unsur-unsur dari syarat-syarat sahnya perjanjian seperti disebutkan 

di atas, merupakan hal yang mutlak yang apabila tidak dipenuhinya salah satu dari 

unsur-unsur tersebut, maka perjanjian tersebut akan diancam kebatalannya baik 

batal demi hukum ataupun dapat dimintakan pembatalannya.

Apabila kita melihat kewenangan hakim di dalam memeriksa suatu 

kontrak yang di dalamnya terdapat klausula arbitrase terkait dengan asas

244 Sutan Remy Sjahdeni, “Penyelesaian Sengketa Perbankan Melalui Arbitrase”, Buletin 
Triwulan - Bani Quarterly Newsletter No. 6(2009), him. 15-16.

245Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)> 
Diteijemahkan Oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992), him. 283.
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kebebasan berkontrak, maka berdasarkan alas asas kebebasan berkontrak, para 
pihak yang membuat klausul perjanjian bebas untuk menentukan apa yang mereka 

kehendaki sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 

1320 KUH Perdata, lermasuk kebebasan untuk menentukan tempat pilihan 

penyelesaian sengketa dengan akta arbitrase.

Dari ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata tersebut, maka dapat disimpulkan 

bahwa berdasarkan atas Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 11 UU Arbitrase, adanya suatu 

klausul arbitrase menentukan kompetensi absolut arbitrase, sehingga mengikat 

para pihak dalam perjanjian yang mereka buat untuk menentukan tempat pilihan 

penyelesaian sengketa, yaitu apabila terjadi sengketa pada pelaksanaan perjanjian 

di kemudian hari maka yang berwenang atau yang berkompeten adalah lembaga 

arbitrase. Hal ini juga sesuai dengan asas paeta sunt servanda yang secara positif 

telah dituangkan dalam Pasal 1338 KUH Perdata ayat (1): “Semua perjanjian yang 

dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang 

membuatnya”.

Bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH 

Perdata ayat (1) yang memuat asas paeta sunt servanda, maka hakim Pengadilan 

Negeri dapat menyatakan dirinya tidak berwenang karena jabatannya (ex officio) 
untuk mengadili sengketa yang di dalamnya mengandung adanya klausula 

arbitrase, kecuali kedua belah pihak secara tegas mencabut klausula arbitrase 

tersebut. Dengan demikian jelaslah bahwa apabila terdapat suatu klausula 

arbitrase dalam suatu perjanjian atau kontrak bisnis dan dikemudian hari jika 

timbul perselisihan dalam perjanjian tersebut, maka haruslah diselesaikan oleh 

Majelis Arbitrase.

Dalam kasus permohonan pembatalan putusan Badan Arbitrase Nasional 

Indonesia antara PT. COMARINDO EXPRES TAMA TOUR &TRAVEL 

(Pemohon) melawan YEMEN AIRWAYS (YEMENIA) (Termohon), Putusan 

MA No. 03/Arb.Btl/ 2005, klausula arbitrase yang digunakan dalam peijanjian 

Appointment o f General Sales Agent (Passengers) pada tanggal 29 Oktober 2001
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dan Appointment o f General Sales Agent (Cargo) pada tanggal 5 November 2002, 

yaitu:
“Arbitration

This Agreement shall in all respects be interpreted in accordance with the 
Laws o f the Republic o f Yemen”.

Terjemahan bebas penulis:

Arbitrase

'‘Perjanjian ini dalam segala hal ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik 
Yaman.”

Berdasarkan klausula arbitrase yang terdapat dalam perjanjian yang dibuat 

oleh para pihak dalam kasus sengketa PT. COMARINDO EXPRES TAMA 

TOUR &TRAVEL (Pemohon) melawan YEMEN AIRWAYS (YEMENIA) 

(Termohon) (Putusan MA No. 03/ Arb.Btl/ 2005), menurut penulis tidak 

memenuhi syarat sahnya akta arbitrase, karena klausula arbitrase disini tidak jelas 

atau tegas menyebutkan bahwa perjanjian Appointment of General Sales Agent 

(Passengers) dan Appointment o f General Sales Agent (Cargo) apabila teijadi 

sengketa akan diselesaikan melalui forum arbitarse. Melainkan hanya terdapat 

tulisan Arbitration, kecuali para pihak yang membuat perjanjian tersebut sepakat 

mengartikan bahwa Arbitration adalah cara penyelesaian • sengketa perdata 

melalui Arbitrase di luar peradilan umum dengan begitu dapat diartikan bahwa 

cara penyelesaian sengketa yang timbul dari GSA Passengers dan GSA Cargo, 

diselesaikan melalui Arbitrase.

Apabila para pihak sepakat bahwa terdapat klasul arbitarse dalam 

perjanjian GSA Passengers dan GSA Cargoy maka hal ini telah sesuai dengan 

asas pacta sunt servanda, yaitu suatu perjanjian berlaku sebagai undang-undang 

bagi para pihak yang membuatnya dan tidak melanggar syarat sah perjanjian 

seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Sebagai konsekuensi asas 

pacta sunt servanda maka hakim maupun pihak ketiga tidak boleh mencampuri isi 

perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut.
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Dalam kasus sengketa pembatalan putusan Badan Arbitrase Nasional 

Indonesia antara PERUSAHAAN UMUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK 

INDONESIA (PERURI) (Pemohon I) melawan PT. PURA BARUTAMA 

(Pemohon II/ Termohon), Putusan MA No. 1/ Banding/ Wasit/ 2003, terdapat 

klausul arbitrase seperti yang tertulis dalam perjanjian kerja SP-35 dalam pasal 22 

ayat(l), yaitu:

1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran dan atau 

pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari peijanjian ini dan atau hal-hal 

lainnya, maka pihak kesatu (PERUM PERURI) dan Pihak Kedua 

(Pemohon) telah sepakat dan berjanji untuk terlebih dahulu menyelesaikan 

secara musyawarah untuk mencapai mufakat;

2) Bilamana cara musyawarah tersebut ayat (1) pasal ini tidak dicapai kata 

sepakat dalam penyelesaian perselisihan, maka pihak kesatu dan pihak 

kedua sepakat dan berjanji untuk menyelesaikan seluruh sengketa yang 

timbul dari perjanjian ini kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia 

(BANI) untuk diselesaikan pada tingkat pertama dan terakhir menurut 

peraturan dan prosedur BANI, dst.

Berdasarkan akta arbitrase yang terdapat dalam perjanjian yang dibuat 

oleh para pihak dalam kasus sengketa antara PERUSAHAAN UMUM 

PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA (PERURI) (Pemohon I) 

melawan PT. PURA BARUTAMA (Pemohon II/ Termohon), sudah memenuhi 

syarat sahnya akta arbitrase, karena merupakan kesepakatan para pihak yang 

dituangkan dalam suatu perjanjian, jadi menurut penulis telah sesuai dengan asas 

paeta sunt servanda„ yaitu suatu perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi 

para pihak yang membuatnya dan tidak melanggar syarat sah peijanjian seperti 

yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Sebagai konsekuensi asas paeta sunt 

servanda maka hakim maupun pihak ketiga tidak boleh mencampuri isi perjanjian 

yang dibuat oleh para pihak tersebut.
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Dalam kasus pembatalan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia 

antara PT. SAC NUSANTARA (Pemohon) dan JACOB HENDRAWAN dan PT. 

UNICOMINDO PERDANA (Termohon), Putusan MA No. 01/ Banding/ Wasit/ 

2002, dimana perkara ini berawal dari bisnis bersama antara Jacob dan Rudy, 

yang juga mertua Jacob, yaitu perjanjian pemborongan bangunan pada tahun 

1989, mereka pernah mendirikan PT SAC NUSANTARA untuk menggarap tiga 

proyek di Surabaya, Jawa Timur, yakni pantai timur Surabaya, pembangunan 

Surabaya Sport Center, dan pembakaran sampah. Dimana dalam persetujuan 

yang dibuat pada tanggal 15 Mei 1996 terdapat klasula arbitrase, yang 

menyatakan sebagai berikut:

“............ . maka khusus tentang perhitungan tersebut, akan diserahkan kepada satu
Majelis Arbitrase yang terdiri dari:

a. Dua anggota yang ditunjukan pihak pertama/ Rudy Max Gustav Schulz;

b. Dua anggota yang ditunjukan pihak kedua/ Pemohon/ Jacob Hendrawan;

c. Kemudian ke empat anggota tersebut akan menunjukkan satu orang yang 

bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase”.

Berdasarkan klausul arbitrase yang terdapat dalam peijanjian yang dibuat 

oleh para pihak dalam kasus sengketa wanprestasi antara PT. SAC 

NUSANTARA (Pemohon) dan JACOB HENDRAWAN dan PT. UNICOMINDO 

PERDANA (Termohon) sudah memenuhi syarat sahnya klasul arbitrase, karena 

merupakan kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam suatu peijanjian, jadi 

menurut peneliti telah sesuai dengan asas pacta sunt servanda, yaitu suatu 

peijanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya dan 

tidak melanggar syarat sah perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUH 

Perdata. Sebagai konsekuensi asas pacta sunt servanda maka hakim maupun 

pihak ketiga tidak boleh mencampuri isi peijanjian yang dibuat oleh para pihak 

tersebut.
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4.2 Upaya Hukum Pengajuan Pembatalan Putusan Arbitrase Yang Sudah 

Diputus Oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia

Dalam banyak perjanjian perdata, klausula arbitrase banyak digunakan 

sebagai pilihan penyelesaian sengketa. Pendapat hukum yang diberikan lembaga 

arbitrase bersifat mengikat (binding) oleh karena pendapat yang diberikan tersebut 

akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian pokok (yang 

dimintakan pendapatnya pada lembaga arbitrase tersebut). Setiap pendapat yang 

berlawanan terhadap pendapat hukum yang diberikan tersebut berarti pelanggaran 

terhadap perjanjian (breach o f contract - wanprestasi). Oleh karena itu tidak dapat 

dilakukan perlawanan dalam bentuk upaya hukum apapun.246

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 (UU Arbitrase) secara tegas 

mengatakan bahwa putusan Majelis Arbitrase bersifat final, dan mempunyai 

kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak {final and binding), dengan 

demikian tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Sesuai 

dengan yang dinyatakan dalam Pasal 60 UU Arbitrase:

“Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan 
mengikat para pihak” .

Namun meskipun demikian, masih ada upaya hukum yang dapat dilakukan 

oleh para pihak yang berselisih, yaitu melalui upaya permohonan pembatalan 

terhadap putusan arbitrase tersebut.

Mahkamah Agung menyatakan sikapnya bahwa: pada dasarnya yang 

dianut MA adalah prinsip paeta sunt servanda. Artinya, klausula arbitrase 

mengikat secara mutlak terhadap para pihak yang membuatnya. Oleh sebab itu, 

klausula arbitrase langsung melahirkan kompetensi absolut bagi forum 

arbitrase bersangkutan sebagaimana telah dipilih oleh para pihak. Sikap

246 Budhy Budiman, “Mencari Model Ideal penyelesaian Sengketa, Kajian Terhadap 
praktik Peradilan Perdata Dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999” http://www.uika- 
bogor.ac.id/iur05.htm. diunduh 7 Agustus 2009.
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Mahkamah Agung scmacam itu dinyalakan pada saat memeriksa dan memutus 

permohonan kasasi dari sengketa kontrak yang gugatannya diajukan melalui 

pengadilan negeri sedangkan kontrak bersangkutan mencantumkan klausula 

arbitrase.2*7

Meskipun pada akhirnya Mahkamah Agung menolak untuk memberikan 

putusan dan menghormati putusan lembaga arbitrase, namun hal ini malah 

menyebabkan penyelesaian sengketa menjadi berlarut-larut, karena Ketua 

Pengadilan Negeri yang seharusnya memberikan penetapan eksekusi atas putusan 

lembaga arbitrase nasional akan menunggu sampai adanya putusan pengadilan 

umum yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Pada intinya terhadap perkara yang sudah memiliki klausul arbitrase tidak 

bisa diajukan ke pengadilan negeri, dan untuk perkara yang sudah dijatuhkan 

putusan arbitrasenya tidak bisa diajukan lagi ke pengadilan, kecuali apabila ada 

perbuatan melawan hukum, sehingga pihak yang dirugikan bisa menggugat ke 

pengadilan negeri atas dasar perbuatan melawan hukum dalam hal pengambilan 

putusan arbitrase yang tidak berdasar itikad baik.

Pembatalan putusan arbitrase ini hanya dapat dilakukan jika terdapat hal- 

hal yang bersifat luar biasa. Pasal 70 UU Arbitrase No. 30 Tahun 1999 

menentukan bahwa terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan 

permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur- 

unsur sebagai berikut:

a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan
dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;

b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang
disembunyikan oleh pihak lawan; atau

c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak
dalam pemeriksaan sengketa.

247 Yurisprudensi Indonesia 3f (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1990), hlm. 103.

Universitas Indonesia

Pembatalan putusan..., Nanin Koeswidi Astuti, FH UI, 2010



130

Berdasarkan Penjelasan Pasal Pasal 72 ayat (2) UU Arbitrase, upaya 

banding hanya dapat dilakukan bilamana pembatalan putusan arbitrase 

dikabulkan. Penjelasan atas bunyi Pasal 72 ayat (2) UU Arbitrase tidak 

mengandung arti ganda atau lebih, sehingga telah memberikan kepastian hukum 

tetapi demi efisiensi biaya dan waktu, penegasan tersebut akan memudahkan 

Mahkamah Agung mengambil sikap dan menghindarkan memproses 

permohonan banding atas permohonan pembatalan putusan Majelis Arbitrase 

yang telah ditolak Pengadilan Negeri.248

Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri tersebut, maka dapat diajukan 

upaya hukum terhadap putusan pembatalan yaitu permohonan banding (kasasi) ke 

Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir, hal ini 

dapat dilihat dalam Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Arbitrase:

“Terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan permohonan banding ke 
Mahkamah Agung yang memutuskan dalam tingkat pertama dan terakhir”.”

Sebagai bahan pembanding, penulis mengetengahkan kasus yang sudah 

pernah teijadi dan yang sudah diputus oleh Pengadilan Negeri dan Mahkamah 

Agung Republik Indonesia mengenai pembatalan putusan Badan Arbitrase 

Nasional Indonesia.

Dalam kasus, PT. COMARINDO EXPRES TAMA TOUR &TRAVEL 

(Pemohon) melawan YEMEN AIRWAYS (YEMENIA) (Termohon), Putusan 

MA No. 03/Arb.Btl/ 2005, Termohon menganggap bahwa putusan arbitrase yang 

diputuskan oleh BANI Surabaya tanggal 19 Agustus 2004, No.l5/ARB/BANI 

JATIM/III/2004 adalah cacat hukum oleh karena tidak didasarkan oleh Undang- 

Undang Arbitrase dalam Pasal 1 butir (1):

248 Junaedy Ganie, “Menghindarkan Penundaan Eksekusi Melalui Upaya Pembatalan 
Putusan Tanpa Alasan Yang Sah-Kasus Di Bidang Asuransi”, Bani Quarterly Newsletter No. 5 (26 
Desember 2008), him. 23.
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“Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan 
umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh 
para pihak yang bersengketa”.

Kemudian di dalam Pasal 9(1) disebutkan bahwa :

“Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah 
sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu 
perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak”.

Berdasarkan Pasal tersebut di atas YEMEN AIRWAYS mengajukan 

permohonan pembatalan putusan BANI Perwakilan Surabaya Nomor: 

15/ARB/BANI JATIM/II1/2004, kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan 

juga mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Surabaya daftar perkara no: 

577/Pdt.G/2004/PN.Sby. Dengan alasan-alasan sebagai berikut, Pemohon 

Banding telah mengirimkan surat-surat kepada BANI Surabaya Ref. No : 

BDR/V1/2004/048 tanggal 23 Juni 2004, Réf. No : BDR/VII/2004/054 tanggal 15 

Juli 2004 dan Réf. No : BDR/VII/2004/061 tanggal 26 Juni 2004, ketiganya 

perihal penolakan penggunaan lembaga arbitrase dalam penyelesaian sengketa 

antara YEMEN AIRWAYS (Pemohon) dengan PT. COMARINDO EXPRES 

TAMA TOUR &TRAVEL (Termohon), akan tetapi Termohon maupun BANI 

Surabaya tetap menjalankan proses persidangan bahkan kemudian BANI 

Surabaya memberitahukan kepada Pemohon berdasarkan keputusan No : 

37/SK/BANI SBY/VII/2004 tentang perubahan susunan majelis arbiter.

Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2004, BANI Surabaya telah

mengeluarkan putusan No. 15/ARB/BANI JATIM/III/2004, yang isi putusannya

mengabulkan seluruh permohonan dari PT. COMARINDO EXPRES TAMA

TOUR &TRAVEL (Termohon/ Pemohon Arbitrase) dan juga sampai tanggal

permohonan pembatalan putusan arbitrase ini Pemohon ajukan kepada Pengadilan

Negeri Jakarta Selatan, Pemohon sama sekali tidak pernah menerima putusan

BANI Surabaya, dengan tetap dijalankannya atau dengan kata lain "dipaksakan"

persidangan oleh BANI Surabaya sampai terjadinya suatu putusan arbitrase yang

sudah jelas dan nyata sama sekali tidak ada kewenangan dan yurisdiksi dalam
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menyelesaikan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terlihat adanya 

suatu tipu muslihat yang sengaja dilakukan oleh Termohon yaitu dengan memakai 

berbagai cara dan alasan untuk tercapainya suatu putusan yang dimintakan oleh 

Termohon (Pemohon arbitrase) kepada BANI Surabaya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut YEMEN AIRWAYS (Pemohon), 

mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang pada 

intinya adalah menerima permohonan Pemohon untuk seluruhnya, membatalkan 

putusan arbitrase No.l5/ARB/BANI JATIM/ III/ 2004 tanggal 19 Agustus 2004 

yang dikeluarkan oleh BANI Perwakilan Surabaya, serta menghukum Termohon 

untuk membayar biaya perkara.

Terhadap permohonan tersebut PT. COMARINDO EXPRES TAMA 

TOUR &TRAVEL mengajukan eksepsi, atas dalil-dalil, yaitu:

Mengenai kewenangan relatif, bahwa permohonan Pemohon (YEMEN 

AIRWAYS) adalah tentang pembatalan putusan Badan Arbitrase Nasional 

Indonesia (BANI) Perwakilan Surabaya tanggal 19 Agustus 2004 Nomor : 

15/ARB/BANI JATIM/11I/2004, dengan demikian seharusnya permohonan 

Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Surabaya sebab baik putusan yang 

dimohonkan pembatalannya maupun Termohon (PT. COMARINDO EXPRES 

TAMA TOUR & TRAVEL), sebagai pihak dalam perkara a quo berkedudukan 

hukum/berdomisili di wilayah Pengadilan Negeri Surabaya, karenanya 

berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR dan Pasal 1 ayat (4) Undang- 

Undang Arbitrase menyebutkan dengan tegas dan jelas:

"Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi 
tempat tinggal termohon”.

Permohonan Pemohon kurang pihak, seharusnya BANI Perwakilan 

Surabaya digugat dan dijadikan pihak dalam perkara a quo, untuk diberikan 

kesempatan menggunakan haknya menanggapi dalil-dalil Pemohon sebab putusan 

perkara Nomor : 15/ARB/BANI JATIM/III/2004 diterbitkan oleh BANI
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Perwakilan Surabaya, dengan tidak dimasukkannya atau tidak dijadikannya BANI 

Perwakilan Surabaya sebagai pihak dalam perkara ini, maka permohonan 

Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena kurang pihak.

Permohonan Pemohon diajukan bertentangan dengan persyaratan yang 

ditentukan dalam Pasal 70 UU Arbitrase, bahwa upaya hukum untuk melawan 

putusan arbitrase menurut UU Arbitrase hanya boleh melalui dan dengan tata 

cara serta alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 70. Bahwa alasan adanya 

tipu muslihat sebagaimana dalil Pemohon dalam permohonannya tersebut adalah 

jelas tidak berdasarkan hukum, oleh karena Pemohon di dalam positanya sama 

sekali tidak menjelaskan tindakan Termohon yang mana yang dinyatakan telah 

melakukan tipu muslihat, sebab alasan adanya tipu muslihat tidak boleh hanya 

didalilkan tetapi harus dibuktikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

berkekuatan hukum tetap (Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase).

Sangat mustahil YEMEN AIRWAYS (Pemohon) dapat mengajukan 

permohonan pembatalan putusan BANI perwakilan Surabaya sebagaimana dalam 

perkara ini, sedangkan Pemohon mengakui tidak pemah mendapatkan salinan 
putusan BANI Perwakilan Surabaya tanggal 19 Agustus 2004 Nomor : 

15/ARB/BANI JATIM/III/2004.

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang 

menyatakan bahwa BANI Perwakilan Surabaya tidak berwenang memeriksa 

sengketa atas alasan dalam perjanjian, karena tidak terdapat klausula arbitrase, 

seperti yang dinyatakan pada halaman 17 putusan Pengadilan Negeri Jakarta 

Selatan tersebut terdapat pertimbangan yang menyimpulkan: bahwa peijanjian 

GSA Passengers maupun GSA Cargo, tidak mencantumkan klausula Arbitrase. 

"Menurut pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 

perkataan Arbiiration yang tercantum sebagai Judul Pasat 23 GSA Passengers 

dan Pasal 24 GSA Cargo :

bukan kesepakatan penyelesaian sengketa yang timbul melalui Arbitrase;
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tetapi kesepakatan mengenai pilihan hukum yaitu hukum Republik

Yaman.

Terhadap eksepsi PT. COMARINDO EXPRES TAMA TOUR & 

TRAVEL (Termohon), Pengadilan Negeri Jakarta Selaian telah memberikan 

putusan sela No: 254/Pdt.P/2004/ PN.Jak.Sel. tanggal 21 Desember 2004 yang 

amarnya sebagai berikut, yaitu : menolak Eksepsi Termohon, menyatakan 

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara 

permohonan No: 254/Pdt.P/2004/ PN.Jak.Sel., memerintahkan kedua belah pihak 

untuk melanjutkan perkara dan menangguhkan biaya perkara hingga putusan 
akhir.

Sedangkan terhadap permohonan Pemohon tersebut Pengadilan Negeri 

Jakarta Selatan telah memberikan putusan, yaitu putusan No: 

254/Pdt.P/2004/PN.Jak.Sel. tanggal 6 Januari 2005 yang yang pada intinya adalah 

menolak eksepsi Termohon, mengabulkan permohonan Pemohon, membatalkan 

putusan arbitrase No.l5/ARB/BANl JATIM/IU/2004, tanggal 19 Agustus 2004, 

yang dikeluarkan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan 

Surabaya dan menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 

194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Sesudah putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk 

umum dengan dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara pada tanggal 6 

Januari 2005, kemudian oleh Termohon dengan perantaraan kuasanya, 

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Januari 2005 diajukan banding secara 

lisan pada tanggal 19 Januari 2005 sebagaimana ternyata dari akte permohonan 

banding Nomor : 254/Pdt.P/2004/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Wakil Panitera 

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan mana kemudian disusul dengan 

memori banding yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan 

Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Januari 2005.
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Terhadap permohonan banding permohonan pembatalan putusan arbitrase 

Pertimbangan Mahkamah Agung Republik Indonesia, meberikan keputusan 

dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka 

M ahkam ah Agung memberikan keputusan yang pada intinya adalah:

Mengenai kewenangan relatif, alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh 

karena judex faeti tidak salah menerapkan hukum, mengenai penolakan eksepsi 

yan g  mengandung cacat Onvoldoende Gemotiveerd, alasan tersebut juga tidak 

dap a t dibenarkan, oleh karena judex faeti tidak salah menerapkan hukum, 

sedangkan mengenai Hakim PN Jakarta Selatan yang menyatakan BANI 

Perw akilan Surabaya tidak berwenang memeriksa sengketa atas alasan dalam 

perjanjian  tidak terdapat klausula arbitrase, dan juga salah menerapkan ketentuan 

Pasal 1345 KUHPerdata karena telah menafsirkan isi yang terdapat di bawah 

ju d u l arbitration itu kearah yang tidak selaras dengan sifat persetujuan, dan bahwa 

M ajelis Hakim PN Jakarta Selatan telah salah menerapkan hukum yang 

m engatakan klausula Pasal 23 GSA Passengers dan Pasal 24 GSA Cargo tidak 

m enyebut BANI serta rules & procedur BANI sebagai bentuk dan tata cara 

penyelesaian sengketa. Mahkamah Agung menganggap bahwa keberatan- 

keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex faeti tidak salah 

m enerapkan hukum.

Terlepas dari pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Mahkamah 

A gung amar putusan Pengadilan Negeri kurang lengkap sehingga harus diperbaiki 

dengan  pertimbangan berikut, yaitu menimbang, bahwa dasar permohonan 

pem batalan putusan arbitrase yang diajukan oleh Pemohon adalah bahwa BANI 

Perwakilan Surabaya tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus 

sengketa antara Pemohon dengan Termohon, dimana Termohon adalah Pemohon 

A rbitrase dalam perkara Nomor : 15/ARB/BANI JATIM/III/2004 karena dalam 

perjanjian antara Pemohon dan Termohon yang menjadi dasar sengketa
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(Appointmenl o f General Sal c s Ageni (Passengers) tanggal 29 Oktober 2001 dan 

Appointmenl o f General Sales Agent (Cargo) tanggal 5 Nopcmber 2002) tidak 

terdapat klausul arbitrase yang secara tegas memberikan kewenangan kepada 

BANI Perwakilan Surabaya untuk memeriksa dan memutus sengketa antara 

Pemohon dan Termohon dan bahwa untuk itu Pemohon telah menyurati BANI 

Surabaya beberapa kali, namun BANI Surabaya tetap memeriksa dan memutus 

sengketa antara Pemohon dengan Termohon tersebut.

Pertama-tama Mahkamah Agung akan mempertimbangkan mengenai 

alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan oleh 

Pemohon/Termohon Arbitrase ke Pengadilan Negeri dalam penjelasan umum 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tertera bahwa “Bab VII mengatur tentang 

pembatalan putusan arbitrase. Hat ini dimungkinkan karena beberapa hal, antara 

lain :

a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan 
dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;

b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat 
menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau

c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu 
pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Menurut pertimbangan Mahkamah Agung bahwa kata “antara lain” 

tersebut memungkinkan Pemohon untuk mengajukan permohonan pembatalan 

putusan arbitrase atas alasan diluar yang tertera dalam Pasal 70 Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 1999, seperti halnya dengan alasan kompetensi absolut yang 

dikemukakan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan 

mempertimbangkan mengenai ada atau tidaknya klausula arbitrase dalam kedua 

peijanjian yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon. Bahwa baik Pasal 24 dalam 

bukti P1 (Appointment o f General Sales Agent (Passengers) tanggal 29 Oktober
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2001) maupun Pasal 23 bukti P2 (Appointment of General Sales Agent (Cargo) 

tanggal 5 Nopembcr 2002) berbunyi :

“Arbitration

T his Agreement shall in all respects be interpreted in accordance with the Laws o f  
the  Republic o f  Yemen" ;

Bahwa dari rumusan tersebut jelas terlihat bahwa penyelesaian sengketa 

yang  timbul berdasarkan perjanjian-perjanjian itu hams diselesaikan menurut 

hukum  Republik Yaman, dan karenanya BANI Perwakilan Surabaya tidak 

berw enang untuk menyelesaikan sengketa antara Pemohon dengan Termohon.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka 

perm ohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding : PT. Comarindo 

Expres Tama Tour & Travel tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar 

putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 254/Pdt.P/2004/PN.Jak.Sel. 

tanggal 6 Januari 2005 sehingga putusannya berisi : Menolak permohonan 

banding dari Pemohon Banding : PT. COMARINDO EXPRES TAMA TOUR & 

TRA V EL tersebut, serta memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta 

Selatan Nomor: 254/Pdt.P/2004/PN.Jak.Sel. tanggal 6 Januari 2005 sebagaimana 

yang  dipertimbangkan di atas.

Putusan Mahkamah Agung pada intinya adalah menolak eksepsi 

Term ohon, mengabulkan permohonan Pemohon, membatalkan putusan arbitrase 

dari BANI Perwakilan Surabaya Nomor 15/ARB/BANI JATIM/III/2004 tanggal 

19 Agustus 2004, menyatakan BANI Perwakilan Surabaya tidak berwenang untuk 

m em eriksa dan memutus sengketa antara Pemohon dan Termohon yang 

didasarkan pada Appointment o f  General Sales Agent (Passengers) tanggal 24 

O ktober 2001 dan Appointment o f General Sales Agent (Cargo) tanggal 5 

Nopem ber 2002 dan menghukum Pemohon Banding/Termohon untuk membayar 

biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini 

ditetapkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
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Dalam kasus pembatalan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia 

antara Perusahaan Umum Percatakan Uang Republik Indonesia (PERURI) 

(Pembanding 1/ Termohon) melawan PT. PURA BARUTAMA (Pembanding II/ 

Pemohon), Putusan MA No. I/BANDING/WASIT/2003. Sengketa PERURI 

dengan PT. PURA BARUTAMA berawal dari tender pengadaan kertas uang 

pecahan Rp 1.000 dan Rp 5.000 pada tahun 2000 oleh Bank Indonesia. Dalam 

pelaksanaannya, PERURI menilai kertas yang dipasok PT. PURA BARUTAMA 

selaku pemenang tender tidak memenuhi kualifikasi dan tidak layak cetak. 

Akibatnya, kontrak dengan perusahaan pemasok kertas uang tersebut dibatalkan 

dan berujung sengketa di arbitrase.

PT. PURA BARUTAMA (Permohon) adalah perusahaan pembuat kertas 

uang terikat perjanjian kerja SP-35/1/200 (Perjanjian SP-35) dengan PERURI, 

d im ana PERURI telah mengajukan sengketa tersebut di BANI terdafatar dengan 

N o. 147/IV/ARB-BANI/2001 dan telah diputuskan pada tanggal 4 Juli 2002, yang 

pada pokoknya berisi putusan bahwa Pengadilan Negeri yang ditunjuk untuk 

m elaksanakan putusan BANI tersebut adalah Pengadilan Negeri Kudus dan telah 

didaftarkan di PN Kudua pada tanggal 29 Juli 2002 di bawah 

N o. l/ARB/2002/PN.KDS. Terhadap putusan ini Permohon mengajukan 

pem batalan putusan BANI, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Berdasarkan Pasal 70 butir b UU Arbitrase, bahwa PERURI tidak 

m em punyai Surat Kuasa Khusus dari Bank Indonesia untuk mengajukan perkara 

ke  lembaga penyelesaian sengketa in casu BANI, dalam perjanjian SP-35 kuasa 

hanya untuk membeli kertas uang; PERURI sengaja tidak menunjukkan dokumen 

yang  seharusnya diajukan dan putudan BANI membenarkan, dimana dalam 

persidangan PERURI mendalilkan kertas uang Pemohon tidak memenuhi standar 

spesifikasi, tapi tidak pernah menunjukkan kertas uang tersebut dan bukti 

laboratorium yang menyatakan hal itu, padahal Pasal 14 ayat (5) perjanjian SP-35, 

PERU RI diwajibkan untuk menunjukan kertas uang Pemohon yang rusak yang
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belum  dicetak untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab, namun PERURI 

hanya menunjukkan beberapa lembar uang kertas yang cacat produksi.

Bukti PERURI berupa beberapa lembar uang kertas yang cacat produksi 

dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan BANI untuk menggenalisir bahwa 

sem ua produk kertas uang adalah sub-standard dan menghilangkan bukti-bukti 

su ra t hasil laboratorium yang menyatakan bahwa kertas uang produksi Pemohon 

layak cetak. Dimana putusan BANI sudah mengakui bahwa untuk pembuktian 

spesifikasi teknis kertas uang membutuhkan pendapat ahli dari Sucofindo, namun 

ah li ini tidak datang dan Majelis Arbiter jalan terus menjalankan keputusannya. 

S alah  seorang arbiter yang diajukan PERURI yaitu Prof. Priyatna Abdurrasyid 

m em punyai kepentingan finansial dengan PERURI (Pasal 12 jo Pasal 22 UU No. 

3 0  Tahun 1999), dimana setelah putusan BANI dijatuhkan Pemohon memperoleh 

d a ta  berupa nota dinas No.01TIMTLU/III/2001 TIM TERPADU LINTAS UNIT 

U N TU K  PENANGANAN KASUS KERTAS UANG PERURI, yang 

m enerangkan salah seorang arbiter, yaitu Prof. Priyatna Abdurrasyid mempunyai 

hubungan kepentingan kerja dengan PERURI.

Alasan mengenai rangkaian tipu muslihat yang diteruskan dalam putusan

B A N I, yang pada pokoknya adalah penggunaan Rancangan Undang-Undang

K epailitan sebagai dasar pertimbangan, putusan BANI menghilangkan

pendengaran saksi-saksi disamping bukti surat, putusan BANI mengesampingkan

bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon seperti hubungan keija antara PERURI

d an  Bank Indonesia, kualitas kertas uang, keterlambatan pengiriman, bukti surat

ten tang  keterlambatan desain gambar uang kertas dan perintash produksi masai

d ari PERURI kepada Pemohon yang mengakibatkah produksi kertas tidak dapat

dilakukan dan jadwal pengiriman tidak dapat dipenuhi, bukti keterlambatan

pem bayaran PERURI pada pengiriman kertas uang U 2000, sehingga pengiriman

m enjadi terhambat, mengenai Bank Garansi dimana permohonan perpanjangan

kepada Bank yang bersangkutan tidak dapat terealisasi karena membutuhkan

addendum  perjanjian yang tidak pernah ditanggapi PERURI, mengenai
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wanpreslasi PERURI terhadap pembayaran kertas uang yang belum terbayar U- 

2000 dan S-2000 dan juga mengenai rekayasa operator dalam proses cetak ('IT

10, TT 31, dan 'IT 36).

Mengenai alasan klausula arbitrase dalam perjanjian SP-35 Pasal 22 ayat 

(1) belum efektif, bahwa Pemohon dalam jawaban gugatan menyatakan mufakat 

belum berakhir, dengan demikian gugatan PERURI melalui BANI adalah 

prematur, dimana dalam pertimbangan putusan BANI menolak jawaban Pemohon 

dengan mendasarkan pada kehadiran seorang arbiter yang ditunjuk Pemohon dan 

kehadiran Pemohon dalam persidangan sebagai penundukan diri sukarela. Selain 

itu putusan BANI menyatakan yang bukan pihak dalam persengketaan, yaitu para 

pihak dalam perkara No. 147/IV/ARB-BANI/200I adalah antara PERURI 

melawan PT. PURA BARUTAMA, sedangkan dalam pertimbangan putusan 

BANI bahwa Bank Indonesia ikut bersalah karena telah membatalkan tender 

pertama sehingga ikut bertanggung jawab atas kesalahan Pemohon, dengan 

demikian putusan BANI adalah tipu muslihat karena yang seharusnya yang 

mempunyai legal standing adalah Bank Indonesia dan bukan PERURI.

Mengenai alasan mengenai risiko kerugian Pemohon yang merupakan 

industri dalam negeri dan mempunyai karyawan sekitar 8000 orang dimana 

pelaksanaan putusan BANI akan menimbulkan permasalahan sosial, serta 

berdasarkan Pasal 72 ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999, maka Pemohon mohon 

supaya ditunjuk arbiter baru guna memeriksa kembali sengketa para pihak. 

Berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon mohon kepada PN. Kudus yang pada 

pokoknya adalah putusan BANI No. 147/IV/ARB-BANI/2001 ditunda 

pelaksanaannya, mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruh, putusan 

BANI No. 147/IV/ARB-BANI/2001 dibatalkan untuk seluruhnya, menunjuk 

arbiter baru untuk memeriksa sengketa perkara PERURI melawan PURA 

BARUTAMA dan menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara.
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Terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kudus telah mengambil 

putusan pada tanggal 2 Juli 2003 No. 30/PDT/P/2002/PN.KDS yang amarnya 

pada pokoknya adalah mengabulkan permohonan provisi dari Pemohon 

pembatalan yaitu Putusan BANI No. 147/IV/ARB-BAN1/2001 ditunda 

pelaksanaannya, mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian, 

menyatakan bahwa Putusan BANI No. 147/IV/ARB-BANI/2001 dibatalkan 

seluruhnya, menolak permohonan pembatalan untuk selebihnya dan menghukum 

Termohon pembatalan untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 149.000,- 

(seratus empat puluh ribu rupiah).

Setelah putusan dijatuhkan Termohon mengajukan permohonan banding 

secara lisan pada tanggal 15 Juli 2003 dan 16 Juli 2003 sebagaimana akte 

permohonan banding No. 30/Pdt.P/2002/PN.Kds yang disertai dengan memori 

banding yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal 28 Juli 2003 

dan tanggal 30 Juli 2003. Dengan keberatan-keberatan yang diajukan Pembanding 

I dalam memori bandingnya yang pada pokoknya adalah:

Majelis Hakim PN Kudus telah melalaikan ketentuan Pasal 70 UU 

Arbitrase, bahwa pemeriksaan ulang perkara No. 30/Pdt.P/2002/PN.Kds telah 

berlangsung singkat, namun bertentangan dengan Pasal 70 beserta-Penjelasannya 

dimana tipu muslihat dan adanya dokumen yang disembunyikan harus dibuktikan 

terlebih dahulu secara khusus karena masih bersifat dugaan, ternyata Majelis 

Hakim mengabaikannya dan langsung menyatakan dirinya berwenang sekaligus 

memeriksa dan memutus alasan pembatalan.

Alasan bahwa Majelis Hakim PN Kudus menggunakan keterangan saksi 

yang disampaikan dalam persidangan yang putusannya telah dinyatakan batal 

demi hukum. Dimana keterangan 8 (delapan) orang saksi pada persidangan bulan 

Agustus 2002 (Putusan No. 30/Pdt.P/2002/PN.Kds tanggal 29 Agustus 2002) 

telah dinyatakan batal demi hukum oleh Putusan MA No. 06/ Banding/ Wasit/

2002 tertanggal 26 Februari 2003 dengan alasan persidangan dilakukan tanpa
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menghadirkan dan mendengarkan kelerangan atau sanggahan Termohon 

pembatalan/ Pembanding. Bahwa Majelis Hakim PN Kudus menggunakan hal 

atau alasan di luar Pasal 70 UU Arbitrase sebagai alasan (atau salah satu alasan) 

pembatalan putusan arbitrase, seperti materi Surat Kuasa Khusus dari Bank 

Indonesia, yang memang tidak diperlukan dan tidak pernah ada sehingga tidak 

dapat dikatakan bahwa dokumen ini disembunyikan, selain itu materi ini telah 

dibahas, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Arbitrase BANI, sehingga 

melanggar kompetensi absolut arbitrase.

Mengenai alasan penggunaan laporan pemeriksaan ahli oleh Majelis 

Hakim PN Kudus, maka Majelis Hakim telah melakukan kesalahan yang sangat 

material karena telah menyimpulkan bahwa kertas uang Pemohon pembatalan/ 

Terbanding adalah layak cetak dan seolah-olah telah memenuhi spesifikasi 

perjanjian antara Termohon pembatalan/ Pembanding dan Pemohon Pembatalan/ 

Terbanding dan alat bukti yang dipakai oleh Majelis Hakim PN Kudus adalah 

tidak kuat, satu dan lain hal tidak dapat dan belum pernah dapat diperlihatkan atau 

diserahkan asli daripada bukti surat berupa dokumen Nota Dinas No. 

01/Tim/TLU/III/2001 tanggal 7 Maret 2001 kecuali hanya berupa fotocopy, 

bahwa ada hubungan kepentingan antara salah seorang arbiter BANI (Prof. 

Priyatna Abdurrasyid) dengan Termohon Pembatalan/ Pembanding. Selain itu 

penggunaan fotocopy tanpa legalisasi yang telah ditolak dalam pemeriksaan 

Majelis Arbitrase BANI, karena Priyatna Abdurrasyid tidak pernah menjadi 

konsultan Termohon Pembatalan/ Pembanding dan menyangkal keabsahan 

fotocopy Nota Dinas No. 01/Tim/TLU/III/2001 tanggal 7 Maret 2001, dan oleh 

karenanya putusan Majelis Hakim PN Kudus harus dibatalkan.

Alasan mengenai hal-hal yang diajukan Pemohon Pembatalan/ Terbanding

mengada-ada, terlalu dipaksakan untuk dikategorikan sebagai alasan permohonan

pembatalan putusan arbitrase, seperti tipu muslihat dan penyembunyian dokumen

yang diatur dalam Pasal 70 UU Arbitrase, yaitu Termohon Pembatalan/

Pembanding tidak mempunyai Surat Kuasa Khusus dari Bank Indonesia dan
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sengaja lidak menunjukkan dokumen (bukli) yang seharusnya diajukan dan 

putusan BANI membenarkannya. Yang dipaksakan dikategorikan sebagai 

dokumen yang disembunyikan Pasal 70 huruf b UU Arbitrase adalah Prof. 

Priyatna Abdurrasyid mempunyai kepentingan finansial dengan Termohon 

Pembatalan/ Pembanding, penggunaan Rancangan UU Kepailitan sebagai dasar 

pertimbangan, sedangkan yang dipaksakan sebagai tipu muslihat Pasal 70 huruf c 

UU Arbitrase adalah putusan BANI menghilangkan pendengaran saksi-saksi dan 

mengesampingkan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon Pembatalan/ 

Terbanding, klausula arbitrase dalam perjanjian SP-35 belum efektif dan bahwa 

putusan BANI menyalahkan yang bukan pihak dalam persengketaan.

Bahwa sengketa antara Pemohon Pembatalan/ Terbanding dan Termohon 

Pembatalan/ Pembanding adalah sengketa kontraktual yang timbul dari peijanjian 

SP-35 dengan pihaknya adalah Pemohon Pembatalan/ Terbanding dan Termohon 

Pembatalan/ Pembanding sendiri secara mandiri dan otonom, sedangkan Bank 

Indonesia bukan pihak. Yang disebut sebagai Surat Kuasa Khusus dari BI kepada 

Termohon Pembatalan/ Pembanding sesungguhnya tidak pernah ada (tidak eksis) 

dan tidak mungkin disembunyikan. Mengenai materi/ persoalan adanya dugaan 

hubungan/ kepentingan financial salah seorang arbiter juga telah dibahas dalam 

persidangan arbitrase di BANI. Selain itu, hak ingkar tidak dapat diajukan sebagai 

alasan pembatalan putusan arbitrase.

Pertimbangan Mahkamah Agung terhadap keberatan-keberatan banding 

dari PERURI (Pembanding I/ Termohon Pembatalan), pada pokoknya adalah 

sebagai berikut:

Pengadilan Negeri Kudus dalam mempertimbangkan alasan pertama dari 

Pasal 70 UU No. 30/1999 mengacu dan membahas “Surat Kuasa” dari Bank 

Indonesia kepada Perum PERURI, dimana pokok permasalahan perkara di BANI 

adalah PT. PURA BARUTAMA wanprestasi terhadap SP-35/I/2000, sehingga 

bahan acuan persengketaan adalah SP-35/I/2000 yang merupakan perjanjian jual
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beli independen yang mengikat dua pihak dan tidak merujuk pada perjanjian 

apapun. Jadi surat kuasa bukan merupakan surat atau dokumen sebagaimana 

dimaksud Pasal 70 UU Arbitrase yang dapat menyebabkan batalnya suatu putusan 
arbitrase.

Selain itu Pengadilan Negeri Kudus dalam mempertimbangkan alasan 

kedua dari Pasal 70 UU Arbitrase mengacu dan membahas surat-surat bukti dan 

saksi-saksi yang menunjukkan bahwa hasil laboratorium kertas uang PT. PURA 

BARUTAMA telah memenuhi standar, menurut Majelis Banding hal ini tidak 

memenuhi kategori poin kedua Pasal 70 UU Arbitrase juga telah lebih jauh 

memeriksa kembali dan menilai materi yang telah diperiksa oleh Arbitrase 

(kompetensi absolut arbitrase) disamping itu terhadap surat dari Sucofindo telah 

dibantah sendiri oleh PT. Sucofindo dengan suratnya tertanggal 18 Oktober 2002, 

perihal “Bantahan dan Penjelasan Pengumuman Masalah Sengketa Uang”. 

Pengadilan Negeri Kudus dalam mempertimbangkan alasan ketiga dari Pasal 70 

UU No. 30/1999 mengacu dan membahas bahwa salah seorang arbiter yaitu Prof. 
Priyatna Abdurrasyid mempunyai kepentingan financial dengan PERURI, 

menurut Majelis Banding tidaklah termasuk kategori tipu muslihat sebagaimana 

dimaksud oleh Pasal 70 UU Arbitrase.

Berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat cukup 

alasan untuk mengabulkan permohoman banding dari PERURI (Pembanding I/ 

Termohon Pembatalan) dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kudus 

tanggal 2 Juli 2003 No. 30/Pdt.P/2002/PN.Kds.

Pertimbangan Mahkamah Agung mengenai keberatan-keberatan yang 

diajukan oleh PT. PURA BARUTAMA (Pembanding II / Terbanding) dalam 

memori bandingnya pada pokoknya adalah sebagai berikut: mengenai keberatan 

Pembanding terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang menolak permohonan 

agar ditetapkan arbiter baru guna memeriksa sengketa ini dan selanjutnya 

Pembanding menyatakan sependapat dengan amar dan pertimbangan yang lain
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karena telah lepat dan benar, sehingga wajar jika dikuatkan dalam pemeriksaan 

tingkat banding di Mahkamah Agung RI.

'Icrhadap keberatan-keberatan banding dari Pembanding II/ Pemohon 

Pembatalan tersebut Mahkamah Agung berpendapat, bahwa keberatan tidak dapat 

dibenarkan, oleh karena judex jactie tidak salah menerapkan hukum, lagipula 

keberatan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang 

suatu kenyataan, hal yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam 

tingkat banding, seperti yang diatur dalam Pasal 30 UU Arbitrase maka 

permohonan banding yang diajukan oleh PT. PURA BARUTAMA (Pemohon 

Banding II) tersebut harus ditolak. Dengan amar putusan sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan banding dari PERUSAHAAN UMUM 

PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA (Pembanding I), menolak 

permohonan banding dari PT. PURA BARUTAMA (Pembanding II), dan 

membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 2 Juli 2003 No. 

30/Pdt.P/2002/PN.Kds.

Menolak eksepsi Temohon, mengabulkan permohonan PERUSAHAAN 

UMUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA (Pemohon Banding I) 

tersebut untuk sebagian; menetapkan PT. PURA BARUTAMA (Termohon) telah 

ingkar janji (wanprestasi); menghukum Termohon untuk membayar denda

keterlambatan penyerahan kertas uang sebesar.....USD 369.178.19 atau ekuivalen

Rp. 2.630.394.678,75 (dua milyar enam ratus tiga puluh juta tiga ratus sembilan 

empat ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah tujuh puluh lima sen). 

Menghukum Termohon untuk membayar kepada pemohon sejumlah uang sebesar 

yang tercantum dalam “Bank Garansi” yang sesuai perjanjian menjadi kewajiban 

Termohon untuk memperpanjangnya, menghukum Termohon untuk 

memusnahkan kertas uang dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas 

biaya Termohon. Serta Menghukum Termohon untuk mengembalikan seluruh 

pembayaran yang telah dilakukan oleh Pemohon dan diterima oleh Termohon
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total seluruhnya berjumlah Rp. 21.783.569.633,70 (dua puluh satu milyar tujuh 

ratus delapan puluh tiga juta lima ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus tiga 

puluh tiga rupiah tujuh sen) yang berdasarkan pertimbangan- pertimbangan di 

atas, Majelis putuskan menjadi Rp. 16.337.677.225,3 (enam belas milyar tiga 

ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh 

lima rupiah tiga sen), menyatakan permohonan Pemohon dalam petitum VII tidak 

dapat diterima dan meolak permohonan Pemohon untuk selebihnya.

Majelis Hakim dalam rekonpensi menolak permohonan Pemohon dalam 

konpensi untuk seluruhnya, menghukum Termohon dalam Konpensi/ Pemohon 

dalam rekonpensi dan Pemohon dalam Konpensi/ Termohon dalam rekonpensi 

untuk membayar biaya arbitrase dan seluruh biaya yang timbul dari perkara ini 

masing-masing setengah bagian. Menghukum Termohon dalam Konpensi/ 

Pemohon dalam rekonpensi untuk melaksanakan isi putusan ini dalam jangka 

waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan putusan ini. Serta 

menghukum Terbanding/ Pembanding II untuk membayar biaya perkara dalam 

semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebanyak Rp.

500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Dalam kasus pembatalan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia 

antara PT. SAC NUSANTARA (Pemohon) dan JACOB HENDRAWAN dan PT. 

UNICOMINDO PERDANA (Termohon), Putusan MA No. 01/ Banding/ Wasit/ 

2002. PT. SAC NUSANTARA (Pemohon) mengajukan pembatalan putusan 

arbitrase di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pada Kepolisian Daerah Jawa Timur, rupanya tuduhan Rudy terhadap 

Jacob diperkuat. Pihak kepolisian menyatakan bahwa akta tadi memang palsu. 

Tapi perkara pemalsuan ini dihentikan oleh kejaksaan. Namun, sebelum itu 

teijadi, Jacob dan Rudy keburu berdamai di hadapan notaris Djumawati pada 20 

Mei 1996. Hasil dari kesepakatan itu, dibuatlah lima akta baru, di antaranya akta 

yang berisi kewajiban Jacob untuk membayar tagihan sebesar Rp 3,5 miliar dan
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US$ 2,5 jula kepada Rudy. Di dalam akta ini juga disebutkan, bila Jacob tak 

kunjung membayar utang sampai 90 hari setelah kesepakatan dibuat, Rudy bisa 

menuntutnya lewat arbitrase. Rupanya, Jacob enggan mempedulikan akta 

perdamaian dimaksud. Belakangan, ia mengaku dalam keadaan tertekan dan 

dipaksa untuk meneken akta perdamaian itu.

Oleh karena itu, Rudy pun mengajukan perkara itu ke BANI. Menanggapi 

aksi hukum ini, giliran Jacob keberatan. Ia menganggap BANI tak berwenang 

menangani perkara tersebut. Sebab, berdasarkan hasil pengujian di laboratorium 

forensik di Mabes Polri, lima akta yang diteken di hadapan notaris Ny. 

Djumawati tadi palsu. Sebaliknya, Mabes Polri menyatakan bahwa akta pendirian 

PT SAC yang dulu dituding palsu oleh Rudy itu asli. Walaupun begitu, BANI 

tetap memeriksa perkara tersebut. Bahkan majelis wasit yang diketuai Adi Andojo 

mengalahkan Jacob. "Soal akta yang dituding palsu, itu bukan urusan BANI, tapi 

wewenang Mabes Polri," kata Adi Andojo. la menambahkan bahwa BANI 

memproses perkara itu berdasarkan klausul "setelah 90 hari" dalam akta 

perdamaian antara Rudy dan Jacob.

Sementara Jacob keberatan dengan putusan BANI, tak demikian halnya 

dengan PT SAC NUSANTARA yang berpendapat bahwa putusan itu sudah tepat. 

Sementara itu, sebuah sumber di Mabes Polri menganggap vonis BANI janggal. 

Sebab, polisi sudah memberitahukan akta-akta palsu itu ke BANI. Bahkan berkas 

perkara notaris Djumawati dalam kasus akta palsu itu sudah dilimpahkan polisi ke 

jaksa. Tapi BANI tetap memproses dan memutusnya. Proses arbitrase di BANI 

jalan, sedangkan proses perkara itu di kepolisian juga tetap jalan.

Alasan-alasan yang dikemukakan PT. SAC NUSANTARA (Pemohon) 

pada pokoknya adalah BANI melanggar/ mengintervensi kompetensi pengadilan, 

bahwa pada tanggal 18 Juli 2000 JACOB HENDRAWAN dan PT. 

UNICOMINDO PERDANA (Termohon) mengajukan permohonan terhadap para
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pemohon melalui BANI. Bahwa alas permohonan arbitrase tersebut para 

pemohon mengajukan keberatan dengan alasan:

Berdasarkan akta pendaftaran No.02/WASIT/ 2002/ PN. JKT. PST bahwa 

putusan BANI No. 127/ VI/ARB-BANI/2000 tertanggal 19 Februari 2000 telah 

didaftarkan di PN. Jakarta Pusat pada tanggal 7 Maret 2002, bahwa putusan 

Badan Arbitrase Nasional Indonesia No. 127/ VI/ARB-BANI/2000 tertanggal 19 

Februari 2000 merupakan putusan yang cacat hukum, karena telah melanggar/ 

mengintervensi kewenangan pengadilan dan melanggar sendi-sendi asasi dari 

sistem hukum Indonesia, baik hukum perdata maupun hukum acara perdata, 

dimana pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran atas ketertiban umum, oleh 

karena itu maka putusan BANI a quo harus dinyatakan batal demi hukum.

Masih ada perkara perdata di PN Jakarta Pusat No. 254/ Pdt.G/1999/PN. 

Jkt .Pst yang sampai sekarang masih dalam proses (belum mempunyai kekuatan 

hukum tetap) antara Pemohon dan Termohon ditambah pihak ketiga, perkara 

perdata No. 300/ Pdt.G/ 2000/ PN. Jkt. Brt di Pengadilan Negeri Jakarta Barat 

(sampai sekarang belum mempunyai kekuatan hukum tetap), perkara pidana 

berdasarkan laporan polisi No. LP/ 278/ X/ 1999 SIAGA tertanggal 19 Oktober

1999 jo Laporan Polisi No. POL/ K/ 182/ K/1/ 2000/ SATGA OPS “C” tertanggal 

28 Januari 2000. Dimana ketiga perkara ini sangat berkaitan erat dengan perkara 

BANI yang dimintakan pembatalan. Oleh karena BANI telah memakai dasar atas:

1) Akta Dading No. 20 tertanggal 12 Februari 1996;

2) Akta pernyataan No. 51 tertanggal 12 Desember 1995;

3) Akta pengakuan dan pertanggung jawaban No. 137 tertanggal 27

Desember 1995;

4) Akta kuasa No. 138 tertanggal 27 Desember 1995;

5) Akta kuasa No. 139 tertanggal 27 Desember 1995.

Dimana kelima akta tersebut, didasarkan pada akta No. 13 tertanggal 6 

Desember 1989, yang dikeluarkan oleh Notaris Protokol Ny. Djumawati
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Soetarmono, SH, yang merupakan akta palsu, dan sampai sekarang masih dalam 

proses perkara pidana.

Bahwa Ketua BANI dalam suratnya tertanggal 19 Desember 2000, telah 

memberitahu bahwa BANI tidak dapat memproses perkara yang diajukan oleh 

Termohon, sampai adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap 

(perdata maupun pidana).

Alasan kedua adalah penunjukan Majelis Arbiter bertentangan dengan 

persetujuan tertanggal 15 Mei 1996 yang menyatakan sebagai berikut:

“ ............. , maka khusus tentang perhitungan tersebut, akan diserahkan kepada satu
Majelis Arbitrase yang terdiri dari:

a. Dua anggota yang ditunjukan pihak pertama/ Rudy Max Gustav Schulz;
b. Dua anggota yang ditunjukan pihak kedua/ Pemohon/ Jacob Hendrawan;
c. Kemudian ke empat anggota tersebut akan menunjukkan satu orang yang

bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase”

Dimana PT. SAC NUSANTARA (Termohon) telah menunjuk H. Adi 

Andojo Soetjipto, SH. sebagai arbiter, serta tidak keberatan, bila disepakati para 

pihak cukup menunjuk satu arbiter. Tetapi Pemohon tidak sepakat karena 

bertentangan dengan kesepakatan tertanggal 15 Mei 1996, namun Majelis BANI 

tetap melanjutkan persidangan meskipun masalah arbiter belum ada kesepakatan.

Alasan ketiga bahwa putusan BANI diambil berdasarkan tipu muslihat 

dengan cara menggelapkan fakta-fakta, yaitu pemalsuan fakta No. 13 tertanggal 6 

Desember 1989 yang dikeluarkan notaris Ny. Djumawati Soetarmono, SH dan 

mengenai perkara pidana tersebut sampai sekarang masih dalam proses (belum 

ada kekuatan hukum yang tetap). Dan bahwa Termohon pada saat mengajukan 

perkara ke BANI, tidak pemah menyebutkan adanya dugaan pemalsuan dokumen 

tersebut dan masalah pidananya masih dalam proses, meskipun Termohon juga 

telah diperiksa dalam perkara pidana tersebut.

Dengan alasan-alasan tersebut Pemohon mengajukan permohonan kepada 

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang pada pokoknya adalah: menerima dan
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mengabulkan permohonan para pemohon, menyatakan putusan BANI No. 127/ 

VII/ ARB-BANI/ 2000 yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarla Pusat No. 

02/ WASIT/ 2002/ PN. Jkt.Pst pada tanggal 7 Maret 2002 batal demi hukum, serta 

tidak mempunyai kekuatan hukum, menyatakan putusan BANI No. 127/ VII/ 

ARB-BANI/ 2000 tidak dapat dilaksanakan dan membebankan seluruh biaya 

perkara pada Termohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan 

eksepsi dengan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah: berdasarkan Pasal 72 ayat 

(1) jo Pasal 14 dan Pasal 16 UU Arbitrase, permohonan pembatalan putusan 

arbitrase seharusnya diajukan ke Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bukan 

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena Termohon dalam arbitrase Jacob 

Hendrawan dan PT. UNICOMINDO PERDANA, beralamat di Jakarta Pusat, 

selain itu yang menjadi obyek pembatalan didaftarkan dan dicatat di Pengadilan 

Negeri Jakarta Pusat. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak 

berwenang memeriksa dan mengadili permohonan pembatalan putusan arbitarse 

ini.

Terhadap permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut Pengadilan 

Negeri Jakarta Selatan telah mengambil keputusan pada tanggal 30 April 2002 

No. 78/ Pdt.P/ 2002/ PN. Jak. Sel, yang amar putusannya adalah pokoknya, 

adalah: menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon Jacob 

Hendrawan dan PT. UNICOMINDO PERDANA, membatalkan putusan arbitrase 

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) No. 127/ VII/ ARB-BANI/ 2000 

tanggal 19 Februari 2002, menyatakan bahwa putusan arbitrase a quo tidak 

mempunyai kekuatan berlaku dan tidak mengikat para pihak (para Pemohon dan 

Termohon), menyatakan bahwa sengketa antara para Pemohon dan Termohon 

akan diputus Arbiter lain setelah perkara perdata No. 254/ Pdt. G/ 1999/ PN. 

Jkt.Pst mempunyai kekuatan hukum tetap (in krachi van gewisjde), serta 

menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 119.000,- 

(seratus Sembilan belas ribu rupiah).
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Sesudah putusan ini, maka pada langgal 30 April 2002 Pembanding dalam 

perkara di BANI sebagai Termohon pembatalan putusan arbitrase mengajukan 

permohonan banding secara tertulis pada tanggal 6 Mei 2002 dengan akte 

permohonan banding No.78/ Pdt. P/ 2002/ PN. Jak. Sel yang disusul dengan 

memori banding yang memuat alasan-alasan pada tanggal 16 Mei 2002 di 

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Banding pada pokoknya 

adalah Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak cermat dalam 

pertimbangan hukumnya, karena Pemohon/ Terbanding tidak memasukkan BANI 

dalam permohonan pembatalan putusan arbitrase sebagai salah satu pihak yang 

digugat, setidak-tidaknya gugatan diajukan kepada Arbiter atau Majelis Arbitrase 

dan tidak ditujukan kepada pihak yang berperkara, bahwa Pengadilan Negeri 

Jakarta Selatan salah menerapkan hukum Pasal 72 ayat (3) UU Arbitrase, karena 

putusan No. 78/ Pdt.P/ 2002/ PN. Jak. Sel tanggal 2 Mei 2002 yang membatalkan 

putusan Arbitrase No. 127/ VII/ ARB-BANI/ 2000 tanggal 19 Februari 2002 

ditetapkan oleh Hakim dan bukan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Bahwa alasan pembatalan putusan Arbitrase No. 127/ VII/ ARB-BANI/

2000 tidak berdasar alasan yang secara limitatif ditentukan dalam Pasal 70 UU 

Arbitrase No. 30/ 1999, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah 

melampaui batas wewenang mempertimbangkan formalitas dan tertib acara 

arbitrase sebagaimana tercantum dalam Pasal 70 UU Arbitrase, seharusnya 

pemeriksaan permohonan pembatalan putusan arbitarse ini menjadi wewenang 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan bukan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 

bahwa putusan dalam perkara No. 254/ Pdt. G /1999/ PN. JktPst yang belum jelas 

statusnya tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam putusan ini apalagi 

putusan ini baru terbatas pada kewenangan mengadili dan belum menyentuh 

pokok perkara, dan juga bahwa sangat keliru mempertimbangkan kesalahan 

administratif untuk membatalkan putusan arbitrase yaitu kata “Termohon” 

seharusnya Pemohon.
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Dalam mengambil keputusan Mahkamah Agung mempertimbangkan 

alasan-alasan yang diajukan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Keberatan mengenai kompetensi relatif, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 

tidak berwenang memeriksa permohonan pembatalan putusan arbitrase, 

melainkan yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Bedasarkan 

Pasal 72 ayat (1) UU Arbitrase, Pasal 1 butir ke 4 UU Arbitrase, dan Pasal 1 butir 

ke 6 UU Arbitrase. Bahwa dalam kasus penyelesaian sengketa di arbitrase, 

Termohon adalah PT. UNICOMINDO PERDANA beralamat di Jl. K.H. Mansyur 

No. 59 Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, dengan demikian yang 

berwenang untuk memeriksa permohonan pembatalan putusan arbitrase adalah 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pertimbangan Mahkamah Agung, bahwa berdasarkan pertimbangan- 

pertimbangan tersebut di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan keberatan- 

keberatan banding lainnya, cukup alasan mengabulkan permohonan banding dari 

Pemohon Banding PT. SAC Nusantara dan membatalkan putusan Pengadilan 

Negeri Jakarta Selatan tanggal 30 April 2002 No. 78/ Pdt. P/ 2002/ PN. Jak. Sel, 

sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar 

sebagai berikut: mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PT. 

SAC NUSANTARA, membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 

tanggal 30 April 2002 No. 78/ Pdt. P/ 2002/ PN. Jak. Sel dimana Mahkamah 

Agung mengadili sendiri, dengan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta 

Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan para 

Pemohon Jacob Hendrawan dan PT. UNICOMINDO PERDANA tersebut, dan 

menghukum Termohon Banding sebagai pihak untuk membayar biaya perkara, 

baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, yang dalam tingkat 

banding ini ditetapkan sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
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4 .3  Analisa Kasus Pembatalan Putusan Arbitrase Yang Telah Diputus 

B adan  A rb itrase  Nasional Indonesia Oleh Mahkamah Agung

Berdasarkan pemaparan kasus di atas, penulis memberikan ulasan sebagai 

bentuk upaya analisis terhadap putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang 

diajukan upaya hukum pembatalan ke Mahkamah Agung.

Adapun putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung adalah sebagai berikut: 

menolak permohonan banding dari Pemohon Banding: PT. COMARÍNDO 

EXPRES TAMA TOUR & TRAVEL tersebut dan memperbaiki amar putusan 

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 254/Pdt.P/2004/PN.Jak.SeI. tanggal 6 

Januari 2005 dengan membatalkan putusan arbitrase dari BANI Perwakilan 

Surabaya Nomor 15/ARB/BAN1 JATIM/III/2004 tanggal 19 Agustus 2004 serta 

menyatakan BANI Perwakilan Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa dan 

memutus sengketa antara Pemohon dan Termohon yang didasarkan pada 

Appointment o f General Sales Agent (Passengers) tanggal 24 Oktober 2001 dan 

Appointment o f General Sales Agent (Cargo) tanggal 5 Nopember 2002 dan 

menghukum Pemohon Banding/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam 

kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp

500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menurut penulis putusan Mahkamah Agung tersebut sudah tepat dengan 

putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung karena alasan permohonan 

pembatalan yang terdapat dalam UU Arbitrase bersifat limitatif, dengan alasan 

sebagai berikut:

1 . Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata: “Untuk sahnya 

peijanjian-peijanjian diperlukan empat syarat:

1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3) Suatu hal tertentu;
4) Suatu sebab yang halal” .249

249Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), 
Diterjemahkan Oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992), hlm. 283.
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Kelengkapan unsur-unsur dari syarat-syaral sahnya perjanjian seperli 

disebutkan di atas, merupakan hal yang mutlak yang apabila tidak dipenuhinya 

salah satu dari unsur-unsur tersebut, maka perjanjian tersebut akan diancam 

kebatalannya baik batal demi hukum ataupun dapat dimintakan 

pembatalannya.

Berdasarkan kasus ini, suatu perjanjian yang memuat klausula 

arbitrase, seharusnya mencantumkan dengan jelas, apakah arbitrase tersebut 

dilaksanakan melalui arbitrase ad hoc atau melalui arbitrase permanen. 

Apabila menunjuk arbitrase ad hoc, perjanjian harus mencantumkan 

bagaimana pemilihan para wasit akan dilaksanakan. Bila penyelesaian 

sengketa melalui arbitrase permanen, maka harus disebutkan dengan jelas 

badan arbitrase mana yang ditunjuk oleh para pihak.

Faktanya, sengketa yang terjadi antara PT. COMARINDO EXPRES 

TAMA TOUR & TRAVEL dengan YEMEN AIRWAYS karena tidak 

terdapat klausul arbitrase yang jelas ataupun detil yang secara tegas 

memberikan kewenangan kepada BANI Surabaya untuk memeriksa serta 

memutus perkara atas sengketa yang teijadi di antara mereka. Apabila kita 

melihat pada perjanjian seperti yang terdapat dalam Pasal 23 GSA Passengers 

dan Pasal 24 GSA Cargo, maka unsur ini tidak terpenuhi, karena ketiadaan 

kesepakatan para pihak mengenai apakah peijanjian yang mereka buat adalah 

suatu peijanjian arbitrase atau suatu pilihan hukum (governing law) atau 

choice oflaw  yang dipilih para pihak untuk menyelesaikan sengketa.

Sehingga jelas unsur “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya” 

sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata 

tidak terpenuhi. Hal ini dapat kita lihat dari rumusan Pasal 24 dalam 

Appointment o f  General Sales Agent (Passengers) tanggal 29 Oktober 2001 

maupun Pasal 23 Appointment o f General Sales Agent (Cargo) tanggal 5 

Nopember 2002, yaitu:

“Arbitration
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This Agreement shall in all respects be inierpreled in accordance with the 
Laws ofthe Republic afYenwn".

Terjemahan bebas penulis:

Arbitrase

“Perjanjian ini dalam segala hal ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik 
Yaman.”

Bahwa dari rumusan tersebut jelas terlihat bahwa penyelesaian 

sengketa yang timbul berdasarkan perjanjian-perjanjian itu harus diselesaikan 

menurut hukum Republik Yaman, dan karenanya BANI Perwakilan Surabaya 

tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa antara Pemohon dengan 

Termohon.

Oleh karena itulah, maka perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak 

dapat dikategorikan sebagai perjanjian arbitrase seperti yang dimaksudkan 

dalam Pasal 1 angka 1 UU Arbitrase, maka perjanjian arbitrase tidak dapat 

diberlakukan dan juga tidak mengikat kepada para pihak sesuai asas Pacta 

Sunt Servcmda, berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang 

menyatakan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai 

undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

2. Mengenai materi-materi permohonan pembatalan putusan arbitrase sama 

sekali tidak memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrase, 

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 70 UU Arbitrase. Adapun syarat dari 

putusan arbitrase yang dapat diajukan pembatalan tersebut adalah sebagai 

berikut:

Memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana 

diatur dalam Pasal 70 UU Arbitrase yang menentukan bahwa terhadap putusan 

arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila 

putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan 
dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;

b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat 
menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
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c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu 
pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Sedangkan materi atau obyek pembatalan putusan arbitrase dalam 

kasus ini tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, karena yang dijadikan alasan 

oleh Pemohon/ Termohon pembatalan putusan arbitrase ke Pengadilan Negeri 

adalah bahwa dalam Penjelasan Umum UU Arbitrase disebutkan “bahwa Bab 

VII mengatur hal-hal mengenai pembatalan putusan arbitrase. Hal ini 
dimungkinkan karena beberapa hal, antara lain:

a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan 
dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;

b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat 
menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau

c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu 
pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Kata “antara lain” tersebut digunakan oleh Pemohon arbitrase untuk 

mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase atas alasan diluar yang 

tertera dalam Pasal 70 UU Arbitrase, dalam kasus ini yang digunakan sebagai 

alasan adalah alasan mengenai kompetensi absolut. Dimana kompetensi 

absolut bukanlah termasuk dari salah satu unsur suatu putusan arbitrase yang 

dapat dibatalkan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 70 UU Arbitrase. Oleh
V

karena itulah, Mahkamah Agung menguatkan putusan Pengadilan Negeri 

Jakarta Selatan yang membatalkan putusan arbitrase dari BANI Perwakilan 

Surabaya Nomor 15/ARB/BANIJATIM/III/2004 tanggal 19 Agustus 2004.

Alasan pembatalan putusan arbitrase dapat menimbulkan penafsiran 

ganda, tetapi pembatalan putusan arbitrase hanya dapat diajukan apabila 

dalam putusan arbitrase mengandung unsur-unsur bahwa surat atau dokumen 

yang dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan, diakui atau dinyatakan 

palsu, diketemukan dokumen yang bersifat menentukan disembunyikan oleh 

pihak lawan, atau putusan diambil dari hasil tipu muslihat oleh salah satu 

pihak dalam pemeriksaan sengketa. Alasan permohonan harus sudah 

dibuktikan secara pidana dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Permohonan
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pembatalan putusan arbitrase hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase 

yang  sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri.

Dari uraian kasus di atas, penulis akan menganalisa putusan Majelis 

H ak im  Mahkamah Agung yang menangani perkara pembatalan putusan Badan 

A rb itrase  Nasional tersebut. Mengabulkan permohonan banding dari 

PERU SA H A A N  UMUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA/ 
*

P E R U R I (Pembanding I), menolak permohonan banding dari PT. PURA 

B A R U TA M A  (Pembanding II), dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri 

K u d u s tanggal 2 Juli 2003 No. 30/Pdt.P/2002/PN.Kds.

Dasar yang diajukan sebagai alasan permohonan pembatalan putusan 

arb itrase  dalam kasus PERUM PERURI melawan PT PURA BARUTAMA tidak 

sesu a i dengan alasan yang terdapat dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999. 

D alam  kasus ini PT PURA BARUTAMA menggunakan alasan diluar Undang- 

u n d an g  No. 30 Tahun 1999. Pengadilan Negeri Kudus dalam putusannya 

m em batalkan  putusan BANI dengan menggunakan alasan diluar Undang-undang 

N o . 30 Tahun 1999. Mahkamah Agung dalam kasus ini membatalkan putusan 

Pengad ilan  Negeri Kudus tersebut karena Mahkamah Agung berpendapat bahwa 

a la san  permohonan pembatalan putusan arbitrase yang dapat diajukan hanya 

a la san  yang terdapat dalam UU Arbitrase. Berkaitan dengan ini saya setuju 

d en g an  putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung karena alasan 

perm ohonan  pembatalan yang terdapat dalam UU Arbitrase bersifat limitatif.

Menolak eksepsi Temohon, mengabulkan permohonan PERUSAHAAN 

U M U M  PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA (Pemohon Banding I) 

te rseb u t untuk sebagian; menetapkan PT. PURA BARUTAMA (Termohon) telah 

in g k ar janji (wanprestasi); menghukum Termohon untuk membayar denda

keterlam batan penyerahan kertas uang sebesar.....USD 369.178.19 atau ekuivalen

R p. 2.630.394.678,75 (dua milyar enam ratus tiga puluh juta tiga ratus sembilan 

em p a t ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah tujuh puluh lima sen).
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M enghukum  Termohon untuk membayar kepada pemohon sejumlah uang sebesar 

y a n g  tercantum  dalam “Bank Garansi” yang sesuai perjanjian menjadi kewajiban 

T e rm o h o n  untuk memperpanjangnya, menghukum Termohon untuk 

m em u sn ah k an  kertas uang dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas 

b ia y a  Termohon. Serta Menghukum Termohon untuk mengembalikan seluruh 

p em b ay aran  yang telah dilakukan oleh Pemohon dan diterima oleh Termohon 

to ta l  seluruhnya berjumlah Rp. 21.783.569.633,70 (dua puluh satu milyar tujuh 

ra tu s  delapan puluh tiga juta lima ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus tiga 

p u lu h  tiga rupiah tujuh sen) yang berdasarkan pertimbangan- pertimbangan di 

a ta s ,  M ajelis putuskan menjadi Rp. 16.337.677.225,3 (enam belas milyar tiga 

ra tu s  tig a  puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh 

l im a  rupiah tiga sen), menyatakan permohonan Pemohon dalam petitum VII tidak 

d a p a t  diterim a dan meolak permohonan Pemohon untuk selebihnya.

M ajelis Hakim dalam rekonpensi menolak permohonan Pemohon dalam 

k o n p e n s i untuk seluruhnya, menghukum Termohon dalam Konpensi/ Pemohon 

d a la m  rekonpensi dan Pemohon dalam Konpensi/ Termohon dalam rekonpensi 

u n tu k  mem bayar biaya arbitrase dan seluruh biaya yang timbul dari perkara ini 

m asing -m asing  setengah bagian. Menghukum Termohon dalam Konpensi/ 

P e m o h o n  dalam rekonpensi untuk melaksanakan isi putusan ini dalam jangka 

w a k tu  30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan putusan ini. Serta 

m en g h u k u m  Terbanding/ Pembanding II untuk membayar biaya perkara dalam 

s e m u a  tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebanyak Rp.

5 0 0 .0 0 0 ,-  (lima ratus ribu rupiah).

Menurut penulis putusan Mahkamah Agung tersebut sudah tepat dengan 

p u tu san  yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung karena alasan permohonan 

pem bata lan  yang terdapat dalam UU Arbitrase bersifat limitatif, dengan alasan 

seb ag a i berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata: “Untuk sahnya perjanjian- 

perjanjian diperlukan empat syarat:
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1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3) Suatu hal tertentu;
4) Suatu sebab yang halal”.250

Kelengkapan unsur-unsur dari syarat-syarat sahnya perjanjian seperti 

disebutkan di atas, merupakan hal yang mutlak yang apabila tidak dipenuhinya 

salah satu dari unsur-unsur tersebut, maka perjanjian tersebut akan diancam 

kebatalannya baik batal demi hukum ataupun dapat dimintakan 

pembatalannya.

Berdasarkan kasus ini, Sengketa PERURI dengan PT PURA 

BARUTAMA berawal dari tender pengadaan kertas uang pecahan Rp 1.000 

dan Rp 5.000 pada tahun 2000 oleh Bank Indonesia. Sengketa PERURI 

dengan PT PURA BARUTAMA terikat perjanjian kerja SP-35/1/2000 

(Perjanjian SP-35). Dalam pelaksanaannya, PERURI menilai kertas yang 

dipasok PT PURA BARUTAMA selaku pemenang tender tidak memenuhi 

kualifikasi dan tidak layak cetak. Akibatnya, kontrak dengan perusahaan 

pemasok kertas uang tersebut dibatalkan dan berujung sengketa di arbitrase, 

dimana PERURI telah mengajukan sengketa tersebut di BANI terdafatar 

dengan No. 147/IV/ARB-BANI/2001 dan telah diputuskan pada tanggal 4 Juli 

2002. Adanya sengketa ini, maka unsur hal tertentu dari perjanjian arbitrase 

telah terpenuhi.

Dalam perjanjian keija SP-35 dalam pasal 22 ayat (1) terdapat klausul 

arbitrase, yaitu :

1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran dan atau 
pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari peijanjian ini dan atau hal-hal 
lainnya, maka pihak kesatu (PERUM PERURI) dan Pihak Kedua 
(Pemohon) telah sepakat dan berjanji untuk terlebih dahulu menyelesaikan 
secara musyawarah untuk mencapai mufakat;

250PasaI 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), 
Diterjemahkan Oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992), hlm. 283.
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2) Bilamana cara musyawarah tersebut ayat (1) pasal ini tidak dicapai kata 
sepakat dalam penyelesaian perselisihan, maka pihak kesatu dan pihak 
kedua sepakat dan berjanji untuk menyelesaikan seluruh sengketa yang 
timbul dari perjanjian ini kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia 
(BANI) untuk diselesaikan pada tingkat pertama dan terakhir menurut 
peraturan dan prosedur BANI, dst.

Sehingga jelas unsur “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya” 

sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata 

te lah  terpenuhi. Oleh karena itu, perjanjian arbitrase menjadi berlaku dan 

m engikat para pihak sesuai dengan asas pada sunt servanda yang menyatakan 

bahw a “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang- 

undang bagi mereka yang membuatnya” (Pasal 1338 KUH Perdata). Hal ini 

m em punyai arti, bahwa para pihak dalam perjanjian harus mentaati dan 

m elaksanakan isi dari perjanjian tersebut (peijanjian keija SP-35/1/2000), 

yang  mana apabila tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, pihak tersebut 

d ianggap wanprestasi, dan pihak yang lain dapat menuntut pemenuhan 

pelaksanaan dari peijanjian keija SP-35/1/2000 tersebut menurut hukum.

2 . M engenai materi-materi permohonan pembatalan putusan arbitrase sama 

sekali tidak memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrase, sebagaimana 

disebutkan dalam Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase No. 30 Tahun 1999. 

A dapun syarat dari putusan arbitrase yang dapat diajukan pembatalan tersebut 

adalah  sebagai berikut:

Memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana 

d ia tu r dalam Pasal 70 UU Arbitrase yang menentukan bahwa terhadap putusan 

arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila 

putusan  tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan 
dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;

b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, 
yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau

c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu 
pihak dalam pemeriksaan sengketa.
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Pengadilan Negeri Kudus dalam mempertimbangkan alasan pertama 

d ari Pasal 70 UU No. 30/1999 mcngacu dan membahas “Surat Kuasa” dari 

B ank  Indonesia kepada Perum PERURI, dimana pokok permasalahan perkara 

d i BANI adalah PT. PURA BARUTAMA wanprestasi terhadap SP-35/I/2000, 

seh ingga bahan acuan persengketaan adalah SP-35/1/2000 yang merupakan 

perjanjian  jual beli independen yang mengikat dua pihak dan tidak merujuk 

p ad a  peijanjian apapun. Jadi surat kuasa bukan merupakan surat atau dokumen 

sebagaim ana dimaksud Pasal 70 UU Arbitrase yang dapat menyebabkan 

bata lnya suatu putusan arbitrase.

Pengadilan Negeri Kudus dalam mempertimbangkan alasan kedua dari 

Pasal 70 UU Arbitrase mengacu dan membahas surat-surat bukti dan saksi- 

saksi yang menunjukkan bahwa hasil laboratorium kertas uang PT. PURA 

BARUTAM A telah memenuhi standar, menurut Majelis Banding hal ini tidak 

m em enuhi kategori poin kedua Pasal 70 UU UU Arbitrase juga telah lebih 

ja u h  memeriksa kembali dan menilai materi yang telah diperiksa oleh 

A rbitrase (kompetensi absolut arbitrase) disamping itu terhadap surat dari 

Sucofindo telah dibantah sendiri oleh PT. Sucofindo dengan suratnya 

tertanggal 18 Oktober 2002, perihal “Bantahan dan Penjelasan Pengumuman 

M asalah Sengketa Uang”.

Pengadilan Negeri Kudus dalam mempertimbangkan alasan ketiga dari 

Pasal 70 UU Arbitrase mengacu dan membahas bahwa salah seorang arbiter 

ya itu  Prof. Priyatna Abdurrasyid mempunyai kepentingan finansial dengan 

PERU RI, menurut Majelis Banding tidaklah termasuk kategori tipu muslihat 

sebagaimana dimaksud oleh Pasal 70 UU Arbitrase. Bahwa sebenarnya 

M ahkam ah Agung dalam putusannya No.06/Banding/Wasit/2002 tanggal 26 

Februari 2003 telah diberi kesempatan oleh Mahkamah Agung untuk 

m enem puh proses pembuktian alasan pembatalan yang benar dan juga kepada 

Pengadilan Negeri Kudus telah diberi kesempatan untuk memperbaiki

kesalahannya namun hal ini tidak dipergunakan sebagaimana mestinya.
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Menurut pendapat penulis, bahwa alasan permohonan pembatalan 

yang  terdapat dalam UU Arbitrase bersifat limitatif, dan syarat pembatalan 

putusan arbitrase yang terkandung dalam Pasal 70 UU Arbitrase seperti 

adanya dokumen palsu, penyembunyian dokumen, dan tipu muslihat, dimana 

ketiganya mengandung unsur pidana. Sehingga, untuk mengajukan 

pem batalan, diperlukan putusan pidana terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan 

Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase yang menyatakan bahwa: “Permohonan 

pem batalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah 

didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang 

d isebu t dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan terlebih 

dahulu , bukan hanya tafsir dari salah satu pihak. Apabila pengadilan 

m enyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka 

putusan  pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi 

hakim  untuk mengabulkan atau menolak permohonan”.

Pengadilan Negeri Kudus dalam mempertimbangkan alasan kedua dari 

Pasal 70 UU Arbitrase mengacu dan membahas surat-surat bukti dan saksi- 

saksi yang menunjukkan bahwa hasil laboratorium kertas uang PT. PURA 

BARUTAM A telah memenuhi standar. Menurut penulis, Hakim Pengadilan 

N egeri Kudus dalam menangani kasus PERURI melawan PT. PURA 

BARUTAM A telah memeriksa kembali dan menilai materi yang telah 

diperiksa oleh Arbitrase. Dimana, berdasarkan Pasal 3 UU Arbitrase, bahwa 

Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang 

telah terikat dalam perjanjian arbitrase.

Karena berdasarkan ketentuan Pasal 3 juneto Pasal 11 UU Arbitrase 

yang  dihubungkan dengan adanya klausula arbitrase dalam peijanjian antara 

PERURI dan PT. PURA BARUTAMA, maka sudah jelas perkara ini bukan 

merupakan wewenang Pengadilan Negeri (kompetensi absolut),

Dimana berdasarkan Pasal 3 UU Arbitrase, bahwa Pengadilan Negeri

tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat
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dalam perjanjian arbitrase, sedangkan di dalam Pasal II ayat (2) UU 

Arbitrase, menyatakan bahwa: Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak 

akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah 

ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan 

dalam undang-undang ini.

Pengadilan Negeri Kudus dalam mempertimbangkan alasan ketiga dari 

Pasal 70 UU Arbitrase mengacu dan membahas bahwa salah seorang arbiter 

yaitu Prof. Priyatna Abdurrasyid mempunyai kepentingan finansial dengan 

PERURI. Dimana pembuktian adanya tipu muslihat harus terlebih dahulu 

dibuktikan dengan putusan pengadilan terlebih dahulu, bukan hanya tafsir dari 

salah satu pihak, bukti surat berupa dokumen Nota Dinas No. 

01/Tim/TLU/III/2001 tanggal 7 Maret 2001 seharusnya bukan berupa 

fotocopy tapi aslinya atau berupa fotocopy yang sudah dilegalisir sebagai 

syarat kesahan suatu dokumen, hal ini sesuai dengan Penjelasan Pasal 70 UU 

Arbitrase.

Menurut penulis apa yang dilakukan Hakim Mahkamah Agung 

tersebut sudah tepat dengan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kudus 

tanggal 2 Juli 2003 No. 30/Pdt.P/2002/PN.Kds. karena alasan permohonan 

pembatalan yang terdapat dalam Pasal 70 UU Arbitrase bersifat limitatif. 

O leh karena itu alasan lain yang digunakan untuk membatalkan putusan 

arbitrase selain dari ketentuan pasal ini tidak dapat dibenarkan.

Dari uraian kasus di atas, penulis akan menganalisa putusan Majelis

H akim  Mahkamah Agung yang menangani perkara pembatalan putusan Badan

A rbitrase Nasional tersebut, mengabulkan permohonan banding dari PT. SAC

NUSANTARA (Pemohon Banding), membatalkan putusan Pengadilan Negeri

Jakarta  Selatan tanggal 30 April 2002 No. 78/ Pdt. P/ 2002/ PN. Jak. Sel. dengan

menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk

m em eriksa dan memutus permohonan para Pemohon Jacob Hendrawan dan PT.

UNICOMINDO PERDANA dan menghukum Termohon Banding sebagai pihak
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untuk membayar biaya perkara, baik dalam tingkat pertama maupun dalam 

tingkat banding, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebanyak Rp.

500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menurut penulis putusan Mahkamah Agung tersebut tidak sepenuhnya 

tepat karena berdasarkan alasan permohonan pembatalan yang terdapat dalam UU 

Arbitrase bersifat limitatif, dengan alasan sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata: “Untuk sahnya peijanjian- 

perjanjian diperlukan empat syarat:

1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3) Suatu hal tertentu;
4) Suatu sebab yang halal” .251

Kelengkapan unsur-unsur dari syarat-syarat sahnya peijanjian seperti 

disebutkan di atas, merupakan hal yang mutlak yang apabila tidak dipenuhinya 

salah satu dari unsur-unsur tersebut, maka peijanjian tersebut akan diancam 

kebatalannya baik batal demi hukum ataupun dapat dimintakan 

pembatalannya.

Berdasarkan kasus ini, Sengketa PT. SAC NUSANTARA (Pemohon) 

dan JACOB HENDRAWAN dan PT. UNICOMINDO PERDANA. 

(Termohon) berawal dari perkara ini berawal dari bisnis bersama antara Jacob 

dan Rudy, yang juga mertua Jacob, yaitu peijanjian pemborongan bangunan 

pada tahun 1989, mereka pernah mendirikan PT SAC NUSANTARA untuk 

menggarap tiga proyek di Surabaya, Jawa Timur, yakni pantai timur Surabaya, 

pembangunan Surabaya Sport Center, dan pembakaran sampah. PT 

UNICOMINDO PERDANA, perusahaan kontraktor di Jakarta, dan PT SAC 

NUSANTARA, juga perusahaan kontraktor di Jakarta. BANI menghukum 

Jacob agar melunasi tagihan sebesar US$ 2,5 juta dan Rp 3,5 miliar kepada 

pemilik PT SAC Nusantara, Rudy Schuldz.

251 Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)y 
Diteijemahkan Oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992), hlm. 283.
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Dimana dalam persetujuan yang dibuat pada tanggal 15 Mei 1996

terdapat klasula arbitrase, yang menyatakan sebagai berikut:

“ ................ maka khusus tentang perhitungan tersebut, akan diserahkan kepada
satu Majelis Arbitrase yang terdiri dari:

a. Dua anggota yang ditunjukan pihak pertama/ Rudy Max Gustav 
Schulz;

b. Dua anggota yang ditunjukan pihak kedua/ Pemohon/ Jacob 
Hendrawan;

c. Kemudian ke empat anggota tersebut akan menunjukkan satu orang 
yang bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase”.

Dengan adanya klausula arbitrase ini jelas unsur “sepakat mereka yang 

m engikatkan dirinya” sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 

1320 KUH Perdata telah terpenuhi. Oleh karena itu, peijanjian arbitrase 

m enjadi berlaku dan mengikat para pihak sesuai dengan asas paeta suni 

servanda  yang menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah 

berlaku  sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” (Pasal 1338 

K U H  Perdata). Hal ini mempunyai arti, bahwa para pihak dalam peijanjian 

harus mentaati dan melaksanakan isi dari peijanjian tersebut (persetujuan 

tertanggal 15 Mei 1996), yang mana apabila tidak dilaksanakan oleh salah 

sa tu  pihak, pihak tersebut dianggap wanprestasi, dan pihak yang lain dapat 

m enuntu t pemenuhan pelaksanaan dari peijanjian tersebut menurut hukum.

2 . M engenai materi-materi permohonan pembatalan putusan arbitrase sudah 

m em enuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrase, sebagaimana disebutkan 

dalam  Pasal 70 UU Arbitrase. Adapun syarat dari putusan arbitrase yang dapat 

d iajukan pembatalan tersebut adalah sebagai berikut:

Memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana 

d ia tu r dalam Pasal 70 UU Arbitrase yang menentukan bahwa terhadap putusan 

arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila 

putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan 
dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;

Universitas Indonesia

Pembatalan putusan..., Nanin Koeswidi Astuti, FH UI, 2010



166

b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat 
menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau

c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah 
satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Masih ada perkara perdata di PN Jakarta Pusat No. 254/ 

Pdt.G/1999/PN. Jkt .Pst yang sampai sekarang masih dalam proses (belum 

mempunyai kekuatan hukum tetap) antara Pemohon dan Termohon ditambah 

pihak ketiga, perkara perdata No. 300/ Pdt.G/ 2000/ PN. Jkt. Brt di Pengadilan 

Negeri Jakarta Barat (sampai sekarang belum mempunyai kekuatan hukum 

tetap), perkara pidana berdasarkan laporan polisi No. LP/ 278/ X/ 1999 

SIAGA tertanggal 19 Oktober 1999 jo Laporan Polisi No. POL/ YJ 182/ K/ I/ 

2000/ SATGA OPS “C” tertanggal 28 Januari 2000. Dimana ketiga perkara ini 

sangat berkaitan erat dengan perkara BANI yang dimintakan pembatalan.

Sementara Jacob keberatan dengan putusan BANI, tak demikian 

halnya dengan PT SAC NUSANTARA yang berpendapat bahwa putusan itu 

sudah tepat. Sementara itu, sebuah sumber di Mabes Polri menganggap vonis 

BANI janggal. Sebab, polisi sudah memberitahukan akta-akta palsu itu ke 

BANI. Bahkan berkas perkara notaris Djumawati dalam kasus akta palsu itu 

sudah dilimpahkan polisi ke jaksa. Tapi BANI tetap memproses dan 

memutusnya. Proses arbitrase di BANI jalan, sedangkan proses perkara itu di 

kepolisian juga tetap jalan.

Oleh karena BANI telah memakai dasar atas:

1) Akta Dading No. 20 tertanggal 12 Februari 1996;

2) Akta pernyataan No. 51 tertanggal 12 Desember 1995;

3) Akta pengakuan dan pertanggung jawaban No. 137 tertanggal 27 

Desember 1995;

4) Akta kuasa No. 138 tertanggal 27 Desember 1995;

5) Akta kuasa No. 139 tertanggal 27 Desember 1995.
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Dimana kelima akta tersebut, didasarkan pada akta No. 13 tertanggal 6 

D esem ber 1989, yang dikeluarkan oleh Notaris Protokol Ny. Djumawati 

Soetarmono, SH, yang merupakan akta palsu, dan sampai sekarang masih 

dalam  proses perkara pidana.

Dengan alasan-alasan tersebut Pemohon mengajukan permohonan 

kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang pada pokoknya adalah: 

m enerim a dan mengabulkan permohonan para pemohon, menyatakan putusan 

BA N I No. 127/ VII/ ARB-BANI/ 2000 yang didaftarkan di Pengadilan Negeri 

Jakarta  Pusat No. 02/ WASIT/ 2002/ PN. Jkt.Pst pada tanggal 7 Maret 2002 

batal demi hukum, serta tidak mempunyai kekuatan hukum, menyatakan 

putusan BANI No. 127/ VII/ ARB-BANI/ 2000 tidak dapat dilaksanakan dan 

membebankan seluruh biaya perkara pada Termohon.

Menurut pendapat penulis, apa yang dilakukan oleh PT 

UNICOMINDO PERDANA sudah sesuai dengan alasan permohonan 

pembatalan yang terdapat dalam UU Arbitrase yang bersifat limitatif, dan 

syarat pembatalan putusan arbitrase yang terkandung dalam Pasal 70 UU 

A rbitrase seperti adanya dokumen palsu, penyembunyian dokumen, dan tipu 

m uslihat, dimana ketiganya mengandung unsur pidana. Sehingga, untuk 

mengajukan pembatalan, diperlukan putusan pidana terlebih dahulu.

Hal ini sesuai dengan Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase yang 

menyatakan bahwa: “Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap 

putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan 

permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan 

putusan pengadilan terlebih dahulu, bukan hanya tafsir dari salah satu pihak. 

A pabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau 

tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar 

pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan”.
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Terhadap permohonan pembatalan putusan arbitrase oleh PT 

UNICOMINDO PERDANA tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah 

mengambil keputusan pada tanggal 30 April 2002 No. 78/ Pdt.P/ 2002/ PN. 

Jak. Sel, yang amar putusannya adalah pokoknya, adalah: menerima dan 

mengabulkan permohonan para Pemohon Jacob Hcndrawan dan PT. 

UNICOMINDO PERDANA, membatalkan putusan arbitrase Badan Arbitrase 

Nasional Indonesia (BANI) No. 127/ VII/ ARB-BANI/ 2000 tanggal 19 

Februari 2002, menyatakan bahwa putusan arbitrase a quo tidak mempunyai 

kekuatan berlaku dan tidak mengikat para pihak (para Pemohon dan 

Termohon), menyatakan bahwa sengketa antara para Pemohon dan Termohon 

akan diputus Arbiter lain setelah perkara perdata No. 254/ Pdt. G/ 1999/ PN. 

Jkt.Pst mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewisjde), serta 

menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.

119.000,- (seratus sembilan belas ribu rupiah).

Hanya saja apabila penulis melihat pada alasan banding terhadap 

pembatalan putusan BANI yang diajukan PT SAC NUSANTARA Putusan 

PN. Jakarta Selatan No. 78/ Pdt.P/ 2002/ PN. Jak. Sel kepada Mahkamah 

Agung, dengan alasan bahwa Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah 

melampaui batas wewenang mempertimbangkan formalitas dan tertib acara 

arbitrase sebagaimana tercantum dalam Pasal 70 UU Arbitrase, seharusnya 

pemeriksaan permohonan pembatalan putusan arbitarse ini menjadi wewenang 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan bukan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Menurut penulis pertimbangan Mahkamah Agung, sudah tepat karena

berdasarkan kompetensi relatif, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak

berwenang memeriksa permohonan pembatalan putusan arbitrase, melainkan

yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Berdasarkan Pasal 1

butir ke 4 UU Arbitrase bahwa: “,Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri

yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon”. Dan berdasarkan

Pasal 1 butir ke 6 UU Arbitrase, bahwa: “Termohon adalah pihak lawan dari
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Pemohon dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase”. Dan berdasarkan 

Pasal 72 ayat (1) UU Arbitrase, bahwa Permohonan pembatalan putusan 

arbitrase harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Bahwa dalam kasus 

penyelesaian sengketa di arbitrase, Termohon adalah PT. UNICOMINDO 

PERDANA beralamat di Jl. K.H. Mansyur No. 59 Kebon Melati, Tanah 

Abang, Jakarta Pusat, dengan demikian yang berwenang untuk memeriksa 

permohonan pembatalan putusan arbitrase adalah Pengadilan Negeri Jakarta 

Pusat.

Pertimbangan Mahkamah Agung, bahwa berdasarkan pertimbangan- 

pertimbangan tersebut di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan 

keberatan-keberatan banding lainnya, cukup alasan mengabulkan permohonan 

banding dari Pemohon Banding PT. SAC Nusantara dan membatalkan putusan 

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 30 April 2002 No. 78/ Pdt. P/ 2002/ 

PN. Jak. Sel, sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini 

dengan amar sebagai berikut: mengabulkan permohonan banding dari 

Pemohon Banding PT. SAC NUSANTARA, membatalkan putusan 

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 30 April 2002 No. 78/ Pdt. P/ 2002/ 

PN. Jak. Sel di mana Mahkamah Agung mengadili sendiri, dengan menyatakan 

bahw a Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa 

dan memutus permohonan para Pemohon Jacob Hendrawan dan PT. 

UNICOMINDO PERDANA tersebut.

Mengenai proses di BANI juga menimbulkan kontroversi karena ada 

pertentangan antara surat Ketua BANI Prof. Dr. H. Priyatna Abdurasyid, S.H. 

Ph.D., tanggal 19 September 2000, yang tidak melanjutkan persidangan BANI 

karena kasus pidana/perdata yang belum selesai, dan surat Wakil Ketua BANI 

M. Husseyn Umar, S.H. tanggal 9 Juli 2001, yang melanjutkan sidang BANI. 

Menurut pendapat penulis, Majelis Hakim Mahkamah Agung seharusnya juga 

mempertimbangkan mengenai adanya akta-akta yang dilaporkan palsu serta
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sedang disidik atas dasar sangkaan akta palsu sampai adanya putusan yang 

telah mempunyai kekuatan hukum tetap (perdata maupun pidana).

Dari kasus-kasus di atas dapat diambil kesimpulan bahwa penyelesaian 

sengketa melalui arbitrase tidak selalu cepat dan murah. Demikian pula jika 

ternyata pelaksanaan putusannya tidak bisa segera dilaksanakan, baik karena 

adanya itikad tidak baik dari para pihak maupun karena adanya upaya 

bantahan terhadap putusan arbitrase. Pada hakikatnya, tercapai tidaknya tujuan 

semula memilih arbitrase sebagai pilihan dalam penyelesaian sengketa dagang 

yang akan atau telah tercantum dalam suatu kontrak bisnis, tergantung dari 

itikad baik para pihak.
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BAB V 

PENUTUP

Berdasarkan analisa dan uraian pada bab-bab sebelumnya, dalam 

penelitian Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional (Studi Putusan Mahkamah 

Agung Republik Indonesia) dapat dilarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata 

ayat ( 1 ) yang memuat asas kebebasan berkontrak atau asas paeta suni 

servanda ini, maka hakim Pengadilan Negeri dapat menyatakan dirinya tidak 

berwenang karena jabatannya (ex officio) untuk mengadili sengketa yang di 

dalamnya terdapat klausula arbitrase dan tidak tergantung pada ada atau 

tidaknya eksepsi dari tergugat tentang ketidakwenangannya itu. Setiap saat 

selama persidangan berlangsung dapat diajukan tangkisan bahwa hakim tidak 

berwenang memeriksa perkara tersebut, kecuali kedua belah pihak secara 

tegas mencabut klausula arbitrase tersebut.

2. Bahwa upaya pembatalan putusan arbitrase yang telah diputus oleh BANI, 

adalah seperti yang diatur secara limitatif dalam Pasal 70 UU No. 30 Tahun 

1999 (UU Arbitrase), dimana harus memenuhi unsur dalam Pasal 70 tersebut, 

yaitu: Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan 

dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu, setelah putusan diambil 

ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh 

pihak lawan, atau putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh 

salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Dimana sengketa tidak boleh 

dilakukan secara berlebihan. Campur-tangan pengadilan melalui 

kewenangannya untuk membatalkan putusan arbitrase perlu dibatasi, dengan 

tetap memperhatikan norma-norma hukum dalam masyarakat mengenai 

arbitrase. Pengadilan tidak berwenang memeriksa kembali perkara yang sudah

5.1 Kesim pulan
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dijatuhkan putusan arbitrasenya, kecuali apabila ada perbuatan melawan 

hukum terkait dengan pengambilan putusan arbitrase dengan itikad tidak baik, 

dan apabila putusan arbitrase itu melanggar ketertiban umum.

3. Dari beberapa kasus pembatalan putusan arbitrase yang telah diputus BANI 

oleh Mahkamah Agung dapat diketahui bahwa pengadilan tidak secara 

otom atis dapat mengadili suatu sengketa, apabila telah diperjanjikan dalam 

kontrak bisnis mereka sebelumnya berupa klausul arbitrase bahwa para pihak 

akan menyelesaikan sengketa mereka melalui forum arbitrase, kecuali terjadi 

kesalahpahaman mengenai klausula arbitrase, salah pengertian dan salah 

penafsiran, para pihak telah mencabut atau membatalkan klausula arbitrase. 

Selain itu suatu perjanjian arbitrase tidak dapat dilakukan secara efektif 

apabila klausula arbitrase kurang tegas dan jelas/ detil mengenai pilihan forum 

penyelesaian sengketa yang akan digunakan, klausula arbitrase jangan hanya 

dibuat sebagai persyaratan formalitas saja. Mahkamah Agung juga konsisten 

dengan sikapnya bahwa, pada dasarnya yang dianut Mahkamah Agung 

adalah prinsip paeta suni servanda hal ini terlihat pada saat memeriksa dan 

memutus permohonan kasasi dari sengketa kontrak yang gugatannya diajukan 

melalui pengadilan negeri sedangkan kontrak bersangkutan mencantumkan 

klausula arbitrase, dimana klausula arbitrase langsung melahirkan kompetensi 

absolut bagi forum arbitrase bersangkutan sebagaimana telah dipilih oleh 

para pihak. Begitu pula dengan alasan permohonan pembatalan putusan 

arbitrase yang dapat diajukan hanya alasan yang terdapat dalam Pasal 70 UU 

Arbitrase.

5 .2  Saran

1. Para pihak yang mengadakan suatu kontrak atau perjanjian harus mempunyai 

itikad baik bahwa suatu kontrak yang dibuatnya berlaku sebagai undang- 

undang bagi para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu segala perselisihan 

yang terjadi akibat pelaksanaan kontrak harus diselesaikan berdasarkan 

klausul yang tercantum di dalam kontrak.
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2. Agar para pihak yang membuat suatu kontrak bisnis dengan 

mencantumkan klausula arbitrase harus lebih tegas, jelas, cermat, atau 

perlu kehati-hatian dalam merumuskan klausula arbitrase dalam kontrak 

bisnis yang dibuatnya. Apabila para pihak tidak cermat dalam 

merumuskan klausula arbitrase, hal ini akan dapat menjadi sumber 

sengketa di masa yang akan datang.

3. Agar supaya UU Arbitrase perlu disempurnakan dalam beberapa aspek, 

khususnya dalam hal pengaturan mengenai alasan-alasan yang dapat 

digunakan oleh pengadilan Indonesia untuk membatalkan putusan 

arbitrase, seperti yang diatur dalam Pasal 70 UU Arbitrase, karena di 

dalam prakteknya seringkali terdapat ketidakselarasan antara Pasal 70 

yang kini ditafsirkan secara limitatif dengan Penjelasan Umum Pasal 70.
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P U T US A N
Nomor : 03/Arb.Btl/2005 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MA H K A MA H A G U N G

memeriksa perkara banding atas putusan arbitrase telah mengambil putusan 
sebagai berikut :

PT. COMARINDO EXPRES TAMA TOUR & TRAVEL, 
berkedudukan di Jalan Dinoyo Nomor 57, Surabaya, dalam hal ini 
memberi kuasa kepada AHMAD RIYADH UB, SHt M.Si dan 
kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Dinoyo Nomor 49, 
Surabaya, Pemohon Banding dahulu Termohon ;

m e l a w a n :
YEMEN AIRWAYS, berkedudukan di A! Hasaba, Airport Road, 
Sana'a, Republik Yaman, dan kantor perwakilan di Gedung 
Wirausaha lantai 7, Jalan H.R. Rasuna Said Kavling C-5, Jakarta 
Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada CHELLIA BADER 
DJOHAN, SH dan kawan, para Advokat, berkantor di Bapindo 
Plaza, Citibank Tower lantai 24, Jalan Jenderal Sudirman 
Kav.54-55, Jakarta, Termohon Banding dahulu Pemohon ;

Mahkamah Agung tersebut ;
Membaca surat-surat yang bersangkutan ;
Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang 

Termohon Banding dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan 
pembatalan putusan arbitrase melawan Pemohon Banding dahulu sebagai 

Termohon di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas 
dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa BANI Perwakilan Surabaya tidak memiliki jurisdiksi, kewenangan 
serta kompetensi untuk memeriksa serta memutus perkara atas sengketa yang 

terjadi antara Pemohon dengan Termohon selaku Pemohon dalam perkara 

arbitrase BANI Perwakilan Surabaya No.15/ARB/BANI JATIM/lll/2004, karena 

berdasarkan Appointment of General Sales Agent (Passengers) antara Pemohon 

dan Termohon tanggal 29 Oktober 2001 dan Appointment of General Sales 

Agent (Cargo) antara Pemohon dengan Termohon tanggal 5 November 2002 

yang menjadi dasar sengketa antara Pemohon dan Termohon tidak terdapat 

klausul arbitrase yang secara tegas

Y < y  ' '  ^AKAAfl
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memberikan kewenangan kepada BANI Surabaya untuk memeriksa serta 
memutus perkara atas sengketa yang terjadi antara Pemohon dan Termohon 
(Bukti P -1 dan P -2);

Bahwa walaupun Pemohon telah mengirimkan surat-surat kepada 
BANI Surabaya Ref. No : BDR/VI/2004/048 tanggal 23 Juni 2004, Ref. No : 
BDR/VII/2004/054 tanggal 15 Juli 2004 dan Ref. No : BDRA/ll/2004/061 tanggal 
26 Juni 2004, ketiganya perihal penolakan penggunaan lembaga arbitrase 
dalam penyelesaian sengketa antara Pemohon dengan Termohon akan tetapi 
baik Termohon maupun BANI Surabaya tetap menjalankan proses persidangan 
bahkan kemudian BANI Surabaya memberitahukan kepada Pemohon 
berdasarkan keputusan No : 37/SK/BANI SBY/VII/2004 tentang perubahan 
susunan majelis arbiter (Bukti P-3, P-4, P-5 dan P-6);

Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2004, BANI Surabaya telah 
mengeluarkan putusan No.15/ARB/BANI JATI M/l II/2004, yang isi putusannya 
mengabulkan seluruh permohonan dari Termohon (Pemohon Arbitrase);

Bahwa sampai tanggal permohonan pembatalan putusan arbitrase ini 
Pemohon ajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pemohon sama 
sekali tidak pemah menerima putusan BANI Surabaya ;

Bahwa dengan tetap dijalankannya atau dengan kata lain 
"dipaksakan” persidangan oleh BANI Surabaya sampai terjadinya suatu putusan 
arbitrase yang sudah jelas dan nyata sama sekali tidak ada kewenangan dan 
yurisdiksi dalam menyelesaikan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon 
terlihat adanya suatu tipu muslihat yang sengaja dilakukan oleh Termohon yaitu 
dengan memakai berbagai cara dan alasan untuk tercapainya suatu putusan 
yang dimintakan oleh Termohon (Pemohon arbitrase) kepada BANI Surabaya ;

Bahwa putusan arbitrase yang diputuskan oleh BANI Surabaya 
tanggal 19 Agustus 2004, No.15/ARB/BANI J ATI M/l11/2004 adalah cacat hukum 

oleh karena tidak didasarkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang 

dalam Pasal 1 butir (1) menyatakan:

"Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan 

umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis dan 

dinyatakan dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui 
arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus 

dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditanda tangani para pihak yang 
bersengketa".
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Kemudian di dalam Pasal 19 (1) disebutkan bahwa :
"Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah
sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam
perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak".

Bahwa dengan demikian cukup alasan bagi Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999
tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa untuk membatalkan
Putusan BANI Surabaya No.15/ARB/BANI J ATI M/I11/2004 tanggal 19 Agustus
2004;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada 
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan putusan arbitrase No.15/ARB/BANI JATIM/ III/ 2004 tanggal

19 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh BANI Perwakilan Surabaya ;

3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara ;
Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex a quo et bono).

Menimbang, bahwa tertiadap permohonan tersebut Termohon mengajukan
eksepsi, atas dalil-dalil sebagai berikut :

I. Tentang kewenangan relatif.
- Bahwa permohonan Pemohon (YEMEN AIRWAYS (YEMENIA)) adalah

tentang pembatalan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) 
Perwakilan Surabaya tanggal 19 Agustus 2004 Nomor : 15/ARB/BANI 
JATIM/lll/2004, dengan demikian seharusnya permohonan Pemohon 
diajukan di Pengadilan Negeri Surabaya sebab baik putusan yang 

dimohonkan pembatalannya maupun Termohon (PT. COMARINDO 

EXPRES TAMA TOUR & TRAVEL), sebagai pihak dalam perkara a quo 

berkedudukan hukum/berdomisili di wilayah Pengadilan Negeri Surabaya, 

karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (I) HIR haruslah 
permohonan Pemohon ditolak.

- Bahwa selain dari pada itu, Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 30

Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, 

menyebutkan dengan tegas dan jelas "Pengadilan Negeri adalah 

Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal

Termohon".

- Bahwa terbukti, selain permohonan dalam perkara ini, juga Pemohon telah

3

Pembatalan putusan..., Nanin Koeswidi Astuti, FH UI, 2010



Putusan MA No: 03/ Arb. Btl/ 2005

pula mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Surabaya daftar perkara 
Nomor : 577/Pdt.G/2004/PN.Sby.t yang intinya, Pemohon juga memohon 
kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar putusan BANI Perwakilan 
Surabaya Nomor : 15/ARB/BANI JATI M/I11/2004 dinyatakan tidak 
mempunyai kekuatan hukum berlaku, yang membuktikan bahwa Pemohon 
telah mengakui bahwa yang berwenang memeriksa dan mengadili serta 
memutus perkara ini adalah Pengadilan Negeri Surabaya dan menurut 
hukum pengakuan di depan sidang adalah merupakan bukti yang sempurna

Dengan demikian menjadi jelas, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 
tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan 
pembatalan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan 
Surabaya tanggal 19 Agustus 2004 Nomor : 15/ARB/BANI JATIM/lll/2004, yang 
diajukan oleh Pemohon (YEMEN AIRWAYS (YEMENIA)), sebab Termohon 
(PT. COMARINDO EXPRES TAMA TOUR & TRAVEL) berdomisili hukum di 
wilayah Pengadilan Negeri Surabaya sedangkan permohonan Pemohon 
diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehingga menjadi jelas bahwa 
permohonan Pemohon adalah bertentangan dengan ketentuan pasal 1 ayat (4) 
Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 
Penyelesaian Sengketa dan tidak sesuai pula dengan ketentuan Pasal 118 ayat 
(1) HIR. Karenanya terdapat alasan secara juridis formal Pengadilan Negeri 
Jakarta Selatan menolak permohonan Pemohon sebab Pengadilan Negeri 
Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

II. Permohonan Pemohon kurang pihak.
- Bahwa permohonan Pemohon apabila dicermati secara seksama, materi

yang disampaikan baik di dalam posita maupun petitumnya telah 

mempermasalahkan tentang kewenangan BANI Perwakilan Surabaya 

karena telah memeriksa dan memutus perkara Nomor : 15/ARB/BANI 

JATIM/lll/2004, karenanya dalam hal ini perlu Termohon sampaikan bahwa 

segala hal yang berkaitan dengan pengajuan gugatan kepada BANI 

Perwakilan Surabaya yang dilakukan oleh Termohon (PT. COMARINDO 

EXPRES TAMA TOUR & TRAVEL) adalah sesuai dengan ketentuan hukum 

yang berlaku, karenanya jika Pemohon (YEMEN AIRWAYS (YEMENIA)) 

menganggap putusan BANI Perwakilan Surabaya tidak benar dalam 

memeriksa dan memutus perkara Nomor :
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15/ARB/BANI J ATI M/l11/2004, maka seharusnya BANI Perwakilan Surabaya 
digugat dan dijadikan pihak dalam perkara a quo, untuk diberikan 
kesempatan menggunakan haknya menanggapi dalil-dalil Pemohon sebab 
putusan perkara Nomor : 15/ARB/BANI JATIM/lll/2004 diterbitkan oleh BANI 
Perwakilan Surabaya ;

- Bahwa terbukti, selain permohonan dalam perkara ini, juga Pemohon telah 
pula mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Surabaya dalam daftar 
perkara Nomor : 577/Pdt.G/2004/PN.Sby., yang intinya, Pemohon juga 

memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar putusan BANI 
Perwakilan Surabaya Nomor : 15/ARB/BANI JATIM/lll/2004 dinyatakan tidak 
mempunyai kekuatan hukum berlaku, dimana dalam gugatannya Pemohon 
tersebut, menjadikan BANI Pewakilan Surabaya sebagai pihak Tergugat. 
Hal ini membuktikan bahwa Pemohon telah mengakui bahwa BANI 
Perwakilan Surabaya juga merupakan pihak dalam perkara ini.

Dengan demikian dengan tidak dimasukkannya atau tidak dijadikannya 
BANI Perwakilan Surabaya sebagai pihak dalam perkara ini, maka 
permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena 
kurang pihak.

III. Permohonan Pemohon diajukan bertentangan dengan persyaratan : yang 
ditentukan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 1999 tentang 
arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.
- Bahwa upaya hukum untuk melawan putusan arbitrase menurut Undang 

Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 
Penyelesaian Sengketa hanya boleh melalui dan dengan tata cara serta 

alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang tersebut 
diatas, maka apabila dicermati secara seksama dalil Pemohon dalam 

permohonannya angka 1 sampai dengan angka 4 bukanlah alasanalasan 

yang dapat dipakai untuk membatalkan putusan arbitrase tersebut, dengan 

demikian haruslah dalil pemohon ditolak karena tidak berdasar hukum untuk 

dipertimbangkan.

- Bahwa alasan adanya tipu muslihat sebagaimana dalil Pemohon dalam 

permohonannya tersebut adalah jelas tidak berdasarkan hukum, oleh karena 

Pemohon di dalam positanya sama sekali tidak menjelaskan tindakan 

Termohon yang mana yang dinyatakan telah melakukan tipu muslihat, 

sebab alasan adanya tipu muslihat tidak boleh hanya didalilkan tetapi harus 

dibuktikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah
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berkekuatan hukum tetap, sebagaimana secara tegas disebutkan dalam 

penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang 
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

IV.Bahwa selain dari pada itu disebutkan dalam dalil pemohon angka 4 yang 
intinya menyatakan "sampai tanggal permohonan pembatalan putusan 

arbitrase ini Pemohon ajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 

Pemohon sama sekali tidak pemah menerima putusan BANI Surabaya”. 

Dengan demikian adalah hal yang tidak berdasarkan hukum, jika kemudian 
Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Putusan BANI Perwakilan 

Surabaya, oleh karena sangat mustahil Pemohon dapat mengajukan 
permohonan pembatalan putusan BANI perwakilan Surabaya sebagaimana 

dalam perkara ini, sedangkan Pemohon mengakui tidak pemah 
mendapatkan salinan putusan BANI Perwakilan Surabaya tanggal 19 
Agustus 2004 Nomor : 15/ARB/BANI JATIM/lll/2004.
Berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut diatas, maka dalil-dalil Pemohon 
haruslah dikesampingkan, sebab tidak berdasarkan hukum untuk 
dipertimbangkan karenanya terdapat alasan secara juridis formal 
permohonan Pemohon tersebut ditolak untuk seluruhnya atau setidak 
tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

V.Bahwa selain dari pada itu, disamping pemohon mengajukan permohonan 
pembatalan putusan BANI Perwakilan Surabaya Nomor : 15/Arb/BANI 
JATIM/lll/2004, kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ternyata 
pemohon juga mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Surabaya daftar 

perkara nomor : 577/Pdt.G/2004/PN.Sby.,yang intinya Pemohon juga 
memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar Putusan BANI 

Perwakilan Surabaya Nomor : 15/ARB/BANI JATIM/lll/2004 dinyatakan tidak 
mempunyai kekuatan hukum berlaku, dimana dalam gugatannya tersebut, 

BANI Perwakilan Surabaya juga dijadikan Tergugat oleh Pemohon.

Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka terbukti:
- Pemohon telah mengakui bahwa yang berwenang memeriksa dan

mengadili serta memutus perkara ini adalah Pengadilan Negeri Surabaya

dan menurut hukum, pengakuan di depan sidang adalah merupakan bukti
yang sempurna ;

- Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara ini hanya
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bersifat mencoba-coba dan terlihat tidak konsisten.
Karenanya permohonan Pemohon tersebut haruslah ditolak untuk

seluruhnya, satu dan lain halt untuk menghindari adanya putusan yang saling
bertentangan dalam satu badan peradilan.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

telah memberikan putusan sela Nomor: 254/Pdt.P/2004/ PN.Jak.Sel. tanggal 21

Desember 2004 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi Termohon ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan 

mengadili perkara permohonan No.: 254/Pdt.P/2004/ PN Jak .S el.;

3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara ;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan putusan, yaitu putusan 

Nomor : 254/Pdt.P/2004/PN.Jak.Sel. tanggal 6 Januari 2005 yang amarnya 
berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:
- Menolak Eksepsi Termohon ;
DALAM POKOK PERKARA:
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Membatalkan putusan arbitrase No.15/ARB/BANI JATIM/lll/2004, tanggal 19 

Agustus 2004, yang dikeluarkan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia 

(BANI) Perwakilan Surabaya;
3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar 

Rp. 194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
Menimbang, bahwa sesudah putusan tersebut diucapkan dalam sidang 

yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua belah pihak yang 

berperkara pada tanggal 6 Januari 2005, kemudian oleh Termohon dengan 

perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Januari 2005 

diajukan banding secara lisan pada tanggal 19 Januari 2005 sebagaimana 
ternyata dari akte permohonan banding Nomor: 254/PdlP/2004/PN.Jkt.Sel. yang 

dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan mana 
kemudian disusul dengan memori banding yang memuat alasan-alasan yang 

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Januari 
2005;
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Bahwa setelah itu oleh Pemohon yang pada tanggal 14 Januari 2005 telah 
diberitahukan tentang memori banding dari Termohon, diajukan jawaban memori 
banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 
tanggal 24 Januari 2005 ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak 

mengatur prosedur permohonan banding, namun oleh karena menurut pasal 72 

ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 permohonan banding diajukan ke 

Mahkamah Agung, maka prosedur dan pemeriksaan banding tersebut dilakukan 

menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa permohonan banding a quo beserta alasanalasannya 

telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam 

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang, maka 
oleh karena itu permohonan banding tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon 

Banding/Termohon dalam memori bandingnya tersebut pada pokoknya :

Bahwa pada prinsipnya, alasan banding yang diajukan Pemohon banding bertitik 
tolak dari ketentuan yang digariskan Pasal 30 ayat (1) huruf b dan c UU MA, yakni 
putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan :

- salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku,
- lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-

undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang 
bersangkutan.

I. Tindakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam mengadili 

perkara ini telah melanggar asas ador sequitur forum atau forum domisili Yang 

digariskan Pasal 118 Ayat (1) HIR, sehingga perbuatan itu melampaui batas 

kewenangan atau ultra vires, padahal itu dilarang oleh pasal 30 Ayat (1) Huruf a 

UU MA.
Bahwa baik dalam Jawaban maupun Duplik, Pemohon Banding telah 

mengajukan Eksepsi tidak berwenang secara relatif atau exceptio dedanatoris 

yang menyangkut kewenangan relatif.

Dasar alasan Eksepsi tersebut, bertitik tolak dari ketentuan Pasal 118 ayat (1) 

HIR jo Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum 

sebagaimana diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2004, Pasal 4 ayat (1) 

tersebut yang menggariskan batas daerah hukum Pengadilan Negeri :

- Pengadilan Negeri berkedudukan di Kotamadya atau di Ibukota Kabupaten,
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dan
- daerah hukumnya, hanya terbalas meliputi wilayah Kotamadya atau 

Kabupaten yang bersangkutan.
Daerah hukum atau wilayah hukum suatu Pengadilan Negeri, menentukan 

batas kompetensi relatif mengadili bagi setiap Pengadilan Negeri.

Apabila Pengadilan Negeri memeriksa dan mengadili perkara diluar batas 

daerah hukumnya, Pengadilan Negeri tersebut telah melakukan tindakan 

melampaui batas kewenangan relatif. Tindakan itu dikategori sebagai ultra 

vires, sehingga tindakan itu tidak sah (illegal).
Patokan atau asas untuk menentukan kewenangan mengadili dihubungkan 
dengan batas daerah hukum suatu Pengadilan Negeri, merujuk kepada 

ketentuan Pasal 118 HIR ( Pasal 142 RBG) atau Pasal 99 RV.
1. Patokan menentukan kompetensi relatif pengadilan negeri yang diatur 

dalam Pasal 118 ayat (1) HIR, berdasarkan asas actor sequitur forum rei 

atau forum domisili.
Patokan yang digariskan asas actor sequitur forum rei berdasarkan 

ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR:
- yang berwenang memeriksa dan mengadili suatu perkara adalah

Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat atau Termohon,
- oleh karena itu, agar gugatan yang diajukan Penggugat tidak melanggar

kompetensi relatif, gugatan harus diajukan dan dimasukkan kepada 
Pengadilan Negeri yang berkedudukan di wilayah atau daerah hukum 
tempat tinggal Tergugat / Termohon.

Prinsip atau asas actor sequitur forum rei atau forum domisili tidak boleh 

dilanggar. Oleh karena itu dalam kasus perkara inipun, Pengadilan Negeri 
atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan harus menegakkan 

dan menerapkannya.

2. Yang Dimaksud Tempat Tinggal Tergugat/Termohon:
Menurut hukum, yang dianggap sebagai tempat tinggal atau domisili
Tergugat, meliputi:

- tempat kediaman, atau
- tempat alamat tertentu, atau
- tempat kediaman sebenarnya.
Sumber untuk menentukan tempat tinggal yang sah dan resmi, terdiri dari 
beberapa akta atau dokumen :

- berdasar KTP;
- Kartu Rumah Tangga (KRT);
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- Surat Pajak;
- Anggaran Dasar Perseroan (AD).

3. B erdasarkan Anggaran Dasar (AD), tempat kedudukan Pemohon
Banding (PT.Comarindo Exprès Tama Tour & Travel) adalah

S urabaya, maka sesuai dengan asas aetor sequitur forum reiyang

digariskan Pasal 118 ayat (1) HIR Pengadilan Negeri yang berwenang

sec a ra  relatif memeriksa dan mengadili permohonan pembatalan

dalam  kasus ini adalah Pengadilan Negeri Surabaya. Dengan demikian

tindakan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam mengadili perkara ini
m elanggar kompetensi relatif yang diberikan undang-undang kepadanya.

Dari penjelasan yang dikemukakan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta

yang tercantum pada Anggaran Dasar (AD) PT. Comarindo Exprès Tama Tour

& Travel (Pemohon Banding), bahwa alamat atau tempat kedudukannya adalah

kota Surabaya, maka menurut hukum :

- gugatan atau permohonan pembatalan sesuai dengan asas actor sequitur 

forum rei atau forum domisili yang digariskan Pasal 118 ayat (1) HIR harus 

diajukan kepada Pengadilan Negeri Surabaya bukan ke Pengadilan Negeri 

Jakarta  Selatan;

- Oleh karena itu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sesuai 

prinsip kompetensi relatif adalah Pengadilan Negeri Surabaya, bukan 

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Dengan demikian, tindakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 

yang memeriksa dan mengadili perkara ini, nyata-nyata merupakan tindakan 

yang :
- bertentangan atau melanggar ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR dan dikategori 

sebagai perbuatan melampaui batas kewenangan atau ultra vires,
- dengan demikian tindakan itu selain melanggar Pasal 118 ayat (1) HIR juga 

melanggar ketentuan Pasal 30 ayat (1 ) huruf a UU MA.

Berdasarkan alasan ini. Mahkamah Agung R.I. pada peradilan tingkat
banding harus membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 
dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut tidak berwenang

mengadilinya, yang berwenang mengadilinya adalah Pengadilan Negeri
Surabaya.

II.Penolakan Eksepsi mengandung cacat Onvoldoende Gemotiveerd,karena
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mengabaikan ketentuan Pasal 25 Ayat (1 ) UU Nomor 4 Tahun 2004 dan Pasal 
178 Ayat (1)HIR.

Bahwa dalam Jawaban tanggal 29 Nopember 2004 telah diajukan beberapa 
Eksepsi yakni :

1.Eksepsi Kompetensi Relatif ;
2.Eksepsi Plurium Litis Consortium (tidak cukup pihak yaitu pihak sebagai 

Termohon) ;

3.Permohonan pembatalan tidak memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 70 UU 
Nomor 30 Tahun 1999.

Semua Eksepsi itu ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta 
Selatan. Akan tetapi sama sekali tidak dijumpai pertimbangan yang matang 

(maturity judgement) atau pertimbangan yang cukup (suffttient judgement) yang 
rasional dan objektif tentang penolakan itu. Bahwa pertimbangan atas 

penolakan Eksepsi tersebut kacau balau tanpa jelas ujung pangkalnya. Fakta 

tentang itu dapat dilihat pada halaman 14 Putusan termaksud :

- mula-mula ada pertimbangan yang mengatakan :
“Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara maka akan
dipertimbangkan lebih dahulu Eksepsi dari Termohon... "

- kemudian menyusul pertimbangan yang mengatakan "setelah Majelis
meneliti secara seksama datil dari Pemohon cukup jelas bahwa Termohon
telah melakukan tipu muslihat dalam penyelesaian perkara melalui 
Arbitrase, karena itu tidak relevan menarik BANI Surabaya menjadi pihak", -

Selanjutnya dikemukakan pertimbangan yang menyatakan :
bahwa uraian Eksepsi Termohon selebihnya suda h termuat dalam pokok

perkara".
Hanya begitu saja pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta 
Selatan terhadap semua eksepsi yang diajukan Termohon/Pemohon Banding. 

Dari pertimbangan yang kacau dan tidak berpangkal dan berujung itu, langsung 

dijatuhkan amar yang berbunyi : "Menolak Eksepsi Termohon". Putusan 
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut nyata-nyata bertentangan atau 

mengabaikan Pasal 25 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 maupun Pasal 178 
ayat (1) HIR yang memerintahkan agar Hakim Pengadilan Negeri dalam 

menjatuhkan putusan wajib atau harus memuat alasan dan dasar hukum 

putusan tersebut.
Berdasarkan fakta yang membuktikan putusan Pengadilan Negeri Jakarta 
Selatan mengandung cacat onvoldoende gemotiveer, cukup alasan bagi 

Mahkamah Agung RI dalam peradilan tingkat banding untuk membatalkan
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putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan berbarengan dengan itu 
menolak permohonan pembatalan yang diajukan Terbanding.

III.Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah salah menerapkan 

hukum yang menyatakan BANI Perwakilan Surabaya tidak berwenang 
memeriksa sengketa atas alasan dalam perjanjian tidak terdapat klausula 

arbitrase, padahal dalam Pasal 23 Appointment Of General Sales Agent 
(Selanjutnya Disingkat GSA Passengers) dan dalam Pasal 24 Appointment Of 
General Sales Cargo (Selanjutnya Disingkat GSA Cargo), terdapat klausula 

arbitrase, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 

bertentangan dengan Pasal 1342 KUHPerdata.
Bahwa pada halaman 17 putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut 

terdapat pertimbangan yang menyimpulkan, bahwa perjanjian GSA 
Passengers maupun GSA Cargo, tidak mencantumkan klausula Arbitrase. 

"Menurut pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 
perkataan Arbitration yang tercantum sebagai Judul Pasal 23 GSA Passengers 

dan Pasal 24 GSA Cargo:

- bukan klausula Arbitrase;
- tetapi mengatur mengenai pilihan hukum yakni hukum Republik Yaman. 
Alasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berpendapat, 
bahwa dalam klausula tersebut tidak menyebut Arbitrase sebagai cara 
penyelesaian sengketa adalah salah dan keliru, seperti yang dijelaskan di 
bawah in i:
- Perkataan arbitrase tidak dapat ditafsirkan lain, selain dari pada kesepakatan

para pihak menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, dengan demikian 
tindakan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menafsirkan 
perkataan itu lain dari pada arbitrase, bertentangan dengan ketentuan Pasal 
1342 KUHPerdata.

Baik Termohon Banding maupun Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 

membenarkan dan mengakui terdapat kata yang berjudul Arbitration pada 
Pasal 23 GSA Passengers dan Pasal 24 GSA Cargo. Namun pembenaran 

dan pengakuan itu dianulir dan dikesampingkan kembali atas alasan, isi yang 
terkandung dalam judul tersebut:

- bukan kesepakatan penyelesaian sengketa yang timbul melalui Arbitrase;

- tetapi kesepakatan mengenai pilihan hukum yaitu hukum Republik 
Yaman.

Tindakan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
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tersebut bertentangan dengan Pasal 1342 KUHPerdata yang berbunyi : 
"Jika kata-kata suatu persetujuan jelas, tidak diperkenankan untuk 
menyimpang dari padanya dengan jalan penafsiran".

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 1342 KUHPerdata tersebut dihubungkan 
dengan Pasal 23 GSA Passengers dan Pasal 24 GSA Cargo:

- dengan tegas (expressis verbis) tercantum perkataan Arbitration;
- dengan demikian, kata-kata yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut,

sangat jelas yakni Arbitrase ;
- dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 30 Tahun 

1999, perkataan itu merupakan kesepakatan antara para pihak, bahwa 
cara penyelesaian sengketa yang timbul dari GSA Passengers dan GSA 

Cargo, diselesaikan melalui Arbitrase;
- dalam hal yang seperti ini, Pasal 1342 KUHPerdata, melarang Hakim/ 

Pengadilan Negeri melakukan penafsiran yang menyimpang dari 
ketentuan Pasal 23 GSA Passengers dan Pasal 24 GSA Cargo tersebut 
Oleh karena itu, menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 30 Tahun 
1999, perkataan Arbitration adalah Arbitrase yang memiliki makna hakiki 
yang tidak dapat diubah dan dikesampingkan Hakim/Pengadilan Negeri, 
selain dari pada cara penyelesaian sengketa perdata melalui Arbitrase di 
luar peradilan umum.

Sehubungan dengan itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 
benar-benar telah salah menerapkan hukum, karena secara sewenang- 

wenang telah mengenyampingkan atau meniadakan eksistensi klausula 
Arbitrase yang disebut dengan tegas pada Pasal 23 GSA Passengers dan 
Pasal 24 GSA Cargo. Dan tindakan itu jelas -jelas melanggar penerapan 

Pasal 1342 KUHPerdata. Oleh karena itu, cukup alasan untuk 

membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dimaksud.

IV.Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga salah menerapkan 
ketentuan Pasal 1345 KUHPerdata karena telah menafsirkan isi yang 

terdapat di bawah judul arbitration itu kearah yang tidak selaras dengan 

sifat persetujuan.

Bahwa Pasal 1345 KUHPerdata menegaskan : "Jika kata-kata dapat 

diberikan dua macam pengertian, maka harus dipilih pengertian yang paling 
selaras dengan sifat perjanjian

Sekiranyapun ketentuan Pasal 23 GSA Passengers dan Pasal 24 GSA 

Cargo mengandung kata-kata yang memiliki dua macam pengertian :
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bentuk dan tata cara penyelesaian sengketa, padahal dalam kasus perkara 
ini, oleh karena klausula tidak menyebut bentuk dan rules arbitrase yang 
disepakati, Hakim/Pengadilan Negeri harus menerapkan penjelasan Pasal 
56 Ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 1999 secara luas (extend).
Bahwa seperti yang Pemohon Banding jelaskan di atas, dalam Pasal 23 
GSA Passengers dan Pasal 24 GSA Cargo, terdapat dan disepakati 
klausula Arbitrase, hanya saja :
- tidak disepakati bentuk arbitrasenya apakah Institusional atau AD HOC; - 
juga tidak ditentukan kesepakatan mengenai Rules Arbitrasenya apakah

Rules & Procedure BANI, ICC Rules atau UNCITRAL Arbitrase Rules; 
Dalam kasus yang demikian semestinya Hakim/Pengadilan Negeri yang 
memeriksa dan mengadili perkara permohonan pembatalan putusan 
arbitrase ini harus memperluas (to enlarge, to extend) penerapan penjelasan 
Pasal 56 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 1999, dengan acuan sebagai berikut:
• apabila klausula arbitrase tidak menentukan bentuk dan rules arbitrase 

yang disepakati dalam perjanjian berarti para pihak tidak menentukan 
apa-apa tentang itu;

- maka dalam menghadapi kekosongan atau kevakuman yang demikian 
yang harus diterapkan Hakim/Pengadilan Negeri adalah hukum tempat 
arbitrase dilakukan.

Kalau begitu, oleh karena kekosongan kesepakatan mengenai bentuk dan 
rules arbitrase tidak boleh mematikan hak perdata pihak yang 
berkepentingan (dalam hal ini Pemohon Banding) dapat memilih bentuk dan 
rules arbitrase yang dianggapnya paling memudahkan baginya.
Oleh karena ternyata, Pemohon Banding telah memilih bentuk arbitrasenya 
adalah institusi BANI Perwakilan "Surabaya dan rulesnya Rules & 
Procedure BANI, serta tempat bersidang (principal place) Surabaya, maka 

tindakan Pemohon Banding itu telah sesuai dengan Penjelasan Pasal 56 
ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 1999 yakni meminta agar hukum yang 
diterapkan adalah hukum tempat arbitrase dilakukan.

Cara yang demikian sesuai juga dengan Doktrin The Most Appropriate 

Forum yakni tempat dilakukan persidangan merupakan faktor koneksitas 

utama (the main connected factors) menentukan hukum yang diterapkan 

memeriksa dan mengadili perkara Permohonan pembatalan perkara 

arbitrase ini harus memperluas (to enlarge, to extend) penerapan
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Penjelasan Pasal 56 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 1999.
VI. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah salah menerapkan

hukum karena dengan sengaja melanggar ketentuan yang digariskan Pasal
70 serta penjelasan Pasal 70 UU Nomor 30 Tahun 1999. Bahwa pada
halaman 14 putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut
mengatakan bahwa dalil permohonan cukup jelas yakni Termohon telah
melakukan tipu muslihat dalam penyelesaian perkara melalui arbitrase.
Berarti alasan itu sesuai dengan yang dirumuskan dalam Pasal 70 huruf c.
putusan BANI Perwakilan Surabaya, diambil dari hasil tipu muslihat yang
dilakukan Pemohon Banding dalam pemeriksaan sengketa.
1.Sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdata,

beban wajib (Burden of Proof, Bewijslast) dipikulkan kepada
Pemohon/Termohon Banding untuk membuktikan adanya tipu muslihat
yang dilakukan Pemohon Banding selama proses pemeriksaan
berlangsung, tetapi ternyata gagal.
Bahwa dalam Pasal 163 HIR atau Pasal 1865 KUHPerdata telah 
menentukan prinsip : siapa yang mendalilkan sesuatu, wajib 
membuktikannya (who asserts, must proof). Akan tetapi, ternyata selama 
dalam proses pemeriksaan dalam persidangan berlangsung, 
Pemohon/Termohon Banding tidak pemah mengajukan bukti yang 
memenuhi syarat batas minimal pembuktian tentang perbuatan atau 
tindakan tipu muslihat yang telah Pemohon Banding lakukan.
Begitu juga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta 
Selatan dalam putusannya tidak dapat menunjuk secara konkrit perbuatan 
tipu muslihat apa dan yang bagaimana yang telah dilakukan Pemohon 
Banding selama proses pemeriksaan arbitrase berlangsung.

Baik Termohon Banding maupun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta 
Selatan hanya mendasarkan keterbuktian tipu muslihat itu, semata-mata 
bertitik tolak dari Pasal 23 GSA Passengers dan Pasal 24 GSA Cargo. 
Menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan : - pasal-pasal 
tersebut tidak memuat klausula arbitrase;

- oleh karena itu, tindakan Pemohon Banding mengajukan penyelesaian 

sengketa kepada BANI Perwakilan Surabaya disimpulkan sebagai tipu 

muslihat.

2. Keingkaran Termohon Banding memenuhi hak yang dibenarkan hukum 

kepadanya, tidak dapat dijadikan alat bukti tentang adanya

16

Pembatalan putusan..., Nanin Koeswidi Astuti, FH UI, 2010



Putusan MA No: 03/ Art>. Btl/ 2005

tipu muslihat.
Bahwa sudah barang tentu pendapat dan kesimpulan Majelis Hakim 
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut merupakan kesalahan 
penerapan hukum pembuktian maupun kesalahan penerapan Pasal 70 
huruf c UU Nomor 30 Tahun 1999.
Karena segala sesuatu proses pengajuan dan pemeriksaan di BANI 
tersebut, dilakukan secara terbuka (disclosure). Dan pengajuan sesuai 
klausula arbitrase yang dicantumkan pada Pasal 23 GSA Passengers dan 
Pasal 24 GSA Cargo. Proses pemeriksaan dilakukan secara adversarial 
atau contradictor dengan cara memberitahu proses berarbitrase kepada 
Termohon Banding serta memanggil dan memberi kesempatan kepadanya 
untuk mengajukan counterclaim sesuai dengan asas audi et atteram 
pariem. Keingkaran Termohon Banding untuk memenuhi haknya 
menghadiri dan mengajukan Jawaban atau alat bukti yang diperlukan 
untuk membela kepentingannya tidak dapat dijadikan fakta menjadi alat 
bukti membuktikan tipu muslihat yang dilakukan Pemohon Banding.
Dengan demikian. Termohon Banding tidak dapat membuktikan adanya 
tipu muslihat sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta 
Selatan yang mengatakan hal itu terbukti, jelas -jelas merupakan 
manipulasi dan merupakan kesalahan penerapan hukum pembuktian. 
Oleh karena itu putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 
tersebut harus dibatalkan dan menolak permohonan pembatalan yang 
diajukan Termohon Banding.
Alasan tipu muslihat tidak memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 70 UU 
Nomor 30 Tahun 1999.
Bahwa betapa jauhnya langkah penafsiran dan penerapan yang dilakukan 
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai alasan tipu 
muslihat yang disebut dalam Pasal 70 huruf c UU Nomor 30 Tahun 1999 
dikaitkan dengan penjelasan Pasal 70 tersebut.

Menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada halaman 
16 putusannya:

- Pasal 70 UU Nomor 30 Tahun 1999, hanya menyebut tipu muslihat, 
tetapi tidak menyebut apa unsur-unsurnya;

- Selanjutnya penjelasan menyebutkan permohonan pembatalan yang 

disebut dalam pasal itu harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Jadi 

pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
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tersebut telah membenarkan bahwa alasan pembatalan apapun yang 
diajukan (huruf a, b atau c Pasal 70 UU Nomor 30 Tahun 1999), harus 
dibuktikan dengan putusan pengadilan.
Sehubungan dengan itu, sekiranyapun diikuti pertimbangan Majelis Hakim 
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan Pasal 70 huruf c 
tidak menyebut unsur-unsur tipu muslihat. Namun tentang kebenaran 
adanya tipu muslihat yang dilakukan Pemohon Banding harus dibuktikan 
Termohon Banding berdasar putusan pengadilan yang telah berkekuatan 
hukum tetap (selanjutnya disebut BHT):
- yang menghukum Pemohon banding telah melakukan penipuan (bedrog)

atau kecurangan berdasarkan ketentuan Pasal 378 KUHP ;
- hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 1918 KUHPerdata yang

menegaskan, suatu putusan Hakim yang bernilai sebagai alat bukti 
(bewijsniddefen) adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap 
dengan mana seseorang telah dijatuhi hukuman karena kejahatan dan 
pelanggaran;

r hanya putusan yang demikian yang dapat dijadikan bukti dalam suatu 
perkara perdata.

Karena begitu, sesuai dengan penjelasan Pasal 70 UU Nomor 30 Tahun 
1999, agar alasan tipu muslihat yang didalilkan itu dapat dibenarkan 
Pengadilan, maka alasan itu harus dibuktikan dengan putusan Pengadilan 
yang telah berkekuatan hukum tetap.
Ternyata Termohon Banding dalam persidangan, tidak dapat 
menunjukkan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, 
yang menghukum Pemohon Banding melakukan tipu muslihat selama 
proses pemeriksaan BANI Perwakilan Surabaya berlangsung. Namun 
demikian, meskipun Termohon Banding tidak mampu membuktikan tipu 
muslihat yang didalilkannya berdasarkan putusan Pengadilan yang 
berkekuatan hukum tetap, akan tetapi secara tidak benar Majelis Hakim 

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tetap menyimpulkan. Pemohon 
Banding terbukti melakukan tipu muslihat. Berarti Majelis Hakim 

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan salah menerapkan hukum atau 

putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut telah 

melanggar hukum yang digariskan oleh penjelasan Pasal 70 UU Nomor 30 
Tahun 1999 jo Pasal1918 KUHPerdata.
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Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan banding tersebut Mahkamah 
Agung berpendapat:

mengenai alasan I :
bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti

tidak salah menerapkan hukum;
bahwa pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

menentukan bahwa permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan
kepada Ketua Pengadilan Negeri, dan sesuai dengan pasal 1 ayat 4
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pengadilan Negeri yang dimaksud
adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal
Termohon ;

bahwa yang dimaksud dengan Termohon, menurut pasal 1 angka 6 
Undang-Undang yang sama, adalah pihak lawan dari Pemohon dalam 
penyelesaian sengketa melalui arbitrase, karena itu Pengadilan Negeri yang 
berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pembatalan putusan 
arbitrase BANI Perwakilan Surabaya Nomor 15/ARB/BANI JATIM/lll/2004 adalah 
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang wilayah hukumnya meliputi tempat 
tinggal Termohon Arbitrase yakni Yemen Airways yang kantor perwakilannya 
beralamat di Jakarta Selatan ;

bahwa dengan telah diaturnya kompetensi relatif dari Pengadilan Negeri di 
dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (lex specialis), maka ketentuan 
dalam pasal 118 HIR (lex generalis) harus dikesampingkan ; mengenai alasan II: 

bahwa alasan tersebut juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti 
tidak salah menerapkan hukum ;

bahwa judex facti telah mempertimbangkan mengenai eksepsi butir 2 dari 
Termohon pada halaman 14 putusannya, sedangkan mengenai eksepsi lainnya 
karena sudah termasuk pokok perkara maka akan dipertimbangkan 
bersama-sama pokok perkara (lihat halaman14 putusan sela );

mengenai alasan III, IV, V dan VI:
bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena

judex facti tidak salah menerapkan hukum ;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas menurut 

pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Negeri kurang lengkap 

sehingga harus diperbaiki dengan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa dasar permohonan pembatalan putusan arbitrase yang 

diajukan oleh Pemohon adalah bahwa BANI Perwakilan Surabaya tidak
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memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa antara Pemohon 
dengan Termohon, dimana Termohon adalah Pemohon Arbitrase dalam perkara 
Nomor : 15/ARB/BANI JATIM/lll/2004 karena dalam perjanjian antara Pemohon 
dan Termohon yang menjadi dasar sengketa (Appolntment o f  General Sa/es 
Agent (Passengers) tanggal 29 Oktober 2001 dan Appolntment o f General Sales 
Agent (Cargo) tanggal 5 Nopember 2002) tidak terdapat klausul arbitrase yang 
secara tegas memberikan kewenangan kepada BANI Perwakilan Surabaya untuk 
memeriksa dan memutus sengketa antara Pemohon dan Termohon;

bahwa untuk itu Pemohon telah menyurati BANI Surabaya beberapa kalit 
namun BANI Surabaya tetap memeriksa dan memutus sengketa antara 
Pemohon dengan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa pertama-tama Mahkamah Agung akan 
mempertimbangkan mengenai alasan permohonan pembatalan putusan 
arbitrase yang diajukan oleh Pemohon/Termohon Arbitrase ke Pengadilan Negeri 

t

bahwa dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 
tertera bahwa “Bab VII mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase. Hal ini 
dimungkinkan karena beberapa hal, antara lain:

a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan 
dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu ;

b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, 
yang disembunyikan pihak lawan; atau

c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu 
pihak dalam pemeriksaan sengketa";

bahwa kata “antara lain" tersebut memungkinkan Pemohon untuk 
mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase atas alasan diluar yang 
tertera dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, seperti halnya 
dengan alasan kompetensi absolut yang dikemukakan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan 

mempertimbangkan mengenai ada atau tidaknya klausula arbitrase dalam kedua 

perjanjian yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon (bukti P1 = T1 dan bukti P2 

= T2);
bahwa baik Pasal 24 dalam bukti P1 (Appointment of General Sales Agent 

(Passengers) tanggal 29 Oktober 2001) maupun Pasal 23 bukti P2 (Appointment 
o f General Sales Agent (Cargo) tanggal 5 Nopember 2002) berbunyi:
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“Arbitration
This Agreement shall in at respects be interpreted in accordance with the 

Laws ofthe Republic of Yemen”;
bahwa dari rumusan tersebut jelas terlihat bahwa penyelesaian sengketa 

yang timbul berdasarkan perjanjian-perjanjian itu harus diselesaikan menurut 
hukum Republik Yaman, dan karenanya BANI Perwakilan Surabaya tidak 
berwenang untuk menyelesaikan sengketa antara Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atast maka 
permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding : PT. Comarindo 
Exprès Tama Tour & Travel tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar 
putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 254/Pdt.P/2004/PN.Jak.Sel. 
tanggal 6 Januari 2005 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah 
ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Banding adalah pihak yang 
kalah, maka biaya perkara dalam tingkat banding ini dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 
sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 
dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADI LI :

Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding : PT. COMARINDO 
EXPRES TAMA TOUR & TRAVEL tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 
254/Pdt.P/2004/PN.Jak.Sel. tanggal 6 Januari 2005 sebagaimana yang 

dipertimbangkan di atas sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut ; 
DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Termohon ;
DALAM POKOK PERKARA
- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Membatalkan putusan arbitrase dari BANI Perwakilan Surabaya Nomor

15/ARB/BANI JATIM/III/2004 tanggal 19 Agustus 2004 ;

21

Pembatalan putusan..., Nanin Koeswidi Astuti, FH UI, 2010



Putusan MA No: 03/ Arb. Btl/ 2005

Menyatakan BANI Perwakilan Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa dan 
memutus sengketa antara Pemohon dan Termohon yang didasarkan pada 
Appointment of General Sales Agent (Passengers) tanggal 24 Oktober 2001 
dan Appointment of General Sales Agent (Cargo) tanggal 5 Nopember 2002 ; 

Menghukum Pemohon Banding/Termohon untuk membayar biaya perkara 
dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar 
Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung 
pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2006 oleh Marianna Sutadi, SH Hakim Agung 
yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Atja 
Sondjaja, SH dan Prof. Rehngena Purba, SH, MS, Hakim-Hakim Agung sebagai 
Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga 
oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nani 
Indrawati, SH, M. Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota : ttd! Atja Sondjaja, £ 

ttd/ Prof.Rehngena Purba,SH.,MS.

Biaya-biaya :
1. M e t e r a i ....................Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i ........................Rp. 1.000,-
3. Administrasi kasasi Rp.493.00Q.-

J u m l a h .......................Rp.500.000,-

Untuk salinan 
MAHKAMAH AGUNG RI 

an.Panitera 
Plt. Kepala Direktorat Perdata

(H. Parwoto Wignjosumarto.SH)

N I P.040.018.142.

K e t u a : 
ttd/

Marianna Sutadi, SH. 

Panitera Pengganti: ttdV 

Nani Indrawati, SH.,M. Hum.
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( m a h k a m a h  AG U N G  B I

P U T U S A N  

Nom or: VBANDING/WASrr/2003 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG M Al IA ESA 

M A H K A M A H  A G U N G

memeriksa perkara banding atas putuisn Pengadilan Negeri mengenal putucan Wasit 
(Badan Arbltrafta Naalonil Indonesia) telah meno»mb'l putusan sebsgaj berikut catan 
jtorkarft:

P E R U SA W A A N  U M U M  PERCETAKAN U AN G  REPUBLIK IN D O N ES IA , 
beralamat di JI.Foietehcn Norror4 OtotcK-VKebeyoron j . Jakarta Sebtan, 
diwakili oleh Kuasanya Ny. Hanlni Mochtar Ka*ran. SM, dfcV, berkantor d 
Ja la n  Alu*Alu n ,  Rawamangun, Jakarta Timur, Pembanding 1» juga 
Terbanding, dahulu Termohon Pembatalan;

m 9 I a w a  n

PT. PURA BARUTAM A» suatu perseroan Terbaais yang didirikan dan tunduk 
peda hukum Negara Republik Indonesia beralant di Jalan AKBP Agil 
Kuscmadya Nomor 203 Kudus 59340 diwakili deh kuasanya Luhut MP. 
Pangaribuan, SH.LLM. dor. Pramudya, SH. Advokat dan Pengacara berkantor 
paes Luhut MP. Pangaribuan dan Partner <LMP & P) Advokates and 
Ccunsellor* at Law beralamat di Sepintio Plaza« CWhank Tower l t  23. Jalan 
J  Andara!Sudirman Kav.b<-55Ja'<arta 1?190asnKantor Pramudya & Partner, 
beralanat di Perum Semaranp Indah Blok D XWl/17 B Semarang, berdAsarican 
"Surat Kuasa Khusus* tertanggal 1 Agustus 2002, Terbanding juga 
Pembanding II, dahulu Pemohon Pembatalan;

Mahkamah Agung tersebut;

M em baca surat*auratyang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Terbanding 
juga Pem banding II sebagai Pemohon Pembatalan telah menggugat sekarang 
Terbanding juga Pembanding I aebagsi Termohon Pembatalan dimuto porsidangan 
Pengadilan Negeri Kudus podo pokoknya atas rtalll-dalll;

bah'.v« Pemohon adaUh perusahaan pembual kertas uang yang terikat dengar 
perjanjian kerja dongan PERURI yaitu mclaiui perjanjian SP*3S<72000 (selanjutnya 
disebut Perjanjian SP-3W;

btiliwo didalam perjanjian SP*35 PERURI bertindak untuk dan atas nama Bank 
Mdonesia sobagai pembeli kertas ueng sesuat dengan perjen'ian pokok hubungan kerja 
No. 30/l/UPU/PAPU 

3 « /VI I I/1997

de igan PT. PURA OARUTAM A sebagal penjual kertas uang;
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bahwa dalam pelakaanaan perjanjian kerja tersebut lerjadt sengketa antara
Pemohon dengan PERUfii;

bahwa PERURI telah mengajukan 6engketa tersebut di DANI dan te<dafta' dengan
N 0.147/IV/ARB-BANI/2001;

bshw a BANI telah memeriksa dan memutus sengketa pada (9 0 9 9 0 ) 4 Juli 2002,

baHwa dalam putusan EAM  disebutkan bahwa Pengadilai Negeri yang ditunjuk 
untuk melaksanakan putusan BANI tersebut adalah Pengeditan Negeri Kudus (PN. 
K U D U S I;

banwo BANI melalui Sekretaris sidang telah nendaftarkan putusan di PN Kudus pada 
tanggal 29 Juli 2002 dibav/ah No.1/AfiEV2 0 0 2 iPN.KDS;

bahwa te*hadap putusan BANI dapat diajukan permohonan pembatalan putusan 
yang menurut ketentuan pasal 71 UU No.3 C tahun 1999tentang Arbitrase dan Altem w f 
Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut UU Mo.30'Tahun 1939) mempunyai jengka 
waktu 30 (tlsa puluh) hari;

Bahwa Pemohon telah mengajukan permdhoran pembatalan putusan BANI dalam 
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putus*n BANI didaftarkan di PN. Kudu», dencen 
dem kian masih dalam tenggang waktu yag drtentJkan dalam UU N oJO  tahun 1999;

D A S A R  H U K U M  UN1UK PSMBATAIAN PUTUSAN BANI

Bahwa berdasarkan pasal >0 UU No.30 tahu"» 1999 tertang Arbitrese dan Ahernatif 
Pcnyulesaten Sengketa (se'an)utnya disebut UU No.30 tahun 1999) Pemohon dapat 
mengajukan permohonan pembatalan Putusan BANI di PN. Kudua, apabila putusan 
torsebut diduga mengandung cnsu'*ur$ur sebagal berikut:

Surat ateu dokumen ya ig  diajuksn dalam pemeriksaan, setelan putusan dijatuhkan/ 
diakui pa fiu atau dinyatakai palsu;

Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersi*at menentukan yang 
disembunyikun oleh pihak lawan, atau putusan diambil dah has I tipu mt/alihat yang 
dilskukan olflh ealah satu pihak dalsm pemeriksaan sengketa;

ALASAN-ALASAN PERVOHONAN PFMBATALAN

Pasal 70 U(J No.30 tahun 1999 butir b yang msnentjfcan bahwa putusan OAN. dapat 
dibatalkan bila : ....... Setsiah putusan diambl' ditemukan dokumen yang bersifat
menentukan« yang disembunyikan oleh pihak lawan...... *;

PER JRI tidak mempunyai Sura: Kussa Khusus dari Bank IniionesiB;

Bahwa menurut Perjanjian SP-35 dan Pcfjenjian Pokok Hubungan Kerja diketahui bahwa 
PFRUPI adalah kuasa dari Bank Indonesia untuk membeli kertas uang. Didalam 
perjanjian SP-3S tersebut kuasa yang d berikan hanyalah untuk Keperluan pengadaan 
koitas uang, dan tidak untuk tuji.an nrengajukan perkara ke lembaga penyelesaian 
sengketa in casu B A N I;

3ahwa sebmjoinana ditent jkar dalam pas?l 79 ayal (2) 'JU  No30 tahun 1S83 oahwa
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Para pitiOk Vany bersergkelp dapet diwakili oleh kuasanya dergon aurat kuasa 
kh ii«iis ;

B a h w a  R E ftU ftl daliuw «e n g k a u  d i DANI tidak m em punyai surat kuas« dori Bank 
Indonesia dert le b ih  u o n  tegf PERURI tidok mempunyai hak untuk m enggugat karena 
d a 'a m  perjitnjidn S P -J5  dah PPHK PERURI bertindak untuk dan atas nama Bank Indonesia 
tm  batas pad a  pengapsan kertas uang ;

P FR U R I sen gaja  tidak menunjukkan dokumen {bukti} yanp seharusnya dtejukan dan 
putu&an B A N I mamh*mHt:art;

B a h w a  d a la m  persidangan PERURI. Yang mendalilkan kartas uang Pem ohon tidak 
m e m e n u h i standar spesifikasi, tatap< t.dafc pernali mnnunjukkan kertas uang tersebut 
dan buV;i lab oratorium  yarjg menyalakan hal ;tu. Padahal berdasarkan pasal 14 ayat (5* 
Perjanjian S P -3 5 , PERURI ¿ ¡w a jib k u  untuk menunjukkan knrtas uang Pemohon yang 
rusak y a n g  be lu m  dicetak untuk menentukan pihak yang bertenggjng fawab.

N a m u n  P ER U R I hanya menunjutyum bobtrapa lembar uang kertas yang cacat produksi;

Balnya selanjutnya bukti PERURI yaitu berupa beborapa lembar uang kertas yang cacat 
produksi tersebut kem udian rtl/adikan bahari pertimbangan dalam putusan BANI untuk 
m enggeneroU pfr bahwa semua produk keras uang Pemohon adalah sub-standard dan 
rm m ghitongkan bukti-bukti surat yaitu hasil laboratorium yang menyatakan bahwa kertas 
u a n g  pro duksi Pem ohon layak cetak;

S ah w o  putusan 8 A N I yang vudah mengakui bahwa untuk membuktikan lebih lanjut 
m e n g e n a l spesifikasi tohnfc kertas ueug m em butuhkan pendapat ahli dan telah 
m e n u n ju k  ahli dari Sucofindo» Nomun Ketika ahli Sueofindo tidak datang, bukannya 
m e n u n ju k  ahli lain untuk membuktikan kualitas sub-standard, tapi Majelis A rb h cr jalan 
tftrufi d e n ga n  keputusannya yahu dengan menggunakan pendapatnya sendiri, ya n g  
sudah m e n ya d a ri bahwa Ms-elts Arbitcr bukanlah ahli kertas uang.

D e n g a n  perkataan lain ada pertentangan enUro sikap dan pendapat Majelis Arbtter 
(tidak konsisteiO;

B e h w e  sebaliknya, berdasarkan bukti ccntoh kertas uang yang dibawa Pem ohon dalam  
persid angan dan keterangan saksi Sri H«tm o seita bukti-bukti surat hasil laboratorium  
dapa t dibuktikan bahw a kertas uang Pemohon memenuh» standar spesifikasi;

Pasal 70 U U  N o JW  tahun 1999 butir c menentukan bahwa putusan BAN I dapal dibatalkan
oila *........Putusan diam bi dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak
d alam  pem eriksaan sengtata*;

S a la h  s e o ra n g  a rb ite r yang diajukan PERURI« yaitu Pro* Priystna A b d u n a s y ia , 
nr.em punyal kepentingan finansial dengan PERURI;

B a h w a  bCfdosa*k*n pasal 12 jo  pasat 2? U U  No.30 tahun 1999 ditentukan bahw a yang 
d a p a t d itu n ju k  atau diangkat sebegal arbiter ha ru sia i m em enuhi p e rsya ra ta n - 
persyaratan, salah satu dtantaranya edalah tidak mempunyai kegentingan linsnsial atau 
kepentingan lain atas putusan Arbitrase (pasal 12 butird UU No.30 tahun 1999) sehingga 
tidak m enim b jlkun,kera guan bahwa arbiter (erceh it akan melakukan tugasnya secara 
bebas do n tidek akan berpihak delam mengambil putusan;
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u a n g  kertas d e n  perin ta h  prnduks] m asai dari PERUfU kepada P em o h o n yang 
m engakibatkan produksi kartastidek dapat dilakukan dan jadwal pengiriman lidak dapat
d ip e n u h i;

9ukti keterlambatan pembayaran PCRURl pada pengiriman kertas uang U  2000, sehingga 
m engakibatkan panglrim ah kertos uang U  2000 (ainnya menjadi terlam bat.

Te n ta n g  B a n i Garansi, bukti permohonan perpanjangan Bank Garansi yang dilakukan 
P e m o h c n  ‘<epac6  Bank yang bersangkutan tidak dapat diteailsir karena m em butuhkan 
A d d e n d u m  Perjanjian, bukti permintaan Pemohon untuk melakukan perjanjian yang 
tidak p e rnah  ditanggapi oleh PERIJR1 ;

Tentang W anprestasi PERURI terhadap pembayaran kertas tiang, bukli pengiriman kertas 
u a n g  U -2 0 0 0  dun S*7000 yang tefoh diterima oleh PgRUfil, bukti dari Pem ohon yang 
b e lu m  tarbayor;

Ta n ta n g  rekayaaa operator {PERURI), dalarn p r o « «  cotak ( T T 10, T T  31 dan T T  361;

3. Klausula A 'b'tra& e dalam perjanjian SP-35 belum efektif.

B erdasarkan pasal 22 ayat (1) Perjanjian SP-3b '•

1. A p a b ila  d ik cm u d ta n  hari terjodi perselisihan dalam ponafsiran d a n  atau 
pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari perjanjian Ini dan eUu hel-ha' lainnya, maka 
pihak kesatu (P E R U M  PERURI» dan Pihak kedua (Pemohon) telah sepakat dan 
berjanji u n ;u k  terlebih dahulu monyelesai<an secara musyawarah untukrnencepei 
m ufokat:

Z. B ilam ana csro m usyawarah tersebut ayat {1) pasal Ini tidak dicapai kota aepaka? 
d alom  penyelesaian perselisihan, maka pihak kesatu dan pihak kedua sepakat ce n  
berjanji untuk menyelesaikan saiuruh sengketa yang Umbul dari perjanjian ir i  
kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia ( 8  AM> untuk diselesaikan pada tingkat 
pertam a dan terakhir m enurut peraturan dan prosedur BANI det:

Bahw a Pcrnohon datem jowabart gugatan menyatakan nufakatbelum b«rakh»r. den gar 
dem ikian gugata n PERURI melalui BANI adalah prem atur;

P u tu s a n  B A N I d a la m  p e rtim b a n ga n n ya  m enolak Jawaban P e m ch o r, d e n g o n  
m e n d a s ik a n  pada kehadiran seorang arbiter yang ditunjuk Pemohon dan kehediran 
P tT io h o n  dalan*. persidangan sebagai penundukkan diri suka rela;

Bahw a pertim bangan Majelis Arbiter ini adalah tisu muslihat karena mekanisme yang 
diatur olah U l j  No.30 tahun 1999 mengharuskan Pemohon hadir dalarr persidangan, 
m enun j» j* arbiter dan menyampingkan keberatan dalam eksepsi, serta Pem ohon berkait- 
kait m e m o h o n  hal Ini untuk diputuskan terlebih dahulu ;

4. Putusan B A N I menyatakan yang bukan pihak dalam persengketaan ;

B ah w a paru pihak dalam perkara No.M7/IV/AR3 BANt/2001 di B A M  ini adaleft antar» 
PfeHURI rr.d law an P T. PU R A B A R U TA M A ;

B a h w a  d a la m  pertim bangan pulu&an BANI Cikatokan. pada halam an 50-61, Bank 
Indo n e sia  ikut bersalah karena ralah membatalkan tenccr psrtam a sehm gge Ikut 
uer&ama m em ikul tanggung jawab etos kesalahan Pemohon;
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B a h w a  pertim ban gan putusan BANI ini adalah berlebihan den m enyim pang duri 
kcw onangar. yang cifcerikan pada arbiter untuk memeriksa pcikara N o. 147/1V/ARB 
BANt/2001;

B a lm u  dengar» demikian putusan BAN ini adaloh tipu muslihat karena seharusnya 
ya n g  m e m punyai legat sta n d n g  untuk ber^erkars adalah Banklrdonesla bulan PERURI;

D , b e h w a  berdasarkan pasal 69 U U  No.30 tahun 1999 pelaksanaan putusan B A N I 
dalam  waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diucapkan.

B ahw a putusan B A N I diucepkan pada tanggal 4 Ju li 2002 dan banwa putusan B A N I 
tersebut leJah didaftarkan pada tanggal 29 Jufi 2002.

B ahw a untuk m engurangi resiko ftru g lin  bagi Pemof-on yang merupakan indurrri 
d a la m  negeri (asset daerehi dan mem punyai karyawan sekitar 800C orang, m ake 
pelaksanaan putusan B A N I akon menimbulkan permasalahan social;

B ahw a oleh karena itu kami mohon dalam putusan provisions' m enunda pelaksanaan 
putusan B A N I No. : 147/1V/AP.B-BANI/2001;

E. Bahw a berdasarkan penjelasan alinea kodua dari pasal 72 ayat {?} U U  N o  30 tahun
1999 ya n g  m enyebutkan bahwa Ketua Pengadilan Negeri dapat m em utuskan 
b ahw a setelah diucapkan pembatalan arbiter yang sama otou artriter lein okan 
rrom eriksa kembali sergketa bersangkutan atau menentukan bahwa M tu  sengketa 
tidak m ungkin dise'esaikan lagi melalui arbitrase;

Maka Pem ohon m ohon supaya d tun uk arbiter baru guno rremerîksa kembal) sengketa 
para p ih a k ;

Berdasarkan dai i-dalil yang tefeli diu'aikan dialas perkenankanlah dengan ini Pem ohon 
m o h o n  kepada Kerja Pengadilan Nageri Kudus urtuk memerintahkan dan m em uTus :

Provtalonll i
Menyatakan bahwa putusan BANI No.l47ÆV/ARB-BANÿ20C)l ditunda pelaksana?*« rrya; 

Pokok Perkara :
1. M engabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2- Menyotokon bahwa PutuMn ÇANI No. 147/ARB-BANI/2001 <fibatalkan untuk 

seluruhnya;
3. M e n u n ju k  A rbiter baru guna memeriksa kem bali sengketa perfcare P E R U R I 

m elaw an PT. P U R A  B A R U TA M A  ;

4. M e n ghu k u m  Pem ohon untuk m embayar biaya perkara;

A T A U :
Apabila Ketua Pergadilar Negeri berpendapat lain, m chon putusan sesuai dengan 
y a n g  seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum  (E x  A e q u o  et bonoi.

bahw a terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kudus tatah m angam bil 
putusan, yahu pittueannya tunggal 2 Jufi 2003 No^VPDT/P/2002/PN.KDS. yang am arnya 
berbunyi sebagai berikut :
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A. DALAM PROVISI:

Monpabulkai permohonan provisi daM Pemohon pembaleian yahu bshws Putusan
Oadan A rb itit»  Nasional Nomor: i47/rWARB*BANI/20i)11 ditunda pelaksanaannya;

B. DALAM POKOK PfHKARA:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk febagian;

2. MenyaUikan bahwa Putusan Dadar Arbitral Nasional (BANI) Norror : 147/ 
IV/ARB-BANI/2001, dibatalkan scljrulinye,

3. Menolak permohonan pemohonan pomhstafon untuk selebihnya;

4. Menghukum Termohon pembatalan untuk memDayar biays peritara in' 
snbesar Rp,149.000*- («ratus empat pduh sambilan ribu rupiah);

bahwa sosudah putusan terakhir h i diberftahutan kepada para pihak pada tangga 
2 Juli 2003 kemudian terhadapnya oleh Termohon Pembatalan dan Pemohon 
Pembatalan dengan peranteraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus 
Termohon Pembatalan tanggal 28 Mei 2003 dan surat kuasa khusjs Pemohon 
Pembatalan tanggal 1 Agustus 2002 diajukan permohonan Banding secara lisan pads 
tanggal 15 Juli 2003 dan tangga) 16 Juli 2003 sebagaimana ternyata dari akte 
permohonan bending No3VPdtP/2O02/PN.Kds. yang dibuat eleh Panitera Pengadilan 
Ntgsrt Kudus, permohonan mana kemudian disustl dengan memari Banding yang 

^ mamufit a lf san-elasan yeng diterima di Kepsnitcroon Perwadilan Negeri tersebut pada 
tanggal 28 Juli 2003 dan tanggal 30 Juli 2003;

bahwa satelah itu oleh Terbanding juga Pembanding yang pacfo tanggal 12 Agustus 
2003 telah diberitahukan tentang memari binding dari Pembanding juga Terbanding 
diaju* ari jawaban memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Nege*i 
Kudus pada tanggal 11 September 2003;

Monfm&aog, bahwa berdasarkan pasal 72 ayat 44} Undang-undang No.30 tahun 
1999 terheetop putusan Pengadilan Negeri yang mengadili gugatan pembatalan Pjiusan 
Afbitrafil depat dimintakan banding;

Monimbeng, bahwa v/ataupun d3lam Undang-undang No.30 tahun 1999 tidak 
ditetaskan tentang masa tenggang waktu menyatakan banding den penyerahan memori 
banding, karena upaya hukum banding ditujukan kepada Mahkamah Agung den 
nicr urakan yurisdiksi Mahkamah Agung, maka dengan tidak diaturnya acara bacWng 
tersebut, dengan sendirinya acara banding mengacu kepada Undang-cndang No K  
tahun 1985 sehingga upaya hukum banding disamakan dencan kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan banding a quo beserta alesaival&sannya yang 
telah dibArtiahuicfln kepada pihak lawan deegen sa*<sama diajukan dalarr tenggang 
wafcu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, neka oleh karena Itu 
pomohontn Banding tersebut formil dapat diterima;

Meni m bang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan olah Pembanding 1 dalam 
menrcri bandingnya tersebut pada pokoknya ialah:

1 f/a> iir. Hakim Pengadilan Negeri Kudus teleh melalaikan ketentuan Pasal 70
tndsng-unu&ng No. 30 tiihun 199&Tentang Arbitrase dan alternatif Penyelasaien
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Sengkft*» (U U  Arb tras*) yang mewajibkan battwa alasan-alasan (Permohonan) 
ptunbarabn putusan avbiira$ 6  h&rus d  buktikan dengan putusan Pengecilan:

I, Pasat 70 U U  Arbitrase, dalam batang tubuhnya secara fesfas mengaturbahwa
terdapat 3 (tiga) alasan yang dapat dielukan untuk memohonkan pembatalan 
putusan arbitrase. Kotentuon dalom batang tubuh Pasal 70 U U  Arbirrifift 
berbunyi:

'Terhadap putusan arbitrase, para pihak dapat mengajukan permohonan 
pemaetalan apesi4® putusan rersebut diduga mengandung un*gr-unsur 
sebagai berikut;

a Sirat a:au dokumen yang diajukan d&lam pemeriksaan, setelah putusan
dijetuhton d aku) pa!su atau dinyatakan palsu;

o. Setelah putusan diombtl, ditemuican dokumen yang bersifat menentukan 
yang disembuny ikan oloh pihak lawan; 

c. Putusan diambil dari hasil tipu muilihatyang cflakukan oleh salali satu 
pihak dalam pemeriksaan sengketa ;

Selanjutnya, dalam bagian penjelasannya. Pasal 70 UU  Arbitrase» mengatur 
dengan |elss;

•Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase 
yang sudah didaftarkan di Pengadilan. Alasan-alasan p e rm o io n a n  
pembatalan yang disebut dalam pasal inj harus dibuktikan dengan putusan 
Pengadilan. Apabila Pengcdilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut 
terbukti atau tidak terbukti, maka putusan Pengadilan ini dapat digunakan 
s>cbagtu dasa' petimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau manofak 
permohonan;

ii. Bahwa tidak terdapat pertentangan amar* ketectuan ¿3 (3  m  tubuh Pasal 70 
maupun penjelasan Pasal 70. Ketentuan dalam tubuh pasal dan penjelasan* 
ny* dalam fcag:«n  Penjelasan Ayat (Penjelasan Khusus) adalah bersifat 
normatif dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpfeaikan, sehingga 
tidak boleh ciUfsi'kanscpotcng-aapotong;

¡U. Dengan demikian, penggunaan kata ’ dugaan* dalam batang tubuh Pasal 70 
m engandjng makna bahwa hal'perlstiwd yang diajukan sebagai alasan 
pembatalan, yang kellka diajukan masih berupa dugaan, harus sudah 
dibuktikan dan diputus sebelum putusan aras permohonan pembatalan 
dijatuhkan ;

rv Bahwa U U  Arbitrase tslah disusun dengan menjunjung tinggi prinsip 
Unlversa! Arbitrase yaitu bahwa putusannya bersifat 'Final dan mengikat*, 
sehingga permohonan pembatalan benar-benar diatur dengan ketat dan tidak 
mudah untuk dilaksanakan, lebih-lebih tldakdlmaksudkan untuk serta meria 
minta pembatalan putusan arbitrase yang sebelumnya didasarkan perjan;tan 
arbitrase yang disepakati kedua pihak;

v. Maksud Pasat 70 U U  Arbitrase tertahui adalah jelas, yakni alasan yang 
diajukan oleh suetu pemohon pembatalan putusan A'bitrcsd yang dlambii 
dari salah satu dari alasan yang disebut oleh Pasal 70 itu sendiri, harus 
dibuktikan terlebih dahulu n e la iu  suat« putusan Pengadilan. Putusan
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Pengadilan milah yottg nantinya atmi dipakai oleh Hakim yarg m«merikaa 
permohonan pemlMtalan untuk mnmutufikan apakah mtrterime atau menolak 
porm c-hoftan:

vi. ttordo-artu* putusan Mjhfcamah Agung No.Oi/Oandlna/WasIt/ZOOI ta n d a i 
2 M aret 2 0 0 *». penyebutan tiga unsur yang dapat d*«Juk*n »ebagai atasan 
perm ohonan pembotolan putusan oibitrase dalam Pasal 70 U U  Art>fer»»e 
sdaldh bersifat HmlMtlf, yang aninya alasan yang dapat diajukan olah auetu 
pihak untuk rremohonken pembatalan putusan arbitrase hanya boleh dipilih 
atau d  nfnbil dari antara liga unsur daliirti Pasol 70 dimaksue. Tidak ada «lasan 
untuk '-lemc^ionkan pembatalan putusan arbitrase selain dari «alah *atu dari 
Uatiga unsur dalam pasal 70;

vil. Dengan dem.kian, dalam prose* pem Utalan putusan arbitrase berdasarkan 
U U  AfOitros«; harus dibedakan antara doa proses peradilan yang maslng- 
tr:«sm ii bord'H s e n rH  dan tidak boloh dicampur aduk, yakni;

o. Proses ptiradilan yang merrwiksa alasan pembatalan; dan 
t* P 'o se *  peradilan yang m em eriksa dan mem utus perm ohonan 

pmnbatn a n ;
vilL P^idakft*iynt4 arnya< pemeriksaan ulang perkara Nom or: 30/Pdt/2002/PN.K£s. 

v e lab ttirian<jsung singtoL nemun bertentangan dengan pdns’p bahwa dasar 
v»*fnt> sialan ArbUr*«* yang limitatif berdasar Pasal 70 Undang-undang 
A.rt)ltr/iso borikut Penjelasannya harus’dibuktikan terlebih dahulu cacar» 
v h u s u i karena masih bersifat dugaan, ternyata Majelis Keklm mengabai- 
kanny* dan langsung menyatakan dirinya berwenang sekaligus memefikaa 
dan m em utus alasan pembotolan Padahal, khusus persidangan yang 
«v.cmrriksa «vasan pembatalan, R^honisnya dilaksanakan melalui proses 
fitjk*a tersendiri, dlmeno Term ohon pembatalan/Pembanding dim inta 
rHKiddpetniawpun i^cibuittion sebaiknya (te<jenbMivli*» agar tidak tumpang 
findfr ueng^n pror.ofi pemeriksaan permohonan pembatalanrya;

xl. Cdhvw» pad* halaman 100 Putusan PN. Kudus No.3Q/Pdt.P/2fl0?/PN.Kds. 
*ungc.»l 2  4uH 2003. Ma)el'* Hak'm menafsirkan kata ‘dopat* dclsm penjelasan 
p.isaf C artikan "tltfuk herus*. sehingga penafsiran Majelis KaMrn torsobut 
H»loy cirnafcMidkan sebagai Justifikasiuntuk menyatakan airinya berwenang 
•v* a t u r k a n  dan rnemutus kedua proses tersebut yaitu memeriksa dan 
v e m .iu s  tentang bloeon pcrrbatolon sekallgti* mamarlkfca dan momutua 
[*i»*nn-hori!tn pembatalan;

x. £shvw» oenimbanpitn Majelis Hakim pada halaman 100 Putusan PN. Kuduj 
st©.30. l>dt.l72002/PM.Kchi. tanggal 2 Juli 2003 tentang "bagaimana mungkin 
'/Ut<j»«i*'Pe«>u3diiandapat diperolehdalam waktu singkat",pada hafcekatnya 
•^enf' ikar penafK*ran yang *nerupakan keberpihakan kepada Pemohon 
r.jmfc* talw\'rsrboml»ngdunSibena'nya menunjuffkan pelanggaran terhadap 

rtogen a b t^lu t Hari prhsas poradtlan pldono yong berwenang 
r « 'm ’ 'iksa luauhar« odaoya ■

T» »dofcp. Jana rcng^trlep»«'1 untuk alasan *Menyembunyt*afl Dokumen”; 
li-ida» pidan« fWni|n>on urtwk a'asan T ip u  Mmtihat*:
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BahwA Alasan p*rnbaW lan putu9on arbitras« morupakan dolik pidono, diakui 
o le h  M ajç Î3  Hakim PN, Kudus condiri yang d a lerr p e rtim b a n ga n n ya  
m&nvobut-*dii, butiwulumanye prosestersabuladalah karcno *nerus melalui 
Lahap'tehap pemcrite.in Mpertl Penyidikan, Penuntutan...,..,, Kem udian rm a i^  
a d a  upaya hukum teçl yaitu bandlno, kasasi d a n  Peninjauan Kem bali (PtO, 
lbaJ*>*nnn 100,harisS-9, p u lusanP N , Kudus Nr>.30/Pdl P/7332/PM.Kds. tanggal
2 Ju< 2003;

x. To rrro h o n  Pcm i'iatolo'VFem banding e©Hk awal teloh m e n ge m u ka ka n
posirinya dao m*ngînruMkan M o llis  Hakim PN. Kudus bahw a bukti yano 
luMU:> diajukan ol^hPenio^on Pembatalan/Terbanding harus berupa putusan 
dari prosei peradilan tersendiri y a rg  mermiiWAkan adanya tipu m uslihat dan 
d o k u 'n tn  vung oltamüunyikan sebagaimana dimaksud o l«h  Pas«t 7 0  U U  
A rbit'sse , (¡nn bphwa t/a)9 lis Hakim PN. Kudus tidak fcoJih terpancang untuk 
melakukan yang bukan wewenangnya, yakni memeriksa d osen pem batalan. 
Posfoi ini i^iah diam paikan oleh Term ohon Pembatalan/Pembanding, baik 
secara lisan persidangan maupun secura icrtul’S term asuk dldalam
Duplik u ix iy a l 1 b Juni 2003;

xi. 3 erd"tarVa-i ura -r. dlatao, tidak berlebihan apabila dlkarakan bahw a M a jd is  
H a k in  p n . Kudus, telah m em ulus permohonan pambetalan yang diajukan

îym o h a n  Pc'nbetalanTTerbanding tanpa a Ja i bukti yang soh, don dengan 
«*. donrii\ian ttmpa dasar hukum, atau setidak-tidaknya puruaan M a j «  fis Hakim

P N . Kudu« «ijotut kan bcrdsssrkao alnt bukti yag dihasilkan dari auatu pro sa« 
yano tidak sempurna;

2. Mujofis HaMm PN. Kudus mcnngunnkan keterangan sekal yang disampaikan dalam  
per* i<Jang:>n V * r^  putusannya telah dinyatakan batal dem i hukum , 
i. O a là ‘ i putusan nya . M ajelis Hakim  PN . K udus m em asukkan s e b a g a i

pci lit 'bany rn  putusannya. alat bukti Pemohon Pem bataUn/Terbandlngyang 
<*rdii> dari $ 3  nomor bukti aurat dan keterangan 8 (delapan) o rang  saksi. 
Kate: ingor sa<6l-rtafcs! H i dtajukan oleh Pem ohon Pembataten/Terbondlng 
r.ebotijl buntf P.76 serrpal dengon tt63catam  bontuk cuplikan car» Putusan 
NO.30 <Pdt.r,<’20O2fl>N  Kdt-. tanggal 2$ Agustus 2002. Kedelapan tatoi t»r*etout 
Jidenvjur k« vaksiunrya c-ada proses porsidartgan Majelis Hakim  Pengeditan 

< Knd jfi terdahulu yakni persidangan yang t>ertaogsus>g paca bula n  
^ o u t ’us 2002 yang purubannya ip u tu u n  No.3Q/Pdt.P/200ZfpN.K4a tanggal 
'f9 Aft sU ii /Q92l tflah cfnyatakan bataf dem i hukum otoh pvti^tan M ahkam ah 
A gun j N o  nv8»nding/WasiV2002. tertanggal 26 PebruerU003 dengan «lasan 
uersuian.gar dilak jk a r ronpa manghadlrkar dan mendengarkan keterangen 
<tau ^J.nQç. iian Tc m o lio i PeirbatalarV?embandnfl. Ja d i seluruh keterangan 
-igksi »daleh kotw-ang^r yançj disampaikan pada persidangan ya n g  telah 
finye skan oatal <ien>i hukum, sedangkan dalam po'sidangon M ajelis Hakim  
j n  k dus o que «-.ama seksi' tidek ode pendengaran s a « ) ;

H Term *"o t  rdmbgMtarVPambar ding menilai ba^twa penggunaan keterangan 
-.jka. »aksi terseüM sa^ie sekali liaak dapat dibenarkan karena kotetangun 
vflkr.i «.Ak«:» tcnioi sit o*:«mbll (lolam persidengen yang putusannya telah 
Jmv.' .»kan '.ota f  ml »u-ken 'p^r^idangan oc*kaT> Nomor : SO/PdLP/MOZ'
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PN.KcJs. tanggal 29 A gustus 2002) dom ikian, secara fo im il,
keterangan seksi-seksi tersebut seberamya tidak berharga lagi alias usang 
fcaronn putusan yang torkaii dongan itu leldh dinyatakan botol dem i hukum , 
sedangkan secara formil -  materi sekaligus keterangan saksr-safcsl tarsebut 
adalah cacat hukum karena terhedepnya pihak tawan (In casu Term ohon 
Pom bataten/Pem sanding) tid jk  pernah mendopat kesempatan untuk 
m em banterVm eny anggari; 

ij> Oleh karena itu» putusor M ajels Hakim PN Kudus yang m enggunakan 
<a*ftr.inflan saks]*Akei demikian 'tidak berharga dar cacat hukum ) sebagai 
pertim bangan putusannya. patutlah dinyatakan tidak bernilai, dan karena 
itu licr'us ditatokan;

3 . M nje lla  Hakim  PN. Kudus menggunakan hal atau «la ta n  diluar Pasal 70 U U  
A 'b itrv e o  sobageialapan (atau salah aatu alasan) pembatalan putusan arbitrase :

I .' M ajelis Hakim PM. Kudus telah membahas mengenai mate'l/peraoalan perlu 
cidoknya Surat Kuasa Khusus dar! 8 fcnkir>done5 la(Bli dan menjadikan materi 
ini sebagal salah aatu pertimbangan. Selain naiari ini telah dibahas dan 
d iputvs oleh Majelis arbitrase BANI, materi mengenal Surat Kuasa Khusus 
dari BI tidak termasuk dalam olesen yang dapat diajukan untuk pembatalan 
putusan arbhntM;

II. Sebenarnya, Majelis Hakim PN. KudJS sendiri dalam pertimbangannya telah 
m engakut bahwa persoalan mongonoi Surat Kuasa Khusus dari BI tfaek 
termabuk dalam pengartian alasan pambatalan (halaman S^B S  putusan PN. 
K u d L9  No.3<VPdt.P/2002/PN.Kda, tanggal 2 Juli 20031. Akan tetapi, Majelis 
Hoki'Ti PN. Kudus tetap menganggap persoalan syarat formil ini sebagai 
«sesuatu yang honia dinilai dan monjadi dasar bagi pembatalan putusan 
arbitrase BAN L Dengar demikian, se a k a n ^a n  Majelis Hakim PN. K u d js  
•seng^'o melalaikan ketentuan Pasal 70 U U  Arbitrase serta yurisprudensi yo/tg 
•?da;

III. O le h  karena itu. Putusan Majelis Hakim PN . Kudus ya n g  salah satu 
pertambangan au»u elasanciye adalah mengenal Surat fcuaea khusus dari BI 
adAlah cacat hukum, dan karena itu harus dibatalkan;

rv. S angtiehenlerm o hcn Pembatalan/Pembanding mengenai rnaterVperaoafan 
p crlv  tidaknya Surat Ku»sa Khucus dari 61 Ini, yang peda Intinya menyatakan 
l>ahw/i Surat Kuasa Khusus d a i  61 tidak diperlukan dan memang tidak pernah 
oda cohlrgga tidak dapat dikatakan bahwa dokumen Inf disembunyikan. 
S c tc H  (t*J motori Inf telah dibahas, diperttrnbangfcan don diuutusuteh fctaiehs 
arbitrase 9A N I;

A. M aje lis  Hakim  PN. Kudus teluh memeriksa kembali dan rvtcnilei materi yang telah 
dipedKsa oleh arbrtrase dan dengan dcmiklantotah mengintervensi dan m elanggar 
komp-etenr-1 abeoiut arbitrase sebagaimana ditegaskan olah U U  Arbitrase, termasuk 
peacd tt2 aynt ( 4) .
i. M ajo r ,  Hal-.»m PN Kud^s ternyato leltih memefikta don menilai p jtu se n  

arbitrase/ cfranUrany» adalah persoa^an/materi mangan«! perlu tidaknya Surat 
K u a ; 4  K Iij? i.s  dari 6 ' kepada P£R JR l. pcrsoelan/inaieri m engencl apakah
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scngkota ini prftmatu* untuk diajukan kopad* ertoiUasa BANI, dan m arerj- 
matori duri keterangan sakai «aksi seas surat-surat bukti yang diajukan oleh 
Pemohon Pembatalun/torbending;

II. Scbcmtrriya, MajeJIs Hak'm PN. Kudus sendjfi rhehgaku! bahwa dirinya TlcJak
borvsnnano mengintervensi dan menilai ptjtun»3 oibiUeae BANi, teoogsi- 
mana dinyatakan ¿atom holftmiif>8 8 (p o r»g ra il^V ,khJf) puKi5an PN. K udu« 
No.?O/POt.P/2002/PN.Kdft- totiggal 2 Ju li 2003 yang menyebutkan r tanpa
maksLd untuk menilai putusan B A M  Pernyalaan In ltid a k  sejalan
«ion^ian kanvaraan boltwo pertimbangan perlimU^ngan r 1np»M|NiJ]ji PN 
Kudus pada intinya rnonlal putusan a/itrasatiANl. Dongan demflrian, PunAftn 
P N . K u d u » No.30/Pdt.P/2002/PN.Kds. tanggal 2 - M ’ 2C03 m e n g a n lc n c  
fcont/adiksl dalam dirinya »cndlrl dan saling berlantangan; 

lu. TrndAk^n Mo.’clia Hoklm PN. Kuous yang telahmemanksa Kem bali 4an m«nila» 
m elon yag lelah diperiksa oleh arbilrose BANI ini Jefas m elonggar komptfensi 
absoMertoltraftatyangdidasarican klauaula ardtraee yangdiaepakati ktdua 
pihafc dolom Perjanjian SP-3 5 ) dan juga melanggar prjnalp bahwa putusan 
arbitrase bersifat 'final dan mangileot* (Pasal 60 U U  Arbitrase! dan prinsip 
to h w a Pengadilan tidak berwenang memorikse aiaaan atau portimbaagar) 
rfrt*l puiussn arbiiresa ««bagaimana ditegaskan oleh Pasal 62 ey*( M );

B. Penggunaan laporan pemeriksaan ahli (bukti P.75) olah Majelis Hakim PN. Kados 
Ini, Term ohon Pembatalan/Pembanding berpendapat balor/a M e je 'b  Halcim eJan 
molal.uknn kesalahan yang sangat material karena telah menyimpulkan b ^rw o  
korUts uang Pemohon Pembatalan/Terbanding odatah layak cecak dan seo.ah-olah 
tftlflh rr.crrtenuhi spaslfikaci perjanjian antara Term ohon Pembatalan/Pembanding 
dan Pemnhcn'PefnbetelorVTerbandlrg {Perjanjian SP-35);
i. Sblati satu pertimbangan Majelis Hakim PN. Kud<ja adalah hasil pemeriksaan 

taksi Abdul Syukur dari Sucofindo atas pabrik dan kertaa uang Pemohon 
P^mb^ulan/Terbendinfl dr Kudus daJam periode dari 13*15 Agustus 2002, 
yang h*«il pemeriksaannya (dalam bentuk “Laporan Pemeriksaan* N o. 
¿103713 tan&oal 27 Agustut 2002) dtajukon oleh Pem ohon Pembatalan/ 
TorbancJing sebagai bukli P-76 dalarr persidangan Majelis Hakim PN. Kudcs 
(Lampiran No.2),dimana dalam kesimpulan Laporan Pemeriksaan dikatakan 
bnhwo «ertafi uacg •sesuai.— .. dan m em enuhi spesi'ifcasP (butir 2  dori 
kt^aimpvtlan Laporan Pemeriksaan); 

r i. Antara obyek pemeriksaan (saksi) ahli dari Sucoffndo dan obyek sengketa
tidak berkaitan saru soma lain atau setidak-tidaknya, tioak ada kepastian 
mangenai hubungan antara obyek pemeriksaan ahli dan obyek sengketa, 
tidak ada sarupun ksta atau kalimat dalam laporan pemeriksaan tersebut 
ysng menyatakan bahwa kertas uang yang diperiksa oleh saksi P TSucofindc 
pf do tanggal 13-15 Agustus 2002 adalah kertas uang yang m enjadi pokok 
songket-’; ir) y^ng notaaene terjadi (tempus dei:cti) pada tahun 2 0 0 0 ,  epalegi 
pemeriksaan tersebut tidak turut disaksikan pihak independen, rrtealnyji 
Pengadilan- d.m odsk juga d>e?ksikan Termohon Pambatdia'i/Pefnbsnding;

ii Turrnoi'on Pembaiakan/Pembandlng menilai bahwa tidak ada alasanAlasar 
hukum  bogl Ma;eJrs Hakim u^tuk menyatakan bohwo kertoe uang ya*>g
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O ipetitoi oloh ahli PT. Sucoflndo adalah kertas uang yang rrenjadl pokok 
«»ngkfrtn, dan detniklan juga tidak »d «  a1asa»ydaaar hukum untuk menyatakan 
bohw t. -.erpenulitnyo apeaifikaal olah kertas uang yang diperiksa odaiah  
'orpenuhlftya spotlflkasl menurut perjanjian SP 35. Pandapat Te rm o h o n  
r*omtoatalenA,em banding Ini (deh dikuatkan olah PT. Sucofirdo melalui »urai 
'tism iiiya acnoan no m or fi2fl/DnU-X/SPMM/2002 tanggal 18 Oktobor 2002 
¡la m piran  K o .3 ) pada pormononen banding ini yang m engklarifikasi/ 
Menyebutkan :

Ubtarn prosct pombuktlan laksi untuk peradangan di PN. Kuduo m aupun  
ponrtAtIkutan yang dilakukan PT. Sucofindo (Partero), PT. Sucoflndo (Persero) 
ildak pernah htenegaskon bahwa kartaa tiang PURA memenuhi spcsffikas 
»usuoi pofjanj’ar» N o m o r : SP-3&V200(^;  

tv. Dengan demikian, berdasarkan materi Laporan Pemeriksaan Sucof :nd O yan g
dijadikan buku P-7b dan klorifiiuni retml yang diberikan oleh Sucofindo, obyek  
(»■snie’iksoon (**>ccl) ahU dari Suenfindo d m  obyek sengketa tl^ak bvrkaiiert 
witu w n w  lain atau, setidak-tidaknya, tidak ada kepagian m engenal kaitan 
antara obyek pemeriksaan ahli do r obyek tengketa; 

v. Seliilr fceialbhun material, tarsebu? diare«, lamyata Laporon Pemorikaeen 
P l. Sucofindo No.3103713 tanggal 27 Agustus 2002 halaman 2 (bukti P-76  
r ^ n o H o n  Pembatalan/Terbanding) torcebut, «Abagarm era d e ngan jela*  
rrtenyebuttan: "Saat pemeriksaan, rangkaian mealn*mejirf»cdeng diperguna- 
ku n  um ukm am produksl kertas bukan jenis uang k c r t » \  Kem udian Laporan  
P;neri>fj(aan tersebut menyimpulkan pada halaman 7 butir IIL1 ba hw a : 
"Kondisi mesin-mesin produksi kertas uarg dan peral«ta<t u;» kertas daLam  
kondhO ¿an barfungsl baik*. T«rnyata Majelis Hekim PN. Kudus dftngan begitu  
s.»]a mongadopal/menenm a kesimpulan Ini sabaga) bagian dari p e rtim 
bangannya kulikg membatalkan putusan arbitrase 8 A N I;

6. A lat u\ekti y r n o d ’tp^kfl! oleh Majelit Hakim PN. Kudus adalah tidak kuat« satu dan  
la in hal karena tidak dapet den belum pernah dapat diperlihatkan dan atau  
disarnhkaneslidi>?!pada bukti surat berupa dokumen Nota Di n 3 3  No.OI/Tlm /TLU/ 
111/200' tangriel 7 Marot 2031 kecuali hanya berupa photocopy:
i. Sotah satu «urat bukti yang disampaikan oleh Pemohon P em batalan/  

K r^e m lin c  adalah photo copy Nota Dinas No.01/TinVTUJ/1ll'?001 tanggal 7 
Maret 2001 tentang Tim  Terpadu Lintas Unit untuk Penanganan ICasus kertas 
Uang (Huttl P-d Pemohon Pembatalan/Tefbanclng, halaman 53 a/d 90 putusan

K ud u« N om or SO/Prit.P/2002/PN.Kds. tanggal 2 Juli 2003}. P -6 Ini
■ JipdkAi sebagai doaar oleh Pem ohon P em ba taiar/Terba ndlng u n tu k  
menyarakon bolrvvu tordapat hubungan kepentingan entaro salah seorang  
urblte' 8A N I (Prof. Prlyaine Abdurrasyid) dcng&n Term ohon Pembatalan/ 
^em bijnd n g :

ii. le rm ohon Pembatalan/Pembanding m«nilai bahwa penggunaan sho to co p v  
Koto > n a s  tersebut sebagai bukll da>am persidangan oleh Majelis H akim  
f’N. K«.dus, tidak dapat dibenarkan dur» mohnggar aturan hukum bahw a bukti 
u jrat berupa photocopy yang <Ji»fuknn sebagai bukti di Pengodilon harus  
(Jile gd sa ci untuk menegaskan tesesuaionnya dengan dokum en asli dan
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n,Gnagssfcen keabsahannya. Pengajuan dokuman 
t  ,*1** <,llo,ak dalam pemerifcsaan olah Majelis Art>*ra*e

n L  i** /•rf*iofcon Pembatalan/Pembanding berpendapatbahw«••haru»' 
V® Hakim PN Kudue meragukan fceabeahon surat Nota Oina*
ersebut karena tidak aao dokurntn u l in y a ,  atau aatidaknya tidak 

menggunakan surat Nota Dlnea tarsabut stbagal bahan pertimbangan
putusannya.

iii. Munanggapl kesimpulan M«J«||a Haklrn PN. Kudus, Termohon Pembatalan/ 
«mbandlng dengan Ini menagaakan bahwa Prlyetna Abdurrasyid ildak 

pernah menjadi korculunTermohon PambataUrVPembending.Dergen tatap 
menyangkal keabsahan photocopy Nota Dinaa No.OI/n/n/TLU/IIVTOOI tanggal 
7 Marot 2001 Tantang Tim Terpadu Llniaa Unit ur»uk Penanganan ICasue Kertas 
Uang (Bukti P*6 Pemohon Pembatalan/terbanding;

Iv. kerona ¡lu, menurut Termohon Pembatalen/PemDendlng kesimpulan
Hakim PN. Kudu« yang menyatakan bahwa terlepea dari jadi atau 

(•deknya konalnyarlng dilaksanakan, patut diduga, ternyata sudah ede 
hubungan kerja terlebih dahulu antara Termohon Pembat»la»VPembendlng 
dengan arblter Prof. Dr. Priyatns Abdurrasyld, adalah salah, dan oleh karena 
Itu putusan Majelis Hakim PN. Kudus hama ditetalkan;

7. HaRial yang diajukan oleh Pb mohon Pembetalon/Terbendlng meng e da-eda. terlalu
dipaksakan untuk dikategorikan sebagal alasan permohonan Pembatalan putusan 
arbitrase ;
I. Term ohon Penibatalan/Pambandlrg menlfai boliwe alesan-elesan yang 

diajukan oleh Pemohon Pembatalan/Terbanding adalah mengede-ade dan 
p<nistiwa-p&ritRiWB/V«ar!&an~ keadaan yang diajukan Pem ohon F e r r  bata la n / 
Terbanding terlalu dipaksakan untuk diVetegoriken kedalam bentuk tipu 
muslihat dan penyembunyian dokumen. Tegasnya Term ohon Pembatalan/ 
Pembanding berpendapat bahwa keadaan-keadaan dan peristiwa-peristiwa 
yang didugakan/diajukan sebenarnya bukanlah tindakan tipu muslinet dan 
bulcan pula tindakan penyembunyian dokumen aaperii vang <flmete»vd oleh 
Pasof 70 U U  Arbitrase;

H. Peristiwa-peristiwa dan keadaan*keadaar yang dikategorikan seluruhnya 
terlalu dipaksakan olah Pemohon Pembatal eiVTerbandtng tersebut adalah
a. Termohon Pembataian/Pembandlng tidak m em punyai Surat Kuaaa 

Khusus dari Bank Indonesia ;
b. Term ohon Pembatalan/Pombonding sengaja tidak merHjn|u’« a n  

dokum en (buktt) yang seharusnya diajukan d an  putusan B A N I 
membenarkannya;

Yang dipaksakan dikategorikan sebagai "Dokumen yang Olsambunyikar* 
<vlri* huruf b pasal 70 UU Arbltresa) ;
c. Saleh seorang arblter yang dtaju<an oleh Te rm o h o n  P«rrbatalan/ 

Pem banding, yaitu Profesor Prlyetna A b d u rra s y ld . m e m p u n y a ’ 
kepentingan fiiiansiai dengen Termohon Pembatalan/Pembanding;

d. Penggunaan Rancangan Undang-undang Kepailitan sebagal dasar
pertimbangan;
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e. Putusan BANI ovinghllengkan pendengaran saksi «aksi;
f. Putjaon 0ANI mengesampingkan buktl-buktl «urat yang diajukan 

Pemohon Pembatalan/Terbanding;
9 KJausule arbitrase dalam perjanjian SP-3S belum afektif,
h. Putusan DANI moryalshkan yano bukan pihak dalarr persengketaan; 
Ycng dipiksakan dikategorikan sebagai "Tipu Muslihat" (vide huruf c Peeal 
70 UU Arbitrase) j

Seng kota antara Farnohm Pembatalan/Terbending dan Termohon Pembatalan/ 
pembanding eenglrots kontraktual yang Umbul dari Parjanfian SP*35 yano
para pihaknya adalah Pemohon Pembatalan/Terbanding dan Term ohon

E’ein&ctnldn/Fombandkno «endlri secara mandiri dan otonom, aedangkan Bank 
ndoneiia bukan pihak. Olah karena Itu. sengketa heius diseleealksn antara 
»emohori PetrtbataUinrtefbanding dengan Termohon Pembatalan/Pembanding, 
lukan wntara Pemohon P<tmbst.-)lanSPembandlng mamllfkl leget standing yang 
tanuh cal»rri perkara aquo. Maur/parsoelen m#ng«n«( legal stand'ng lul ialah 
ilbahot* dan diputua oleli Majelis arbitral BANI dalam putusannya ;

PmJo halaman 85-61» putusannya. Majali« Hakim PN. Kudus menyatakan 
bahwa Termohon Pttrnbetaian/Pembandlng tidak memiliki kapasitas hukum 
(tatfal standing! untuk menggugat Pemohon Pembotalery/Terbandfng, dengan 
atasan lermohow Pembatalan/Pembanding tidak didukung dengan aurat 
kutisa k»uou* dari Bt Selain mengkaitkan antara Perjanjian SP-3S dengan 
pt m lniw n B> untuk pembelian ke ria s uang. pertimbangon/VesImpuian 
W a jeli« Hakim ini juga didasarkan pada terdapatnya kata-kata dtdalam 
Per janjian Pokok Hubungan Kerja (PPHK) antara BI dan Term ohon 
Pembaulan/Pombandlng "bahwa Termohon Pembatalan/Pembanding 
n 1 «la ’tsenaiain pengadaan tartaa bang untuk danatasnama Bank Indonesia.
ft^nantjciepl port’mbangan dan kailmpulan Majelis Hakim PM- Kudus Ini, 
TuimohonPembataton/Pembandlng dengan ini menyampaikan :

*

d . Sengketa » quo merupakan sengketa kontraktual yang timbul dari 
perjimjfan antar« Pemohon Pembatalar/Terbandlng dan Tarmohen 
Pttwbatalen/Pembendlng (pututan arhhrasa BANI N om or: 147/1V/AR3* 
BAf11/2001 tanggal 4 Juli 2002, helemen 26-271 yang draebut perjanjian 
N o jro r: i?P-35 l̂/iOOO tertanggal 20 Januari 2000 (Parjar.|lan SP<U5), dan 
karena Itu penyelesaiannya dilakukan antara Pemohon Pembatalan/ 
Terbanding dan Termohon Pem&etalerv'Pembandiny. yakni berdesarkar 
Pasal 22 Perjanjian SP-3S;

b. Bant ind: nesia bukan pihak (contracting party atau party to contrec) 
pad h Perj.tnfiaa iJP-3D. Hal Ini sengat jalas didalarn baglon penyebutan 
piniik yenii meoyebutlcanbahw« yang dimaksud dengan Pihak Partama 
adalah Perusahaan Um um  Percetakan Uang Republik Indonesia 
(Terrnoho' PanV'«talanl^mbendin^) yang beralamat di Jalan Falstehan 
No.4 Keb^/oren Saru -lekarta Selatan yang pada waktu Itu chvaVm oleh 
Eko Prfyor-o S dan FX. Sakri Ngadi datam kedudukannya sebagai Divektui 
Keuangor1 dan SOM dan Direktur Logistik. Tidak ada alasan untuk 
menyatiken bwliuve fc^nk Indonesia merupakan p’hak peda Perjanjian 
S P 35;
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d

e.

f

g.

h.

3 Varpcii. 
Pemba“'

nk !r>donc»l* »enoui, melalui surat No.3/33Gi'DPij/PAPU/Raha»’a 
2001 Y*n9 l i u k a n  »'•pada Termohon Pembatalan/ 

omsendlng P«m «h menyampaikan »i^uipnyo bahwa sengketa ini h«ru* 
«aole-Mnlcdn socaro hukum umara Termohon Pembatalan/Pembandiro 

aan Pwmoton PambatAlan/Terbonding »etuai dengan Perjanjian SP-3S: 
^fj*>^an Pokok Hubungan Korjo (PPHK) adalah perjanjian yang dibuat 
vaoagai suatu uoibreHa ogreement untuk suatu ma«a yang terdiri daii 
oaberflpa ta^un antar» Termohon Porribatnlon/Pombancing den Bon t 
fKJonusia, dimana Bank Indonaaie n e m iu n  /asa (poicetaka«") uang 
aari >rrpohon P©mbaular/pcrT»bendir*g;
^flanya peigkAitan antara r>«~f)adaafi k«ri?t uang dan Perjanjian SP-3& 
-cnysn Bank Ifidorasia, termoaufc kata-kata "uniuk dan atas nama Dan* 
ndonagia* dalarr PPHK, od*ah semota-mota untuk menegaskan 

oem*sahon/o«mbagian tugu« dan wewenang statuter (perundang 
ondangan) aniato doa ina(tius) moneter yakni Bank Indonesia 
*erda%artcan UU 0ANI Indonesia (ULI No.23 tahun 199S) **oega’ InstJtusi 
tunpg.-ji penentu volume kebutuhan akan uar*g dan pengadar uang di 
•«alu pi>isk dan Termohor. Pembatalan/Pembanding berdasarkan PP 
No.3£ tahun 2000 sebagal Institusi Uinggol pcncetak uang RP;
Darf kajian hukum kontrak. Pftianjlan SP-3G dihubungkan dengan PPHK 
¿datah sabuah sub kontrak. Didatam perjanjian subkontrek. para p;hak 
'pjmba.'laubkortrakdan ponenma subkontrek] berdiri aendirl walaupun 
Kontr«k Itu sendH diturunkan (dartvod) fLari «abtiAh kontrak lain ikontra k 
Jiama aUJJ main contrectj. Pihak yang momberi cubfcontrok <ln caeu 
Tormchon Pembatalan/Pombondlno» bukanlah kuasa d4iri pemberi 
kontrak utama (h  caau Bank Indonesia). Pihak-pihak dalam sebuah 
¿erionjiun subkunlrak adalah pihak-pihak yang mandiri dan otonom di 
ni®r* ma.'hk« *end1rf KAh'ngga konsekuensinya perselisihan dlantara 
■nfcreka {yakni, pemberi subkontrek In caau Termohon PembatalarV 
sembnnd^ng do n penerima subkorr.rak ¡n catu Pemohon Pembatalan/ 
r«r»andfngl harus diselesaikan diantare mereka aandiri. dan pemberi 
iubko'itrak <*n ccsu Termohon Pembetalen/Pembondmg) tidak boleh 
oaiitnduno di balik pembori kontrak utama (in casu Bank Indonesia); 
Secarn konstruksi hukum pemberian kuasa pun Termohon Pembatalan/ 
“ errbanding tidak borada dfbovvah Bank Indono&lo dan bu<an pula 
Tisrupakan wskil <proxy) ataupun kuasa (attomey) dart Bank lndorte»la. 
38ik dalam konteka perjanjian SP»35 di hacapan Pemohon Pamtaewlary 
fotbar d'np, maupun etaloro konteks PPHK orlor o Terincbon Pembotolan' 
^rrb .in d in g  d*n Oank lr.dcn**ls;
,>engrn damikian, pertimbangan Majelit Hakim PN. Kudua yenp 
TfOryotakiir bahwa Tbrmulion PcmbatalarVPemUan^Tng tida«* mcmilHo 

>j5pQclrat hukum atau lagai aundir.g karana Tarmohon Pawbatalarv' 
■’ arrbor.dtng tidak memiliki Surat Kuoaa Khu«u9 dari Bi, ada'ah tKiak 
TiomifiVi doaar hukum asm« eokali;

•*l>wtsi*tagai*i5oratKua&a Khysu» dariOi*kepadaTermoKonPembatcIaa' 
iJi<-g»MYun5gn>» n ^  tidak pema^ ada Ctidak eksis». Ini hanya dalil Pemohon
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P em ba taU n/Torb and Jng yang m cngangfiAp ba hw a  Te rm o h o n  P em ba tala n/  
P err ba nding seharusnya mendapat ¿urat kuasa khusus dori W . Sesuatu y a n g  tidak  
p erna h  od&, t id ik  mungkir, disem&unyikat«. dalil P tm o h o n  P em batalan/  
Te rb a n d in g  bahwa tordepsi dokum on yang disem bunyikan be/upo S u ra t  Kuasa  
Kbvjc j r  dari B' sarna Mikail tidak logis dan karena itu tidak benar. Laoipula, materi/ 
p e rf oalan mengenal perlu tidaknya Surat Kuasa Khusus dari Ql telah d iba ha s da n  
tfjpu lus olcii Majelis arbitrase b a NI ;
{. J r a ln n  dlatas »menunjukkan ba hw a d o k u m e n  y a n g  o le h  P e m o h o n  

PainbatalO'i/Terband<nf) ««bagai Surat Kuasa Khusiia 01 se su n g g u hn ya  tidak  
pern&h ada dan karena itu tidak pernah ditemukan baik c lv h  P e m o h o n  
*emt»rttala»vPembend'ng, bahkan tld ik ju g e  oleh Majelie H akim  Penpedtlen  
Negeri Kudus, atau oleh tiepApun beik sebelum  ptmieen B A N I dijatuhkan  
m a u p jn  tatalah Itu. Adanya dokumen Ini hanya m erupakan eob u a h  dalil 
dan M jm $ i Pemohon Pembitalan/Terbsnding yang tidak dapat dijadikan  
dasar putusan;

H. S o la lf Ku doKumcn yang eksistensinya hanya merupakan sebu ah  asu m si 
tidaklah mungkin disembunyikan. Yang pasti, dalil P om ohon Pam betelan/ 
T erbiind<no tidak m eTion uhl unsur 'delik* P e n y e m b u n y ia n  D o k u m e n  
scbaaslm ana dimaksud o'.eh Posal 70 huruf b U U  Arbftrftao. sebab ketentuan  
tercebut monegatkan U ihw e calah satu unaur utama alasan/delik ini adalah  
ba hw .« dokumon“ yenfl dimaksud ‘'ditemukan* yang berani bahw a d o k u m e n  
dim tiksud “iudah ditemukan*:

* O. M ai«rl/persoalan mengenal dugaan Adanya hubungaMscpontingan flnanalel aaieh  
eeorung erfeiter tulah diajukan oleh Pemohon Pembatalan/Terbanding d a n  telah  
dibat»as dalam  paroldongor orbltroce BAN I. S e litn  Uu, tsed aen y a n g  b a r  kaitan 
d e n p a n  htsk Ingkar tidak dapat dlajufcen sebagal alasan p e m batalan  p u tu sa n  
ertsiraao. D o rK p n demikian, Pemohon Pembatalan/Terbanding telah m e m b o h o n g i 
P enpa dilan  ketfica mengototan bahwa Nota Ofnea N oAl/Tirr/TtU /lll/2001 b a ru  
dipe ro le h  Pem ohon Pembmaton/Torbanding "setelah" Putusan B A N ) dl|atutitan ;  
). Persoalan (nengonaladelidu^nyahiibunganfinansialenlsni arbiter P rtyatn*  

A b d  jrrasyid scsun ggunn ya toleh dikemukekan oleh P em ohon Pem batalan/  
T « r b » n d in $  dolam persidangan m ajelis erb’trase B A N I. P ada w e k tu  Itu , 
sebnoalm .m a tercatat dolorr> berita scara pem eriksaan B A N I, P a m o h o n  
Pambataltifv/TerljBndlno mnngemukaken kopada mafells arbitrase B A N I,  
k eev^gaannyo mengenal adanys hubungan finansial aafsh se o ra n g  arbiter. 
yvnfr untut: mendasari kecurigoennya msngamukaVansoa> k e b cro d e a n p h o io  
co p v  Nota Dlno* No.0i/T?m/Ti.U/l!l/200l tanggai 7 M arot 2001; 

il. Oehv-o  hak ingknr terhadap aslah seorang arbiter tidak dapat dikategorikan  
selMigal ata*.an pembetrleh *1ipu Muslihat“ (U ndang-undang A rb H ra^o  Pasal 
70 c ), Sekulipun hal l ; j  dlkemukakan eteh P em ohon P e m ba tala n/
Terbundinci. akantew p' karsne hal l-srscbut talah dibahas pede pem eriksaan  
o tb lt“*** G ‘  Nl, c*r* ditrnm aolsh kedua belah pihak, mafce kebaratan tersabur 
harus d lkc'-am pirgkar •

iii J e r o  U'*' drrrtk i'iri, Majelis hakt*n PN. Kudus tolah m elakukan kesalahan  
k a rm .a  m»*iyat*Van ;.«ihwa Te*m ohon P om betolun/P ecTibandirg h a ru s
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memberikan bjkti tentang tidak adanya hubungan kerja entara Term ohon 
Pambaialan/Pombnndlng d2n arbttcr Priyatna Abdurrasyld;

11. Pemleian kembali oleh Majelis Hakim PN. Kudus atas karta* uang Pem ohon
Pombatalon/Tcrbanding, diant&r&nya melolui pemeriksaan/penilaian bukti-bukti
Pemohon Pembalalan/Terbandlng N o.P-H . P-16, P *16 , P.19, keterangan F.X.
Srihalno, Noor Cholts, Roy Suryo, Syalol. Prof. Dr. Sri Redieki Hartono, SH , Sullstlo.
SH , Iha arnan 89 93} jogo merupakan lindokan intervensi terhadap arbitrase;

Termohon Pembatalan/Pembanding berpendapat bahwa Majelis Hakim PN 
Kudu« t dak berwenang lagi mcme'lkso bukti-bukti yang « b e n a r n y a  telah 
d ajukan poda waktu persidangan BANI. Demikian juga keteroogan F.X. 
Sriheimo, NoorCholfs,Hoy Suryo, Syafe'l, Pro*. Dr. Sri Redfeki Hartono, SH , 
Suliaiio, SH, karena orang-orang ini telah m embantan kesaksian dengan 
n i atari yang cam* dihadapan Majelis Arbitrase BANI ;

ii. Majelis arbi:ra»e BAN I, menurut Termohon Pem batalan/Pem banding, 
bukannya menghilangkan pendengaran saksi-saksi Pemohon Pembatalan/ 
Terbanding, melainkan telah mandengar dan memperhatikan keterangan 
saksi-saksi tersebut dan kemudian memenangkan Term ohon Pembatalan/ 
Pembanding. Lagi pula« Majeln Hakim PN. Kudu* tidak dapat membuktikan 
dan momutus sendiri mengonal tuduhan dihilangkannya keterangan saksi- 
saksi tersebut Tanpa memanggil dan mendengar Majelis arbitrase BA^fl yang 
bersidang termasuk Panitera yang bertugas serta berita  acara da n  
dokumentasi lainnya dalam persidangan BANI. Sikap yang m enuduh telah 
dihilangkannya pendengaran eeksl-sakai asma saja dengan tidak rela 
menetime pertimbangan dan putusan arbitrase yang telah disepakati 
sebelumnya;

tii. Majelis erbiuase BAN I, menurut Termohon Pem batalan/Pem banding. 
bukAnnya mftngftfcampingkan buktl-buktl surat Pem ohon Pem batalan/ 
Terbanding, melainkan telah menerima bukti-bukti tersebut dan kem udian 
memonongkan Termohon Pembatalan/Pcmbard'.ng.Lagi pula Majelis Hakim  
PN.Kudus tidak dapat membuktikan dan m em utus sondtrl m e n g e n a i 
dikesampingkennya bukti-bukti oleh Majelb arbitrase GANI tanpa m em anggil 
dan mendengar Majelis Arbitrase BANI yang oersidang termasuk Panitera 
yang berrugae serta bartta acera dan dokumentasi laJnrtya dalam persidangan 
BANI. Sikap yang menuduh telah dikesampingkannya bukti-bukti aanna saja 
dengan tidak rela menerima penimbangan dan putusan arbitrase yang telah 
dieapakati «ehelumnya;

iv. Sshubungan dengan |nl, Termonon Pembatalan pernah m em baw a contoh 
kertas uang pteduk Pemohon Pembatalan/Terbanding yang substandar pad* 
persidangan dihadapnn arbUrw« BANI, bahkan Majelis arhitraae B A M
telah melakukan pemeriksaan setempat <Plaats«ltjk Onderzoek) di pabrik 
p^ncetakdn uang Termohon Pc-mbatalan/Pembandir.g dl Karawang, K M a n g - 
U n  ranoanafusulan majelis a'bitrase BANI untuk melakukan juga pem enksaan 
setempat (PlaatselijkOnderzoekld; pabrik Pemohon Pembaiatan/Terbanding 
sehingga t'dakjadi dilakukan ;
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T e rm o h o n  P*mbataltm£>embandlng berkeyakinan bahwa lo b o m r n y «  d e n g a n  
Putusan Mahkamah A gung RI No. Q6/Banding/Vjfosrt/2002 tanggal 26 Pcbtviart 2003. 
P ifp o lio n  Pembatalan/Terbanding telfth <J*l»rl k«w m p*ien oleh M ahkam ah A g u n g  
untuk m enem puh proses pembuktian « la u n  pembatalan y a n g  benar d a n  juga  
kepada Pengadl'an Negeri Kudus telah diberi kesempatan untuk m e m perbaik i 
kesalahannya nam un aangat ditotalkan bahwa pada kenyataannya k e te m p a ta n  
tersebut tidak dipergunakan sebagaimana mestinya;
M e n im b a n g , bohw a eta i keber«tan*ksberaten Banding da ri P e m b a n d in g  l/ 

lo ^ m o h o n  Pem batalan teieebut Mahkamah Agung be'pend«r>»t .

m en gena l fcebonitan*kaberatan ad. 1,3, A :

bohw a keberatan-keberatan tersebut dapal dibanerkjn, olah ka-ena Judeac Factie  
Pengadilan Nogorl Kudustalahsatah manerapfcjn hukum, dangsn pertim bangan sesegel 
borlkut i
1 Pengadilan Nagari Kudus dalam mempertimbangkan «laten  perta rra  dari Pasal 

70 U U  N o.30 tahun 1999 mengacu dan membahas "Surat Kuasa* dari Bbnk  
Indonosla kepada Perum P a n ir!;
Y a n g  m a rfa d i pokok permasalahan perkara di B AN I adalah ba hw a  P T. Pu^a 
BflfVtama vvanpraataai terhadap SP-33/1/2000, sehingga ysng m enjadi bahan a cuan  
persengketaan adalah SP-3VV2000, tersebut. Peruri merupakan »alah satu pihak  
da lam  SP-3B/1/2000, eedsngken SP-35/V2003 tersebut hanya m engikat dua  pihak, 
yaitu Perum  Peruri dan PT. Pura Borutotre SP«3EA/2000 merupakan perjanjian |ual 
beli Independen yang tidak merujuk pada perjanjian m anapun;
Ja d i jelas permasalahan ‘aurat kuasa1 teraebut menurut ham at M a je lit B a n d in g  
bukanlah surot atau dokum on sebagaimana dimaksud oleh Pasal 70 U n d a n g -  
u n d a n g  N o.30  tahun 1699 ysn g  dupa t menyebabkan batalnya suotu p u tu sa n  
A rb itra s e ;

2. Pengadilan Negeri Kudus dalam mempertimbangkan alasan kedUO d a ri Peaal 70  
U U  No.SC tahun IS99, mengacu dan membahas aurat^aurat bukti d a n  aeksl-eekal 
ya n g  m onunjukkan bahw a hasil Laboratorium kertas uang PT. Pura B aruram a telah  
m e m e n u h i atondar;
P em ba ha san dan pertim bengsn Pengadilan Negeri <udus In i m o n u ru t h e m a t  
MajeMs B ond.ng selain tida* memenuhi kategori poin kedua Pasal 7 0  U U  N o .3 0  
teltun 1993, Juga toleh lebih jauh rremerlksa kembali dan m e rila i m ateri y a n g  
te lah  diperiksa oleh Arbitrase (Kompetensi Absolut Arbitrasei;
O lsam p in g Itu terhedop adanya surat dari Sucofindo tersebut, telan diba nta h  sandi ft 
oleh P T. Sucofindo dengan suratnya tertanggal 18 Oktober 2002. pe*iha< * B a m a h a r  
do n Penjelasan P engum um an MasalahSar.gketa Uang" <Vid9  La m p ira n  3  M e m o «’' 
G e n c t n g );

3 P engsdila n  Negeri Kudus dalam  mempertimbangkan alasan ketiga o a n  Pasal 70  
U U  N o.30  tabun 1993 m engacu dan membahas bahwa salah aeofang Arbiter ya itu  
Prof. A b d u rra s y 'd . S H  mem punyai kepentingan finansial d e n?an P e r u r i ; 
P em bahasan dan pertim bangan P«ngadi!an Negeri Kudus ini pun  m e n u ru t l*emat 
M ajelis Banding tidaklah termasuk kategori tipu m uslihat eebagaim ene d im a k su d  
oleh Pnsal 7C U U  N p m cr 30 tohun 1999;
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Dalam  penjelasan l’aaat 70 U U  No.30 tahun 1999, m entv.K.itkAn b a h w a  ketiga  
o Insan permohonan pembatalan v#ng ditabui dalam paaal m« inttus'ah dibuktikan  
dengan putusan Pengadilan, dan putuaan Pengadilan ini »Mutiny .* dapat digunakan  
sebagai dasar pcrtlm bangap bagi hakim iinluk m enflaluiiLan a ta u  m e n o io k  
p o rm o h n n a n ;
M enim bang. bohwa berdaftarkan penimbangan tercabul di.it.»i» m e n u ru t pendapat 

M ahkam ah A gu n g terdopst cukup a'asan imiuk >nsngabutait n rtm o h o n e n  B andin g  
dnri Pem banding I dahulu TarmohonPcmbatalon ;PCR USAM AAN  U M U M  P t R C E lA K A N  
U A N G  REPUBLIK IN D O N ESIA  tersebut den membatalkan putusan P engadilan N e g e ri 
K u d u s  (anggai ? Ju li 2003 N o m o r: 30/Pdt.P/2002/PN Kds « r w  M ahkam ah A g u n g  »k«in  
m oriyodill sendiri perkara ini donqan mnaf seperti yang akan O ^ c lm ik a n  di b o w a h  ini .

M e nim ban g, bahwa kabe/atan'kuberaun yang diajukan o>cti IV n > b a n c ln g  II ju ga  
Tcruand lng dalam m em ori bondm gny» tertabui pada pokoknya (.«i.’l* .
1 Bahwa Pembanding keberatan terhadap pertimbangan i>vku-n M ajali* H akim  y a n g

m onolek permohonan agar ditetapkan arbiter beru g u ru  n i«n t«rik s a  *er\gfceta in i 
{hal 101 alinea terakhir dan 102 a'lnaa parvama). karena M ajvli* Hatum  te lah  salah  
m enalairkan tentang penunjukkan Arbter dengan m engesam pingkan ketentuan  
paasl pasal lein d ila m  Undang-undang No.30 tahwn 1909.
a. Ketentuan Pecel 8 eyat 2 huruf f Uncang*undang N o . 30 i«»hun 1999, a d a la ^  

m ergatur tenteng peng»nokat»n Asbrterdstaoteldang di Eumioleh para pihak;
b. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang N o.30 (¿iliun 1999, edaiar*  

m engatur tentang penuftjukken Arbiter olah Ketua P cngm fi'*» N e g e ri karena  
lidek adanya fcesepakotan dalam pemilihan Arbiter ;

c. Sedangkan ketentuan Pasal 72 ayat bagian Penjelasan U n d a n g -u n d a n g  
N o.30 tahun 1999. adalah memberikan w e w e n a rg  keoada M a je lis  H o k im  
pem eriksa perkore PembatatanPutucan Arbitrace unt jk  m e n g a tu r  ak ib at 
pem batalan putusan Arb-trasc dengarvmanetapkan A rbiter y a n g  satna atau  
Arb iter yang lain akan memesksa kembali sengteeta y a n g  b e rsa n gku ta n  .

d  Hal tersebut sejalan dengan tatontuan Pasa' 1 butir 7 U n rta n g -u n d e n g  N o .3 0  
tahun 1999 yang emara lein mengatakan : "Arbiter adalah s « s « o r e n g  atau  
lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau ya n g  d itu n ju k  o le *  
P engadiltfn......* :

t  Dar. juga ketantuan cari Pasal 12 U n d e rg -u rd a n g  N o.30 tah«in 1999, te n ta n g  
syarat pengargkatan Arbiter antara fam mengatakan :

Tidak mem punyai kepentingan fnansis! atau «e p a n tit^ a n  la in n ya  atas  
putusan arbitrase ;
Memitiki fmngalaman serta menguasai secara aktif (¿ b id a n g n y a  p o 'ir - 9  

sedikit 1S te h jn  ;
f D a hw a  o a n g a r ■Jasa*' keto'ituan tersebut adalah cu k u p  b e ra la s a n  jika  

P em b a n d in ^P a m ch o n  Perrbauian m em ohon agar ditentukan, arb iter y a n g  
lain g jn a  memeriksa sengketa Ini kembali, karena ;

Pem banding telah mendalilkan adanye kecurangan dari P e m b a n d in g  
Can Arbiter yang dtpilinnya r-em p«jnyei nubengan kopentlngan d o r^ ja n  
pem bending .
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A d a n y a  p a n g h ilsn g a n  ketarangan taksUsakt) dalam putu ia n  B A N I;

p. B a h w a  dalil P e m b a n d in g  tentang adanya hubungan kepcniiftyan entaro  
P e rn b a n d in g ^To rm o h o n  Pem batalan dengan arbiter ya n g  d ip ilih n ya , da n  
p e n g h a la n g a n  k e te ra n g a n  seks?-taksl cfaltm p u lu ie n  B A N I telan tiMpet 
d ib u k tik a n  d e n g a n  baik dan telah menjadi salah svtu pertim bangan bagi 
m ojefia H akim  pem eriksa porkara Ini uniuk m em batalkan Putuean B A N I  
N O .147/IV /A R 0-D A N I/20 01. Dengan demikian »«h a ru s n y a  M ejells  H akim  
p e m e rik sa  perkara Ini m enetapkan A 'b ite r tatn guna m em eriksa kem bali 
sengk eta  ini d e n g a n  ju ju r dan obyektif;

2. B c h w a  « c la n ju tn y a  P a m b e n d ln g  m enyatakan sependapat d e ngan am ar da n
pertim bangan yang lain karena telah tepat dan benar, **liir>ggaj*ai«r j l u  dikuatkan
d a la m  p cm e rikso u n  tingkat banding di M ahkamah A gung RI T

M e n im b a n g ,  b a h w a  a la c  keberaran*keberetan Bending dart P e m b a n d in g  II/ 
P e m o h o n  P e m b a ta la n  tereabut M ahkam ah A g u n g  be rpendapat:

m e n a a n a ! keberatan ad . 7, 2 :

b a tiw a  keberatan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena ju d e x  factJ tfdakaatah  
m e n e ra p k a n  h u k u m , iagi pula keberatan teraobu', mengenai penilaian hosll pem buktian  
y a n g  b e rs ila t  p e n g h a rg a a n  te ntan g  tu e tu  konyataan, ha! m ana tidak d a p a t d U  
p e rtim b a n g k a n  d a la m  pem eriksaan dalam  tfn g frt banding, karena pem eriksaan delem  
tin g k a t b a n d in g  hanya berkenaan d in g a n  adanya kesalahan penerapan hukum « adanya  
p e ta r g g a ra n  h u k u m  y a n g  berlaku, adanya kolalaian dalam m em enuhi syaratrsyaret 
y a n g  d iw a jib k a n  oleh peraturan parundang*undangan, yang m engancam  kelalaian itu 
d » n $ n n  b a ta ln ya  putusan y a n g  be nen gkutan atau W!a Pengadilan tidak b e rw e n a n g  
a ta u  m e la m p a u i batas w e w e n a n g n ya , sebagaim ana yang dim aksud dalam  pasal 30 
U n d a n g -u n d a n g  tentang M ahkam ah A g u n g  (Undeng*undang N o. 14 tahun 19951;

M e n im b a n g ,  b a h w a  b e rd asark an apa y a n g  d ip e rtim b a n g k a n  d la ta s , m a k a  
p e m io tto u u n  B a n d in g  y a n g  diajukan oleh pem ohon Banding II : PT. P U R A  B A R  U T A M A  
te rs e b u t h a ru s  d ito la k ;

M e n im b a n g , bo hw a oleh karena perm ohonan Banding dari P em o h cn B a n d in g  I 
d ik a b u lk a n , d a n  T e rm o h o n  Banding adalah pihak yang kalah, maka d ih u k u m  untuk  
m e m b a y a r  b ia ya  perkara da lam  sem ua ttngat perad ilan;

M e m p e rh a tik a n  pasal-posal dari U n dan g-unda ng  No.30 tahun I9S9 d e n  U n dan ?*  
u n d a r g  N o .14 ta hun 1935 «etta  pasal-pasal lain dari Undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI ;
I. M e rg a b u lk e n  p e rm o h o n a n  Banding dari Pem banding I : P E R U S A H A A N  U M U M  

P E N C E T A K A N  U A N G  R R P U 3 U K  IN D O N E S IA , diwakili kuasanya N y . Hartini M o ctitar  
K a s ra n , S H .d k k . tersebut;

II. M enolak perm ohonan Banding dar’ Pembanding D :  PT. P U R A  BAR U T A M A , 
diwakili olah kuasanya Luhut MP. Pangeribuar*, SM.LLM.dk, tersebut;

M e m b a ta lk a n  p utusan Pengadilan N egeri Kudus tanggal 2 Ju li 2003 N o m o r  
: 3Q/PdtP/2002/PN.Kde;
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MENGADILI 6FN0IRI:

DALAM  KONPENSl:
D A L A M  E K S E P S I:

Menolak Cksopsi Term ohon:
D A L A M  PO KOK PERKARA:

Mengabulkan Permohonan Pemohon t PERUSAHAAN U M U M  P E R C E T A K A N  
(JANG REPUBLIK INOONSSiA terset>ul untuk sebegian;
Mcnotopkan Tormohon : PT. PURA BARUTAM A, te r e b u t  te lah  Ingkar )a n )l 
(wanpreetaaT);
Menghukum  Termohon untuk membayar denda katatfambatan penyerelien k a r tu
uang oobooar USD 369.173.19 atau ekulvjien dengan ....Rp.3-507.1&2JJ05 <tlga
m tiyar lima ratu* tujuh |ute ««ratu« »ambilan puluh dua ribu aem bllan ratu* lim a 
rupiah) yang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diataa, M ajel's 
putuskan menjadi acbaaar USD 276,883 64atau ekuivalen Rp.2.630.394.678,75 (dua 
m llyar enam ratu« tiga puluh |ut» tiga ratut sambilan puluh a m pai ribu enam  
ratus tujuh puluh delapan rupiah tujuh puluh Nma sen);
Menghukum Termohon untuk membayar kepada Pemohon sejumlah uang aebecar 
ya n g  tarcantum dalan 'Bank Garanar yeng lesuol perjanjian m enjadi kewajiban 
Term ohon untuk memperpanjongnrya;

untuk pecahan Rp.1.000,- (S/TE 2000) sebesar U S D  214,717,545 ekuivalen 
Rp.2.039.816.677«50 (dua mllyar (Iga puluh sembilan juta delapan rvtus en > m  
beta? ribu onamratuo tujuh puluh tujuh rupiah lima puluh s »n ); 
pe ca han Rp.6.000 (U /TE  2000) sebesar U S D  1 5 4 , 4 6 0 .1 4  e k u iv a le n  
Rp.1.407.376.080,* (satu milyar empat ratus enam puluh tujuh juta ttge ra tu t 
tujuh puluh enam ribu delapan puluh rupiah) yang semuanya berjum lah U S D  
369,177.605 ekuivalen Rp,3,507J92.747,SQ Wge m llyar lim a ratua tu ju h  juta 
seatus sembilan puluh dua i’ibu tujuh ratut empat puluh tujuh  rupfah lim a 
puluh 9 «n) yang berdasatkan portlmbarigen-psrtimbangar» tersebut dlstaa. 
M a je lis  putuskan menfedl sebesar U S D  2 7 6 .8 8 3 ,2 6  e k u iv a le n  
Rp.2*630.334.56Q,B3 (dua milyar enam ratus tiga puluh juta tiga ratu» sein bila n 
puluh ompat ribu lima ratu* enam puluh rupiah enam puluh tiga sen): 

Manflhukum Termohon untukmemusnihtan kertas uang dimaksud sesuel dan gen 
ketentuan yang berlaku atas biaya Termohon;
M onghukum  Termohon untuk mengembalikan seluruh pem bayaran ya n g  te lah  
dilakukan oleh Pemohon dan diterima oleh Termohon sebesar:

pccehan kertas tang Rp.l.OOO,- (S^TE 2000) sebesar R p 3 .6 8 9 .ia 6 .9 0 2 .2 0  
(delapoi mllyar enam ratus delaoan puluh sembbHan juta saratua e nam  p u lu h  
enam  ribu sembilan ratua dua rupiah dua puluh a e n );
pecahon Rp.fc.000,- (U/TE 2000f sebeser Rp.13 094.402.731,20 (tfga s*)es 
mllyarsembilan puluh empet juta empat ratua dua ribu tujuh ratus &9 a p u lu h  
satu rjp leh  dua puluh sen );

To ta l se luruhnya  bo rjum U h flp.21;783.B59.633,70 (D u a  puluh aatu m ilya r tu ju h
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ra tu s  de la p n n  pu lu h  tlQ « juta lim o ratus enam  p u lu ^  u m b ild n  r ibu e n a m  r a tus  
tig a  p v ilo h  i g a  ru p ia h  tu ju h  p u lu h  son) y a n o  b e rd a s a rk a n  p e r t i m b c n o m -  
p «rt in tM n g a n d itf la s . M ojeli* outuskan m *njadl Rp. 16.337.677.225,3 (e n « m  betos  
m ily a r  tiga ratus t)po p u lu h  tu ju h  juto cnom  ratus tu juh  p u lu h  tu ju h  r ib u  d u a  ra tu s  
d u a  p u lu h  lim e rup'O h tige sen);

M o n y a ta k a n  p o m o h u n o n  P em o h o n dalam  pecttum VII tklak d a p a t d lta r ir ra ,  

M n n o 'a k  p e rm o h o n a n  P o m o h o n  unluk «o lvb ib nyo ;

D A L A M  R E K O N P E N S l:

M e n o la k  p e rm o h o n a n  P e m o h o n  da lam  Hokonpenai/Term ohon d a ia m  K o n p o o «  
u n tu k  « « lu r u h n y a ;

D A L A M  K O N ° E N S I  D A N  H fc K O N P E N S I:

M e n g h u k u m  T o r m o h o n  d a la m  K o n p e n sl/P e m o ho n  d a la m  R e k o n p e n s i  
P e m o h o n  d a la m  K o np^nsi/Term ohon dalam  Rekonpensi untuk 'n e rr ib a y s r  b ia y a  
e rb ltta a e d a r  t v l i  ru li biaya yanQ i1m bul »tsepertttva Ir  i m a s in g -m a s in g  s e te n g a h  bagian.
M e n g h u k u m  T e rm o h o n  d a la m  Konpensi/Pem ohon d a la m  R e k o n p o n a i u n tu k  
m e la k sa n a k a n  i$i p e tu sa n  Ini d » U m  janoka w aktu  <30) li^ d  p j t v h  h e ri sejak  
d ite rim a n ya  pem beritahuan 3utusan I n i :
M e n g h u k u m  Terba nding/P cm esnding  II untuk m e m b e ya r btaya p e 'k a 'O  d a la m  

s e m u a  t in g k a t a e ra d lla n , y a n g  ca ta m  tingkat 3 a n d in g  In i d ito ta p k o n  s c b a n y o K  
R n .5 0 0 .0 0 0 ,- {lim a  ratus ribu r u p ia h );

D e m ik ia n la h  diputuskan dalnrr. rapat perrrusyaw aratan M a h k a m a h  A g u n g  pad a  
h a ri R a b u  ta n g c a t 1 1  Pebrueri 2004 oleh A rb ijo to , S H , Hakim  A g u n g  y a n g  d itu n ju k  o le h  
K e tu a  M a h k a m a h  A g u n g  sebagai Ketua S idan g. Prof. D r. M u s te in , S H  d a n  Sorvardl 
P a d a n g , S H  se b a ga i H akim -H akim  A n g g o ta  da n diucapkan da<am sid a n g  t e c u k o  u n tu k  
j m u - n  pad a hari itu ju g a  o le h  Ketua S idan g  tereebut dengan d ihadiri otoh P rof. D r  
M uch sirt, S ‘-f dan  S (/nardiP d d3n g, S H  H o k iir -H ik im  A nggo ta . H . P rim  H v y t d l .  S H .M H  
P anitera P e n gga n ti, da n  de ngan tidak dihadiri oleh kedua bslah p ih a k ;

H a k im -H a k im  A n g g o ta  : K e t u a  *

Biaya biaya :
1. Metera i  Kp. 6.000,*
2. Redaks i  Rd . 1.000,
3. A d m m  st^os Banding R o. 4S3.000,-

JurrW ah R o. 500.200,-
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PUTUSAN 
Nomor  : 0 1 / B a n d i n g / W a s l t / 2 0 0 2

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAJIA ESA 

M A H K A M A H  A G U N G  

m e m e r i k s a  p e r k a r a  B a n d i n g  a t a s  p u t u s a n  P e n g a d i l a n  

N e g e r i  m e n g e n a i  p u t u s a n  W a s i t  ( B a d a n  A r b i t r a s e  

N a s i o n a l  I n d o n e s i a )  t e l a h  m en ga mbi l  p u t u s a n  s e b a g a i  

b e r i k u t  d a l a n  p e r k a r a  :

PT.  SAC NUSANTARA, b e r a l a m a t  d i  L i n a  

B u i l d i n g  L a n t a i  D a s a r ,  J a l a n  H R .  

R a s u n a  S a i d  K a v .  B - 7 ,  K u n i n g a n ,  

J a k a r t a  S e l a t a n ,  d a l a n  h a l  i n i  

d i w a k i l i  o l e h  k u a s a n y a  : 1 .  H .

ERNANTO SOEDARNO, S H . ,  A d v o k a t ,  2 .

D AV ID ABRAHAM, B S L ,  P e n g a c a r a ,  

k e s e p u a n y a  b e r k a n t o r  d i  P r i n c e  

B u i l d i n g ,  L a n t a i  1 0 ,  J a l a n  J e n d e r a l  

S u d i r m a n  Kav.  3 - 4 ,  J a k a r t a ,  b e r d a 

s a r k a n  s u r a t ,  k u a s a  k h u s u s  t a n g g a l  2 

Mei  2 0 0 2 ,  P e n b a n d i n g  d a h u l u  T e r m o 

h o n  p e m b a t a l a n  p u t u s a n  A r b i t r a s e  ;

n  e  1 a  v  a  n 

JACOB HENDRAWAN d a n  PT.  UNICOMINDO 

PERDANA, b e r a l a m a t  d i  J l .  KH . M a n -  

s y u r  N o . 5 9  K e b o n  M e l a t i ,  T a n a h  

Ab an g,  J a k a r t a  P u s a t ,  d a l a m  h a l  i n i  

d i w a k i l i  o l e h  k u a s a n y a  : S YAMS UL

ARIF,  SH. d a n  k a w a n - k a w a n ,  b e r k a n t o r  

d i  SYAMSUL ARIF,  SH h PARTNERS,  T a n a n  

K e b o n  J e r u k  I n t e r c o n  B l o k  A A - I I 1  

No*l*> J a k a r t a  B a r a t ,  b e r d a s a r k a n

s u r a t  ....................
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s u r a t  k u a s a  K h u s u s  t a n g g a l  3 J u n i

2 0 0 2 ,  T e r b a n d i n g  d a h u l u  P e m o h o n  

p e m b a t a l a n  p u t u s a n  A r b i t r a s e  ;

Mahkamah Ag u n g  t e r s e b u t  ;

Membaca  s u r a t - s u r a t  y a n g  b e r s a n g k u t a n  ;

M e n i m b a n g ,  b a h w a  d a r i  s u r a t - s u r a t  t e r s e b u t  

t e r n y a t a  b a h w a  s e k a r a n g  T e r b a n d i n g  d a l a m  p e r k a r a  

d i  BANI s e b a g a i  P e m o h o n  p e m b a t a l a n  p u t u s a n  A r b i 

t r a s e  t e l a h  m e n g a c u k a n  p e m b a t a l a n  p u t u s a n  A r b i t r a s e  

m e l a w a n  P e m b a n d i n g  d a l a m  p e r k a r a  d i  BANI  s e b a g a i  

T e r m o h o n  p e m b a t a l a n  A r b i t r a s e ,  d i  m u k a  p e r s i d a n g 

a n  P e n g a d i l a n  N e g e r i  J a k a r t a  S e l a t a n  p a d a  p o k o k n y a  

a t a s  d a l i l - d a l i l  ;

B a h w a  b e r d a s a r k a n  A k t a  p e n d a f t a r a n  

No . 0 2  / W A S I T /  2 0 0 2 / P N . J K T . P S T . ( b u k t i  P - l )  p u t u s a n  

BANI No .  1 2 7 / V I / A R B - B A N I / 2 0 0 0  t e r t a n g g a l  1 9 _ F e b r u a r i

2 0 0 0  ( b u k t i  P - 2 )  t e l a h  d i d a f t a r k a n  d i  P e n g a d i l a n  

N e g e r i  J a k a r t a  P u s a t  p a d a  t a n g g a l  7 M a r e t  2 0 0 2  ;

v B a h w a  p u t u s a n  B a d a n  A r b i t r a s e  N a s i o n a l  

I n d o n e s i a  N o .  1 2 7 / V I I / A R B - B A N I / 2 0 0 0  t e r t a n g g a l  1 9  

F e b r u a r i  2 0 0 0  ( b u k t i  P - 2 )  m e r u p a k a n  p u t u s a n  y a n g  

c a c a t  hukur?.,  k a r e n a  t e l a h  n e l a n g g a r / m e n g i n t e r v e n s i  

k e w e n a n g a n  p e n g a d i l a n  d a n  n e l a n g g a r  s e n d i - s e n d i  

a s a s i  d a r i  s i s t e n  h u k u m  I n d o n e s i a ,  b a i k  H u k u m  

P e r d a t a  n a u p u n  Hukum A c a r a  P e r d a t a  ;

P e l a n g g a r a n  a t a s  k e w e n a n g a n  p e n q a d i l a n  d a n  s e n d i -  

s e n d i  a s a s i  d a r i  Hukum P e r d a t a  d a n  K u k u i r  A c a r a  

P e r d a t a  t e r s e b u t  m e r u p a k a n  p e l a n g g a r a n  a t a s  k e t e r 

t i b a n  h u ku m  ;

K a r e n a  p u t u s a n  BANI No.  1 2 7 / V I I / A R B - B A N I / 2 0 0 0  t e r 

t a n g g a l  ......................
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t a n q q a l  19 F e b r u a r i  ( b u k t i  P - 2 )  m e r u p a k a n  p u t u s a n  

y a n g  c a c a t  h u k u m  d a n  m e l a n g g a r  k e t e r t i b a n  u m u m ,  

m a k a  p u t u s a n  BANI a q u o  h a r u s  d i n y a t a k a n  b a t a l  d e m i  

h u k u m  ;

B a h w a  p e n g e r t i a n  k e t e r t i b a n  umum s e n d i r i  

d a p a t  d i l i h a t  d a l a m  P a s a l  4 a y a t  ( 2 )  P e r a t u r a n  

M a h k a m a h  A g u n g  ( PERMA) N o . l  T a h u n  1 9 9 0 ,  y a n q  m o n g -  

i n d e n t i f i k a s i  ' ' k e t e r t i b a n  u n u n "  s e b a g a i  p e l a n g g a r a n  

a t a s  s e n d i - s e n d i  a s a s i  d a r i  s e l u r u h  s i s t e m  h u k u i r  

d a n  m a s y a r a k a t  d i  I n d o n e s i a  ;

c o n t o h  b e r l a k u n y a  k e t e r t i b a n  u n u n  d a l a m  h u b u n g a n  

d o n g a n  s i s t e m  h u k u m  d i  I n d o n e s i a  d a p a t  d i l i h a t  

d a l a m  p u t u s a n  p e r k a r a  y a n l  H a r y a n t o  m e l a w a n  E .  D .  &

F .  Man S u g a r  d i  L ondo n y a i t u  p u t u s a n  M a h k a m a h  A g u n g  

N o .  1 2 0 3  K/ P d t /  1 9 8 9 / P T . DKI j o  p u t u s a n  P e n g a d i l a n  

N e g e r i  J a k a r t a  P u s a t  No.  7 3 6 / P d t  . G / 1 9 8 9 / P N .  J k t . P s t . 

( l i h a t  S u d a r g o  G a u t a m a ,  Hi mpu nan  Y u r i s p r u d e n s i  y a n g  

p e n t i n g  u n t u k  p r a k t e k  s e h a r i - h a r i / L a n d m a r k  D e c i 

s i o n s  b e r i k u t  K o m e n t a r  j i l i k  5 ,  j i l i d  6 )  ;

K a r e n a  p e r j a n j i a n  i t u  m e l a n g g a r  p e r a t u r a n  d i  I n d o 

n e s i a ,  P e n g a d i l a n  N e g e r i  s a m p a i  K a h k a m a h  A g u n g  

m e n y a t a k a n  o a t a l  s e ^ a k  s e m u l a  d a n  k a r e n a  i t u  p u t u s 

a n  A r b i t r a s e  d a r i  L o n d o n  R e f i n e d  S u g a r  c o u n c i l ,  

t i d a k  d a p a t  d i j a l a n k a n  w a l a u p u n  t e l a h  e t e n p u n y a i  

e x e q u a t u r  ;

I .  BANI MEI.ANGGAR/MENGINTERVENSI KOMPETENSI PENGA

DI LAN ;

B a h w a  p a d a  t a n g g a l  18  J u l i  2 0 0 0  T e r m o h o n  

m e n g a j u k a n  p e m o h o n a n  A r b i t r a s e  t e r h a d a p  p a r a

P e m o h o n  . . . . . . .
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Pemohon n e l a l u l  Ba dan  A r b i t r a s e  I n d o n e s i a  ( b u k t i  p -

2) ;
b a h w a  a t a s  p e r m o h o n a n  A r b i t r a s e  t e r s e b u t  

p a r a  Pemohon m e n g a j u k a n  k e b e r a t a n  d e n g a n  a l a s a n  :

-  M a s i h  a d a n y a  p e r k a r a  p e r d a t a  d l  p e n g a d i l a n  N e g e r i  

J a k a r t a  P u s a t  No.  2 5 4 / P d t . G/ 1 9 9 9 / P N . J k t . P s t , y a n g  

s a m p a i  s e k a r a n g  m a s i h  d a l a m  p r o s e s  ( b e l u m  m e m p u 

n y a i  k e k u a t a n  hukum t e t a p )  , a n t a r a  P e m o h o n  d a n  

T e rm oho n d i t a m b a h  p i h a k  k e t i g a  ;

-  P e r k a r a  p e r d a t a  No. 3 0 0 / P d t . G / 2 0 0 0 / P N . J k t . B r t . d i  

P e n g a d i l a n  N e g e r i  J a k a r t a  B a r a t  ( s a m p a i  s e k a r a n g  

b e l u m  n e m p u n y a i  k e k u a t a n  hukum t e t a p )  ;

-  P e r k a r a  p i d a n a  b e r d a s a r k a n  l a p o r a n  P o l i s i  

N o . L P / 3 7 8 / X / 1999  SIAGA I I  t e r t a n g g a l  1 9  O k t o b e r  

1 9 9 9  j o  L a p o r a n  P o l i s i  N o .  P O L / K /  1 8 2 / K / 1  /  2 0 0 0 /  

SATGA OPS »C» t e r t a n g g a l  28 J a n u a r i  2 0 0 0  ;

-  Bahwa k e t i g a  p e r k a r a  i n i  s a n g a t  b e r k a i t a n  e r a t  

d e n g a n  p e r k a r a  BANI y a n g  d i m i n t a k a n  p e m b a t a l a n ,  

s e b a b  a n t a r a  l a i n  BANI t e l a h  m e m a k a i  d a s a r  a t a s  :

1) A k t a  O a di ng  No . 20  t e r t a n g g a l  12 F e b r u a r i  1 9 9 6 ;

2)  A k t a  P e r n y a t a a n  N o . 5 1  t e r t a n g g a l  12  D e s e i r b e r

1995 ;

3) A k t a  P e n g a k u a n  d a n  P e r t a n g g u n g  J a w a b a n  N o . 1 3 7  

t e r t a n g g a l  27 De se mber  1 995  ;

4) A k t a  Kuasa  No . 13 8  t e r t a n g g a l  27  D e s e m b e r  1 9 9 5 ;

5) A k t a  Kuasa  N o . 1 3 9  t e r t a n g g a l  27  D e s e m b e r  1 9 9 5 ;

Dimana  k e l i m a  a k t a  t e r s e b u t ,  d i d a s a r k a n  p a d a  A k t a  

N o . 1 3  t e r t a n g g a l  6 D e se m b e r  1 9 8 9 ,  y a n g  d i k e l u a r -  

k a n  o l e h  N o t a r i s  P r o t o k o l  Ny.  D j u m a w a t i  S o e t a r m o -  

n o , S H .  y a n g  m e r u p a k a n  s a l i n a n  a k t a  p a l s u ,  d a n

s a m p a \ .......................
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s a m p a i  s e k a r a n g  m a s i h  d a l a m  p r o s e s  p e r k a r a  p i d a n a  

( b u k t i  F - 3) ;

Bahwa K e t u a  Badan  A r b i t r a s e  N a s i o n a l  I n d o n e 

s i a  d a l a m  s u r a t n y a  t e r t a n g g a l  19  S e p t e m b e r  2 0 0 0 ,  

t e l a h  m e m b e r i t a h u k a n  b a h w a  BANI t i d a k  d a p a t  m e m 

p r o s e s  p e r k a r a  y a n g  d i a j u k a n  o l e h  T e r m o h o n ,  s a m p a i  

a d a n y a  p u t u s a n  y a n g  t e l a h  m e m p u n y a i  k e k u a t a n  h u k u m  

t e t a p  ( p e r d a t a  n a u p u n  p i d a n a )  ( b u k t i  P - 4 )  ;

B a h w a  p a r a  P e m o h o n  t e l a h  m e n y a t a k a n  

k e b e r a t a n  a t a s  d i l a n j u t k a n n y a  p e m e r i k s a a n  p e r k a r a  

A r b i t r a s e  No.  1 2 7 / V I I / A R B - B A N I / 2 0 0 0 ,  p a d a  t a n g g a l  A 

D e s e m b e r  2 0 0 1 ,  b e r k e n a a n  d e n g a n  a d a n y a  s e n g k e t a  

p e r k a r a  p e r d a t a  d a n  p e r k a r a  p i d a n a  d i a n t a r a  p a r a  

p i h a k ,  y a n g  sa i r .pa i  s e k a r a n g  m a s i h  b e l u m  m e m p u n y a i  

k e k u a t a n  hukum t e t a p  ( v i d e  b u k t i  P - 3 )  ;

bahwa m e s k i p u n  t a h u  a d a n y a  S u r a t  K e t u a  B a d a n  

A r b i t r a s e  N a s i o n a l  I n d o n e s i a  d a n  k e b e r a t a n  d o r i  

p a r a  Pemohon,  M a j e l i s  A r b i t r a s e  t e t a p  t i d a k  p e r d u l i  

d a n  s e c a r a  a r o g a n  t e t a p  m e m e r i k s a  d a n  m e m u t u s  

p e r k a r a  BANI i n i  ( b u k t i  P - 2 )  ;

Bahwa  d e n g a n  t e t a p  m e m u t u s  p e r k a r a  B A N I  

N o . 1 2 7 / V I I / A RB - B AN I / 2 0 0 0  s e m e n t a r a  p e r k a r a - p e r k a r a  

p e r d a t a  d a n  p i d a n a  m a s i h  d a l a i r  p r o s e s  ( b e l u m  m e m 

p u n y a i  k e k u a t a n  hukum t e t a p ) ,  m e n u n j u k k a n  B A N I  

t e l a h  m e l a n g g a r / r c e n g i n t e r v e n s  i k o m p e t e n s i  p e n g a -  

d i  l a n  ;

P e l a n g g a r a n / i n t e r v e n s i  a t a s  k o m p e t e n s i  p e n g a d i l a n  

t e r s e b u t ,  j e l a s  b e r t e n t a n g a n  d e n g a n  k e t e r t i b a n  

urr.um, d a n  a k i b a t n y a  p u t u s a n  BANI N o . 1 2  7 / V I I / A R B -  

B A N I / 2 0 0 0  c a c a t  hukum d a n  h a r u s  d i n y a t a k a n  b a t a l

de m i  .................
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d e m i  hukum s e r t a  t i d a k  m e mp u ny a i  k e k u a t a n  h u k u m  ;

I I .  PENUNJUKAN MAJELIS ARBITER PERTENTANGAN DENGAH 

PERSETUJUAN TERTANGGAL l b  MF.I 1 9 9 6  DAN BERTENTANGAN 

DENGAN PERATURAN BANI ;

B ah wa  p e r s e t u j u a n  t e r t a n g g a l  1 5  n e i  1 9 9 6  

m e n y a t a k a n  s e b a g a l  b e r i k u t  :

M..................... , Maka k h u s u s  t e n t a n g  p e r h i t u n g a n  t e r s e 

b u t ,  a k a n  d i s e r a h k a n  k e p a d a  s a t u  M a j e l i s  A r b i t r a s e  

y a n g  t e r d i r i  d a r i  :

* Dua a n g g o t a  y a n g  d i t u n j u k k a n  p i h a k  p e r t a a a / R u d y  

Max G u s t a v  S c h u l z  ;

* Dua a n g g o t a  y a n g  d i t u n j u k k a n  p i h a k  k e d u a / P e m o h o n /  

J a c o b  H e n d ra w an )  ;

* K e m ud ia n  k e  e n p a t  a n g g o t a  t e r s e b u t  a k a n  m e n u n d u k 

k a n  s a t u  o r a n g  y a n g  b e r t i n d a k  s e b a g a i  K e t u a  

M a j e l i s  A r b i t r a s e  ( b u k t i  P - 5 )  ;

Bahwa d a l a m  h a l  2 p u t u s a n  BANI t e r s e b u t  m e n y a t a k a n  

" T e r m o h o n ” ( P T .  S a c  N u s a n t a r a )  t e l a h  m e n u n j u k  H .  

A d i  A n d o j o  S o e t j i p t o ,  SH.  s e b a g a i  A r b i t e r ,  s e r t a  

m e n y a t a k a n  t i d a k  k e b e r a t a n ,  b i l a  d i s e p a k a t i  p a r a  

p i h a k  c u k u p  m e n u n j u k  s a t u  A r b i t e r  ;

Bahwa  P e m o h on  t i d a k  s e p a k a t  a t a s  p e n u n j u k a n  s a t u  

A r b i t e r  t e r s e b u t  s e b a b  b e r t e n t a n g a n  d e n g a n  k e s e p a 

k a t a n  t e r t a n g g a l  15 Mei 1996 ( b u k t i  P - 3 )  ;

Bahwa  a k a n  t e t a p i  M a j e l i s  BANI t e t a p  m e l a n j u t k a n  

p e r s i d a n g a n  m e s k i p u n  m a s a l a h  a r b i t e r  b e l u m  a d a  

k e s e p a k a t a n  ;

Ba hwa  d a l a m  h a l .  2 p u t u s a n  BANI t e r s e b u t  

m e n y a t a k a n  BANI t e l a h  m e n u n j u k  A r b i t e r  u n t u k  P e m o 

h o n ,  a t a u  p e n u n j u k a n  A r b i t e r  o l e h  P e m o h o n  d i l a k u k a n

oleh ..........
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o l e h  BANI ;

A t a s  p e n u n j u k a n  t e r s e b u t  P e m o h o n  t e l a h  n e n o l u k  

d e n g a n  a l a s a n  :

a .  P e n u n d u k a n  t i d a k  s e s u a i  d e n g a n  p e r s e t u j u a n  

t e r t a n g g a l  15 Mei  1 99 6 ,  y a n g  m e n g h e n d a k i  2 ( d u a )  

A r b i t e r  u n t u k  Pemohon d a n  2 ( d u a )  A r b i t o r  u n t u k  

T e r m o h o n ,  t e t a p i  d a l a m  p e n u n j u k a n  t e r s e b u t ,  

h a n y a  n e n u n j u k  1 ( s a t u )  A r b i t e r  ;

b .  P e n u n j u k a n  A r b i t e r  t e r s e b u t  b e r t e n t a n g a n  d e n g a n  

p e r a t u r a n  BANI,  d i m a n a  y a n g  b e r w e n a n g  n e n u n j u k  

A r b i t e r  a d a l a h  K e t ua  BANI,  d a n  p e n u n j u k a n  t e n t u 

n y a  h a r u s  s e s u a i  d e n g a n  p e r s e t u j u a n  t e r t a n g g a l

15 Mei 1996 ,*

Bahwa p u t u s a n  M a j e l i s  A r b i t r a s e  i n i  y a n g  

t i d a k  m e n g i n d a h k a n  k e n a u a n  p a r a  p i h a k  d a l a n  p e n u n 

j u k a n  a r b i t e r  s e r t a  m e l a n g g a r  a t u r a n - a t u r a n  B AN I  

d a n  j u g a  m e l a n g g a r  p r i n s i p  k e p a t u t a n  d a l a n  h u k u a  

a c a r a ,  a d a l a h  m e r u p a k a n  p u t u s a n  y a n g  c a c a t  h u k u m  

d a n  b e r t e n t a n g a n  d e n g a n  k e t e r t i b a n  umum d a n  k a r e n a  

i t u  h a r u s  d i n y a t a k a n  b a t a l  d e m i  h u k u m  d a n  t i d a k  

mempu nya i  k e k u a t a n  hukum ;

I I I .  PUTUSAN BANI DIAMBIL BERDASARKAN T I P U  MUSLIHAT 

DENGAN CARA MENGGELAPKAN FAKTA-FAKTA :

B a h w a  b e r d a s a r k a n  L a p o r a n  P o l i s i  N o . P o l .  

K / 1 8 2 / K / I / 2 0 0 0 / S A T C A  OPS "C"  t e r t a n g g a l  2 8  J a n u a r i  

2 0 0 0 ,  Pemohon m e l a p o r k a n  t e r j a d i n y a  p e m a l s u a n  A k t a  

N o . 1 3  t e r t a n g g a l  6 D e s e m b e r  1 9 8 9  y a n g  d i k e l u a r k a n  

o l e h  N o t a r i s  D j u r n a w a t i  S o e t a r m o n o ,  SII .  ;

Bahwa d e n g a n  a k t a  yang d i d u g a  p a l s u  t e r s e b u t  P e m o 

h o n  t e l a h  d i p a k s a  u n t u k  m emb ua t  a k t a - a k t a  :

* A k t a  ..................
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* A k t a  P e r n y a t a a n  N o . 5 1  t e r t a n g g a l  12 D e s e m b e r  1 9 9 5  

d i h a d a p a n  N o t a r i s  I r m a d e w i  G u n a w a n ,  SM.  ;

* A k t a  p e r n y a t a a n  d a n  P e r t a n g g u n g  j a w a b a n  N o . 1 3 7  

t e r t a n g g a l  2 7  D e s e m b e r  1 9 9 5 ,  d i h a d a p a n  N o t a r i s  

N y .  M a c h r a n i  M o e r t o l o  S ,  SH.  ;

*  A k t a  K u a s a  N o . 1 3 8  t e r t a n g g a l  2 7  D e s e m b e r  1 9 9 5 ,  

d i h a d a p a n  N o t a r i s  Ny .  M a c h r a n i  M o e r t o l o  S ,  S H .  ;

* A k t a  K u a s a  N o . 1 3 9  t e r t a n g g a l  2 7  D e s c n b e r  1 9 9 5 ,  

d i h a d a p a n  N o t a r i s  Ny.  M a c h r a n i  M o e r t o l o  S ,  S H .  ;

* A k t a  P e r d a m a i a n  ( D a d i n g )  N o . 2 0  t e r t a n g g a l  1 2  

F e b r u a r i  1 9 9 6 ,  d i h a d a p a n  N o t a r i s  N y .  M a c h r a n i  

M o e r t o l o ,  SH.  ;

B a h w a  p e r k a r a  p i d a n a  t e r s e b u t  s a m p a i  s e k a r a n g  m a s i h  

d a l a m  p r o s e s  ( b e l u n  a d a  k e k u a t a n  h u k u m  y a n g  t e t a p )  ;

B a h w a  p a d a  t a n g g a l  18 J u l i  2 0 0 0  t e l a h  m e n g a 

j u k a n  p e m e r i k s a a n  A r b i t r a s e  d e n g a n  d a s a r  a k t a - a k t a :

* A k t a  P e r n y a t a a n  N o . 5 1  t e r t a n g g a l  1 2  D e s e m b e r

1 9 9 5  ;

* A k t a  P e r n y a t a a n  d a n  P e r t a n g g u n g  j a w a b a n  N o . 1 3 7  

t e r t a n g g a l  27  D e s e m b e r  1 9 9 5  ;

* A k t a  K u a s a  N o . 1 3 8  t e r t a n g q a l  2 7  D e s e m b e r  1 9 9 5  ;

* A k t a  K u a s a  N o . 1 3 9  t e r t a n g g a l  2 7  D e s e m b e r  1 9 9 5  ;

* A k t a  P e r d a m a i a n  N o . 2 0  t e r t a n g g a l  1 2  F e b r u a r i

1 9 9 6  ;

D i m a n a  a k t a - a k t a  t e r s e b u t  d i b u a t  b e r d a s a r k a n  k e 

b e r a d a a n  a k t a  N o . 1 3  t e r t a n g g a l  6 D e s e m b e r  1 9 8 9  y a n g  

d i k e l u a r k a n  o l e h  N o t a r i s  D j u r n a w a t i  S o e t a r m o n o ,  S H . 

y a n g  d i d u g a  p a l s u  ( p e r k a r a  s a m p a i  s e k a r a n g  m a s i h  

d a l a m  p r o s e s )  ;

B a h w a  ......................
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Bahwa T er m oh on  p a d a  s a a t  m e n g a j u k a n  p e r k a r a  

k e  DANI ,  t i d a k  p e r n a h  m e n y e b u t k a n  a d a n y a  d u g a a n  

p e m a l s u a n  d o k u m e n  t e r s e b u t  d a n  m a d a l a h  p e r k a r a  

p i d a n a n y a  m a s i h  d a l a m  p r o s o s ,  n o s k i p u n  T e r m o h o n  

j u g a  t e l a h  d i p e r i k s a  d a l a m  p e r k a r a  p i d a n a  c o r s e b u t ;

Bahwa p u t u s a n  BANI NO . 1 2 7 /  VI 1 /A RB - 13 A NI  /  2 0 0 0  

j e l a s  t e l a h  d i a m b i l  b e r d a s a r k a n  t i p u  n u s l l h a t  d a n  

m e n g g e l a p k a n  f a k t a - f a k t a  y a n g  s a n g a t  p r i n s i p i e l ,  

y a n g  d i l a k u k a n  o l e h  T o r i r o h o n ,  t i d a k  s a j a  t e l a h  

b e r t e n t a n g a n / m e l a n g g a r  U n d a n g - U n d a n g  N o .  3 0  T a h u n

1 9 9 9  t e n t a n g  A r b i t r a s e  d a n  a l t e r n a t i f  p e n y e l e s a i a n  

s e n g k e t a  k h u s u s  P a s a l  7 0 ,  j u g a  s e k a l i g u s  BANI  t e l a h  

m e n g i n t e r v e n s i  k o m p e t e n s i  p e r a d i l a n ,  y a n g  k e s e m u a 

n y a  j e l a s  t e l a h  m e l a n g g a r  k e t e r t i b a n  u r a u n ,  y a n g  

m e n g a k i b a t k a n  p u t u s a n  BANI t e r s e b u t  c a c a t  h u k u m  d a n  

h a r u s  d i n y a t a k a n  b a t a l  d e n i  h u k u m  s e r t a  t i d a k  

m e m p u n y a i  k e k u a t a n  hukum ;

B a h w a  b e r d a s a r k a n  h a l - h a l  t e r s e b u t  d i a t a s  

P e n o h o n  mohon a g a r  P e n g a d i l a n  N e g e r i  J a k a r t a  S e l a 

t a n  d a p a t  m e m b e r i k a n  p u t u s a n  s e b a g a i  b e r i k u t  :

1 .  M e n e r i m a  d a n  m e n g a b u l k a n  p e r n o h o n a n  p a r a  P e m o 

h o n  ;

2 .  M e n y a t a k a n  p u t u s a n  BANI No .  1 2 7 / V I I / A R B - B A N I / 2 0 0 0  

y a n g  d i d a f t a r k a n  d i  P e n g a d i l a n  N e g e r i  J a k a r t a  

P u s a t  No.  0 2 / W A S I T / 2 0 0 2 / P N . J k t . P s t . p a d a  t a n g g a l  

7 M a r e t  2 0 0 2  b a t a l  d e m i  h u k u n ,  s e r t a  t i d a k  

m e m p u n y a i  k e k u a t a n  h u k u m  ;

3 .  M e n y a t a k a n  p u t u s a n  BANI N o .  1 2 7 / V I I / A R B - B A N I /2000 

t i d a k  d a p a t  d i l a k s a n a k a n  ;

4 .  M e n b e b a n k a n  s e l u r u h  b i a y a  p e r k a r a  p a d a  T e r m o h o n ;

5. Apabila .......
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5 .  A p a p b i l a  P e n g a d i l a n  N e g e r i  b e r p e n d a p a t ,  l a i n  

m o h o n  p u t u s a n  y a n g  s e a d i l - a d i l n y a  ( e x  a e q u o  e t  

b o n o )  ;

B a h w a  a t a s  p e r m o h o n a n  P e m o h o n  t e r s e b u t .  

T e r m o h o n  t e l a h  m e n g a j u k a n  e k s e p s i  d e n g a n  d a l i l -  

d a l i l  s e b a g a i  b e r i k u t  :

Bahwa b e r d a s a r k a n  K e t e n t u a n  P a s a l  7 2  a y a t  

( 1 )  U n d a n g - U n d a n g  N o . 3 0  T a h u n  1 9 9 9  j o  P a s a l  1 4  d a n

1 6  U n d a n g - U n d a n g  N o . 3 0  T a h u n  1 9 9 9 ,  p e r n o h o n a n  

p e m b a t a l a n  p u t u s a n  A r b i t r a s e  i n i  s e h a r u s n y a  d i a j u 

k a n  k e  K e t o a  P e n g a d i l a n  N e g e r i  J a k a r t a  P u s a t ,  b u k a n  

k e p a d a  K e t u a  P e n g a d i l a n  N e g e r i  J a k a r t a  S e l a t a n  ;

-  P a s a l  72 a y a t  ( l )  U n d a n g - U n d a n g  N o . 3 0  T a h u n  1 9 9 9  

m e n e g a s k a n  p e r m o h o n a n  p e m b a t a l a n  p u t u s a n  A r b i 

t r a s e  h a r u s  d i a j u k a n  k e p a d a  K e t u a  P e n g a d i l a n  

N e g e r i  ;

-  P a s a l  14 U nda ng- Un da ng  N o . 3 0  T a h u n  1 9 9 9  m e n e g a s 

k a n  P e n g a d i l a n  N e g e r i  a d a l a h  P e n g a d i l a n  N e g e r i  

y a n g  d a e r a h  h u k u m n y a  m e l i p u t i  t e m p a t  t i n g g a l  

T e r m o h o n  ;

P a s a l  1 6  U n d a n g - U n d a n g  N o . 3 0  T a h u n  1 9  9  9  

m e n e g a s k a n  T e r m o h o n  a d a l a h  p i h a k  l a w a n  P e m o h o n  

d a l a m  p e n y e l e s a i a n  s e n g k e t a  m e l a l u i  a r b i t r a s e  ;

Ba hwa  b e r a n g k a t  d a r i  k e t e n t u a n  n o r m a t i v e  

( P a s a l  16 Un da n g- Un d an g  N o . 3 0  T a h u n  1 9 9 9 )  t e r s e b u t ,  

y a n g  d i m a k s u d  Termohon d a l a n  p e n y e l e s a i a n  s e n g k e t a  

m e l a l u i  a r b i t r a s e  a d a l a h  J a c o b  H e n d r a w a n  d a n  P T .  

U n i c o i r . i n d o  P e r d a n a  s e b a g a i  l a w a n  P e m o h o n ,  y a i t u  P T .  

S a c  N u s a n t a r a  b u k a n  T e r n o h o n  d a l a m  s u r a t  p e r m o h o n a n  

p e m b a t a l a n  p u t u s a n  A r b i t r a s e  t a n g g a l  2 5  M a r e t  2 0 0 2 ;

Bahwa ........
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B a h wa  s e b a g a i  T e r m o h o n  d a l a m  p e n y e l e s a i a n  

s e n g k e t a  m e l a l u i  a r b i t r a s e  J a c o b  H e n d r a w a n  d a n  P T .  

U n i c o r o i n d o ,  b e r a l a m a t  d i  J a l a n  K . H .  M a n s y u r  N o . 5 9  

K e b o n  M e l a t i ,  T a n a h  A b a ng ,  J a k a r t a  P u s a t  ;

B a h w a  l e b i h  d a r i  i t u ,  p u t u s a n  A r b i t r a s e  

N o . t 2 7 / V I I / A R B - B A N I / 2 0 0 0  t a n g g a l  19 F e b r u a r i  2 0 0 2  

y a n g  m e n j a d i  o b y e k  p e m b a t a l a n  t e r s e b u t  d i d a f t a r k a n  

d a n  d i c a t a t  d i  P e n g a d i l a n  N e g e r i  J a k a r t a  p u s a t  

d e n g a n  A k t e  p e n d a f t a r a n  N o .  0 2 / W A S I T /  2 0 0 2 /  

P N . J k t . P s t .  t a n g g a l  7 M a r e t  2 0 0 2 ,  b u k a n  P e n g a d i l a n  

N e g e r i  J a k a r t a  S e l a t a n  ;

B a h w a  d e n g a n  d e m i k i a n  K e t u a  P e n g a d i l a n  

N e g e r i  J a k a r t a  S e l a t a n  t i d a k  b e r w e n a n g  m e m e r i k s a  

d a n  m e n g a d i l i  p e r k a r a  p e r m o h o n a n  p e m b a t a l a n  p u t u s a n  

a r b i t r a s e  i n i ,  p e m e r i k s a a n  p e r k a r a  i n i  m e n j a d i  

w e w e n a n g  K e t u a  P e n g a d i l a n  N e g e r i  J a k a r t a  P u s a t  ;

bahwa t e r h a d a p  p e r m o h o n a n  p e m b a t a l a n  P u t u s a n  

A r b i t r a s e  t e r s e b u t  P e n g a d i l a n  N e g e r i  J a k a r t a  S e l a 

t a n  t e l a h  n e n g a n b i l  p u t u s a n ,  y a i t u  p u t u s a n n y a  

t a n g g a l  30  A p r i l  2002 N p . 7 © / P d t . P / 2 0 0 2 / P N . J a k . S e l . 

y a n g  a m a r n y a  b e r b u n y i  s e b a g a i  b e r i k u t  :

—  M e n e r i n a  d a n  i r e n g a b u l k a n  p e r m o h o n a n  p a r a  P e m o h o n  

J a c o b  H e n d r a w a n  d a n  P T .  U n i c o n i n d o  P e r d a n a  

t e r s e b u t  ;

—  M e m b a t a l k a n  p u t u s a n  A r b i t r a s e  B a d a n  A r b i t r a s e  

N a s i o n a l  I n d o n e s i a  (BANI)  N o . 1 2 7 / V I  I / A P B - B A N I  /

2 0 0 0  t a n g g a l  19 F e b r u a r i  2 0 0 2  ;

M e n y a t a k a n  b a h w a  p u t u s a n  A r b i t r a s e  a q u o  t i d a k  

m e m p u n y a i  k e k u a t a n  b e r l a k u  d a n  t i d a k  m e n g i k a t  

p a r a  p i h a k  ( p a r a  Pemohon d a n  T e r m o h o n )  ;

-- Menyatakan .......
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- -  M e n y a t a k a n  b a h w a  s e n g k e t a  a n t a r «  p a r a  P e m o h o n  

d a n  T e r m o h o n  a k a n  d i p u t u s  A b i t e r  l a i n  s e t e l a h  

p e r k a r a  p e r d a t a  No.  2 5 4 / P d t  . G / 1 9 9 9 / P N .  J k t . P s t . 

m e m p u n y a i  k e k u a t a n  h u k u m  t e t a p  ( i n  k r a c h t  v a n  

g e w y s d e )  ;

—  Me ng hu k um  T e r m o h o n  u n t u k  n e m b a y a r  b i a y a  p e r k a r a  

s e j u m l a h  R p . 1 1 9 . 0 0 0 , -  ( s e r a t u s  s e m b i l a n  b e l a s  

r i b u  r u p i a h )  ;

b a h w a  s e s u d a h  p u t u s a n  t e r a k h i r  i n i  d i b e r i t a 

h u k a n  k e p a d a  P e m b a n d i n g  d a l a m  p u t u s a n  A r b i t r a s e  

p e r k a r a  d i  BANI s e b a g a i  T e r m o h o n  p e m b a t a l a n  p u t u s a n  

A r b i t r a s e  p a d a  t a n g g a l  3 0  A p r i l  2 0 0 2  k e m u d i a n  

t e r h a d a p n y a  o l e h  P e m b a n d i n g  d a l a m  p e r k a r a  d i  BANI 

s e b a g a i  T e r m o h o n  p e m b a t a l a n  p u t u s a n  A r b i t r a s e  

d i a j u k a n  p e r m o h o n a n  b a n d i n g  s e c a r a  t e r t u l i s  p a d a  

t a n g g a l  6 M e i  2 0 0 2  s e b a g a i m a n a  t e r n y a t a  d a r i  a k t e  

p e r m o h o n a n  b a n d i n g  N o . 7  8 /  P d t . P / 2 0 0 2 / P N . J a k  . S e l . 

y a n g  d i b u a t  o l e h  P a n i t e r a  P e n g a d i l a n  N e g e r i  J a k a r t a  

S e l a t a n  p e m o h o n a n  m an a  k e m u d i a n  d i s u s u l  d e n g a n  

n e : r . o r i  b a n d i n g  y a n g  m e m u a t  a l a s a n - a l a s a n  y a n g  

d i t e r i i r a  d i  K e p a n i t e r a a n  P e n g a d i l a n  N e g e r i  t e r s e b u t  

p a d a  t a n g g a l  16 Mei  2 00 2  ;

M e n i m b a n g ,  b ahwa  b e r d a s a r k a n  P a s a l  7 2  a y a t  

( 4 )  U n d a n g - U n d a n g  N o . 3 0  T a h u n  1 9 9 9  t e r h a d a p  p u t u s a n  

P e n g a d i l a n  N e g e r i  y a n g  m e n g a d i l i  g u g a t a n  p e m b a t a l a n  

P u t u s a n  A r b i t r a s e  d a p a t  d i m i n t a k a n  b a n d i n g  ;

M e n i n b a n g ,  b a h w a  w a l a u p u n  d a l a m  U n d a n g -  

U n d a n g  N o . 3 0  T a h u n  1 9 9 9  t i d a k  d i t e t a p k a n  t e n t a n g  

n a s a  t e n g g a n g  w a k t u  m e n y a t a k a n  b a n d i n g  d a n  p e n y e r a 

h a n  m e m o r i  b a n d i n g ,  k a r e n a  u p a y a  h u k u m  b a n d i n g

ditujukan ..............
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t e l a h  m e l a m p a u i  b a t a s  w e w e n a n g  m e m p e r t i m b a n g k a n  

f o r m a l i t a s  d a n  t e r t i b  a c a r a  A r b i t r a s e  s e b a g a i m a 

n a  t e r c a n t u m  d a l a m  P a s a l  70 U n d a n g - U n d a n g  N o . 3 0  

T a h u n  1999  ;

5 .  Bahwa  p e m e r i k s a a n  p e r m o h o n a n  p e m b a t a l a n  p u t u s a n  

A r b i t r a s e  i n i  m o n j a d i  w e wo n a n g  P e n g a d i l a n  N e g e r i  

J a k a r t a  P u s a t  d a n  b u k a n  P e n g a d i l a n  N e g o r i  J a k a r 

t a  S e l a t a n  y a i t u  P e n g a d i l a n  N e g o r i  y a n g  d a e r a h  

h u k u m n y a  m o l i p u t l  t e m p a t  t i n g g a l  T e r m o h o n  ;

6 .  B a hw a  p u t u s a n  d a l a m  p e r k a r a  N o . 2 5 4 / P d t . C / 1 9 9 9 /  

P N . J a k . P u s .  y a n g  b e l u m  j e l a s  s t a t u s n y a  t i d a k  

d a p a t  d i j a d i k a n  d a s a r  p e r t i m b a n g a n  d a l a m  p u t u s a n  

i n i  a p a l a g i  p u t u s a n  i n i  b a r u  t e r b a t a s  p a d a  

p e m e r i k s a a n  k e w e n a n g a n  m e n g a d i l i  d a n  b e l u n  

n e n y e n t u h  p o k o k  p e r k a r a  ;

7 .  B a h w a  a d a l a h  s a n g a t  k e l i r u  m e m p e r t i m b a n g k a n  

k e s a l a h a n  a d i m i n s t r a t i f  u n t u k  m e m b a t a l k a n  p u t u s 

a n  A r b i t r a s e  y a i t u  k a t a  " T e r m o h o n 1' s e h a r u s n y a  

Pe mo ho n  ;

Me n imb a ng ,  bahwa  a t a s  a l a s a n - a l a s a n  t e r s e b u t  

Ma hk a ma h  Agung b e r p e n d a p a t  : 

m e n g e n a i  k e b e r a t a n  a d . 5  :

Bahwa k e b e r a t a n  i n i  d a p a t  d i b e n a r k a n ,  k a r e n a  

d a r i  s e g i  k o m p e t e n s i  r e l a t i f .  P e n g a d i l a n  N e g e r i  

J a k a r t a  S e l a t a n  t i d a k  b e r w e n a n g  m e m e r i k s a  p e r m o h o n 

a n  p e m b a t a l a n  p u t u s a n  A r b i t r a s e  i n i ,  m e l a i n k a n  y a n g  

b e r w e n a n g  a d a l a h  P e n g a d i l a n  N e g e r i  J a k a r t a  P u s a t .  

B e r d a s a r k a n  P a s a l  72 a y a t  ( l )  U n d a n g - U n d a n g  N o . 3 0  

T a h u n  1 9 9 9  m e n g e n a i  p e r m o h o n a n  p e m b a t a l a n  p u t u s a n  

A r b i t r a s e  h a r u s l a h  d i a j u k a n  k e p a d a  K e t u a  P e n g a d i l a n

N e g o r i  ;
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d i t u j u k a n  k e p a d a  M a h k a m a h  A g u n g  d a n  m e r u p a k a n  

y u r i s d i k s i  Ma hka ma h A g u n g ,  m aka  d e n g a n  t i d a k  d i a 

t u r n y a  a c a r a  o a n d i n g  t e r s e b u t ,  d e n g a n  s e n d i r i n y a  

a c a r a  b a n d i n g  m e n g a c u  k e p a d a  U n d a n g - U n d a n g  N o . 1 4  

T a h u n  1 9 8 5 ,  s e h i n g g a  u p a y a  hukum b a n d i n g  d i s a m a k a n  

d e n g a n  k a s a s i  ;

M e n i m b a n g ,  bahwa a l a s a n - a l a s a n  y a n g  d i a c u k a n  

o l e h  Pe mo ho n  B a n d i n g  d a l a m  m e m or i  b a n d i n g n y a  t e r s e 

b u t  p a d a  p o k o k n y a  a d a l a h  s e b a g a i  b e r i k u t  :

1 .  B a h w a  H a k i m  P e n g a d i l a n  N e g e r i  J a k a r t a  S e l a t a n  

t i d a k  c e r m a t  d a l a m  p e r t i m b a n g a n  h u k u m n y a ,  k a r e n a  

P e m o h o n / T e r b a n d i n g  t i d a k  m e m a s u k k a n  BANI  d a l a m  

p e r m o h o n a n  p e m b a t a l a n  p u t u s a n  A r b i t r a s e  s e b a g a i  

s a l a h  s a t u  p i h a k  y a n g  d i g u g a t ,  s e t i d a k - t i d a k n y a  

g u g a t a n  d i a j u k a n  k e p a d a  A r b i t e r  a t a u  M a j e l i s  

A r b i t r a s e  d a n  t i d a k  d i t u j u k a n  k e p a d a  p i h a k  y a n g  

b e r p e r k a r a  ;

2 .  Ba hwa  P e n g a d i l a n  N e g e r i  J a k a r t a  S e l a t a n  s a l a h  

m e n e r a p k a n  hukum P a s a l  72  a y a t  ( 3 )  U n d a n g - U n d a n g  

N o . 3 0  T a h u n  1 9 9 9 ,  k a r e n a  p u t u s a n  P e n g a d i l a n  

N e g e r i  J a k a r t a  S e l a t a n  H o . 7 8 / P d t . P / 2 0 0 2  /  

P N . J a k . S e l .  t a n g g a l  2 Mei  2 0 0 2  y a n g  m e n b a t a l k a n  

p u t u s a n  A r b i t r a s e  N o .  1 2 7 / V I I / A R B - B A N I / 2 0 0 0  

t a n g g a l  19 F e b r u a r i  2 0 0 2  d i t e t a p k a n  o l e h  H a k i m  

d a n  b u k a n  o l e h  K e t u a  P e n g a d i l a n  N e g e r i  ;

3 .  B a h w a  a l a s a n  p e m b a t a l a n  p u t u s a n  A r b i t r a s e  

No.  1 2 7 / V I I / A R B - B A N I / 2 0 0 0  t i d a k  b e r d a s a r k a n  p a d a  

a l a s a n  y a n g  s e c a r a  l i m i t a t i f  t e l a h  d i t e n t u k a n  

d a l a m  P a s a l  70 U n d a n g - U n d a n g  N o . 3 0  T a h u n  1 9 9 9  ;

4 .  Bahwa Haki m P e n g a d i l a n  N e g e r i  J a k a r t a  S e l a t a n

t e l a h  .....................
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N e g e r i  ;

B a h wa  d a l a m  P a s a l  1 b u t i r  k e  4 U n d a n g - U n d a n g  N o . 3 0  

T a h u n  1 9 9 9  m e n g e n a i  p e n g e r t i a n  P e n g a d i l a n  N e g e r i  

d i s e b u t k a n  y a n g  d a e r a h  h u k u m n y a  m e l i p u t i  t e m p a t  

t i n g g a l  T e r m o h o n  ;

B a h wa  d a l a m  P a s a l  1 b u t i r  k e  6 U n d a n g - U n d a n g  N o . 3 0  

T a h u n  1 99 9  m e n g e n a l  p e n g e r t i a n  T e r m o h o n  d i s e b u t k a n  

b a h w a  T e r m o h o n  a d a l a h  p i h a k  l a w a n  P e m o h o n  d a l a m  

p e n y e l e s a i a n  s e n g k e t a  n e l a l u i  A r b i t r a s e  ;

B a h w a  d a l a m  k a s u s  p e n y e l e s a i a n  s e n g k e t a  d i  A r b i 

t r a s e ,  T e r m o h o n  a d a l a h  P T .  U n i c o m i n d o  p e r d a n a  

b e r a l a m a t  d i  J a l a n  K.H.  M a n s y u r  N o . 5 9  K e b o n  M e l a t i ,  

T a n a h  A b a n g ,  J a k a r t a  P u s a t  ;

Bahwa d e n g a n  d e m i k i a n  y a n g  b e r w e n a n g  u n t u k  m e m e r i k 

s a  p e r m o h o n a n  p e m b a t a l a n  p u t u s a n  A r b i t r a s e  t e r s e b u t  

a d a l a h  P e n g a d i l a n  N e g e r i  J a k a r t a  P u s a t  ;

M e n i m b a n g ,  bahwa b e r d a s a r k a n  p e r t i m b a n g a n -  

p e r t i m b a n g a n  t e r s e b u t  d i a t a s ,  d e n g a n  t i d a k  p e r l u  

m e m p e r t i m b a n g k a n  k e b e r a t a n - k e b e r a t a n  b a n d i n g  l a i n 

n y a ,  m e n u r u t  p e n d a p a t  Mahkamah A g u n g  t e r d a p a t  c u k u p  

a l a s a n  u n t u k  m e n g a b u l k a n  p e r m o h o n a n  b a n d i n g  d a r i  

P e m o h o n  B a n d i n g  : PT .  S a c  N u s a n t a r a  t e r s e b u t  d a n  

m e m b a t a l k a n  p u t u s a n  P e n g a d i l a n  N e g e r i  J a k a r t a  

S e l a t a n  t a n g g a l  30  A p r i l  2 0 0 2  N o .  7 8 / P d t . P / 2 0 0 2 /  

P N . J a k . S e l .  s e h i n g g a  Mahkamah A g u n g  a k a n  m e n g a d i l i  

s e n d i r i  p e r k a r a  i n i  d e n g a n  a m a r  s e p e r t i  y a n g  a k a n  

d i s e b u t  d i b a w a h  i n i  ;

M e n i m b a n g ,  b a h w a  o l e h  k a r e n a  p e r m o h o n a n  

b a n d i n g  d i k a b u l k a n  d a n  T e r m o h o n  U a n d i n g  s e b a g a i  

p i h a k  y a n g  k a l a h  n a k a  d i h u k u m  u n t u k  m e m b a y a r  b i a y a

perkara ........
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p e r k a r a  b a i k  d a l a m  t i n g k a t  p e r t a m a  m a u p u n  d a l a n  

t i n g k a t  b a n d i n g  ;

M e m p e r h a t i k a n  P a s a l - P a s a l  d a r i  U n d a n g - U n d a n g  

N o . 14 t a h u n  1 9 7 0  s e b a g a i m a n a  t e l a h  d i u b a h  d o n g a n  

U n d a n g - U n d a n g  N o . 3 5  T a h u n  1 9 9 9  t e n t a n g  K e t e n t u a n -  

K e t e n t u a n  P o k o k  K e k u a s a a n  K e h a k i m a n  ( L . N .  R . I .  

T a h u n  1 9 9 9  N o . 1 4 7 )  d a n  U n d a n g - U n d a n g  N o . 1 4  t a h u n  

1 3 8 5  y a n g  b e r s a n g k u t a n  ;

M E N G A D I L I  :

M e n g a b u l k a n  p e r m o h o n a n  b a n d i n g  d a r i  P e n o h o n  

B a n d i n g  : PT .  SAC NUSANTARA t e r s e b u t  ;

M e m b a t a l k a n  p u t u s a n  P e n g a d i l a n  N e g e r i  J a k a r 

t a  S e l a t a n  t a n g g a l  30 A p r i l  2 0 0 2  N o . 7 8 / P d t . P / 2 0 0 2 /  

P N . J a k . S e l .  ;

MENGADILI SENDIRI :

M e n y a t a k a n  P e n g a d i l a n  K e g e r i  J a k a r t a  S e l a t a n  

t i d a k  b e r w e n a n g  u n t u k  m e m e r i k s a  d a n  m e m u t u s  p e r m o 

h o n a n  p a r a  P e m o h o n  J a c o b  H e n d r a w a n  d a n  P T .  U N I C O -  

MINDO PERDANA t e r s e b u t  ;

M e n g h u k u m  T e r m o h o n  B a n d i n g  u n t u k  m e m b a y a r  

b i a y a  p e r k a r a ,  b a i k  d a i  air. t i n g k a t  p e r t a m a  n a u p u n  

d a l a n  t i n g k a t  b a n d i n g ,  y a n g  d a l a n  t i n g k a t  b a n d i n g  

i n i  d i t e t a p k a n  s e b a n y a k  R p . 5 0 0 . 0 0 0 , -  ( l i m a  r a t u s  

r i b u  r u p i a h )  ;

D e m i k i a n l a h  d i p u t u s k a n  d a l a m  r a p a t  p e r m u s y a 

w a r a t a n  M a h k a n a h  Agung p a d a  h a r i  J U M’ AT TANGGAL 2 0  

SEPTEMBER 2 0 0 1  o l e h  B a g i r  M a n a n ,  SH.  K e t u a  M a h k a n a h  

A g u n g  s e b a g a i  K e t u a  S i d a n g ,  P r o f .  D r .  P a u l u s  E .  

L o t u l u n g ,  SH.  d a n  Ny.  K a r i a n n a  S u t a d i ,  S H . s e b a g a i  

H a k i m - H a k i m  A n g g o t a  d a n  d i u c a p k a n  d a l a m  s i d a n g

t e r b u k a  .................
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t e r b u k a  u n t u k  umum p a d a  h a r i  i t u  j u g a  o l e h  K e t u a  

S i d a n g  t e r s e b u t  d e n g a n  d i h a d i r i  o l e h  P r o f . Dr .  

P a u l u s  E .  L o t u l u n g ,  SH. d a n  JJy.  K a r i a n n a  S u t a d i ,  

S H . K a k i m - H a k i m  A n g g o t a . S h i r l e y  P W i d o d o ,  SH. 

P a n i t e r a  P e n g g a n t i  d e n g a n  t i d a k  d i h a d i r i  o l e h  k e d u a  

b e l a h  p i h a k . -

H a k i m - H a k i i r .  A n g g o t a  :

. . P a n i t e r a  P e n g g a n t ifll n»Vff“b*avl> *
1. M e t e r a i  .........  6 . 0 0 0 , -

2 . R e d a  k  s  1 .............. RP- 1 - 0 0 0 . -

3 .  Administrasi k a s a s i  P p - 4 9 3  - 0Qp.. i

j u m l a h  = R p . 5 0 0 . 0 0 0 ,  -
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